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ABSTRAK

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI
BAGIAN AHLI WARIS NON-MUSLIM DI INDONESIA.

Sidik Tono

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli
waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan
menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat
menerima warisan, dan apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, serta untuk
menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan pelaksanaan hukum Wasiat Wajibah
dalam kerangka pembentukan hukum kewarisan nasional Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber
data skunder, dan dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data
sekunder ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, bahan hukum
primer (utama), bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan
analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan dari
mengumpulkan  (menghimpun), menginventarisasi, mengklasifikasi, lalu
mengkonstruksi data skunder tersebut, dan diakhiri dengan deskriptif-analitis
yang acuan utamanya adalah content-analisis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, kedudukan
hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam
prakieknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris
non-muslim terhalang sebagai ahli waris, karena itu penyelesaiannya dengan
Wasiat Wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian.
Kedua, ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat berdasarkan Wasiat
Wajibah, berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, sebab terminologi ayat tersebut
bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena
sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau yang lain. Dan juga berdasarkan empat
tempat kata wasiat dalam Surat An-Nisa’ (4): 11 dan An-Nisa’ (4): 12, serta
berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan petunjuk
perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan apabila tidak ditemukan saksi yang
adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama.
Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan Karib
kerabat non-muslim. Dan Ketiga, Wasiat Wajibah pelaksanaannya berdasarkan
putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung kepada kemauan
atau kehendak orang yang meninggal. Mahkamah Agung melalui putusan nomor:
368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29
September 1999 telah memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-
muslim dari pewaris muslim. Putusan itu hanya mengikat para pihak, tidak
mengikat seluruh warga negara Indonesia, hanya berbentuk yurisprudensi. Karena
itu, agar putusan itu efektif perlu dibuat undang-undang tentang kewarisan
nasional.

Kata Kunci: wasiat wajibah, ahli waris non-muslim, undang-undang kewarisan nasional, dan
kepastian hukum
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ABSTRACT

WASIAT WAJIBAH AS AN ALTERNATIVE TO ACCOMODATE THE NON -
MUSLIM HEIR IN INDONESIA

Sidik Tono

This study discusses and analyzes the position of non - Muslim heirs in
Indonesian positive law and Islamic law in Indonesia. In addition , this study also
analyzes and explains the reasons why non - Muslim heirs can not receive an
inheritance according to Islam . On that basis , the main issue of this research is
whether wasiat wajibali an alternative to accommodate non — Muslim heir in Indonesia.
Furthermore, in this study the analysis and explanation of the implementation of the law
of wasiat wajibah depart from the framework of the establishment of the Indonesian
national inheritance law.

This study denotes library study based on the secondary data sources , and the
juridical - normative approach. Sources of secondary data in this study is primary legal
materials, secondary legal materials , and tertiary legal materials . While the steps that
has been conducted in this research through the stages of collecting , inventory ,
classify , and construct the secondary data, and ends with a descriptive - analytical
analysis by using the content analysis.

Results of this research has revealed that first , the position of the Compilation
of Islamic Law in Indonesia ( KHI ) indicate a rule in the law and practice in the system
of religious courts in Indonesia, while the position of non - Muslim heirs blocked as heir
, because that's one way of settlement is the part wasiat wajibah by the heir does not
exceed one-third part . Second , non - Muslim heirs can receive based on Surah Al -
Baqgarah ( 2 ) : 180, because of content of this verse is general, which includes the heirs
can not inherit because of the barrier inherited(mawani’ al-irsi), as non — Muslim heir,
or others. In addition, it is also based on four words that each in Surat An - Nisa' (4 ):
11, Surat An-Nisa'(4):12, Surah Al - Maidah ( 5 ) : 106 gives a fair indication that
the witness need the intestate , and if not found a fair witness, then the witness heirs
should replace fair though different religions . This suggests the permissibility intestate
to the mother - father and confidant non - Muslim relatives. And third, the
implementation of wasiat wajibah by the decision of the judge or the law , so it does not
depend on the will or the will of the deceased. The Supreme Court ruling through
numbers: 368 K/AG/1995 dated July 16, 1995 and the numbers : 51 K/AG/1999
September 29, 1999 has granted wasiat wajibah to the non - Muslim heir from Muslim
heir. The ruling was only binding on the parties, not binding on all citizens of Indonesia,
the only form of jurisprudence. Therefore, in order that the decision be effective and
enforceable that definitely needs to be made a law on national inheritance.

Kata Kunci: wasiat wajibah, ahli waris non-muslim, undang-undang kewarisan nasional, dan
kepastian hukum
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kesejahteraan hidup
bersama seluruh warga negara tanpa memandang suku dan agama. Salah satu
hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan
adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya kerukunan lintas
agama dan kerukunan hidup beragama.

Di Indonesia, agama yang diakui dan diizinkan oleh negara mencakup
~ agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha' Pengakuan
terhadap agama ini rupanya dapat menimbulkan problema, baik antar intern
pemeluk agama, antara pemeluk agama yang berbeda, maupun antara pemeluk
agama dengan pemerintah.? Di antara salah satu masalah ini akan tampak ketika
menyangkut permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (pluralistic
society). Kemajemukan bangsa, sesungguhnya dapat dipandang sebagai berkah,
namun kemajemukan itu sendiri memungkinkan dapat menjadi sumber konflik

dan perpecahan, sebenarnya juga berpotensi sebagai sumber kekuatan manakala

! Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan
PENPRES No. 1/1964, yang menyebutkan bahwa di Indonesia hanya diakui lima agama, yaitu;
Islam Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978,
kepercayan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama.

? Aksin Wijaya, Menggugat otentitas Wahyu Tuhan, (Yogyakarta; Safiria Insani Press,
2004), hlm. 203.



potensi itu dapat dikelola dan dikembangkan ke arah percepatan pencapaian
kesejahteraan dan persatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan plural,
sehingga adanya perbedaaan agama dalam anggota keluarga pada sebuah keluarga

tertentu bisa dikatakan merupakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari
realitas yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/wanita Islam
dengan non-musiim. Selanjutnya anak dari hasil perkawinan ini, baik yang
mengikuti agama yang muslim atau yang non-muslim, maka akan terjadi
perbedaan agama dalam satu keluarga. Melihat fakta yang demikian inilah,
penting kiranya untuk membahas hukum bagi ahli waris non-muslim dalam
konteks hukum Islam sebagai wujud fahmatan lil ‘alamin dan sebagai perwujudan
hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodasi dan menjamin keadilan
tanpa memandang agama.

Pemikiran di atas tentunya masuk akal, sebab dalam hukum keluarga di
Indonesia, sebenarnya selama ini ada permasalahan, khususnya mengenai ahli
waris non-muslim. Permasalahan semakin rumit ketika dalam sebuah keluarga ada
yang muslim dan non-muslim. Hal ini terjadi dengan kemungkinan, perfama,
dalam keluarga muslim ada anggota keuarga yang non-muslim atau kedua, dalam
keluarga non-muslim ada anggota keluarga yang muslim.

Secara historis, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem
hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum
itu mulai berlaku pada waktu yang berlainan. Hukum adat berlaku bersamaan

dengan kehidupan mesyarakat Indonesia sendiri, meskipun sebagai sistem hukum



baru dikenal sejak permulaan abad ke-20. Hukum Islam belaku sejak orang Islam
datang dan bermukim di Indonesia. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan
sejak VOC menerima kekuasaan untuk berdagang dan “menguasai” kepulauan
Indonesia pada tahun 1602.°

Di Indonesia, hukum Islam menempati posisi yang cukup penting dan
strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, artinya penting dilakukan tidak
saja dilihat dari segi berfungsinya hukum dalam realitas masyarakat, akan tetapi
sekaligus untuk menjelaskan adanya unsur-unsur keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan sebagai nilai-nilai hukum.* Hukum Islam di Indonesia tidak bisa
mengabaikan aspek sosiologis bangsa Indonesia, oleh karena itu, eksistensi
hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonésia.

Ajaran-ajarannya merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan
dalam pembinaan hukum nasional sebagai norma hukum yang hidup dalam
masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Islam
mempunyai hubungan yang bersifat organik sebagai kewajiban anggota
masyarakat, baik ia sebagai rakyat Indonesia maupun sebagai orang muslim. Hal
ini karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangén
hukum di Indonesia harus didasarkan pada Dasar Negara, Pancasila dan Undang-

Undang Dasar RI 1945..

3 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di
Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him. 208-209.

* Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan
Karya Tulis), (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.



" Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari
penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa:
“Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what
function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement
among scholars of law and society on the precise functions, nor is there consensus
on their relative weight and importance. A variety of functions are highlited in the
literature (see, for example, Aubert 1969: 11, Bredeneir, 1962: 74, Mermin, 1973:
5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Samford, 1989: 116-120)

depending on the conditions under which law operates at a particular time and

place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and sccial

engineering”.’

Memang penentuan fungsi hukum dalam masyarakat belum ada kesepakatan dari
pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di mana hukum itu
berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun penegasan di atas menyebutkan
ada tiga fﬁngsi dari hukum, yaitu social control (kontrol sosial), dispuie settlemem‘A
(penyelesaian sengketa), dan social engineering (rekayasa sosial). Jadi hukum
akan dapat berfungsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam meﬁyelesaikan
sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang
terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Wasiat Wajibah dapat menjadi salah satu cara, sebagai
tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda dari seseorang
kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu alternatif untuk
memberikan bagian kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan harta waris,
yang pelaksanaannya setelah matinya pemilik harta.

Bandingkan dalam pengertian wasiat selama ini adalah tindakan seseorang

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda

* Steven Vago, Law and Society, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), him. 12.



atau manfaat secara sukarela (tabarru’i) yang pelaksanéannya ditangguhkan
setelah kematian orang yang memberi wasiat® Sebagai salah satu cara
pemindahan kepemilikan, wasiat hanya bisa dilaksanakan sesudah orang yang
berwasiat meninggal dunia.” Pada dasarnya, wasiat ini dilakukan dengan kemauan
hati dalam keadaan apapun. Sehingga perbedaan antara wasiat dan Wasiat
Wajibah pada dasarnya terletak pada penekanan “findakan negara”.

Istilah Wasiat Wajibah itu sebenarnya penemuan baru. abad ke-20,
sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Bahkan, mengkaitkan istilah
Wasiat Wajibah dengan anak atau orang tua angkat memang betul-betul
penemuan hukum Indonesia. Istilah Wasiat Wajibah pertama kali diperkenalkan
oleh ulama Mesir melalui hukum waris pada tahun 1946. Pada waktu itu, seorang
anak yang lebih dahulu meninggal dunia dari bapak-ibunya, dan meninggalkan
anak (cucu), maka si cucu itu merggantikan anaknya dalam mewarisi harta
kekayaan kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh Wasiat Wajibah tidak
lebih dari 1/3 harta® Mengenai Wasiat Wajibah sebagai suatu tindakan
pembebanan oleh hakim atau negara yang mempunyai hak untuk mengambii
harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat untuk
diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.’

- Negara Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat

sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara

§ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 439.

"Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Fikihul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him.
291.

' M. Atho Mudzar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164.

® Ahmad Rofiq, Op Cit. him, 184.



nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1. Tahun 1974
tentang Perkawinan), yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan sesuai
pula dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun harus diakui, tidak
seperti kodifikisai hukum lainnya, kodifikasi hukum dalam hal kewarisan dalam
bentuk unifikasi yang berlaku bagi semua warga negara menjadi masalah
tersendiri. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan Islam adalah bagian agama
Islam. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam adalah Al-Quran dan As-
Sunnah. Dalam Kkerangka dasar ajaran Islam digambarkan bahwa iman dan
hukum merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat, terintegrasi dan saling
mengisi. Oleh karena itu, kodifikasi hukum waris Islam alangkah baiknya
déngan menggunakan‘ model kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia.!’
Sebenarnya hal tersebut tidaklah sulit dalam hukum Islam, karena setiap
masalah yang timbul, Islam selalu dapat memberikan solusinya.

Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun realitasnya bersifat
majemuk. Dalam melihat realitas tersebut, diantara ahli antropologi hukum
terdapat kecenderungan untuk menitik-beratkan istilah “sengketa (dispure) ” yang
berarti perselisihan atau sengketa yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang
ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda

perselisihan, yaitu conflict interest dan claims of right."! Secara normatif salah

satu fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan

% Mohammad Daud Ali, Op Cit, him. 333.

1 Jjohn Comarroff and Sitnon Roberts, Invocation of Norm in Dispute Settlement: The
Tswana case (1), 1981. Lihat: Nader dan H.F. Todd, 1978, P.H. Gulliver, dalam LSQ, 1973: 667-
691. Lihat juga: LM. Friedman, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, (New York:
Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 226.



atau sebagai upaya damai. Sebab sengketa dalam pandangan hukum merupakan

penyelesaian atau jalan keluar.'?

Dan umat Islam sangat mengharapkan berlakunya hukum Islam di
Indonesia, sebab Islam selalu dapat memberi solusi terhadap berbagai masalah,
salah satunya adalah masalah bagian ahli waris non-muslim di Indonesia yang
dapat diakomodasi dengan hukum wasiat atau Wasiat Wajibah, sehingga
permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam,
yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai salah satu bagian pemikiran
dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan
budaya atau kebiasaan yang hidup di masyarakat Indonesia. Karena itu, secara
khusus penelitian ini berusaha mengakaji Wasiat Wajibah sebagai alternatif

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka
penelitian disertasi mengenai Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi
bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. Dan kaitannya dengan relevansi
hukum wasiat yang merupakan embrio pembentukan hukum kewarisan nasional,
maka peneliti berusaha mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk menerima bagian dari

harta peninggalan? Adilkah menurut Hukum Islam?

2 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and
Civilation, Diterjemahkan Asnawi dan Safruddin, Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik,
Pembangunan dan peradaban, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), him. 24 - 40,



2. Apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alternaiif mengakomodasi bagian
ahli waris non-muslim di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian

sengketa di Lingkungan Peradilan Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan menemukan solusi
yang menyeluruh berdasarkan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam
konteks hukum kewarisan di Indonesia yang terkait dengan masalah asas dan
perundang-undangan. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan:

a. Untuk menganalisis mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk
menerima bagian dari harta peninggalan dan apakah hal itu sesuai dengan
keadilan Hukum Islam.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bahwa Wasiat Wajibah dalam hukum
kewarisan Islam dapat menjadi alternatif mengakomodasi bagian ahli waris
non-muslim di Indonesia;

c. Untuk menganalisis pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian
sengketa di lingkungan peradilan di Indonesia.

2. Manfaat penelitian
Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini

diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:



a. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk memetakan pemikiran ulama dan
peraturan perundang-undangan tentang peniberian Wasiat Wajibah kepada
ahli waris non-muslim, sekaligus merunut perubahan hukum dan social yang
terjadi di masyarakat dalam menerima keabsahan Wasiat Wajibah kepada ahli
waris non-muslim. Penelitian ini juga akan mengungkap dialektika hukum
normatif dengan perubahan hukum dan social mengenai Wasiat Wajibah
kepada ahli waris non-muslim dalam kontek kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kelanjutan dan
pengembangan dari penelitian sebelumnya, dan untuk membuka jalan bagi
penelitian berikutnya. Dan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memiliki
manfaaf contributibn of knowledge, mérnpunyai nilai kontributif bagi
pengérnbangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
melakukan penelitian atau penulisan selanjutnya. Sekaligus juga sebagai
kontribusi positif bagi para akademisi khususnya peneliti untuk melakukan
langkah konkret dalam pengembangan hukum kewarisan, khususnya hukum
Wasiat Wajibah di Indonesia sebagai solusi keadilan bagi ahli waris non-
muslim.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat terbaca
secara luas oleh masyarakat, terutama mereka yang concern mengikuti
perkembangan hukum kewarisan dan legislasinya, khususnya masalah
Wasiat Wajibah sebagai jawaban bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin.

¢. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar

pertimbangan atau rekomendasi dalam proses penyusunan peraturan
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perundang-undangan, serta kebijakan teknis yang memberikan perhatian
besar terhadap penguatan hukum kewarisan di Indonesia. Selain itu, bagi
penegak hukum, penelitian ini juga berguna untuk menjadi dasar

pertimbangan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama.
D. Tinjauan Pustaka

Sampai dengan penulisan disertasi ini, sebenarnya telah berkembang
pemikiran mengenai Wasiat Wajibah, bahkan telah banyak dipublikasikan, baik
dalam bentuk disertasi, tesis dan penelitian ilmiah lainnya. Karena itu perlu
peneliti uraikan secara garis besar konsep wasiat dan Wasiat Wajibah dan
penelusuran hasil penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka ini, untuk
menjelaskan orisinalitas permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah
yang membedakan dengan permasalahan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian
ini secara spesifik dan menyeluruh membahas Wasiat Wajibah sebagai alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, sekaligus dengan
membahas tiga sistem hukum wasiat sebagai obyek kajian, yaitu sistem hukum
Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata (BW), maka hal ini
dipandang layak untuk diteliti.

1. Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah

Masalah wasiat ini telah banyak disinggung dalam berbagai sistem

hukum,” mulai dari hukum adat, hukum perdata/Burgerlijk Wetboek (BW),

maupun dalam hukum Islam.

13 Sistem hukum adalah suatu kesatuan komponen-komponen yang berada di dalam
hukum, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hukum
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Kata wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pesan terakhir
yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan
harta kekayaan atau lainnya'®. Sedangkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam
adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang
akan berlaku setelah pewaris neninggal dunia. Ada beberapa definisi wasiat oleh
para fugaha’ yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang
pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang
atau manfaat'®. Adapun definisi wasiat yang tanpa mengkaitkan kata ‘sukarelé’
adalah definisi Ibnu Rusyd yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain,
atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau
membebaskan hambaﬁya, baik dijelaskan de.ngan. kata-kata wasiat atau tidak'.

Adapun definisi Wasiat Wajibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah
suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak
memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu
halangan syara’'’. Hasby Ash Shiddieqy'® menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah
adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka.

Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab Ahkamul Qur’an,

sebuah sistem, berarti di dalamnya terdiri atas komponen atan unsur-unsur yang saling bekerja
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola dengan ciri-ciri tersendiri. Umumnya para ahi
hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling
melengkapi dan ketergantungan, yaitu komponen struktur, substansi dan kultur. Lihat Krisnajadi,
Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: STHB, 1989), him. 23.

" Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IX
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997, him. 1126.

15 Fathurrahman Djamil, “Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam”,
Artikel dalam Mimbar Hukum, 1999, Nomor 38 Tahun IX, Him. 5. Juga perhatikan dalam: Abdul
Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, him. 1926.

'8 Tonu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 11 (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 252.

17 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), him. 1930.

18 TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Figik Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
1999), him. 274, :
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menjelaskan bahwa Surat Al-Baqareh (2): 180 terang menunjuk kepada
wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan “kutiba™
dalam ayat itu bermakna “furida” (difardlukan) dan perkataan bi al-ma’ruf
haqqan ‘ala al-muttagin, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada
wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau ma’ruf sebagai suatu hak (kewajiban)
atas segala orang yang bertagwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan
wasiat ini salah satu dari syarat tagwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat
itu."?

Sementara itu, dalam praktiknya, apabila terdapat ahli waris yang belainan
agama dengan pewaris, baik pewarisnya yang muslim atau ahli warisnya yang
muslim, a;pabila diputuskan melalui pengadilan, maka- dalam hal ini ahli Wmis
akan mendapatkan bagian harta melalui jalan Wasiat Wajibah.?® Wasiat Wajibah
inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara.
Karena Wasiat Wajibah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan
penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi
keputusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang

tertentu dalam keadaan tertentu.?!

Pengertian wasiat dalam hukum adat adalah pesanan dari seorang yang

masih hidup (tidak gila dan tidak lupa atau mabuk) diucapkannya di hadapan lebih

' Ibid, (Mengutip dari Ahkamul Qur’an I: 164, Tafsir Ar-Razi II: 111, dan tatimmah
Ar-Raudhaun Nadhir IV: 107).

20 Wasiat Wajibah adalah suatu pemberian yang wajib diberikan kepada cucu-cucu yatim
yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersamaan kakeknya, sebesar bagian orang tuanya
seandainya orang tuanya hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan,
lihat majalah UNISIA Universitas Islam Indonesia 1979, ‘Fatchurrahman, Washiyat Wajibah
(Plaatsvervulling), hlm. 7.

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 362.
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dari satu orang, jelas terdengar oleh mereka supaya pesanan itu dapat
dilaksé.nakan sesudah matinya, daﬁ semuanya menganggapnya patut dan
merahasiakannya hingga orang yang berwasiat itu mati sesuai dengan
pesanannya’”. Dan masih dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang
dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang
pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal
dunia.

Dalam sistem hukum adat, masalah wasiat telah lama dipraktikkan di
masyarakat. Umumnya wasiat dilakukan selain sudah menjadi tradisi turun
temurun juga bertujuan untuk menghindari persengketaan di kalangan ahli waris,
sepeninggél ahli waris. Dalam hal wasiat ini, hukum adat tidak mempunyai aturan
yang tegas dan komprehensif, khusﬁsnya terkait dengan wasiat antar pemeluk

agama dan berapa besarannya.

Sementara itu, hukum perdéta/Burgerlijk Wetboek (BW) mengenal tiga
macam cara membuat wasiat, yaitu: testament rahasia (geheim), testament tak
rahasia (openbaar) dan testament tertulis sendiri (olografis),” yang biasanya
bersifat rahasia atau juga mungkin tidak rahasia.?*

Hukum Perdata (BW) menyinggung sedikit mengenai wasiat lintas negara,
namun demikian tidak sedikitpun menyinggung mengenai wasiat lintas agama.

Mengenai wasiat lintas negara, pasal 945 BW menyebutkan: “Seorang warga

2 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakrta: Universitas Indonesia, 1988),
him. 233,

3 Subkti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 931 BW: “suatu wasiat hanya
boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik
akta rahasia atau tertutup”.

* Qermarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2000), him. 100.
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negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuét surat
wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang
lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya”.?

Adapun mengenai aturan-aturan wasiat ini, dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI)26 tampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam hukum
perdata. Sebagaimana hukum perdata dan KHI juga tidak menyinggung masalah

27 Hanya saja ada persamaan antara keduanya, yaitu

wasiat antar agama.
berlakunya kehendak wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.®® Khusus
mengenai Wasiat Wajibah KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Ayat (1): Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal
176 sampéi dengan 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat

Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Hal ini berbeda dengan Al-Qur’an, karena dalam Al-Qur’an Wasiat
Wajibah ini diperintahkan untuk ibu-bapak (walidain) dan karib kerabat
(agrabin) sedangkan kita tahu bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang

termuat dalam KHI sama sekali tidak masuk dalam golongan walidain dan

aqrabin,

%5 Mengenai masalah wasiat, BW mengaturnya dalam pasal 874-1022.

% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indomesia, Cet4 (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2010), him. 16.

%7 Masalah aturan wasiat, KHI menjelaskannya dalam pasal 194-209.

¥ A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1999), him. 23.



15

Wasiat yang dirumuskan dalam pasal demi pasal KHI tidak lepas dari
kitab-kitab figih yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Pengaitan materi
KHI dengan kajian figih dalam tulisan ini adalah dikarenakan wasiat yang dimuat
dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup
permasalahan hibah dan wasiat. Disebutkan dalam Inpres nomor 1 Tahun 1990,
bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang
memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain
pengembangannya merujuk pada kajian figih, karena dalam kitab figih dijelaskan
latar belakang dan lahirnya pendapat Ulama Fiqih terhadap obyek yang dikaji dan
segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-
kitab ﬁqlh merupakan dasar ﬁntuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut
hasil kajian yang sudah ada. Disamping itu, hukum yang dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung
permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa
berubah dan membaur dengan permasalahan yang baru, apalagi wasiat yang
belum diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup
kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat yang belum diatur yang
memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak mampu menampung
permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat.

Sedangkan dalam BW istilah Wasiat Wajibah disebut dengan Plat
veervurling, secara garis besar antara penggantian kedudukan atau mawali

dengan Wasiat Wajibah hampir sama. Perbedaannya jika dalam penggantian



16

kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang

tuanya.

Pada dasarnya hukum asal wasiat dalam fikih klasik adalah sunnah,
karena itu pemberian wasiat merupakan tindakan ikhtiariah yakni suatu tindakan
’ yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapﬁn
juga. Siapapun tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.
Karena wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela
dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari’at Islam sesuatu wasiat
yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.*® Namun demikian
perkembangannya pada abad ke 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat
Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atéu hakim sebagai
aparat negara tertinggi. Jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia
mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat
yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalam
keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua)
hal:*

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur
kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa
tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

b. Ada Kkemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal

penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

¥ Fatchurrahman, I/mu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), hlm. 62.
3 Ibid ., him. 63.
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Berdasarkan uraian singkat di atas, belum ada satu aturan hukum di
Indonesia yang secara komprehensif dan tegas mengatur masalah wasiat antar
agama. Padahal Indonesia merupakan bangsa yang plural, bukan hanya dari segi
budaya, suku dan bahasa, tetapi juga dari segi agama. Oleh karena itu perlu aturan
hukum mengenai wasiat kepada ahli waris beda agama ini. Memang ada aturan
dan yurisprudensi megenai pemberian harta peninggalan kepada ahli Wa.ris yang
berbeda agama, namun hal ini baru berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
sedangkan fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ia hanya
sekedar himbauan moral.

Mengenai wasiat terhadap ahli waris yang berbeda agama ini MUI melalui
keputusaﬁ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUi//ZOOS
Tentang Kewarisan Beda Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam
Musyawarah Nasional MUI VII, Pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-
29 Juli 2005 M. memutuskan bahwa:

a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-
orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim)

b. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Mungkin pandangan di atas akan dianggap tidak sejalan dengan hadis
yang melarang wasiat bagi ahli waris’!. Kalau kita teliti labih jauh sebenarnya
tidak. Ulama-ulama madzhab pun tidak melarang wasiat kepada ahli waris ini.

Menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris.

31Badru al-din al-‘ainy, ‘Umdah al-Qari Syarh sahih ai-Bukhari, Juz.17, him. 251. Yang
berbunyi: _aalt satally (il ill sl &yl gl 4y pW W,
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Apabila yang menyutujui hanya sebagian maka wasiat diambil dari orang yang
membolehkan saja’® Sedangkan menurut Ibn Qudamah, pengikut madzhab
Hanbali, wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki boleh.”” Sedangkan Syi’ah
Imamiyah berpendapat, wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, -

dan tidak tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi

sepertiga harta warisan.**

Ketentuan tersebut merupakan penafsiran terhadap ayat Al-Quran tentang

wasiat, yaitu Surat Al-Bagarah (2): 180 yang berbunyi:

o o 3yl el il Legh G 9 0 i (e e 3y (806 L
Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di
antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua (ibu-

bapak) dan karib kerabat dengan cara yang baik. (sebagai) Kewajiban kepada
orang-orang yang bertaqwa”.

Menurut mufasir dan fuqaha tradisional terhadap ayat ini, wasiat hanya diberikan
kepada orang tua dan kerabat. Sebagian besar ahli hukum Islam memandang ayat

tersebut dinasakh oleh Surat An-Nisa’ (4): 7°¢ yang berbunyi:

o 42 B o 0300 i 5 G el 2 O30 D B8 G Tt 96T
artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah
ditetapkan.”.

*2 Lihat Al-Zarqoni, Syarh al-Zargoni ‘ala al-Muwaththa’ al-Imam al-Malik, Jilid IV
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), him. 86.

** Baca lebih lanjut Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Kafi fi Fikih al-Imam Ahmad Ibn
Hanbal, Jilid 11 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), him. 479.

3% Baca Muhammad Jawwad Mughniyah, Figih Lima Madzhab, terj. Afif Muhammad,
Jilid II, (Jakarta: Basrie Press, 1994), him. 240.

35QS. Al-Bagarah (2): 180.

3$QS. An-Nisa’ (4): 7.
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Karena sifat ayat wasiat tersebut di atas adalah umum, maka masih terdapat
peluang ijtihadi sesuai dengan kebutuhan, hal ini dibenarkan ataS ijma’ ulama,
sehingga ada yang mengatakan dinasakh dengan ijma’ 37 Sedangkan sebagian
ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut hanya menasakh sebagian saja,
yaitu orang yang bersangkutan dan keluarga dekat yang menjadi ahl al-faraid
(penerima bagian tertentu dalam warisan),’® maka substansi kewajiban wasiat
masih tetap relevan.

Pendapat yang lebih tegas berasal dari kalangan madzhb Zahiri. Ibn Hazm
menyatakan, "Wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang
tidak mendapatkan warisan, ... baik karena warisannya diambil oleh ahli waris
yang lebih befhak maupun karena sebenarnya tidak mendapatkan warisan.
Pandangan ini berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, yang menurutnya hanya
dimansukh untuk kerabat yang menerima warisan saja, sedangkan orang yang
tidak menerima warisan wajib diberi wasiat. Hal ini didukung fakta bahwa Al-
Quran Surat An-Nisa’(4): 11-12 dan Surat Al-Baqarah (2): 240 yang masih tetap
mengakui adanya wasiat untuk keluarga dekat.® Ahli hukum Islam mendukung
pendapat ini dengan berdasarkan hadits Nabi saw.: Ala Inna Allaha gqad ‘ata kulla

zi haqqin haqqahu fala yajuz wasiyatan li warisin.*® Namun al-Mawardi, pengikut

37Al-Zarqoni, Syarhk al-Zarqoni ‘ala al-Muwatta’ al-Imam al-Malik, Jilid IV (Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), him. 86.

®Abdul Aziz Mohammed Zaid, The Islamic Law of Bequest, (London: Scorpion
Publising Ltd, 1986), hlm. 11-13.

*Ali ibn Said Ibn Hazm, al-Muhalla, Juz IX, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar
al-Fikr, t..t.), hlm. 314,

© Abdullah Ton Abdurrahman al-Darimi, Suran al-Darimi, (Bairut: Dar al-Kitab al-
Arabi, 1987), him. 511.
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madzhab Syafi’l, mengatakan: Wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah
bukan wajib.*!

Pendek kata, mayoritas ulama imam madzhab menganggap bahwa wasiat
itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Namun sebagian ulama dari kalangan
madzhab Hanbali menyatakan bahwa wasiat ada yang hukumnya wajib, yaitu
wasiat yang diperuntukkan orang tua atau kerabat yang tidak dapat mewaris
karena mahjub (terhalang atau ada faktor yang menyebabkan seseorang tidak
dapat mewarisi). Pendapat kedua ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang
Mesir dan Syiria, sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhaili yang artinya:
"...Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnatkan menurut
jumhur ulama'. Di antara mereka itu adalah para imam madzhab empat. Wasiat itu
tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para hamba
Allah. Sebagian ahli figih, seperti Ibnu Hazm, Adh-Dhahiri dan At-Thobari dan
Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama' madzhab Hambali berpendapat bahwa
wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang
tua dan para kerabat yang tidak dapat waris karena terhalang dari mewarisi

...sampai ucapan pengarang: “Undang-undang Mesir dan Suriah telah mengambil
pendapat yang kedua.*?

Dalam Undang-undang hukum wasiat Mesir, Wasiat Wajibah diberikan
terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih
dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan

kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.*® Besarnya

! Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Jilid X, ed. Mahmud Satraji, (Bairut: Dar al-Fikr,
1994), him. 149.

“2 Wahbah al-Zuhaili, AI-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 10, Cet. 4 (Bairut: Dar al-
Fikr al-Mu’asirah, 2002 M/1422 H), hlm. 7563 — 7564.. Pernyataan itu bebunyi:
Ba Y padill o uat¥ ) Ly ¥ Canliall Al agie ysganll die Lpatine o 30 Apea gl of iy
of iAltall e 5a3ell e O Sy g ol g o aUal o OIS SLgEll any (g g llyl
SN e pgaiag adlal b il e pganad | O ol O BT 5 Cpall U plialy sl g Lyean

O M (257 8) 65l s (79- 76 ) s el 08 38 8 B cppall GiDlESIS

® Ahmad Zahari, Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'f, Hazairin dan KHI,

(Pontianak: Romeo Grafika, 2006), him. 98.
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Wasiat Wajibah menurut pasal 71 undang-undang tersebut ditetapkan sebesar

bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup dengan

ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan dan harus dipenuhi

syarat syarat sebagai berikut :

a. Hanya terbatas kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu
dari pewaris.

b. Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan.

c. Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah
ditentukan baginya.

d. Besarnya Wasiat Wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.**

Bérdasarkan ketentuan di atas, cucu yang dapat dibeﬁkan Wasiat Wajibah N

adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan maupun dari anak

laki-laki. Jika cucu dari garis laki laki tersebut tidak terhijab oleh anak, mereka

tetap menerima bagian harta warisan kakeknya berdasarkan kedudukannya selaku

ashabah sebagaimana dalam sistem kewarisan Jumhur, bukan sebagai ahli waris

pengganti sebagaimana dalam KUHPerdata.

Untuk memformulasikan aturan atau hukum Wasiat Wajibah bagi ahli
waris non-muslim ini maka perlu aktualisasi atau pengembangan hukum keluarga
di Indonesia. Hukum keluarga yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam
sudah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia.

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, hukum keluarga (al-ahwal

asy-syakhsiyyah) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur

“ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Jakarta, Bulan Bintang, 1979). hlm, 64,
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hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-
masa akhir atau berakhirnya keluarga. Hubungan hukum dengan masyarakat
tersebut dapat dipahami melalui adagium pada satu abad sebelum Masehi yang
dicetuskan oleh Cicero yaitu ubi sociatas ibi ius. Di kalangan ahli hukum telah
menjadi adagium yang sangat terkenal dan telah memberikan gambaran yang
lengkap mengenai hubungan hukum dengan masyarakat. Tiada masyarakat tanpa
hukum dan hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk
mengatur kehidupan mereka atau hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan
masyarakat, sebab tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat.*> Hukum-hukum
tersebut antara lain nikah, talak, nasab, nafkah, kewarisan dan lain sebagainya.
Sehingga tidak dimaksudkan dalam hukum tersebut untuk membahas hubungan
antara keluarga satu kepada keluarga lain atau mengatur hubungan hukum diluar
ketentuan tersebut.

Tampaknya bila dilihat dari perkembangannya, hukum keluarga memang
mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada. Karena hampir di
semua negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim
atau juga negara-negara yang minorités muslim, mengakui peraturan yang
mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan
untuk diterapkan dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin
agak berbeda dengan hukum Islam lainnya yang berbicara pada wilayah pidana

atau perdata lain, yang di sebagian negara-negara Islam atau yang mayoritas

“ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, (Bandung: Atumni, 1990), him. 69. Dan juga lihat: Lili
Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Citra Aditya, 2005), him. 100. Bandingkan:
Leopold Pospisil, Hukum, Bentuk, Atribut, dan Penerapannya, dalam Antropalogi dan Hukum
Sebuah Bunga Rampai, Penyunting T.0. Thromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), him.
65.
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muslim sudah ditinggalkan atau bahkan mengambil bentuk yang berbeda, terlepas
dari apapun penafsiran dan alasannya.

Fenomena pengembangan dalam hukum keluarga ini temnyata terjadi
hampir di semua negara muslim atau mayoritas penduduknya muslim. J N D
Anderson mencatat tentang kecenderungan hukum Islam di dunia moderen dalam
tiga katagori yaitu: pertama, sistem yang masih mengaku syari’ah sebagai dasar
fundamental dan menerapkan secara utuh; kedua, sistem yang telah meninggalkan
syari’ah dan menggantikannya dengan hukum skuler, ketiga, sistem yang
melakukan kompromi kedua pandangan tersebut.*®. Kecenderungan negara-negara
di dunia muslim adalah menggunakan sistem ketiga. Setelah dilacak, ternyata,
pengembéngan dalam hukum keluarga saja baik yang terkait dengan perkawinan,
perceraian, kewarisan dan sebagainya. Isu-isu yang diangkat pun lebih cenderung
untuk mengangkat hak-hak wanita dan persamaan.*’

Hukum Islam, dalam batasan-batasan tertentu, secara essensial berbeda
dengan hukum Barat, karena hukum Islam secara fundamental dianggap sebagai
hukum Tuhan yang péda pokoknya tidak dapat dirubah. Namun, pada
perkembangannya, hukum yang tidak hanya mengatur persoalan perdata-pidana
ini, lebih luas lagi mengatur berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan
termasuk ibadah, mengalami perkembangan yang sangat memadai dengan
memegang ketentuan Allah Swt. dan peran rasio/ra'y sekaligus. Karena itu,

walaupun dibenturkan dengan berbagai teori hukum yang ada seperti: teori Austin

% 1 N D Anderson, Islamic Law in the Modern World (New York: New York University
Press, 1959), hlm. 83

47 Lebih lanjut baca: Ibid, terutama bagian ketiga (the Islamic law of marriage dan
divorce) dan bagian keempat ( the Islamic law of inheritance).
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(materi ilmu hukum), Hans Kelsen (pure theory of law), aliran holistik, mazhab
sosiologik, pemahaman realis Amerika dan Swedia, maupun pandangan hukum
alam, hukum Islam dapat menyerap pendapat-pendapat mazhab tersebut.
Sekalipun Al-Qur'an diyakini sebagai sumber pertama hukum Islam, namun
dalam kenyataannya hanya sedikit ayat yang berbicara tentang hukum, sehingga
dalam perkembangannya, As-Sunnah memainkan peran yang sangat penting.
Namun, sekali lagi dalam perkembangannya, masih terdapat hal-hal yang secara
eksplisit belum diatur dari kedua sumber ini, sehingga harus dikembangkan
berdasarkan ijtihad oleh para fugaha.

Sampai di sini, J.N.D.Anderson sesungguhnya ingin memfokuskan pada
perkembangaﬁ hukum Islam secafa keseluruhan. Tetapi, dalam pengamatannya,
hukum Islam yang ada di negara-negara muslim maupun mayoritas muslim, tidak
diterapkan secara keseluruhan (terkecuali di negara Jazira Arab, Afganistan dan
Nigeria Utara), walaupun secara teoritis hukum itu dipertahankan sebagai hukum
ideal pada zaman keemasan. Menurutnya, hanya hukum keluarga saja yang masih
diterapkan di peradilan-peradilan negara muslim sesuai dengan konsep Kkitab
klasik, sedangkan hukum lainnya benar-benar tidak Islami (sekuler). Ia
menunjukan beberapa negara yang hanya menerapkan hukum keluarga dalam
peradilan Islam, yaitu: Turki, Mesir, Yordania, Syiria, Tunisia, Libanon, Libia,
Iraq dan sebagainya.

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan instruksi
Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) merupakan manifestasi pengembangan hukum Islam di Indonesia.
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Meskipun perkembangannya, khususnya yang berhubungan dengan hukum
kelua;rga di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara
muslim lain,*® namun kehadiran undang-undang di atas merupakan suatu langkah
kemajuan yang cukup signifikan. Sebagai suatu langkah pengembangan hukum,
undang-undang tersebut tidak lahir di ruang hampa.

Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinja
pembaruan hukum Islam di Indonesia.®® Pertama, untuk mengisi kekosongan
hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak
mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum tentang masalah
yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi,
ekonomi dan IPTEKS sehingga perlu ada éturan hukum yang -mengaturnya‘,
terutama masalah-masalah vang belum ada aturan hukumnya. Kefiga, pengaruh
reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam
untuk menjadi bahan acuan dalam pembentukan hukum nasional. Keempat,
pengaruh pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid, baik

tingkat internasional maupun nasional.*® Pada umumnya tujuan pengembangan

“Turki melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1917, Lebanon pada tahun
1919, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Yordania pada tahun 1951, Syria pada tahun
1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1957, Irak pada tahun 1959, Algeria pada
tahun 1959, dan Sudan pada tahun 1960. Lihat Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim
World, (India: Indian Law Institute, 1972), him. 115-164. Bandingkan: M. Atha’ Muzdhar dan
Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press,
2003).

“*Secara umum ada tiga bentuk pembaruan hukum Islam di Negara-negara muslim;
pertama, melalui legislasi atau perundang-undangan; kedua, melalui dekrit presiden atau raja;
ketiga, melalui ketetapan-ketetapan hakim. Ibid., him. 64.

*®Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 153-154.
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hukum keluarga di dunia muslim adalah sebagai upaya untuk mengangkat status

wanita.’!

2. Hasil-hasil penelitian sebelumnya
Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang peneliti temukan antara
lain adalah:

a. Abdul Ghofur Anshori®® dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
tahun 2004, telah meneliti disertasi dan sudah diterbitkan yang berjudul:
‘Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin’.
Penelitian disertasi ini pada dasarnya ada sebagian unsur-unsurnya sama,
namun penelitian pemikiran Hazairin mengenai hukum kewarisan bilateral
adalah menguraikan konsep secara mendalam pada tataran filsafat, bukan
sekedar sebagai konsep pemikiran norma hukum karena berada di atas tataran
ilmu hukum, sedang pada penelitian disertasi ini kerangka berpikir dibangun
melalui ide Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli
waris non-muslim, dengan fokus kajian solusi kewarisan dan kesesuaian asas-
asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum Wasiat Wajibah,

b. R. Otje Salman Soemadiningrat™ dari Program Pascaéaxjana Universitas
Padjadjaran Bandung tahun 1992, telah menulis disertasi yang berjudul

“Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat

31K hoiruddin Nasution, ‘Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim”, dalam
Atho’ Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (editor), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,
(Jakarta: Ciputat Press, 2003), him. 10 - 32.

52 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2005).

%3 Otje Salman Soemadiningrat, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris,
(Bandung: Alumni, 1993).
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dan Hukum Waris Islam”. Dan sudah diterbitkan dengan judul Kesadaran
Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang
berlaku di daerah Cirebon adalah hukum kewarisan adat, hukum kewarisan
Islam, dan hukum kewarisan KUHPerdata, masyarakat lebih banyak
menerapkan hukum kewarisan adat, sedangkan penerapan hukum kewarisan
Islam sangat terbatas dan belum menyentuh pada solusi ahli waris non-muslim.
Jadi hasil penelitian disertasi tersebut berbeda dengan hasil penelitian disertasi
yang ditulis saat ini tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi
bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

c. Umar Shihab** dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 1988,
telah meneliti disertasi yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam dan
Pelaksanaannya di Wajo”.

Hasil penelitian disertasi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan materi
hukum kewarisan Islam di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bermula pada
saat diterimanya syara’ ke dalam sistem Pangadereng meskipun penerimaan
tersebut baru sebatas konsep (integrasi konsep). Hal ini terwujud dalam bentuk
pengakuan atas sistem kewarisan Islam masuk ke dalam arus tata hukum
masyarakat Bugis di Kabupaten Wajo, sehingga kebijakan di bidang
pembinaan hukum ini merupakan kaidah normatif dari syara’ yang tertuang
dalam peraturan-peraturan hukum dan menjadi dasar dalam berbagai putusan

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Kabupaten

**Umar Shihab, ‘Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo’, Disertasi tidak
diterbitkan, (Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1988).
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Wajo. Dan ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian disertasi
ini yang berusaha mengaktualkan ide solusi Wasiat Wajibah terhadap bagian
ahli waris non-muslim.

d. Syahrizal®® dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun
2001, telah meneliti disertasi dan telah diterbitkan yang berjudul “Hukum
Adat dan Hukum Islam di Indonesia”. Fokus masalah adalah refleksi terhadap
beberapa bentuk integrasi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam
bidang hukum kewarisan di Aceh, namun tidak menunjukkan hasil penelitian
yang mengarah kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

-e. Laporan hasil peﬁelitians6 tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadapb
hukum kewarisan Islam di Sulawesi Selatan” oleh Tim Peneliti Badan
Penelitian daﬁ Pengembangan Agama (BALITBANG) Makassar (Proyek
Penelitian tahun 1996/1997).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku pada
masyarakat komunitas muslim di Sulawesi Selatan yang diteliti adalah hukum
kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, baik secara terpisah maupun
secara terintegrasi, namun kecenderungan pemberlakuan hukum kewarisan
Islam lebih dominan dibandingkan dengan hukum adat. Dan penelitian ini
belum mengarah kepada pemberlakuan Wasiat Wajibah sebagai alternatif

mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

5 Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Disertasi, (Bandung: Program
Pascasarjana, 2001),

*$ Tim Peneliti Departemen Agama R, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum
kewarisan Islam di Sulawesi Selatan, Hasil Penelitian belum diterbitkan, (Balitbang Depag. R1,
Proyek Penelitian, Makassar, 1996/1997).
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f M. Gapuri’’ dari Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2007, telah meneliti tesis
yang berjudul “Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukum Kewarisan
Islam dan Alternatif Penyelesaiannya”.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan Islam mengenai
beda agama merupakan penghalang menerima waris, sedahg dalam hukum adat
daﬁ hukum barat beda agama bukan merupakan penghalang menerima waris,
karena itu alternatif penyelesaiannya dalam tesis itu menawarkan konsep
umum dengan hibah, wasiat, atau Wasiat Wajibah, sehingga tidak melakukan
bahasan secara khusus dan mendalam, apakah hibah, wasiat atau Wasiat
Wajibéh? Salah satu dari tiéa konsep tersebut délam kaitannya dengan ahli
waris non-muslim. Karena itu yang membedakan dengan penelitian disertasi
ini adalah fokus penelitian tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

g. Habiburrahman®® dari Program Pascasarjana UIN Bandung tahun 2010, telah
menulis dalam disertasinya yang berjudul “Rekontruksi Hukum Kewarisan
Islam di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam
disertasi berusaha mengulas alasan ulama di Indonesia mengenai ketentuan ahli
waris pengganti menjadi salah pasal dalam KHI, tahapan formulasi hukum
Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan ahli waris beda agama ke dalam KHI

sudah berlangsung sejak masa sebelum penjajahan, masa penjajahan Hindia-

M. Gapuri, Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam dan
alternatif penyelesaiannya, Tesis belum diterbitkan, (Program Pascasarjana Program Magister
Iimu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2007).

®Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2011).
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Belanda dan Jepang, serta masa kemerdekaan, sehingga yang membedakan
dengan disertasi ini adalah bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah
secara khusus kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

h. M. Fahmi Al-Amruzi®® telah menulis buku yang berjudul “Rekontruksi Wasiat
Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa dalam buku itu berusaha mengulas Wasiat Wajibah secara
umum dengan kasus masalah penerapan Wasiat Wajibah kepada anak angkat
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk penemuan hukum
materiil di Indonesia, sehingga yang membedakan dengan disertasi ini adalah
bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah secara khusus >kepada masalah
Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-

muslim di Indonesia.
E. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi
bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, peneliti telah mengajukan tiga pokok
masalah. Untuk menjawab tiga permasalahan di atas, peneliti menggunakan
beberapa teori sebagai alat analisisnya. Untuk menjawab rumusan masalah
pertama akan digunakan konsep hukum waris, wasiat dan Wasiat Wajibah serta
teori negara hukum dan kedaulatan negara, teori keadilan Tuhan untuk

menjelaskan bagaimana kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum positif

M. Fahmi Al Amruzi, Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
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dan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan untuk menjeiaskan permasalahan
kedua akan dianalisis dengan Teori keadilan Majid Khadduri, teori keadilan John
Rawls, Teori keadilan social hukum Islam, dan konsep nilai dasar hukum Gustav
Radbruch. Adapun untuk menjelaskan permasalahan yang ketiga akan digunakan
teori tentang kedaulatan Tuhan yang menjelaskan kepatuhan orang Islam terhadap
hukum Islam, teori tentang negara hukum dan teori yurisprudensi yang
menjelaskan bahwa ciri negara hukum adalah adanya asas legalitas sebagai unsur
universal, di mana negara mendasarkan kekuasaan dan wewenang semata-mata
ditentukan oleh hukum dasar, dan teori kedaulatan negara, yang menjelaskan
bahwa negaralah yang membuat hukum, serta teori keadilan sosial, yang
menjelaskén tentang teori tujuan hukum, sekaligurs mencakup teori maslahah al-
syatibi mengenai maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) untuk menjawab
bagaimana pelaksanazn Wasiat Wajibah tersebut dalam kerangka pembentukan

hukum kewarisan nasional Indonesia..

1. Teori Negara Hukum dan Kedautan Negara
a. Teori Negara Hukum
Pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah
dikembangkan oleh FJ. Stahl, lebih menekankan pada prinsip liberalisme
bersamaan dengan lahirnya teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rouseau yang
membagi fungsi negara menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembuat undang-undang dan

pelaksana undang-undang. Negara hukum tipe ini disebut negara hukum formal®,

%fstilah trias politica secara substansi mulanya diperkenalkan oleh Aristoteles, lalu
dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Lihat Abdoerracef, Al-Qur'an dan Iimu
Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), him. 23.
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ciri~cirinya ada 4 unsur yaitu. Pertama, Pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia, kedua, Negara berdasarkan pada triaspolitica, ketiga, Pemerintahan
diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), Ada peradilan
administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum
oleh pemerintah.

Selain konsep negara hukum formal, juga dikenal negara hukum mateﬁil
(welvaar state) yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya,
yaitu keamanan social dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan
prinsip-prinsip hokum yang benar dan adil, sehingga hak asasi warga-negaranya
benar-benar terjamin dan terlindungi®. Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan
(welvadr -state) menurut de Haan® adalah: pertama, undang-undang dasér
memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari
semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial, kedua, menciptakan
kewajiban bagi pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat
dalam berbagai hal yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan
dalam undang-udang dasar, ketiga, undang-undang harus merangsang atau
membangkitkan jaminan pengadaan social yang baru yang lebih mendorong
pemberdayaan hak-hak rakyat, dan keempat, dalam berbagai hal yang tidak
bertentangan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan

parlemen.

§! Mukhtiq Fajar, Tipe Negara Hukum, Malang: Banyumedia, 2004, hlm. 35. Prakteknya,
eksekutif lebih berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang bersifat khusus
sebagaimana dibenarkan oleh asas Freis Ermessen yang juga dapat menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan, sehingga berakibat merugikan rakyat, selengkapnya lihat SF. Marbun, Peradilan
Administrasi Negara dan upaya administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberti, 1997), him. 13.

%2 De haan, P, Bestuurecht In de Sociale Rechtstaat Deel I Ontwikling Organisatie
Instrumentarium, Kluwer-Deventer, 1986, him 17.
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Yoseph Scacht® membagi bentuk negara hukum dalam Islam menjadi 2
(dua) yaitu Siyasah Diniyah (monokrasi Islam) dan Siyasah Aqliyah (monokrasi
sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam bentuk monokrasi itu
adalah mengenai pelaksanaan hukum Islam. Dalam monokrasi Islam, baik
syari’ah maupun hukum didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi
dan berperan dalam negara, seperti konsep negara hukum menurut Piagam
Madinah.

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas
sebagai unsur universal apapun tipe dan bentuk negara hokum yang dianut. Asas
legalitas mendasarkan bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh
penguasa‘harus se-rnata;mata ditentukaﬁ oleh hukum dasar, baik 'undang-undang
dasar atau undang-undang. Menurut Moh. Mahfud MD®, sejarah kemerdekaan
Indonesia sejak dari zaman penjajahan telah membuktikan bahwa sejak semula
salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah
konstitusionalisme dan paham negara hukum.

Dalam hukum positif, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan
demokrasi, karena dalam demokrasi menuntut agar setiap keputusan mendapat
persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan

rakyat, artinya bahwa dalam suatu negara di samping asas kedaulatan hukum, juga

%Joseph Schacht, ‘Law and The State Islamic Religious Law’, Joseph Schacht & CE.
Bosworth, The Legacy of Islam, Second Edition, (Melbourne: Oxford University Press, 1979),
him. 38.

 Moh, Mahfud MD., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Y ogyakarta: Gama Media,
1999), him. 132,
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diberlakukan asas kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik®. Jika
diperhatikan di Indonesia bahwa demokrasi berkembang dari sistem politik ke
sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Perkembangan tersebut meliputi
aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Pada dasarnya setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan
ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan daripadanya baik
oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.%

Hans Kelsen, yang terkenal dengan pure theory of law. Teori hukum
murni merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang
ideologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat
pemerintéhan dalam negara totaliter. Teori ini me;rupakan pengembangan yang
amat seksama dari aliran positivisme. Hans Kelsen menghendaki suatu
gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam
logikanya. Oleh karena itulah ia mengenyampingkan hal-hal yang bersifat
ideologis, itu dianggapnya rasional. Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari
oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.®’

Teori hukum murni Kelsen tersebut bertitik tolak dari landasan dasar sebagai
berikut: (1) Tujuan teori tentang hukum, seperti juga ilmu, adalah untuk
mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity). (2) Teori hukum

adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum

65Sjachr.'am Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia, (Bandung:
Alumni, 1985), hlm. 7. Bandingkan: Jimli Ashiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam
Konstitusi dan pelaksanaannya, (Jakarta: PT. Ichtiar baru, Van Hoeve, 1994), him. 17.

%Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa
Bandung, 1986), hlm. 277.

°7Satjipto Rahardjo, /Imu Hukum, (Bandung: CV. Aditya Bakti, /993).
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yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada. (3) Ilmu hukum adalah normatif,
bukah ilmu alam., (4) Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak
berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. (5) Suatu teori
tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang
berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. (7) Hubungan antara teori
hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang
mungkin dan hukum yang ada.
~ Selanjutnya berdasar dari landasan esensial tersebut Hans Kelsen sampai

pada konsepsi ilmu hukum dan teori hukum sebagai berikut: (1) Ilimu hukum
adalah pemahaman normaﬂogis tentang makna hukum positif. Sebagai demikian,
maka ilmﬁ hukum seméta-mata hanya mempelajari norma-norma. Ilmu hukum
adalah ilmu kognitif yang murni tentang hukum, yang hanya mempelajari hukum
positif. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak mempermasalahkan delega ferenda,
teori tentang alasan-alasan bagi hukum, dan baik buruknya isi hukum positif. (2)

Teori hukum (legal theory) adalah teori hukum tentang hukum positif yang
menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas secara murni. Metode
yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari
pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum
tentang perkaitan normatif antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi
antara perilaku benar dan salah.68

Salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah setiap hukum

harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Menurut Hans

SLili Rasjidi dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Cet. 2
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
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Kelsen (1973), “The law is, to be sure an ordering for promotion of peace, in
that it for bids the use of force in relations among the members of the
community”, sehingga dapat terasa ketentraman dalam batin setiap masyarakat.
Walaupun disadari bahwa hukum itu membawa pelbagai pembatasan dan pe-
ngorbanan, tetapi dinilai jauh lebih baik kalau dibandingkan keadaan tanpa
hukum. Tatanan normatif dalam hukum dikokohkan dengan sistem sanksi.
The sanctions of law have the caracter of coercive acts in the sense developed
above.”

Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya
mengenai Grundnorm. Grundnorm ini merupakan semacam bensin yang
menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi daisar mengapa
hukum itu harus dipatuhi dan dia pula yang memberi pertanggungjawaban,
mengapa hukum di situ harus dilaksanakzn. Oleh karena itu, ia lebih merupakan
suatu dalil peraturan biasa. Dalil itu akan tetap menjadi dasar dari tata hukum
manakala orang mempercayai, mengakui dan mematuhinya. Tetapi, apabila
orang sudah mulai menggugat kebenaran dari dalil akbar tersebut, maka
keseluruhan bangunan hukumnya pun akan runtuh. Dari konsep Grundnorm
tersebut, Kelsen melangkah pada ajaran yang disebut stufentheory. Bahwa sistem
hukum hakikatnya merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat
terendah hingga peringkat tertinggi. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam

peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya.

%Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell &
Russell, 1973).
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Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh
bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum

yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu.

b. Teori Kedaulatan negara

Dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada pada negara,
sehingga negaralah yang membuat hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk
pada negara’’. George Jellinek berpendapat bahwa hukum merupakan penjelmaan
dari kehendak atau kemauan negara. Dengan demikian negaralah yang
menciptakan hukum sehingga negara dianggap sebagai satu-satunya sumber
hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan’".

Dalam perspektif lain, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945
mengemukakan teori integralistik’> bahwa negara tidak menjamin perseorangan
atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai
persatuan negara yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan,
segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan
persatuan masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang
paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang
sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya

sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

70 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991), him. 154.

"Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan
Riwayatniva dalam Persiapan UUD 1945, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), him. 155.

? Ibid,, him. 85.
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¢. Teori Kedaulatan Tuhan

Dalam teori ini Abul A’la al-Maududi (1903-1983) mengemukakan
bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip
hukum. Sehingga seluruh konsepsi tentang hukum yang bertentangan dengan
ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaknya ditolak, sebab kedaulatan Tuhan
ini dapat diketahui melalui ajaran wahyu yang disampaikan oleh NaBi-Nya.
Adapun pelaksanaan Kedaulatan Tuhan ini, menurut al-Maududi, adé dua
kelompok manusia, pertama, yang menerima Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa
dan memberi acuan dalam kehidupan termasuk pelaksanaan hukum, sedang
kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang yakni hukum itu urusan
manusia bﬁkan Vurusan Tuban. »

Namun al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan manusia untuk
melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada nash dalam
pelaksanaan hukum tersebut dengan metode ijtihad. Karena itu, tampak teori yang
dikembangkan al-Maududi itu pada hakekatnya bersifat lentur dan tidak rigid
sesuat dengan al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan atau kepentingan hidup
manusia) yang pelaksanaanya dilakukan oleh manusia dengan panduan Tuhan

melalui wahyu-Nya yang disampaikan kepada Nabi-Nya™

. Ajaran Theo-
Demokrasi al-Maududi yang berusaha mengakomodasi ide theokrasi dengan ide

demokrasi’*. Karena dalam konsepsi al-Maududi terdapat ide hukum yang bersifat

BAbul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa al-Mulk), alih Bahasa
Muhammad al-Bagqir, Cetakan II, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 67. Juga periksa him. 23 - 24
?ada judul buku yang sama.

“Lihat penjelasan tentang teori kedaulatan al-Maududi dalam http:/ayok Wordpress.com theo-
demikrasi/, diakses tanggal 21 juli 2010. Sekaligus periksa prinsip kedaulatan Tuhan dalam
Pancasila yang dijabarkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk kebebasan beragama
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permanen untuk menjaga eksistensi manusia dan kemuliannya, dan ide hukum
yang .bersifat temporer dibatasi oleh ruang dan waktu yang membutuhkan

pemikiran atau ijtihad manusia.

Berangkat dari uraian di atas, maka sudah seharusnya Wasiat Wajibah bagi
ahli waris beda agama diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang
jelas. Sampai saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli waris beda agama hanya ada
pada keputusan MUI dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

Negara yang sudah mengatur masalah Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda
agama ini adalah Tunisia. Undang-undang hukum keluarga Tunisia mensyahkan
Wasiat Wajibah bagi dua pthak yang berbeda agama. Demikian pula dipandang
sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berkewarga-negaraan berbeda (pasal
174-175).
2.Teori Keadilan Sosial

a. Konsep Nilai Dasar Hukum
Permasalahan ahli waris non-muslim dalam hukum Islam, apabila
dihubungkan dengan pandangan Gustav Radbruch yang dikutip Suteki, adalah
apabila hukum tertulis tidak adil maka diambil nilai hukum keadilan, sebagaimana
dinyatakan oleh Gustav Radbruch:

“where statutory law is incompatible with the requirements of justice ‘to an
intolerable degee’, or where statutory law was obviously designed in a way that

sebagaimana termaktub dalam pasal 29 UUD 1945. Demikian juga tentang kedaulatan Tuhan ini
periksa dalam: Taqgiyuddin Ibnu Taymiyak, Al-Siyasah al-Syari'iyyah fi Ishlah ar-Ra’l wa al-
Ra'iyah, Cetakan IV, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1979), hlm. 162. Juga dalam Taqiyuddin Ibn
Tymiyah, Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad [bn Taymiyah, Vol. X, (Rabat: 1981), him. 266.
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deliberately negates ‘the equality that is the care of all justice’, statutory law must
be disregarded by ajudge in favour of the justice principle.”

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tersebut, Roeslan Saleh
berpendapat bahwa para ahli hukum seyogyanya menguasai keadilan dan paham
mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian sebuah
keadilan.”® Senada dengan pendapat Roeslan Saleh adalah pendapat Esmi
Warrasih, bahwa hakim ---‘ahli hukum’--- diharapkan memiliki kemampuan
menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan yang dihadapkan kepadanya
melalui putusannya,”’ artinya putusan hakim harus meraih pada puncak tertinggi
suatu hukum yaitu keadilan.

Secara umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu “keadilan
hukum”. dan “keadilan sosial”. Keadilan hukum mengandung asas persamaan
hukum atau equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sama di
depan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapa pun juga
secara adil.”®

Teori-teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement OI Law) Demi
Pemuliaan Keadilan Subtantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada
Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010, hlm. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo,
Biagrkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2007), him. 80. Baca juga Theo Huijbers, Filsafat Hukumk dalam
Lintasan Sejarah, cet. 15, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006),1 him. 163.

7 Roeslan Saleh, Mencari Dasar bagi Penilaian tentang Keadifan, (Bandung: Puskaji
Unisha, t.t.), him, 10.

" Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewyjudkan Tujuan Hukum
(Proses Penegakaan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya
dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001, him. 18.

M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, Isiam untuk Disiplin limu Hukum Sosial
dan Politik, (Jakarta: Bulan bintang, 1988), him. 66.
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mengutamakan “the search for justice”; ? Teori ini menyangkut hak dan
kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara tj:ori itu
dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics dan
teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya 4 theory of Justice. Di samping itu
juga terdapat teori keadilan hukum Islam.
b. Teori Keadilan

Sebelum berbicara teori keadilan, akan lebih baik jika diperhatikan Ka;mﬁs
Besar Bahasa Indonestia, kata adil diartikan dengan tiga pengertian, yaitu (1) tidak
berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada
kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.®

Maéalah keadilan ini banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli

hukum, antara lain:

1) Teori keadilan Majid Khadduri. Kata adil merupakan kata yang berasal
dari bahasa Arab yang mempunyai makna dasar “tengah” atau “seimbang”.81
Majid Khadduri mendefinisikan kata adil dengan mengemukakan bahwa kata ‘adl
secara harfiah merupakan kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja ‘adala
yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
(2) melarikan diri, berangkat, atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju

jalan lain (yang benar), (3) sama atau sepadan atau menyamakan; (4)

menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan

"Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII (Yogyakarta: kanisius,
1995), hlm. 196,

8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), him. 7.

8! Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai
Ajaran Rahmat, (Jakarta: LSIP, 2004), him. 46.
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yang seimbang (state of equilibrium). Selanjutnya boleh jadi kata ‘ad! juga berarti
contoh atau yang semisal (QS. Al-Maidah (5): 95), sebuah ungkapan harfiah yang
secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan %

Selanjutnya Majid Khadduri menawarkan konsep keadilan legal, yang
dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Secara kaidah etimologi
keadilan adalah suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti jus
dan justum yang kadang perlu saling melengkapi, karena itu, makna dari keadilan
sangat tuas untuk tidak hanya secara tidak langsung menurut hukum (legal), tetapi
juga aspek-aspek yang lain.*® Dalam hal ini para ahli hukum, termasuk hakim
sering kurang memperhatikan pandangan ini, artinya belum mencari elemen-
elemen yéng terkanduné dalam substansi syaﬁ’at.“

2) Teori Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya
Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric. “karena hukum hanya bisa
ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.%® Yang sangat penting dari
pandanganya ialah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.
Dalam hal ini Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik
dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia
sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia

membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.

82 Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, (London: The Jhons Hopkins Press
Ltd, 1984), him. 6. -

® Ibid, him. 135. Lihat juga Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam, terj.
Mochtar Zoeni dan Joko S. Kahhar, Cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), him. 199.

% Ibid, him. 20002002, Ibid., him. 135-136.

%Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004), him. 24.
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Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata
dan pidana.

3) Teori keadilan sosial John Rawls. John Rawls menjelaskan teori keadilan
sosial sebagai the differences principle dan the principle of fair equality of
opportunity. Inti the differences principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang palihg besar bagi mereka
yang paling kurang beruntung.

Sementara itu, the principle of fair equality of apportunity menunjukkan
pada mereka yang paling kurang mefnpunyai peluang untuk mencapai prospek
kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi
perlindungan khusus sebagai alternatif bagi teori utili;caﬁanisme sebagaiména
dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Namun Rawls berpendapat bahwa dalam
masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan
kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama
akan lenyap.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan
yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu,
pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang
paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu
mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat
memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak
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beruntung.®® Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur
dasar masyarakat sedemikian rupa agar prospek kesenjangan dalam hal-hal utama
kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang
yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan
untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi
ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi
sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus
memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan
untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

4) Teori Keadilan sosial hukum Islam. Salah satu konsep penting dan
fundameﬁtal yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah
konsep magasid at-tasyri’ atau maqasid al-syari’ah yang menegaskan bahwa
hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat
manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya pemikiran yang proporsional tentang
keadilan dalam kehidupan manusia, artinya bagaimana membentuk dan
melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam
arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka

memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di

¥John Rawls, 4 Theory of Justice, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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sana terdapat hukum Allah."®” Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi
sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.®®

Batasan yang selama ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al-
Buthi® atau al-Syatibi®® menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalam artian
yang sangat luas. Padahal sebagaimana diungkap Syaltut, maslahat sama seperti
ijtihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang
membutuhkan solusi hukum. Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu dibuat
lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan digunakan.
Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis budaya Indonesia
mutlak untuk direalisasikan.

J adi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pefnikiran bukum Islam
adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau "keadilan sosial". Tawaran
ijtihadi, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin
terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat
Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran
teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak
mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinén
terjadinya kemudaratan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam

secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya !

$"Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), him.12.

%Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal
llmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. him, 97

%Ramadhan al-Buthi, Dawabith al-Maslahah al-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut, Libanon:
Al-Muassasah al-Risalah, 2001), him. 119-248.

*Muhammad Khalid Mas*ud. Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s
Life and Thought, (Delhi: International Publisher, 1989), him. 159.

*1bid, him.97.
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Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu
maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dart ketenM hukum
harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus
menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin
menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-
dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara
bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.
Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif
yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau hadis), kedudukannya adalah
sebagai material yang - juga dengan logika maslahat sosial yang obyektif, bukan
dengan loéika kekuatan atau képercayaan yang subyektif,- masih harus dibawa
untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita
berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi
sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal
memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas
pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh
hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma hukum
yang bersumber padanya" pada ijma’ lembaga syura, atau keputusan lembaga
parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada kelemahannya.
Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura, parlemen, ternyata
hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah

tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga
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tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana
mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana
rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat
dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan
cita maslahat dan keadilan.”? Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai
kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung

pada kondisi wilayah dimana keadijan itu akan ditegakkan.
F. Metode Penelitian

Agar pembahasan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari
proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan

tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis penclitian

Penelitian ini adalah masuk kategori penelitian hukum normatif yang
berusaha meneliti hukum inconcreto (kenyataan hukum), dengan menjadikan
putusan Mahkamah Agung sebagai kasus. Karena itu, titik berat dari penelitian ini
adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan
kepustakaan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Desain penelitian ini
adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha

mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif

21bid. hlm. 98.
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bukan hanya menggambarkan aspek-aspeknya saja melainkan dapat mengungkap
hubungan antara satu aspek dengan aspek lain®. Penelitian kualitatif berupaya
untuk menyajikan realitas sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku dan
persepsi obyek yang diteliti® Studi kepustakaan ini digunakan untuk
mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan tentang
hukum kewarisan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW),

dalam hubungannya dengan bagian ahli waris non-muslim.

2. Pendckatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan
dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni
masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi ahli waris non-
muslim di Indonesia, baik mengenai dasar-dasar yang melandasinya,
pelaksanaannya, dan pembentukan hukumnya. Sehingga dengan pendekatan
yuridis-normatif ini akan membantu untuk mengumpulkan data terkait dengan
hukum kewarisan perspektif materi, pembentukannya sebagai hukum kewarisn
nasional di Indonesia. Dan penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau
penelitian normwissenschaft, yaitu mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian

atau dogmatik hukum®®, atau kajian hukum doktrinal®®

M. Sayuthi Ali (2002), Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), him. 18.

%Lexy 1. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), him. 6.

®Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1, juga lihat: Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 45,
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Di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitﬁ pendekatan
disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk memecahkan masalah
dalam penelitian hukum dengan membuat rekontruksi secara sistematis dan
~ obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memvc_ariﬁkasi, dé.n

mensintesiskan data atau fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat’

3. Data dan Sumber data

Data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa
data primer dan data sekunder.

Data primer yang dikumpukan berasal dari data dokumen pengadilan
Agama Jakarta Utara yaitu Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tertanggal 13
Oktober 1999, . dan dari Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 K/AG/1999
tertanggal 29 September 1999.

Berdasar jenis penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research),
maka penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data primer berupa
dokumen peradilan dan data sekunder berupa literatur kepuatakaan, schingga data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data yang diperoleh baik
dalam bentuk dokumen, dalam bentuk tulisan atau berupa kata-kata yang sudah
dikumpulkan atau dibukukan oleh orang lain®®. Seperti dalam bentuk buku,
dokumen, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah

penelitian ini.

%Istilah ini digunakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, sebagaimana dinukil oleh:
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998),
him. 43.

*’Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cetakan ke-
3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), him. 4.
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Adapun sumber data penelitian ini adalah berdasarkan sumber data
sckunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau
dokumen®®, Bahan kepustakaan atau dokumen itu terdiri dari pertama, bahan
hukum primer seperti Al-Qur’an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat, kedua, bahan hukum
skunder seperti buku-buku, pandangan ahli hukum, hasil penelitian tentang
hukum kewarisan dan wasiat, kefiga, bahan hukum tersier seperti kamus,

ensiklopedi, mu’jam yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat.

4. Tehnik analisis data

Tahapan analisis data ini melalut beberapa proses sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan dan menginyentarisasi data sekunder yang
diperoleh melalui kajian hukum Islam, kajian perundang-undangan, kajian
pustaka dan dokumen, kemudian ditranskrip ke dalam bahasa verbal yang berupa
kata-kata dan pernyataan.

Kedua, dari data sekunder telah ditranskrip tersebut lalu diklasifikasi dan
dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa bahan hukum. Kemudian
bahan hukum tersebut dikelompok-kelompokkan ke dalam bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ketiga, data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang sudah
terkumpul itu diolah, dianalisis, dikontruksikan secara komperhensif dengan cara

mengorganisasi sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban dari

% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung;: PT.Citra Aditya
Bakti, 2004), him, 121 — 125,

5
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permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini'®. Selanjutnya melakukan
penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis,
harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara
teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategori, mencari pola atau

tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.!"!

Dari tahapan-tahapan di atas, kemudian analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah content analisys."® Yaitu data yang bersifat kualitatif, setelah
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta
kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif-analitis ini adalah
untuk memuat deskripsi yang berupa gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki.'®®

Analisis data di atas dilakukan dengan model klasifikasi yang
dipergunakan Miles dan Huberman'® yaitu model yang bergerak dalam tiga
siklus kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau

verifikasi, bagan analisis dapat digambarkan sebagai berikut.:

1% exy J.Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989),
hlm. 138,

! bid, hlm. 4-8.

192 Content analysis adalah suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis, obyektif dan kualitatif,
Lihat: Fred N. Kerlenger, Asas-Asas Penelitian Behaviorial (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

'%Muhammad Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),.hlm. 63; lihat juga
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Ul Press, 1986), hlm. 10.

1%4Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: Ul Press, 1992), him. 43.
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Bagan analisis

PENGUMPULAN
DATA

REDUKSI
DATA

PENYAJIAN
DATA

J’ |

SIMPULAN/
VERIFIKASI

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum memulai pembahasan, disertasi ini memuat halaman formaliias
yang berisi, yaitu: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan Rektor
Univesitas Islam Indonesia, pengesahan Dewan Penguji, pengesahan Promotor,

nota dinas, abstrak, kata pengantar, daftar isi.

Selanjutnya diawali dengan bagian isi, yang berisi bab pendahuluan, dalam
bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang berusaha melukiskan garis
besar gambaran permasalahan secara umum, untuk memilih permasalahan khusus
(spesifik) dengan beberapa pertimbangan, yang selanjutnya disusunlah rumusan
masalah, untuk menjawab permasalahan itu, maka diperlukan untuk merumuskan
tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai acuan dalam uraian disertasi ini,
sedangkan tinjauan pustaka dperlukan untuk mengetahui orisinalitas disertasi ini,

kemudian digambarkan dalam kerangka teoritik untuk memahami pisau analisis
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dalam menjawab rumusan masalah disertasi ini, dan metode penelitian, serta

sistematika pembahasan disertasi ini.

Dalam bab II disertasi ini akan membahas hukum Islam, dan akan
diuraikan deskripsi tentang eksistensi hukum Isiam di Indonesia, landasan
filosofis hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan keadilan dalam hukum

Islam.

Sealanjutnya dalam bab III disertasi ini berusaha menkaji hukum
kewarisan Islam dan wasiat sebagai hukum materiil di Indonesia, yang akan
dimulai dengan menguraikan perkembangan hukum kewarisan di Indonesia,

sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum wasiat Islam, dan Wasiat Wajibah.

Sedangkan dalam bab IV disertasi ini berusaha membahas Wasiat Wajibah
mengakomodasi ahli waris non-muslim di Indonesia, meliputi pemberian kepada
ahli waris non-muslim sebagai manifestasi keadilan Hukum Islam di Indonesia,
dan mengenai kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif
Indonesia, serta penyelesaiannya, peranan Wasiat Wajibah sebagai alternatif
mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim, dan penerapan Wasiat Wajibah

dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Dan selanjutnya disertasi ini ditutup dengan bab V yang berisi kesimpulan

dan rekomendasi, serta daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB 11
HUKUM ISLAM: EKSISTENS], PRINSIP-PRINSI? DAN

KEADILANNYA

A. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari Din al-
Islam, pada dasarnya merupakan salah satu legal sistem yang eksis di samping
legal sistem yang lain seperti Civil law, Common law'®, Socialist law'%. Sebab
hakekat hukum Islam adalah hukum agama. Hukum Islam adalah salah satu
bagian dari ajaran Islam, sehingga hukum Islam adalah hukum samawi, yang
bersumber kepada wahyu yaitu kitab suci Al-Qur’an, yang mengatur hubungan
manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, yang juga mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya'%’,

Perkembangan hukum Islam sangatlah berarti dalam awal abad ke 21 ini,
yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di
satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain, sehingga posisi
hukum Islam semakin diperlukan untuk mengaturnya, sebab kompleksitas

permasalahan abad ini muncul baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya

1%penjelasan mengenai civil law dan common law secara detail dapat dilihat dalam Edgar
Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, 4n Introduction to the Anglo-American Legal
Sistem, Reading and Cases, 2™ ed, (West Publishing, Minn, 1988).

1%Rene David and John C. Brierly, Major Legal Sistem in the World Today, (London:
Steven & Sons, 1978), hlm. 143-283,

17 Abdul Mutholib, Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1984), him. 16.
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termasuk hukum keluarga, hankar‘n, ekonomi, HAM, dan teknologi, tidak j_aIang
membutuhkan suatu pemecahan dari aspek hukum Islam. |

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua sumber hukum, yaitu
sumber hukum yang bersifat raqliy dan sumber hukum yang bersiafat aqliy.
Sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan sumber
hukum yang kedua adalah ijtihad, yakni hasil usaha menemukan hukum dengan
mengutamakan olah pikir dengan berbagai metodenyalos, yang disebut ijtihad,
sedangkan hasil ijtihad dalam hukum Islam disebut fikih yakni sebagai hasil olah
pikir yang sistematis tentang hukum, dari sinilah hukum Islam berkembang di
berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Dan sumber hukum ini banyak
berperan dalam- melahirkan perbedaén pendapat di antara para ahli hukum Islam
dan menimbulkan mazhab hukum Islam.

Istilah sumber hukum Islam atau masadir al-ahkam digunakan penulis
modern, sedangkan penulis klasik sering menggunakan al-adillah al-syari’ah atau
dalil-dalil syara’. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kata sumber dapat
diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan diambil semua hukum.
Sedangkan dalil hukum berarti suatu yang menunjukkan dan membawa kita dalam
menemukan hukum. Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al-
Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak dapat digunakan untuk ijma’ dan qiyas,
karena bukanlah wadah yang dapat ditimba melainkan cara menemukan hukum.

Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya, karena semuanya

1%Buky standar mengenai masalah sumber hukum ini telah banyak ditulis oleh para
fugaha’ antara lain ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf, Mashadir at-Tasyri’ al-Islami fima la nash
fini, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972; Musthafa Ahmad al-Zarqa, 4l-Istihsan wa al-Mashalih al-
Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fikih.
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menuntun kepada penemuan hukum. Dengan demikian sumber hukum Islam
adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah!®
Perbedaan dalam berijtihad ini hakekatnya adalah perbedaan teknis
pemahaman, pemilihan dan interpretasi terhadap dalil, yang kadang kala
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok teritentu, serta perbedaan
kualitas dan kapasitas intelektual pada masing-masing mazhab dan
pengikutnya''®, dan perbedaan itu pada dasarnya tidak keluar dari syari’at Islam
selama masih merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam ushul fikihnya'!'.
Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan, yang
apabila disimpulkan bahwa alasan utamanya adalah perbedaan dalam memahami
dalil syara’: Al-Qur'an dan As-Sunnah'? Pada realitasnya, tidak sedikit para
fugaha’ telah mempunyai pendapat sebelum menelaah dalil kemudian hanya
berusaha menguatkan pendapatnya, yang seharusnya syari’at itu menjadi sumber
renuntun dalam merumuskan hukum, tetapi sering berfungsi sebagai penguat

1113

pendapat yang muncul . Kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politik

atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum

19°Rahmat Djatnika, Dasar-dasar Tata Pikir tentang Hukum Islam (Tinjauan Filsafati),
Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel, 1986, him. 11. Dan periksa: Abd. Shomad,
Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010),
him. 32-34.

"\ fuchtar Adam, “Perbandingan Madzhab dalam Islam dan Permasalahannya”, dalam
Tjun Suryaman (ed), Hukum Islam di Indomesia, Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991), him. 209.

Miyhaya S. Praja, “Pengantar”, dalam Tjun Suryaman (ed), /bid, hlm. V.

120N uhammad Khudhari Bek, Tarikh Tasyri’ Islam, (Kairo: Matbaah Istigomah, 1934),
hlm. 134-141.

"CAmir Syarifuddin, “Hubungan Dalil Hukum Syara’ dengan Pendapat Mujtahid”,
Islamika, No. 10 Tahun IV, Oktober-Desember, 1979, hlm. 10-11. Bandingkan dengan Muchtar
Adam, “Perbandingan Madzhab dalam Islam”, dalam Tjun Suryaman (ed), Op Ci, him. 209.
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Islam'!®. Perlu dicatat bahwa hukum Islam di antaranya mengandung beberapa
ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi dan mitologi pra Islam pada
masyarakat Arab jahiliyah dan tradisi sekitarnyallS . Dan tak dapat dipungkiri
bahwa perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan masalah
politik dan masalah dosa besar, yang kemudian melebar ke dalam masalah teologi
dan hukum'!®. Kelompok politik yang masih eksis membawa pengaruh
perkembangan hukum Islam sampai saat ini adalah Ahlusunnah dengan empat
madzhab besarnya, Syi’ah dengan fikihus syi’ah-nya''’, dan kelompok yang
tinggal pengaruhnya saja dalam hukum Islam seperti aliran mu’tazilah''®,
Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan datang orang
Islam di Nusantara dan tefus berkembang dengan munculnya keraj@-kerajm
Islam, schingga kosekuensinya muncul badan peradilan berdasarkan hukum
Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa

kesultanan Islam pada masa itu'"’.

My ang dimaksud adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena itu
supaya dibedakan dengan istilah Hukum Adat atau Adatrecht sebagai disiplin ilmu yang
ditinggalkan ilmuwan Belanda di Indonesia.

115K eadaan masyarakat Arab pra Islam ini diuraikan oleh Muhammad Husain Haekal,
Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad), Terjemahan Ali Audah, (Jakarta: Literal Antar
Nusa, 1995).

"Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 2, (Jakarta: UI Press,
1984), him. 32. Juga perhatikan: A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Al
Husna, 1987), him. 18-21. Juga dalam: A. Hanafi, Theology Islam (Ilmu Kalam), (Jakarta: Bulan
Bintang, 1988), him. 8-10. Juga perhatikan: Harun Nasution, Theology Islam, Aliran-aliran
Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI Press, 1986), him. 1-10.

""Uraian mengenai Syi’ah ini diulas oleh Mahmood Shehabi, “SHIA”, dalam Kenneth
W. Morgan, Islam, The Straight Path, The Ronald Press, 1958, him. 180-223.

"8IND. Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London: Athlone, 1976), him. 34.
Lihat dalam buku: Joesoef Soeyb, Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran
" Islam, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1982),

Myhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia,
(Jakarta: Risalah, 1984), him. 7.



58

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan peradilaﬁ agama secara
formal diakui berdasarkan keputusan Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 19
Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1881 Nomor 152 tentang Bepalingen
Betreffende de Priesterradden op Java en Madura. Keputusan ini mulai berlaku
sejak tanggal | Agustus 1882 yang dimuat dalam Stb, 1882 nomor 153. Namun
keberadaan ini kemudian dirubah dengan Stb. 1937 Nomor 116. Dan pada tahun
yang sama juga dikeluarkan ordonantie yang yang mengatur peradilan agama di
sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam Stb, 1937 Nomor 638
dan 639."

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1957 dikeluarkan PP.
Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah
Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali
daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan
639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili
perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian
undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya UU Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya diperluas berdasarkan pasal 49
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesiakan perkara-perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum

120 hid
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materiil yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang -
diajarkan oleh para fuqaha’(ahli hukum Islam) dalam litertur klasik, karena
terkadang berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya.

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren
dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang telah menjadi bagian dari
kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan berlakunya dari
luar diri mereka, malah sering digunakan untuk memperlancar pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB'?!. Menurut Sudirman Tebba
terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukum Islam di Asia
Tenggara, yakni:

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang
menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan
muamalah dewasa ini;

2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi
hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab
Syafi’i. malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada
pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan

hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang'*.

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia antara lain telah
diundangkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang

2Igydirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Stdi Kasus Hukum
Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), him. 13-14.
2Ibid, him. 16-17.
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Penyelenggaraan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di
pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi,
karena kehadiran KHI telah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan

hukum Islam di Indonesia.
B. Landasan Filosofis Hukum Islam

Masyarakat Islam Indonesia merupakan subyek hukum dalam
perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan
ajaran Islam yang ternyata telah menjadi satu bagian dari kehidupan nyata umat
Islam Indonesia. Karena itu, sebelum berbicara bentuk-bentuk formal dari hukum
Islam, perlu dilakukan kajian dari aspek epistemologi'®® hukum Islam menurut
pandangan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan,
yakni pendekatan kefilsafatan dan pendekatan ilmu hukum Islam, untuk melihat
apakah hukum Islam itu sesuai dengan kaidah keilmuan atau tidak, maka harus
terpenuhi tiga pilar utama yaitu filsafat hukum Islam, metodologi hukum Islam,

dan ilmu hukum Islam.

1Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, artinya knowledge dalam
bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan logos yaitu logy atau theory dalam bahasa Inggris
yang artinya teori. Karena itu, epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu.
Ada beberapa pertanyaan standar dalam bidang epistemologi, yaitu: Pertama, apa pengetahuan itu?
Kedua, apa sumber pengetahuan itu? Ketiga, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana
kita mengetahui? Alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan
itu? Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar?lebih lanjut periksa: Louis O.Kattsoff, Pengantar
Filsafat, terjemahan Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), hlm. 135-
150.
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Filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoritis (al-hikmah al-nazariyyah)
| dan filsafat praktis (al-hikmah al-‘amaliyyah), metodologi hukum Islam
melahirkan ilmu ushul fikih, kaedah fikih, dan ilmu hukum Islam melahirkan
berbagai cabang, antara lain fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat, fikih
dusturiyyat dan seterusnya'>*.

- Permasalahan pokok ilmu hukum Islam, dapat digambarkan landasan
filosofisnya sebagai berikut: bahwa pertama, ilmu hukum Islam adalah ilmu
tentang hukum dalam ajaran Islam, kedua, sumber ilmu hukum Islam adalah Al-
Qur’an, As-Sunnah, dan I[jtihad (wahyu dan akal), ketiga, ilmu hukum Islam itu
pada hakekatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahui, memahami
dan menérapkannya, yakni dengan akal dan indera. keempat, peﬂgetahuan kita
adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui Al-Our’an dan
As-Sunnah, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal, indera (al-
hawas), dan pengalaman (al-tajribah)'® dengan menggunakan metode ijtihad,
hal inilah yang kemudian meliahirkan hasil-hasil pemikiran atau hasil ijtihad.

Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah
hukum Islam, syari’ah, dan fikih. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas
Indonesia sebagai terjemahan dari ai-fikih al-Isiami atau dalam istilah lain dari
istilah al-syari’ah al-Islamiyah, dan ahli hukum barat menyebutnya Islamic law,

kalau dalam Al-Qur’an hanya dijumpai kata syari’at yang dalam penjabarannya

24Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 23-30. Lebih lanjut perhatikan: Imran Ahsan Nasyee,
Islamic Jurisprudence (Usul al-Fikih), Malaysia: The Other Press, 2003), hlm. 37-41.

B1pid, him. 24. Lebih lanjut periksa: Juhaya S. Praja, Hlmu Syariah dan Aplikasinya
dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN, Makalah, Depag. RI. Jakarta, 1995, him. 4.
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kemudian melahirkan istilah fikih'*. Para ahli hukum Islam mendefinikan fikih
sebagai ilmu dan fikih sebagai hasil ilmu'®’, yang kedua ini disebut dengan
kumpulan hukum syara’ yang dihasilkan melalui ijtihad. Sedangkan fikih sebagai
ilmu dijelaskan oleh Abu Zahrah dengan “llmu yang mengupayakan lahirnya
hukum syara’ amali dari dalil-dalil rinci (satuan teks Al-Qur'an dan As-
Sunnah)'*.

Karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum
Islam di Indonesia perlu diketahui lebih dulu pengertian syari’ah dan fikih. Dari
sudut bahasa Syariah berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun;

129 Al-Qur’an menggunakan kata syir’ah dan syari’ah dalam

jalan ke sumber air
arti “din” yang berarti jalan yang teléh ditetapkan Aliah bagi manusia, jalan yang
jelas ditunjukkan Allah kepada manusia'®’.

Sedangkan dari sudut istilah, Imam Abu Hanifah mendefinisikan syariah
sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber pada

al-Qur’an, semua bagian-bagian ajaran Islam. Dalam kaitan dengan ad-din, Abu

Hanifah menjelaskan bahwa ad-din tidak pernah berubah sedang syari’ah selaiu

128 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), him.
2.

27Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UIl
Press, 1999), hlm. 29-30.

18Abu Zahrah, Ushul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), 11. Bandingkan: Abdul Wahab
Khalaf, Ushul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), hlm. 341.

129TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Iimu Fikih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.
7. Tbnu Manzur dalam lisan al-Arab memberi pengertian jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya
untuk diikuti; sumber air atau sumber kehidupan. AA. Fyzee mengartikan syariah dengan jalan
yang harus diikuti. Lihat AA. Fyzee, Outlines of Muhammaedan Law, (London: Oxford University
Press, 1955), him. 5.

3%Adapun yang dimaksud dengan kata syariat adalah yang bermakna khusus, yaitu yang
disebut fikih Islam. Dan kata syariat diberbagai tempat diartikan dengan agama yang disyariatkan
Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum ['tiqadiyah, khulugiyah, dan amaliyah, yang
berpautan dengan pebuatan, perkataan, dan tasharruf-nya. Perhatikan: M. Yatimin Abdullah,
Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 319-332.
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mengalami perubahan dalam perjalanan sejarah. -Din adalah pokok-pokok iman,
sedang syariah adalah kewajiban yang harus dijalani™'. Imam Syafi’i mengartikan
syari’ah sebagai peraturan-peraturan lahir bagi umat Islam yang bersumber
kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah
mengenai bagaimana cara manusia berhubungan dengan Allah dan sesama
makhluk khususnya sesama manusia.

Jadi substansinya adalah pelaksanaan kewajiban yang harus dijalani oleh
manusia'®®. Syekh Mahmood Syaltout mengartikan syari’ah sebagai peraturan-
peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya
manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara
sesama ﬁmslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam
seluruhnya dan hubungannya dengan kefu'dupan13 3,

Ilmu yang mempelajari syari’ah disebut ilmu fikih. Istilah fikih menurut
bahasa atau etimologi berarti pintar, cerdas, tahu dan faham'**. Sedangkan fikih
menurut istilah atau terminologi mengalami perkembangan sejak awalnya sampai
menjadi istilah yang dikenal sekarang ini"*®. Secara substansi, Imam Al-Ghozali
‘menerangkan bahwa fikih bermakna faham dan ilmu. Dan para mujtahid telah
menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ tertentu bagi
perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, mubéh, mékruh
‘dan lain-lain. Sedangkan Ibnu Khaldun menerangkan bahwa fikih adalah ilmu

yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala

! Abu Hanifah, Kitab al- ‘Alim wa Muta'alim, Hyderabad, Decca, 1349 H, him. 5-6.
B2As Syafi’i, Kitab al-Umm, VIII, (Kairo, 1325 M), him. 196-197.

13gyekh Mahmood Syaltout, Al-Agidah wa al-Syari‘ah, him. 19.

1*Abd. Shomad, Op Cit, hlm. 27. Bandingkan: M. Yatimin Abdullah, Op Cit, hlm. 319.
135, Ibid, hlm. 27-34.
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pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah yang diambil
(diistinbathkan) dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang telah tegas
ditegakkan syara’, seperti qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum
dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, disebut
Fikih'*®.

Adapun istilah fikih sebagai ilmu yang berkembang saat ini adalah
sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yang menyatakan ilmu
fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai
perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail atau koleksi-
koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan
dalil-dalil.nya secara>detai1137. Namun secéra bertahap ruang lingkup istilah fikih
menyempit dan akhirnya hanya terbatas pada masalah hukum, bahkan lebih
sempit lagi, yaitu pada literatur hukum yakni kitab-kitab fikih'*®.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam pada dasarnya adalah
hukum amaliah, yang terdiri dari dua cabang utama, yakni hukum ibadah dan
hukum muamalah. Ada juga yang membagi tiga bagian utama yaitu hukum
ibadah, hukum muamalah, dan uqubah'®. Hukum ibadah adalah hukum yang
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji
dan lain-lain. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia

dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok

136Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cit, hlm. 24-29.

Y"Abdul Wahhab Khalaf, llmy Ushul al-Fikih, Al-Maijlis al-A’la al-Indonesia Ii al-
Dakwah al Islamiyyah, hlm. 11.

18 Ahmad Hasan, Op Cit, hlm. 6.

1% Abd. Shomad, Op Cit, him. 29.
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antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, hukuman, jinayat, dan

lain-lain.

Dalam hukum Islam, khususnya dalam hukum amaliyah tidak dibedakan
antara hukum privat dan hukum publik, karena pada hukum privat terdapat segi-
segi publik dan sebaliknya. Jika hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan sistem
hukum barat, maka hukum muamalah dalam arti luas akan berbentuk sebagai
berikut:

1. Hukum Perdata

a. Munakahat (hukum perkawinan)

b. Wirasah, atau hukum fara’id (hukum kewarisan)

c. Myamalah dalam arti khusus, hukum benda: hukum perjanjian, mengatur
masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa-
menyewa, pinjam-meminjam.

2. Hukum Publik

a. Jinayat (hukum pidana)

b. Al-Ahkam as-Sulthaniyah (Hukum tata negara dan hukum administrasi
negara) |

¢. Siyar (hukum internasional

d. Mukhasamat, mengatur masalah peradilan, kehakiman, dan hukum

acara. 140

Adapun ciri-ciri hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum

yang lain di dunia menurut Abdul Muthalib, adalah:

107pid, him. 30.
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Hukum Islam adalah hukum agama Islam;

2. Hukum Islam mengandung watak universal

3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah telah diatur secara rinci dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah;

4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok dengan insan kamil manusia,
perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapa"c dikembangkan dan
senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat
dilandasi Al-Qur’an dan As-Sunnah'*!.

Bandingkan dengan ciri-ciri fikih Islam menurut TM. Hasbi Ash

Shiddieqy adalah:

1. Fikih Islam pada dasarnya kembali kepada wahyu Ilahi;

2. Fikih Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq;

3. Pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukum fikih adalah
dunia akherat;

4. Naz’ah (tabiat, kecenderungan) fikih Islam adalah jamaah;

5. Fikih Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat,

6. Fikih Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik
Romawi, maupun yang lainnya;

7. Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khusus dan umum,

mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya'®,

Secara lebih terperinci TM. Hasbi Ash Shiddieqy membagi hukum Islam

dalam empat bidang hukum, yaitu:

141 Abdul Muthalib, Op Cit, hlm. 16.
2TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Op Cif, him. 152-156.



67

Yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan
secara jelas dan tegas, hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, tetapi
berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup.
Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarathan, adakalanya pula
berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah
dengan perubahan masa.

Hukum yang telah di-nasakh-kan tetapi nash-nash itu bisa diikwalkan, maka
dalam bidang ini berlaku ijtihad untuk mengkaitkan satu nash dengan nash
yang lain, atau antara nash dengan kasus tertentu.

Hukum yang bersifat prinsip umum yang dapat kita masukkan ke dalamnya
bebeiapa masalah tertentu, maka bisa atau harus digunakan ijtihad untuk
menerapkan prinsip umum itu.

Hukum yang tidak disinggung-singgung oleh hukum Islam dalam hal ini
dalam syariat Islam, maka dalam bidang ini berlaku ijtihad mutlak'**.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik hukum

Islam sebenarnya dapat dibedakan antara syariah dan fikih. Perbedaan tersebut

dilihat dari dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syariat didasarkan pada Al-

Qur’an dan As-Sunnah secara langsung. Fikih (hukum Islam) didasarkan pada

dalil-dalil yang dibangun oleh para fugaha’ melalui penalaran atau ijtihad dengan

tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat, dan hukum Islam

dapat berubah dan berkembang. Hal ini dapat dimungkinkan karena Al-Qur’an

dan As-Sunnah tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat diubah, namun

rbid him. 8-9.
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interpretasi dan penerapan Al-Qur’an dan As-Sunnah tersebut tetap memerlukan
pilihan yang menggunakan akal.

Dalam kaitan ini Zaki Yamani'*

memberikan ciri syariat Islam identik
dengan ciri hukum Islam, Pertama, bahwa syariat Islam itu luwes, dapat
berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan
berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan baik
oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang
menyeleweng atau yang kolot dan sempit, yakni yang mengatakan bahwa syariat
Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan kuno, oleh sebab kelanjutan
usianya, Kedua, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar
yang ﬁxaﬁtap untuk pernecéhan masalah yang dapat dilaksanakan secara cepat,
cermat bagi persoalan yang pelik di masa kini, yang tidak mémpu dipecahkan oleh
sistem hukum barat maupun oleh prinsip-prinsip timur, meskipun sekedar untuk

melunakkannya saja.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Letak keuniversalan hukum Islam itu karena bersumber pada Al-Qur’an
dan As-Sunnah, di mana Islam sebagai ajaran itu merupakan rahmat bagi seluruh
alam, sehingga hukum Islam pun dapat diterapkan dalam semua masa, untuk
semua bangsa karena cakupannya sangat luas dan bersifat elastis untuk segala
zaman dan tempat. Adakalanya hukum Islam itu hanya memberikan prinsip

umum, dengan penetapan hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang

YAhmad Zaki Yamani, Syari‘at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini,
Terjemahan KMS. Agustjik, Judul asli “Asy-Syari’ah al-Khlidah wa Musykilah al-‘Asri, Cet, 1,
(Jakarta: Lembaga Studi [lmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), hlm.
13.
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selebar-lebarnya buat keinajuan peradaban manusia'®. Sehingga kaidah-kaidah
umum dan prinsip-prinsip umum inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang
tetap untuk menghadapi perkembangan masa'*®. Adakalanya hukum Islam itu
mengandung ketentuan-ketentuan yang terperinci yang tidak terpengaruh oleh
perkembangan masa, seperti masalah mahram, ibadah, warisan. Hukum yang
terperinci jeias langsung dapat diterapkan pada kejadian atau kasus tertentu®*’.
Prinsip-prinsip'*® dalam hukum Islam  melahirkan metode dalam
menemukan kebenaran melalui ilmu logika yang di antaranya dengan metode
induktif (istiqgra’) yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang
bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual)!*®, atau
metode cieduktif (al-mutawatirot) yaifu berpikir dengan .menggunakan pola
berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan, satu sisi sebagai premis mayor

dan sisi yang lain sebagai premis minor, dan sebuah kesimpulan (sz‘logismus)lso.

“*Nasruddin Razak, Op Cit, hlm. 72.

“STM. Hasbi Ash Shiddieqy, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Yogyakarta:
Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga, 1381 H), hlm. 8.

"“"1bid, hlm. 10.

3prinsip menurut Henry Campbell Black adalah a fundamental truth or doctrine as law,
a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others, dalam buku: Henry
Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul MN, 1990, him
1193. Demikian juga menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan
jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling Iuas bagi lahirnya suatu
peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa
dikembalikan kepada asas-asas tersebut, dalam buku: Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung:
Alumni, 1986), hlm. 85. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip
hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di
belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum
dalam peraturan konkrit tersebut, dalam buku: Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu
Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

49 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 8.

'%01bid, hlm. 10.
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Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum Islam menurut
Nasrudin Razak®!, secara singkat dapat dibedakan:
1. Tidak memberatkan
2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah
dan melarang
3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus

disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya,

Dalam kaitan prinsip hukum Islam ini, Sjechul Hadi Permono
menjelaskan bahwa semua ajaran Islam berpokok pada lima asas, yaitu asas

akidah, asas akhlak, dan asas syariah, asas tasyri’iyah, dan asas maslahat'*.

Pertama, asas aqidah, hal-hal berhubungan dengan ke-Esa-an Allah, dan
berfungsi sebagai pondasi ajaran Islam, maka dari sini melahirkan prinsip: (1)
Prinsip Allah sebagai pemilik hakiki, berarti manusia berkedudukan sebagai
khalifah yang dianugerahi harta benda sebagai amanah, untuk dikelola sesuai
dengan ketentuan dari pemilik yang hakiki. (2) Prinsip alam semesta untuk
kepentingan manusia sebagai khalifah. (3) Prinsip profesionalisme, prinsip ini
harus dimiliki manusia dalam mengelola alam semesta dalam rangka memperoleh
rizki yang baik (al-thayyibat) dan mencari kemanfaatan karunia Allah (ibtiga’

min fadlillah).

13'Nasruddin Razak, Op Cit, hlm. 254.
lgjechul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya:
Aulia, 2005), him. 39-44, Bandingkan dengan tulisan: Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 62-63.
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Kedua, Asas akhlak ini merupakan landasan manusia untuk berprilaku dalam
hidupnya sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sesuai dehgan sabda Nabi yang
maksudnya bahwa Nabi Muhammad saw diutus itu tidak lain untuk

menyempurnakan akhlak yang mulia.

Ketiga, Asas tasyri’iyah atau asas legislasi ini menekankan bahwa dalam rangka
mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial harus berprilaku sesuai dengan
ketentuan-ketentuan syariah yang digariskan ulama mujtahidin dengan

berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kempat, Asas maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat (magasid al-
Tasyri’) dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat
menyeluruh: (1) Hifz ad-din, terjamin tegakknya hak beragama dan kebebasan
beragama, (2) Hifz an-nafs, terjaminnya hak untuk hidup, (3) Hifz an-nasl,
terjaminnya hak untuk berkembang biak, (4) Hifz al- ‘aql, terjaminnya kebebasan
berpikir, berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan (5) Hifz
al-mal, terjaminnya kebebasan untuk bekerja, mendapat pekerjaan, mengelola

sumber daya alam, serta hak untuk memiliki harta benda.

Tujuan hukum Islam atau magasid al-Syari’ah itu dapat dikategorikan
menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, al-daruriyyat, yakni merupakan tujuan hukum
primer untuk menjamin keberlangsungan hidup atau eksistensi manusia sebagai
makhluk terbaik dan kebutuhan dasar (pokok) manusia, sehingga tujuan ini harus
terpenuhi dalam hidup manusia, Kedua, al-Hajjiyyat, yakni merupakan tujuan

hukum skunder untuk menyempurnakan kebutuhan dasar manusia tersebut agar
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hidup manusia lebih mudah dan lebih baik, namun jika tujuan ini tidak terpenuhi

maka tidak akan menyebabkan rusaknya tujuah primer, - Ketiga, Tahsiniyyat,

yakni merupakan tujuan hukum tersier untuk lebih menyempurnakan kebutuhan

dasar dan kebutuhan skunder manusia agar hidup manusia lebih mudah, lebih

baik, dan lebih indah, demikian juga tujuan tersier ini jika tidak dapat terpenuhi

maka tidak akan menyebabkan tujuan skunder dan tujuan primer menjadi rusak.

Karena itu, implementasi tujuan hukum primer (al-daruriyyat — al-

kulliyat al-khamsah) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1.

Untuk memelihara agama (kifz al-din) ini agar manusia memiliki kebebasan
dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, zakat, dan
kewajibaﬂ jihad mempertahankan agama, maka Allah menetapkan ketentuan
hukum dengan adanya hukuman riddah dan ta’zir.

Untuk memelihara jiwa (hifz al-nafs), agar hak untuk hidup manusia terjaga
dan terlindungi, maka Allah menetapkan seperangkat ketentuan larangan
membunuh dan menganiaya, dengan hukuman qisas.

Untuk memelihara akal (hifz al-‘aql), aturan ini jelas tampak pada beberapa
ketentuan Allah mengenai larangan minuman keras atau segala hal yang
dapat merusak akal (hukum Khomer)

Untuk memelihara keturunan (kifz al-nasl) dan kehormatan (hifdz al- ‘irdl),
maka ditegakkannya hukum perkawinan dan kewarisan, sehingga melahirkan
hukum mengenai larangan berbuat zina dan qadzaf, sebagai upaya mejaga

kebersihan asal-usul manusia.
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Dan untuk memelihara harta (hifz al-mal) ini Allah menetapkan hukum
larangan mencuri dan merampok agar harta dan kekayaan manusia
terlindungi, sebab segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah
dan manusia hanya memiliki hak relatif dan dengan cara-cara yang
dibenarkan syara’, sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak
orang lain seperti ketentuan zakat.

Mengenai prinsip hukum Islam ini, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa

dalam menghadapi problem yuridis yang muncul dalam hukum Islam harus

bertitik tolak pada prinsip tauhid, karena prinsip ini merupakan landasan seluruh

aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Lebih lanjut ia menjabarkan prinsip

pokok tersebut sebagai berikut:

1.

2.

8.
9.

10. Prinsip ta’awun'®,

Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah;

Prinsip menghadapkan khitab kepada akal;

Prinsip memagari aqidah dengan akhlak karimah;

Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi kebaikan jiwa dan
kesuciannya;

Prinsip keselarasan antara agama dengan dunia dalam masalah hukum;
Pﬁnsip persamaan;

Prinsip menyerahkan ta’zir kepada pertimbangan penguasa/hakim;

Prinsip toleransi;

Prinsip kemerdekaan;

53

153R achmat Djatnika, Op Cit, him. 12.
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Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi dibedakan antara asas dan prinsip

hukum Islam yang ditulis dalam bukunya Pengantar Hukum Syari’ah. Asas-asas

hukum Islam sebagai berikut:

1.

Meniadakan kesempitan dan kesukaran, hukum Islam memberikan dispensasi
berupa hukum rukhshah pada saat menghadapi keadaan darurat/terpaksa atau
hajat (keadaan yang memerlukan kelonggaran); |
Sedikit pembebanan kewajiban agama kepada manusia, tidak menyulitkan
dan menyusahkan;

Bertahap dalam menetapkan hukum;

Sejalan dengan kepentingan/kemaslahatan umat manusia;

Mewujudkan keadilan'>.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurutnya sebagai berikut:

1.

2.

Tauhid,

Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;

Menghargai fungsi akal;

Menyempurnakan iman, rhenj adikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
Membersihkan kepentingan agama dan dunia;

Persamaan dan Keadilan;

Amar ma’ruf, nahi mungkar;

Musyawarah dan Toleransi;

Kemerdekaan, kebebasan, dan hidup gotong royong.'>

B*Menurut Masjfuk Zuhdi, asas atau prinsip hukum Islam adalah suatu kebenaran yang

menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Lihat dalam Msjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum
Syari’ah, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 21-33.
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Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam yang dirumuskan para ulama
di atas pada dasarnya memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan dalam
memformulasikannya, karena itu, dapatlah dijadikan dasar dan landasan dalam
pengembangan hukum Islam. Dalam rangka transformasi hukum wasiat ke dalam
. penemuan hukum Wasiat Wajibah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia,
maka asas dan prinsip ini akan rrienjadi dasar dan landasan dalam upaya
pembenﬁdcan hukum yang bersifat universal dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga fungsi hukum Islam sebagai rahmat Ili al-‘alamin akan
menjadi kenyataan di negara yang kita cintai ini.

D. Keadilan dalam Perspektif Hukum

1. Teori keadilan Sosial

Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks
persoalan. Konteks yang pértama adalah tentang keadilan, ini menyangkut tentang
kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan
konflik di tengah masyarakat. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas, ini
menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang
ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya
dapat dipaksakan atas nama hukum dalam upaya menjamin kepastian hukum.

Meski keduanya seringkali terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum,

3yang dimaksud prinsip hukum Islam menurut Masjfuk Zuhdi adalah cita-cita yang
menjadi pokok landasan hukum Islam. Lihat lebih lanjut dalam Masjfuk Zuhdi, Ibid, him. 33-43.
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namun kompromi keduanya adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan hukum
yang mencerminkan keadilan.'*®

Keadilan merupakan salah satu (jiwa dari) tujuan hukum yang paling
banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum, tujuan hukum memang
bukan hanya keadilan, akan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan.
Meskipun demikian, keadilan merupakan tujuan utama dari hukum, bahkan ada
yang berpendapat dialah satu-satunya tujuan hukum.'*’

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana
kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan
ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum
dan instifusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direformasi atau
* dihapuskan jika tidak adil.!*®

Secara umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu “keadilan
hukum” dan “keadilan sosial”. Keadilan hukum mengandung asas persamaan
hukum atau equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sama di
depan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapa pun juga
secara adil.'”

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

1%perbenturan yang dimaksud adalah dimana terkadang hukum positif ternyata tidak
menjamin terpenuhinya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki
kepastian hukum. Lihat Eddi Wibowo, dkk., hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Yayasan
Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), him. 31.

157HAsbi Hasan, Respon Islam terhadap Konsep Keadilan, Artikel dalam Suara Keadilan
, No. 5, Vol. I1, 2004 him. 111.

*85ohn Rawls, Teori Keadilan, (alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo),
Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006, him. 3-4.

M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum
Sosial dan Politik,(Jakarta: Bulan bintang, 1988), hlm. 66.
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mengutamakan “the search for justiée”.160 Terdapat macam-macam teori
mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan
kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori—teoﬁ
itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics
dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice. Di
samping itu juga terdapat teori keadilan hukum Islam. -
a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan
dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya,
dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,
yang berdasarkan filsafat umum.Aristoteles, mesti dianggap sebagéi inti dari
filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan”.'®! Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa
keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles
membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan
proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu
unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita
maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan
hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya
sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

1Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII (Yogyakarta: kanisius,
1995), hlm. 196.

1®!'Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004), hlm. 24.
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Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan
keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam
hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan
terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam
kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa
imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang
kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh,
misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,
kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam
masyara.kat.- Dengan rnengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa
apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga
lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil bolek
jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya
bagi masyarakat. '

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang
salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan
korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang
dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya
perlu diberikan kepada si pelaku, Bagaimanapun, ketidakadilan akan
mengakibatkan terganggunya ‘“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

192 Ipid. hlm. 25.
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Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan
sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. '

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya
dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus
dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis
yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukurri tertentu. Pembedaan
ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang
ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan
pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber
pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan
serupa yémg laih, kendati diwujudkan dalarﬁ bentuk perundang-ﬁndangan, tetap
merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.'®

Salah seorang pakar hukum, John Rawls pernah membandingkan
berbagai konsep keadilan, beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing,
dalam bukunya yang sangat terkenal, “4 Theory of Justice”. 1a ternyata akhirnya
lebih memilih dan lebih percaya pada kinerja formal dari hukum, bahkan sampai
mengatakan: “where we find formal justice, the rule of law and the honoring of
legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well” (ketika
kita menemukan keadilan formal, menegakkan rule of law dan mempertahankan
dugaan-dugaan yang sah, maka kita kemungkinan besar juga menemukan

keadilan substantiif).165

1 Ibid

54 Ibid, hlm. 26-27.

'John Rawls, 4 Theory of Justice, Revised Edition, (Harvard University Press,
Massachusetts, 2000), him. 52.
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b. Keadilan sosial John Rawls

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference
principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference
principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar
memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada
ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair
equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan
otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls
mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif
bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.
Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip
utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa
pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat
bahwa sebenarnya teori ini 1ebih keras dari apa yang dianggap normal oleh
masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum,
tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari
orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls,
situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga

paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi
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kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum
minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat
harus sedemikian rupa sehinggé dihasilkan untung yang paling tinggi yang
mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan
diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya
kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.
Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit,
agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip
keadilan, yaitu, pertama, membéri hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan
dasar yang péling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,
mampu mengatur kembali keserjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga
dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi
setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak
beruntung.'® Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-
hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan
orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus
diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap
kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-

institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan

1%John Rawls, A Theory of Justice, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia
oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
c¢. Teori Keadilan sosial hukum Islam

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan
dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri’ atau magqasid al-
syari’ah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan
dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya
pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, artinya
bagaimana membentuk dan melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan
kemaslahatan manusia dalam arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama
dan oleh karena -itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang‘ cukup
populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."'¢” Teori maslahat
di sini menurut Masdar F. Mas’udi sama dengan teori keadilan sosiai dalam istilah
filsafat hukum.'®®

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali
kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi
kebahagiaan manusia, léhir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan
maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti

dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya

”"Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), him.12.

1®Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal
Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. him. 97
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sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi
jalan bagi dirinya sendiri.'®

Batasan yang selama ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al-
Buthi'” atau al-Syatibi'”' menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalam
artian yang sangat luas. Padahal sebagaimana diungkap Syaltut, maslahat sama
seperti ijtihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang
membutuhkan solusi hukum.'” Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu
dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan
digunakan. Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis
budaya Indonesia mutlak untuk direalisasikan.

Merujuk dalam khazax-1ah Al-Qur’an, pada ﬁmumnya nilai-nilai universal
yang mereka inginkan adalah merujuk pada rekaman ayat-ayat makkiyyah.'”
Ayat-ayat makkiyyah baik berupa Al-Qur’an dan As-Sunnah telah menyiapkan
prinsip kesamaan (equality) dan kebebasan sempurna bagi perempuan dan non-
Muslim. Al-Qur’an dalam periode Makkah menegaskan kesamaan laki-laki dan
perempuan sebagai persoalan agama dan (kesamaan) dalam pandangan Tuhan.!”*
Begitu pula dalam memberikan ruang kebebasan terhadap non-Muslim.!”

Teori ini sebenarnya adalah teori Mahmud Muhammad Thaha yang

menjelaskan evolusi legislasi hukum Islam (the evolution of Islamic legislation).

19Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat ....", hlm. 94.

'"Ramadhan al-Buthi, Dlawabith., him. 119-248.

'"'Muhammad Khalid Mas’ud. Shatibi’s., him. 159.

2Abd. Salam Arief, Pembaruan., him. 155.

1] jhat misalnya dalam Aksin Wijaya, "Memburu Pesan Damai Islam; Memotret
Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUTI”, dalam Ar-Nur Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: STIQ An-
Nur, Vol. 3 No. 2, September 2005, hlm. 103.

1"Surat al-An’am (6): 164; surat al-Mu’min (40): 7; surat shaad (38): 38.

Surat al-Kahfi (18): 29; surat al-Ghasyiyah (88): 21-24.



84

Al-Qur’an dan As-Sunnah menurutnya harus dilihat dalam posisi dua tingkat
pesannya: pesan primer dan permanen dari Makkah dan pesan tambahan serta
tradisional dari Madinah. Ketika di Makkah terjadi penolakan orang-orang
Makkah atas prinsip fundamental; keadilan (justice) dan kesamaan (equality),
maka Islam menerapkan pesan pertamanya. Menurut logika ini, aspek partikular
Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang diwahyukan dan diucapkan selama periode
Madinah, haruslah dilihat sebagai hal transisi, bukan permanen penerapannya.
Karena itu, ketika keadaan memungkinkan, aspek tradisional syari’ah harus
diganti oleh prinsip fundamental Al-Quran dan As-Sunnah periode Makkah.!7®
Hukum haruslvah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak sckedar
disebut hﬁkum, tetapi lebih mendasar dari hukum ita sendiri. Yaitu sebuah sistem
nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan:
maslahat, keadilan. Proses pendasaran hukum di atas hanya bisa dimengerti dalam
konteks formal, misalnya melalui cara giyas. Akan tetapi, seperti diketahui, giyas
haruslah dengan illat, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum. Itulah
struktur pemikiran hukum Islam selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan
apabila dunia pemikiran hui(um Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat

177

patut dipertanyakan. ’* Tidak mengherankan apabila wajah fikih selama ini

tampak menjadi dingin, suatu wajah fikih yang secara keseluruhan kurang

176Abdullah Ahmad An-Naim, *Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Dalam Reformasi
Hukum Islam; Implikasi Bagi Hubungan Antar Agama”, dalam An-Nur Jurnal Studi Islam,
Yogyakarta: STIQ An-Nur, Vol. 1 No. 2, Februari 2005, him. 210-211.

Y Ibid, hlm.94-95.
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menunjukkan pemihakan (engagemenr) terhadap kepentingan masyarakat
manusia.'”®

Dengan demikian, jelas bahwa. yang fundamental dari bangunan
pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau
keadilan sosial. Tawaran teoritik (ijtihadi), baik yang didukung dengan nas atau
pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam
pandangan ajaran Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya
dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik yang secara meyakinkan
tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan
terjadinya kemudaratan, dalam pandangan ajaran Islam adalah fasid, dan umat
Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.'”
Derigan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fikih yang
berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah
mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara
sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum,
dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan
substansialnya. atau, dalam dunia pemikiran fikih, lebih mengutamakan bunyi
ketentuan legal-formal daﬁpada tuntutan maslahat (keadilan), yang wnotabene
merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang
berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah- melalui kesepakatan

dalam musyawarah- itulah mazhabku.'*

18 1bid, hlm.96.
1 1bid, him.97.
10bid
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Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu
maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum
harus diabajkan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus
menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin
menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-
dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara
bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.
Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari
sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau
perlu diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-
normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau As-Sunnah), dengan
logika maslahat sosial yang obyektif, bukan deugan logika kekuatan atau
kepercayaan yang subyektif, maka kedudukan nas tersebut adalah sebagai
material yang masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya dalam menhadapi
masalah baru ke dalam lembaga permusyawaratan.. Apabila kita bérhasil
membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai
hukum yang secara formai-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal
memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas
pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh
hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma

hukum yang bersumber padanya" pada ijma’ lembaga syura, atau keputusan
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lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada
kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura,
parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa.
Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang
sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka
berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata
kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat
mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata kehidupan yang menurut
mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.'®!

Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun
bagaimana cara ﬁenegakan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah
dimana keadilan itu akan ditegakkan. Dalam konteks fikih siyasi, hél ini masuk

dalam kategori al-qonun al-ijra’i'®

sebagaimana penulis telah paparkan
sebelumnya.
2. Landasan Filosofis keadilan dalam hukum waris

Kajian komperhensif terhadap masalah keadilan hukum waris yang
berlaku di Indonesia, tidak mungkin tanpa melakukan perbandingan antara hukum
waris Islam dengan hukum waris BW dan hukum waris adat. Eksistensi ketiga
sistem hukum waris ini berlakunya tidak ada masalah. Jika setiap sistem tersebut
diberlakukan untuk subyek hukumnya masing-masing untuk menyelesaikan

masalahnya, misalnya seseorang yang tunduk pada agama Kristen, haruslah

konsisten tunduk pada sistem hukum waris BW. Sedangkan subyek hukum yang

181 1bid, him. 98.
"¥2yaitu hukum yang menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan cara-cara (wslub)
dan sarana-sarana (wasilah) yang berbeda mengikuti ruang dan waktu.
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beragama Islam tunduk pada sistem hukum waris Islam'®. Karena itu untuk
'menehtukan pengadilan mana yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut,
kita dapat beranalogi dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa pengadilan agama bagi
mereka yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi lainnya, maka dalam
perkara waris pun berlaku sama. Apalagi mengenai perkara waris bagi mereka
yang beragama Islam berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam dapat diberlakukan
sistem hukum waris BW atau sistem hukum waris adat, yang sekarang ini hanya
berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Cina yang
tidak beragama Islam'®*.

Sistem hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, dan
Ijtihad. Hukum Islam adalah hukum yang fleksibel dan selalu dapat up to date
dengan perkembangan zaman, termasuk mengenai penegakaan keadilannya.
Dalam sistem hukum Islam, persatuan harta perkawinan hanya terbatas pada harta
pencarian yang mereka peroleh selama perkawinan, baik si isteri bekerja atau
tidak. Sedangkan harta bawaan suami atau isteri tetap menjadi hak masing-
masing. Seperti seorang janda yang dinikahi oleh seorang duda kaya, kemudian

dalam waktu tiga bulan kemudian suami meninggal dunia, maka hak isteri (janda)

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil, cet. 1, (Surabaya: Airlangga
University Press, 2003), hlm. 66.

¥Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum
Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), him. 35.
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adalah harta bawaannya sendiri dan separoh harta bersama yang diperoleh selama
tiga bulan itu, ditambah seperdelapan bagian harta waris jika punya anak.!8’

- Sistem hukum waris BW menganut asas persatuan harta perkawinan,
dengan demikian harta yang diperoleh sebelum atan sesudah perkawinan menjadi
harta bersama. Jika salah satu meninggal dunia yang masih terikat dalam suatu
perkawinan, maka harta kekayaan mereka akan terbagi menjadi dua. Harta yang
diwariskan adalah bagian dari harta orang yang meninggal, sedangkan bagian
lainnya menjadi milik janda atau duda dari orang yang meninggal dunia.'®®

Dalam sistem hukum waris adat, harta bawaan dalam masyarakat yang
patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi
para ahli. waris pria saja yang berhak mewarisinya. Sebaliknya bagi masyarakat |
matrilineal, jika ada harta bawaan suami dikuasai oleh isteri. Penguasaan harta
bawasan pada kedua bentuk masyarakat di atas tidak berarti mutlak oleh suami
atau isteri, setiap tindakan penguasaan harus dengan persetujuan pihak lain baik
isteri atau isteri. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang bersifat
parental,atau bilateral harta bawaan yang selama terikat dalam ikatan perkawinan
dikuasai dan dimiliki masing-masing.'*’ Pengaturan mengenai harta waris di
dalam masyarakat bilateral/parental ini sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana
yang terdapat pada sistem hukum waris Islam.

Ketentuan mengenai siapa saja sebagai ahli waris menurut sistem hukuﬁl

waris BW, Islam dan Adat berbeda-beda, namun secara garis besar yang dijadikan

dasar adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Seperti pada pasal

183 A fdol, Op Cit, him. 71.
136 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: 1984), him. 95.
18"Hilman Hadikusuma, Op Cit, hlm. 41-42.
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832 KUHPerdata menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah pa:fa
keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup

Jlama.



BAB III
KAJIAN TERHADAP HUKUM KEWARISAN DAN WASIAT

SEBAGAI HUKUM MATERIIL DI INDONESTA

A. Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan datang orang
Islam di Nusantara dan terus berkembang dengan munculnya kerajaan-kerajaan
Islam, sehingga kosekuensinya muncul badan peradilan berdasarkan hukum
Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa
kesultanan Islam pada- masa itu'®®., Namun perjalanan politik hukum yang
berkembang di Indonesia ini dapat dikaji dari dua segi, yaitu masa sebelum dan
sesudah kemerdekaan. Pengaruh politik hukum Hindia Belanda ini sampai
sekarang masih menyisakan pandangan adanya dualisme peradilan. Kondisi ini
tidak menguntungkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga
pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat rendah.

Pada abad ke-20 Inggris, Perancis dan lain-lain menguaéai Afrika dan
Asia, mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan propinsi Eropa.
Sedangkan Belanda di Indonesia sudah memulainya sejak jauh sebelum itu.
Belanda di Indonesia menghadapi realitas bahwa sebagian besar penduduk di

kepulauan Nusantara beragama Islam.'®® Oleh karena itu, pengakuan berlakunya

%8¥Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum nislam dalam Sistem Hukum Indonesia,
(Jakarta: Risalah, 1984), him. 7.

®Bernard H.M.Vekke, Nusantara a History of Indonesia, (The Hague, 1959), him. 316.
Lihat juga: Aqib Suminto, Politik Hukum Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 9.
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hukum Islam di Indonesia oleh Belanda membawa konsekuensi berlakunya
hukum Islam dalam peradilan bagi orang penduduk asli'®".

Pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1855 diterbitkan Regeerings
Reglement (RR) sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Stb. Tahun 1855:
2 pasal 75 ayat (3) menentukan bahwa oleh hakim Indonesia hendaklah berlaku
hukum agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Dan
ayat (4) menentukan bahwa hukum agama dan kebiasaan harus diterapkan bagi
mereka oleh hakim Eropa dan pengadilan yang lebih tinggi apabila terjadi
permintaan pemeriksaan banding (hoger beroep). Selanjutnya dalam Stb. Tahun
1855:2 pasal 78 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata
antara sesame orang Indonesia, atau dengan mereka yaﬁg dipersamakan, maka
mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat menurut
hukum agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Sedangkan pasal 109 Stb,
dimaksud menyatakan ketentuan dalam pasal 75 dan 78 b erlaku pula bagi mereka
yang dipersamakan dengan “inlander” yaitu orang Arab, orang Moor, dan orang-
orang yang tidak beragama.w1 Jadi Pemerintab Hindia Belanda telah mengakui
hukum Islam, hukum yang diterapkan hukum Islam bagi orang Indonesia yang

beragama Islam, bahkan peradilan yang diberi kewenangan adalah peradilan

dengan hukum Islam.

199K onsekuensi itu berdasarkan pada pandangan LWC. Van Den Berg mengenai teori
Receptio in Complexu, yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam,
sebab mereka telah memeluk agama Islam meskipun dalam peleksanaannya terdapat
penyimpangan-penyimpangan.,  Karena itu, ia mengusahakan agar hukum  kewarisan dan
perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau qadli
Islam. Baca: Sayuti Thalib, Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam),
(Jakarta: Bina Cipta, 1982), him. 16.

¥1Afdol, Op Cit, him. 31-33.
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Keberadaan peradilan agama secara formal diakui berdasarkan keputusan
Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1881
Nomor 152 tentang Bepalingen Betreffende de Priesterradden op Java en
Madura. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat
dalam Stb, 1882 nomor 153."*

Periode di atas berakhir sejak muncul kritikan Cornelis Van
Vollenhoven. Ia merupakan peletak dasar hukum adat Indonesia, yang menentang
penggantian hukum adat dengan hukum barat yang dilakukan pemerintah Hindia
Belanda untuk tujuan melindungi pengkristenan penduduk Hindia Belanda'®®
lebih-lebih perubahan pengkerdilan berlakunya hukum Islam terjadi sejak
Christian VSnouck Hurgronjr.a194 dengan teori Receptie-nya me;lgemukakan
pendapat yang bertentangan, yaitu bahwa sebenamya Yang berlaku di Indonesia
adalah hukum adat asli, hukum Islam baru mempunyai kekuatan sebagai hukum
apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Sehingga keberadaan hukum
Islam dan pengadilan agama berangsung-angsur kemudian dirubah dengan Stb.
1937 Nomor 116. Dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan ordonantie yang

yang mengatur peradilan agama di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang

dimuat dalam Stb, 1937 Nomor 638 dan 639.

92pfdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, (Surabaya: Airlangga Universty

Press, 2003)), him. 32. Lihat dan bandingkan dalam Habiburrahman, Rekontruksi Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 79-81.

1% Bandingkan: Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1977), him. 10. Lihat juga: Sayuti Thalib, Op Ciz, him. 19.

1%Seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang ahli tentang Islam dan anak
negeri
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Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, di tahun 1957 dikeluarkan
PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah
Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali
daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan
639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili
perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian
undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya UU Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undahg-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya berdasarkan pasal 49 adalah
memerikéa, memutus, dan menyelesiakan ‘perkara-perkara di tingkat pertama
antara ofang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum materiil
yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang diajarkan
oleh para fuqaha’(ahli hukum Islam) dalam litertur klasik, karena terkadang
berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya.

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren
dalam kehidupan umat Islam, hukum Islam yang telah menjadi bagian dari
kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan berlakunya dari
luar diri mereka, malah sering digunakan untuk memperlancar pelaksanaan

kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB'’. Menurut Sudirman Tebba,

195Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Stdi Kasus Hukum
Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), him. 13-14.
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terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukum Islam di Asia
Tenggara, yakni:

1. Hukum Islam telah berubah dém bergeser dari orientasinya yang
menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan
muamalah dewasa ini;

2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi
hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab
Syafi’i. malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada
pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan
hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang'*®,

Pérkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia antara iain telah
diundangkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di
pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi,
karena kehadiran KHI telah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan

hukum Islam di Indonesia.

%1bid, him. 16-17.
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B. Sistem Hukum Kewarisan Islam
1. Pengertian kewarisan dan ruang lingkupnya

Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan obyeknya yaitu harta
peninggalan. Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah."’
Selanjutnya akan digunakan istilah harta peninggalan. Ia merupakan obyek dan
 keseluruhan sistem kewarisan dalam hukum Islam, di an@anya juga sebagai
obyek hukum wasiat, karena itu sejauhmana cakupan dan ruang lingkup dari harta
peninggalan tersebut dalam kontek hukum kewarisan Islam.

Harta peninggalan adalah segala sesuatu benda atau yang bernilai
kebendaan yang dapat dimiliki, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dunia, yang dibenarké.n oleh syara’ dan dapat ditasharrufkan kepada para ahli
waris atau orang lain,'® Segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendéan itu
harus diartikan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu:

a. Kebendaan atau sifat yang bernilai kebendaan, seperti benda tetap, benda
bergerak, piutang orang yang mati yang belum terbayarkan;

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak paten terhadap karya seni, buku, merk;

c. Hak-hak di luar kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf’ah, hak manfaat atas
barang;

d. Benda-benda yang masih tersangkut dalam hak oarng lain, seperti benda yang
sedang digadaikan, benda maskawin yang terhutang, barang yang dibeli dan

telah dibayar tetapi barangnya belum diterima ketika mati.

"Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam, (Libanon: Dar al-Fikr,
1379 H/1960), him. 11. Bandingkan: Muhammad Ali As-Sobuni, Al-Mawaris fi asy-Syari’ah al-
Islamiyah ‘ala doui al_Kitab wa as-Sunnah, (Makkah: Huquq at-Tabi’ Mahfudah, 1979 M/1399
H), hlm. 29-30.

18Ratchuurahman, Hlmu Waris, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 21.
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Ibnﬁ Hazm dan kalangan mazhab Hanafi mengartikan harta peninggalan
adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang mati yang tidak mempunyai
hubungan hak dengan hak orang lain. Jadi mereka membatasi pada yang pertama
dan kedua di atas. Karena itu hak tidak dapat diwarisi kecuali kalau hak itu
mengikuti‘ kepada bendanya'®. Sedangkan kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan
Hanbali mengartikan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh
orang yang mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik menyangkut hak
kebendaan maupun bukan kebendaan, tetapi Imam Malik tidak memasukkan hak
yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah. Hal ini berdasarkan
hadits riwayat dari Ibnu Qudamah Nabi bersabda:2% 45 Yl 4l Ga & 5 s, yang
artinya: ;‘Barangsiapa meninggalkan suatu hak atan sﬁatu harta, maka (hak atau
harta) itu untuk ahli warisnya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir pasal 4 mendefinisikan harta
peninggalan adalah “segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang
mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang
lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan, dan yang
diterimakan kepada ahli waris”?’!. Sedangkan dalam KHI mendefinisikan harta
peninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”?%.

Harta peninggalan dalam konsep hukum kewarisan Islam dapat diartikan

sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah mati, baik

%51bid, hlm. 22.

200 75id, him. 23.

PIKUHW Mesir, pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

202 KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf d.
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berupa benda-benda wujud maupun berupa hak-hak kebendaan kepada ahli
waris2°3nya yang dinyatakan berhak menurut hukum®®. Demikian juga dalam
masalah wasiat’®>.

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah
mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan
maupun wasiat, karena itu pemberian sebagian harta yang tidak disandarkan
kepada kematian orang yang memiliki harta tersebut tidak dapat disebut sebagai
proses pembagian harta peninggalan.

2. Dasar-dasar Pembagian Harta Peninggalan

Landasan atau dasar yang menjadi ketentuan pembagian harta
peninggélan adalah: Pértama, apabila pembagian itu berhubungan dengan
kewarisan adalah berdasarkan Al-Qur’an Surat an-Nisa’ (4): 7, 11, 12, dan 176.
kedua, apatila pembagian itu berhubungan dgngan wasiat adalah berdasarkan Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 180, Surat an-Nisa’ (4): 11, 12, dan Surat al-Maidah
(5): 106.

Ketentuan pembagian waris juga didasarkan pada hadis Nabi yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:2%

yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, lihat KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 171
huruf c.

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat,
(Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981), him. 9.

M5yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Lihat dalam KHI Bab I
Ketentuan Umum pasal 171 huruf f.

26Muhammad Fuad Abdul Bagi, 4/-Lu lu’ wa al-Marjan, Juz 3, hlm. 183.
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3 Sy oY sed R L o Lglaly Gl il 18al) yang artinya; “Berikanlah bagian-
bagian kepada ahli warisnya, maka épabila ada lebih adalah bagi laki-laki
terdekat”. Dalam hadis lain yang. diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari
Ibnu Abbas, Nabi bersabda: 2’

S8 day S M L Jagie A QUi o ot il Jal ¢ JLalt fgandl) yang artinya:
“Bagilah harta itu di antara ahli waris berdasarkan ketentuan kitab Allah (Al-
Qur’an), maka sisanya untuk yang laki-laki”.

Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan pembagian harta peninggalan
sesuai dengan ketentuan syariat itu merupakan keharusan, sebab Allah akan
memberikan jaminan masuk surga untuk selama-lamanya bagi orang yang
mematuhinya, dan akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang
tidak mematuhinya. Janji dan ancaman Allah ini berdasarkan surat an-Nisa (4): 13
dan 14 berbunyi:*®

A D o 0 N G0 538 0 AL A A )y a0 i it

(14) Oea T3 ATy G 1A 10 Al 53935 Sy A0 gy Al g (g (13) pulinl
artinya: “Itulah hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-
Nya. Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung
(13) Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya,
dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”.

"Imam Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, Juz 6, hlm. 258, Hadis no. 12270. Selanjutnya
periksa: riwayat Abd al-razak, juz 10, hlm 249 hadis no. 19004, Muslim, Juz 3, hlm. 1234, Hadis
no. 1615, Abu Daud, Juz 3, him. 122, Hadis no. 2898. Thnu Majah, Juz 2, him. 915, Hadis no.
2740. Ahmad, Juz 1, hlm. 313, Hadis no. 2862. Dar al-Quthny, Juz 4, hlm. 70. Dan Abu ‘Iwanah,
Juz 3, hlm. 437, Hadis no. 5599.

28QS.An-Nisa (4): 13 dan 14.
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Kristalisasi ketentuan pembegian harta peninggalan tersebut sebagian
telah dirumuskan menjadi kaidah hukum dalam KHI Buku [I Bab I sampai dengan
Bab V mulai dari pasal 171 sampai dengan bpasal 209, baik yang berkaitan dengan
ketentuan kewarisan maupun ketentuan wasiat yang berlaku bagi orang-orang
yang beragama Islam di Indonesia. Adapun mengenai harta peninggalan, masalah
perawatan jenazah, pelunasan hutang, orang-orang yang terhalang mewarisi
karena sebab, seperti beda agama, belum terumuskan dalam KHI, sebagai contoh
jika tidak memungkinkan berdasarkan ketentuan kewarisan, maka dimungkinkan
dengan ketentuan wasiat, seperti ahli waris non-muslim.

Pelaksanaan hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu,
menurut jumhur fuqaha’, adé empat tertib pelaksanaan yaitu biaya perawatan,
pelunasan hutang-hutang orang yang mati, wasiat, dan pembagian waris.

3. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam
a. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Pelaksanaan setiap hukum tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya
dengan asas hukum sebagai landasan idealnya, karena asas hukum itu sebagai
langkah awal dari penerapan hukum tersebut. Demikian halnya dengan hukum
kewarisan Islam yang operasionalnya akan tunduk kepada asas-asas hukum
sebagai berikut:

1. Asas [jbari (paksaan)
2. Asas bilateral-Individual

3. Asas penyebarluasan dengan di lingkungan keluarga
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4, Asas persamaan hak dan perbedaan bagian.

Sistem hukum kewarisan Islam mengenai pemindahan harta dari orang
yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya secara
otomatis. Tidak ada seorangpun atau lembaga yang dapat menghalangi dan
menangguhkan pemindahan tersebut. Artinya antara pewaris dan ahli waris, dalam
hal ini dipaksa (ijbari) menerima dan membagikan harta waﬁsan sesuai dengan
ketentuan bagian masing-masingm. Apabila dalam prakteknya ahli waris setelah
menerima, kemudian memberikan atau menyumbangkan bagiannya kepada orang
atau lembaga lain, maka hukumnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan
syara’. Hal yang penting dan pokok adalah sctelah semua itu diketahui bagian
masing-rhasing dan diterima ahli waris deﬁgan akad yang jelas.l

Demikian juga dalam Wasiat Wajibah berlaku asas ijbari berdasarkan
perintah undang-undang atau keputusan hakim bagi ahli waris yang menurut
ketentuan hukum tidak dapat mewarisi, seperti ahli waris non-muslim. Dan
pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian orang yang memiliki
harta. Artinya asas itu berlaku dengan sedirinya dan hanya berlaku ketika orang
tersebut telah meninggal dunia, serta tidak berlaku ketika orang yang memiliki
harta masih hidup.

Istilah bilateral yang dimaksud dalam sistem keturunan menurut Hazairin

adalah kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal

2% Abdul Ghofur Anshari, Filsahat Hukum Kewarisan Islam (Konsép Kewarisan Bilateral
Hazairin)z,1 O(Y ogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34-36.
' Ibid, hlm. 34. Bandingkan: Amir Syarifuddin, Pembaharuan Hukum Islam di
Indonesia, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1976), him. 18-19.
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keturunan kepada pihak ibu dan bapak®''. Konsép bilateral ini apabila
dihubungkan dengan hukum kewarisan akan bermakna ahli waris dapat menerima
hak Warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun
perempuan212. Sedangkan pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris
dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara
kolektif, seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun yang
dimaksud dengan bilateral-individual merupakan asas dalam kewarisan Islam,
adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menecima hak kewarisan dari
pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara
individual sesuai dengan bagian masing-masing.

Asas ini diketahui dari substansi Al-Qur’an yang berhubungan ;1engan
ayat kewarisan (Surat An-Nisa’ (4): 7, 11, 12, 33, dan 176). Ayat-ayat tersebut
memberi penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam
mewarisi dari pewaris dengan bagian tertentu. Sedangkan dalam hukum wasiat
yakni wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris, seperti ahli
waris non-muslim. Asas ini diketahui dari nash (Surat Al-Bagarah (2): 180, Surat
An-Nisa’ (4): 11 -12, dan Surat Al-Ma’idah (5): 106). Ayat-ayat tersebut memberi
penegasan bahwa ibu-bapak dan karib-kerabat baik laki-laki dan perempuan yang
tidak berhak mewarisi dapat menerima wasiat, dengan ketentuan maksimal

sepertiga harta peninggalan.

HYazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), him. 11.

22 Abadul Ghofur Anshari, Loc Cit. Baca: Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut
Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tinta Mas, 1982).
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Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan
mempunyai kemungkinan untuk menyebar dalam lingkungan keluarga yang lebih
luas, tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada isteri atau suami,
drang tua terus ke atas, saudara-saudara, cucu ke bawah, dan keturunan saudara-
saudara. Penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga, baik
karena perkawinan maupun karena hubungan nasab (keturunan). Lebih jelasnya
hukum kewarisan Islam membagi tiga kelompok ahli waris, yaitu Pertama, ahli
waris utama yang selalu mewarisi yaitu suami atau Isteri, anak laki-laki, anak
perempuan, ibu, dan bapak, kelompok laki-laki dalam hubungan nasab sebagai
asabah. Kedua, ahli waris tidak utama yang tidak selalu mewarisi, hak mewarisi
mereka térgantung dengan ahli waris utama karena Hubungan nasab. Dan Ketiga,
ahli waris pélengkap atau menyamping (Dzaw al-arham), mereka mewarisi
apabila ahli waris utama karena hubungan nasab tidak ada. Sedangkan ahli waris
yang tidak menerima warisan karena terhalang, yang hubungannya lebih dekat
dengan si mati berhak menerima Wasiat Wajibah, seperti cucu yang ditinggal mati
ayahnya mendahului kakek atau neneknya, anak laki-laki atau perempuan karena
perbedaan agama dengan orang tuanya.

Asas persamaan hak dalam hukum kewarisan Islam terletak pada
persamaan dalam hak mewarisi harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik laki-laki dan
perempuan tanpa memandang usia, bahkan termasuk juga anak yang masih dalam
kandungan. Sedangkan perbedaan antara ahli waris terletak pada bagian yang
telah ditetapkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Perbedaan ini disesuaikan dengan

perbedaan beban kewajiban yang ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat
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bagian yang lebih besar daripada perempuan, karena secara umum laki-laki
membutuhkan materi yang lebih besar untuk membelanjai keluarga, di samping
itu laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan
kewajiban terhadap keluarganya.?'® Sedangkan anak mendapat bagian lebih besar
daripada orang tua, karena anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua
untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, dan eksistensi keluarga.
b. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam

Rumpun hukum kewarisan Islam apabila ditelusuri dari saat
pembentukan dan perkembangannya ternyata mengandung dua unsur pranata
sosial pada masa awal Islam datang, yaitu:

1) Adét kebiasaan Arab pra Islam; dan |

2) Peraturan-peraturan yang dibawa Al-Qur’an dan As-Sunnahm.

Tampak pembaharuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dengan
syariat Islam itu merupakan lapisan atas dari suatu bangunan lama hukum
kebiasaan Arab pra Islam pada waktu itu. Syariat Islam telah menyempurnakan
dan memperbaiki berbagai kepincangan sosial dan ekonomi yang berlaku pada
masa itu, seperti dalam masalah kewarisan tampak bahwa prinsip hukum

kewarisan pra Islam itu mengutamakan laki-laki dan mengabaikan wanita®!>, Hal

2 Abdul Ghofur Anshari, Op Cit, hlm. 36, Baca: Qs. An-Nisa’ (4): 34.

?MAsaf AA. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jilid 1 Alih Bahasa: Arifin Bey,
(Jakarta: Tinta Mas, 1955), hlm. 232.

**Karena semua golongan wanita tidak berhak menjadi ahli waris, dan yang berhak

menjadi ahli waris hanya golongan laki-laki yang terdekat dengan pewaris. Lihat dalam
Fatchurrahman, Op Cif, him. 1-4,
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ini tampak jelas adanya diskriminasi bahwa prinsip kewarisan pra Islam secara
rinci sebagai berikut: 216

1) Anggota keluarga laki-laki di garis bapak yang terdekat berhak

mewarisi;

2) Kaum wanita tidak berhak mewarisi;

3) Keturunan lakli-laki lebih berhak daripada leluhur dan leluhur lebih

berhak daripada keluarga menyamping;

4) Apabila keluarga pada garis bapak itu sama jaraknya, maka harta itu

dibagi sama.

Prinsip-prinsip tersebut di atas harus diperhatikan dalam perspektif
pembaharuan hukum, kareﬁa pembaharuan utalﬁa hukum Islam itu tidak berarti
merombak atau mengganti secara keseluruhan hukum yang telah ada dan pemdh
berlaku, melainkan bersifat memperbaiki, melengkapi dan menyusun sistem
hukumnya. Hal ini dapat dilihat dan bandingkan struktur ahli waris dalam prinsip
kewarisan pra Islam tersebut dengan prinsip kewarisan dalam hukum Islam yang
berusaha menempatkan semua ahli waris secara proporsional, dan ini merupakan
bangunan dasar dan merupakan prinsip umum dalam sistem hukum kewarisan
Islam, yaitu*'’:

1) Suami atau isteri dijadikan ahli waris;
2) Kaum wanita dan keluarga di garis ibu berhak mewarisi,

3) Ibu bapak dan seterusnya dalam garis ke atas berhak mewarisi, meskipun

ada keturunan laki-laki dalam garis menurun;

2%1pid. him. 83.
21pid, him. 85.
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4) Sebagai ketentuan umum, ahli waris wanita diberi bagian seperdua yang
diterimakan ahli waris laki-laki.
Sehingga sistem hukum kewarisan Islam ini mengandung empat sifat dan karakter
yang khas, yaitu:
1) Al-Qur’an secara rinci menetapkan bagian-bagian tertentu kepada ahli
waris tertentu secara individual (ashab al-furud),
2) Sisanya diberikan kepada ahli waris dari keluarga garis bapak ( ‘asabah);
3) Apabila ahli waris dari ashab al-furud dan ‘asabah tidak ada, maka ahli
waris dari keluarga pada garis ibu berhak menerimanya (zawi al-arham);
4) Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Hukum kewarisan Islam Vtelah memboerikan garﬁbaran yang sangat
dinamis dan luwes dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat. Karena itu,
setelah memperhatikan prinsip umum dan karakter hukum kewarisan Islam di atas
pada akhirnya telah melahirkan beberapa prinsip dan mendasar dalam peleksanaan
hukum kewarisan Islam, yaitu:*'®

1) Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah sebagai alternatif antara
memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta
peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki;

2) Pembagian warisan merupakan ketetapan hukum, pewaris tidak dapat
menghalangi ahli waris untuk menerima haknya tanpa harus ada pernyataan

menerima dengan sukarela atau keputusan hakim;

218 Ahamad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 10 — 12.
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3) Pembagian warisan terbatas pada lingkungan keluarga, karena adanya
hubungan perkawinan dan hubungan keturunan yang sah;

4) Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan
kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberi bagian tertentu
sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah,‘ seperti memberikan
kepada ayah, ibu, suami atau isteri, anak-anak, saudara dan lain sébégainya;

5) Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta
warisan, apakah anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru
lahir, atau yang masih dalam kandungan, semua berhak atas harta warisan.
Tetapi perbedaan besar kecil bagian dilaksanakan sejalan dengan perbedaan
besér kecil beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam
keluarga;

6) Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu
ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di
samping memandang jauh dekatnya hubungannya dengan pewaris;

7) Orang laki-laki dan orang wanita mempunyai hak yang sama atas harta
warisan, seperti seseorang mati meninggalkan ahli waris seorang anak laki-
laki dan seorang anak perempuan, maka harta warisan itu dibagi tiga bagian
sama banyaknya. Anak lakilaki mendapat dua bagian dan anak perempuan

mendapat satu bagian.

Prinsip-prinsip di atas ternyata memberikan keseimbangan antara
kepemilikan harta secara mutlak dengan penggunaan harta miliknya, artinya tidak

diperkenankannya seseorang sesuka hatinya memindahkan seluruh harta
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peninggalannya kepada orang lain, karena hal ini akan menimbulkan efek negatif
dan menciderai perasaan hati keluarga yang ditinggalkan, metreka mempakan
penerus cita-cita hidupnya. Maka tidak adil apabila ada seseorang meninggal
dunia semestara anak keturunannya tidak mendapat bagian harta warisan sama
sekali, padahal justru orang lain mendapat seluruh harta peninggalan, seperti yang
terjadi pada anak angkat pada hukum barat. Hukum kewarisan Islam membatasi
kepada orang yang hendak menggunakan hartanya yaitu dengan jalan wasiat dan
maksimal hanya sepertiga bagian.

Di samping prinsip utama dalam uraian di atas, perlu juga diperhatikan
empat prinsip tambahan di luar yang menjadi prinsip dasar sistem hukum
kéwarisan Islam secara substansial, dan empat prinsiia ﬁmbahm dalam
melaksanakan hukum kewarisan Islam itu adalah:*"°

1) Dalam hukum kewarisan Islam tidak ada perbedaan antara harta bergerak
dan harta tidak bergerak, harta bersama dan harta terpisah (gono-gini),
karena konsepsi hukum Islam tentang harta adalah meliputi semua bentuk
harta dan mengandung kedua seginya baik harta nyata atau manfaatnya;

2) Hukum kewarisan Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir,
sebab hak mewarisi akan timbul pada saat kematian, pemindahannya sangat
pasti, maka kematianlah yang menjadi pedoman satu-satunya;

3) Prinsip penggantian waris atau perwakilan dan kewarisan kepada orang-

‘orang yang tidak berhak mewarisi ini tidak diatur dalam hukum kewarisan

2 Asaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 237.
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Islam. Hukum Islam menyediakan solusi pemecahannya dengan jalan
wasiat;

4) Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mati lebih
diutamakan dari orang yéng lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya
dengan orang yéng mati lebih diutamakan dari orang yang lebih lemah
hubungannya, seperti ayah lebih diutamakan dari kakek dan saudara

kandung lebih diutamakan dari saudara seayah.

4, Prinsip hajib mahjub

Posisi ahli waris itu secara umum, adakalanya berada pada garis lurus ke
atas, atau berada pada garis lurus menurun, atau berada pada garis menyamping,
sehingga dalam menentukan siapa di antara para ahli waris itu yang berhak
mewarisi, maka hukum kewarisan Islam menganut prinsip hajib mahjub
(penyingkiran) sebagai patokan dasar dalam mewujudkan kemaslahatan dan
keadilan dalam penerapan prinsip-prinsip kewarisan di atas. Hajib mahjub adalah
tertutupnya seorang ahli waris tertentu secara keseluruhan atau sebagian
penerimaannya oleh ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang mati.

Prinsip hajib mahjub ini hanya berlaku dalam sistem pembagian waris,
sedangkan masalah ahli waris non-muslim tidak termasuk dalam prinsip hajib
mahjub, namun ia dieliminasi atau tersingkir berdasarkan ketentuan mawani 'ul
iris?®°. Sedangkan dalam pasal 175 KHI, masalah ahli waris beda agama sebagai

penghalang menerima waris. Tampaknya ada kesengajaan tidak dirumuskan

2 Mawani ul iris adalah seorang ahli waris akan terhalang untuk mendapat harta waris,

apabila ahli waris tersebut membunuh pewaris, atau karena beda agam dengan pewaris..., Periksa:
Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fikih Al-Islami waadilatuh, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-ma’asir, 2002
M/1422 H), hlm. 7709-7722.
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sebagai kompromi hukum Indonesia, melainkan disebutkan secara tersirat dalam
pasal 171 huruf ¢ KHI yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli
waris”. Karena itu, secara tekstual bertentangan dengan ketentuan mawani ul iris
dalam sistem kewarisan Islam, sehingga pasal 175 harus diabaikan dalam
pertimbangan hakim.

Ahli waris non-muslim menurut hukum Islam secara tegas tidak akan
mendapatkan bagian melalui jalur pembagian waris, akan tetapi hukum Islam
memberikan solusi agar mendapat bagian melalui jalur pembagian harta

peninggalran221

Hajib mahjub ini memiliki dua sifat yang khas, yaitu:??
a. Hajib mahjub yang tidak sempurna

Hajib mahjub yang tidak sempurna artinya penyingkiran dari satu bagian
dan memperkenankan mewarisi pada bagian yang lain, seperti anak perempuan
adalah ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur’an. Karena ada anak laki-laki,
maka anak perempuan tersingkir dari ahli waris yang bagiannya telah ditentukan
dalam Al-Qur’an menjadi ahli waris asabah bersama anak laki-laki. Ibu juga
demikian. Karena ada anak yang seharusnya mendapat bagian sepertiga bagian,

kemudian bagian ibu menjadi seperenam, dan seterusnya.

b. Hajib mahjub yang sempurna

211bid hlm. 7722-7725.
22psaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 239.
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Hajib mahjub ini ada dua kategori, yaitu: Pertama, kategori ahli waris
utama yang tidak pernah tersingkir (terhiiab), tetapi dapat menyingkirkan ahli
waris lain. Ahli waris itu adalah suami atau isteri, bapak, ibu, anak laki-laki, dan
anak perempuan. Kedua, kategori ahli waris yang tidak utama, masing-masing
dapat tersingkir oleh ahli waris yang lain, seperti saudara laki-laki adalah ahli
waris tetapi ia dapat tersingkir oleh anak laki-laki atau oleh bapak.

Dengan adanya prinsip hajib mahjub ini, maka akan ada ahli waris yang
tidak memperoleh bagian harta warisan atau kalau mempercleh, hanya bagian
yang cukup kecil. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, adalah sah apabila jalan
wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang karena

sebab tertentu terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan.

5. Ketentuan pokok pembagian harta warisan

Sistem hukum kewarisan Islam yang dianut di Indonesia yang tercermin
dalam KHI adalah sistem hukum kewarisan sunni’”, yang menetapkan tiga
komponen pokok dan satu komponen tambahan dalam pembagian waris, dengan
memperhatikan prinsip hajib mahjub, mak: Pertama, ahli waris yang bagian-
bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yang disebut zaw al furud, Kedua,
ahli waris pada garis bapak, yang disebut ‘asabah, Ketiga, ahli waris pada garis
ibu, yang disebut zaw al-arham. Di samping itu, masih ada ahli waris golongan

pelengkap. Ia akan memperoleh hak mewarisi dalam keadaan istimewa, antara

2gistem hukum kewarisan sunni adalah sistem kewarisan yang didasarkan kepada
Klasifikasi yang berhak dalam pembagian harta peninggalan yang dijelaskan pada fikih empat
mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hanbali. Lihat dalam
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islamy wa Adilatuhu, Juz 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1422 H/2002

M)
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lain, ahli waris karena perjanjian (wala’), anggota keluarga yang didaku, ahli
waris umum, dan negara. Keloﬁlpok ini akan mewarisi apabila orang yang mati
itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah).

Menurut ketentuan sistem hukum kewarisan Islam di atas, prioritas
pembagian harta warisan itu selalu diberikan kepada kelompok ahli waris utama,
yaitu zaw al furud dan kelompok ahli waris ‘asabah, yang pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip hajib mahjub. Tetapi apabila kelompok ahli waris utama
ini tidak ada, maka harta warisan itu baru di berikan kepada kelompok ahli waris
zaw al-arham. Sedangkan kelompok ahli waris pelengkap hanya akan mendapat
hak mewarisi sebagai suatu keadaan istimewa, artinya orang yang mati tidak
mem'nggélkan ahli waris sama sekali (punah). |

Ahli-ahli waris tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli waris zaw al-furud
Ahli waris zaw furud adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan
dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’ (4): 7, 11, 12 dan 176. Sistematisasinya

adalah:
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1) ahli waris karena perkawinan, yaitu:
a) suami>>* atau
b) isteri®,
2) ahli waris karena hubungan darah (nasab), yaitu:
a) Bapak®,
b) Kakek sebenarnya dari kakek betapa tinggi ke atasnya,

¢) bou®?,

24gnami sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh seperdua (1/2) dari
harta warisan apabila isterinya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh
seperempat (1/4) dari harta warisan apabila isterinya yang mati mempunyai anak.

2B[steri sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh seperempat (1/4)
dari harta warisan apabila suaminya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh
‘seperdelapan (1/8) dari harta warisan apabila suaminya yang mati mempunyai anak.

%Bapak sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam
(1/6) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan menjadi ahli waris ‘asabah
apabila suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak dan memperoleh 1/3 ditambah sisa
sebagai asabah apabila hanya ada anak perempuan. Seperti apabila ahli warisnya hanya bapak dan
ibu, maka ibu memperoleh 1/3 sebagai ahli waris zaw furud dan bapak akan memperoleh 2/3
sebagai ahli waris ‘asabah.
Contoh lain, apabila bapak mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan
memperoleh Y2 sebagai ahli waris zaw furud dan bapak akan memperoleh 1/3 sebagai ahli waris
zaw furud ditambah sisanya 1/6 sebagai ‘asabah. Apabila bapak mewarisi, maka kakek akan
tersingkir, dan kakek sebenarnya akan menyingkirkan kakek betapa tinggi ke atasnya dan
seterusnya.

*TIbu sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam
(1/6) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan memperoleh 1/3 apabila
suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak, jika ada kakek sebenarnya ibu tetap
memperoleh 1/3, karena kakek sebenarnya tidak dapat mengurangi bagian ibu. Apabila ibu
mewarisi, maka nenek sebenarnya akan tersingkir, dan nenek sebenarnya yang lebih dekat akan
menyingkirkan nenek yang lebih jauh, baik pada garis bapak atau garis ibu.
Contoh, apabila ibu mewarisi bersama saudara laki-laki, maka ibu memperoleh 1/3 sebagai ahli
waris zaw furud dan sadara laki-laki akan memperoleh 2/3 sebagai ahli waris ‘asabah.
Contoh lain, apabila ibu mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan
memperoleh %4 sebagai ahli waris zaw furud dan ibu akan memperoleh 1/6 sebagai ahli waris zaw
Surud, dan sisanya 1/3 diberikan kepada ahli waris zaw al-arham, dan kalau ahli waris zaw al-
arham tidak ada, maka sisanya 1/3 diberikan kepada ahli waris istimewa (karena wala, atau
negara).
Contoh yang lain, apabila ibu mewarisi bersama bapak dan suami atau isteri. Jika diselesaikan
dengan tertib zaw al-furud lebih dulu, sebab bagian ibu 1/3 karena tidak anak, sehingga bagian
bapak akan lebih kecil dari ibu, padahal bapak merupakan ahli waris zaw al-furud dan juga ahli
waris ‘asabah (penerima sisa), maka sesuai dengan prinsip keutamaan hak bapak harus dihormati
sebagai ahli waris pada garis laki-laki. Jadi bagiannya suami memperoleh ! dan ibu memperoleh
1/3 karena tidak ada anak, sedang bapak sebagai asabah hanya memperoleh 1/6. Memperhatikan
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d) Nenek sebenarnya dari nenek betapa tinggi ke atasnya,
e) Anak perempuanm,
f) Anak perempuan dari anak laki-laki??® betapa rendah menurunnya,

g) Saudara perempuan kandung®°,

masalah tersebut, Umar ibn Khattab memberi jalan keluar seperti dengan mengqiyaskan kepada
anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan sebagai asabah ma’a al-ghair. Dengan demikian
cara ini akan dapat diselesaikan secara adil bahwa bagian suami !4 dan bapak dan ibu sebagai
asabah, sehingga bagian bapak 2/6 dan bagian ibu 1/6.

#8Anak perempuan selalu mewarisi, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki baru
akan mewarisi apabila tidak anak perempuan atau anak laki-laki. Ketentuan bagian anak
perempuan ini ada beberapa kemungkinan: 1) Seorang anak perempuan akan memperoleh Y%,
apabila dua atau lebih anak perempuan akan memperoleh bagian 2/3 jika tidak mewarisi bersama
anak laki-laki, 2) seorang atau lebih anak perempuan apabila mewarisi bersaama anak laki-laki,
maka ia berkedudukan sebagai ahli waris ‘asabah ma’a al-ghair, 3) Apabila anak perempuan
mewarisi bersama saudara perempuan, maka apabila ia seorang diri memperoleh Y%, kalau dua atau
lebih anak perempuan, mereka memperoleh 2/3, sedang sisanya 1/3 untuk saudara perempuan baik
seorang atau lebih, dan 4) Apabila anak perempuan mewarisi bersama bapak, maka bapak
mendapat dua hak yang berbeda dalam waktu yang sama (lihat ahli waris bapak di atas).

2K etentuan anak perempuan dari anak laki-laki, ia akan mewarisi apabila tidak ada anak
laki-laki atau anak perempuan, ia akan mewarisi dalam dua kemungkinan: 1) Apabila seorang diri,
ia akan memperoleh bagian !4, dan apabila dua orang atau lebih, mereka akan memperoleh 2/3
bagian, 2) Tetapi apabila seorang anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang
anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka mereka dihitung sebagai dua orang
anak perempuan, sehingga mereka memperoleh 2/3 bagian, dengan perincian anak perempuan dari
anak laki-laki memperoleh bagian !, sedang anak perempuan dari anak laki-faki dari anak laki-
laki memperoleh bagian 1/6. Periksa: Sidik Tono, Ibid, hlm. 105 — 107.

#%Saudara perempuan kandung itu bukan ahli waris utama melainkan sebagai ahli waris
zaw al-arham dan ia tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah
menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Saudara perempuan kandung apabila mewarisi
bersama saudara laki-laki kandung, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah sebagai
‘asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara
perempuan kandung.

Contoh, saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka suami memperoleh bagian %
sebagai ahli waris zaw al/-furud karena tidak anak, dan saudara perempuan kandung juga
memperoleh bagian ¥ sebagai ahli waris zaw al-firud karena tidak anak.

Contoh lain, jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka
suami memperoleh bagian Y2 sebagai ahli waris zaw al-furud karena tidak anak, dan dua atau lebih
saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian 2/3 sebagai ahli waris zaw al-furud karena
tidak anak. Contoh ini, akan menimbulkan penyimpangan aturan, maka penyelesaiannya
menggunakan teori ‘eul, atau radd. Dalam penyelesaian kasus tertentu kemungkinan akan
menggunakan teori ‘aul/ (penambahan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih
kecil) atau teori radd (pengurangan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih
besar). Karena itu dalam contoh tersebut cara penyelesaiannya menggunakan teori ‘awl, seperti
keadaan semula (sebelum aul) adalah suami memperoleh Y2 = 3/6 bagian karena tidak anak, dan
saudara perempuan kandung memperoleh 2/3 = 4/6 karena tidak ada anak, antara yang dibagi
(pembilang/ 3 + 4 = 7) dengan pembaginya terdapat perbedaan yaitu 6, maka pembaginya harus
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h) Saudara perempuan seayah®’,
i) Saudara laki-laki seibu*?, dan
j) Saudara perempuan seibu.
Ketentuan saudara perempuan kandung, saudara perempuan. seayah,
saudara laki-laki seibu, dan‘ saudara perempuan seibu ini peiaksanaannya akan

diperjelas dengan contoh®>:

ditambah (‘aul) menjadi 6 + 1 = 7. Jadi posisi bagian suami menjadi 3/7 dan bagian dua saudara
perempuan kandung menjadi 4/7.

Blgaudara perempuan seayah ini tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak
laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Dan oleh saudara laki-laki
kandung atau dua orang saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seayah apabila
mewarisi bersama saudara laki-laki seayah, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah
sebagai ‘asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara
perempuan kandung.

B23audara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam sistem hukum kewarisan
Islam terdapat tiga posisi, yaitu ketentuan bahwa: 1) Saudara laki-laki seibu dan saudara
perempuan seibu bukan merupakan ahli waris utama, sebab mereka dapat tersingkir oleh anak
laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek
sebenarnya betapa tinggi ke atasnya, 2) Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak
dapat disingkirkan oleh saudara laki-laki dan perempuan kandung, dan 3) Saudara laki-laki atau
perempuan seibu, mereka memperoleh 1/6 bagian, tetapi jika saudara laki-laki atan perempuan
seibu dua atau lebih, mereka memperoleh 1/3 bagian yang dibagi sama besar untuk masing-
masing.

3 pertama, apabila ahli waris terdiri: ibu, dua saudara perempuan kandung, seorang
saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, maka ibu memperoleh 1/6 sebagai ahli
waris zaw al-furud, dua saudara perempuan kandung memperoleh bagian 2/3 sebagai ahli waris
zaw al-furud, seorang saudara perempuan seayah tersingkir oleh dua orang saudara perempuan
kandung, dan saudara perempuarn seibu memperoleh bagian 1/6 sebagai ahli waris zaw al-furud.
Kedua, apabila ahli waris terdiri dari: dua orang saudara perempuan kandung atau dua orang
saudara perempuan seayah dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-
laki seibu. Dua orang saudara seayah tidak mungkin mewarisi bersama dengan dua orang saudara
kandung, karena mereka akan tersingkir olehnya, maka (a) dua orang saudara perempuan kandung
memperoleh bagian 2/3 dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki
seibu memperoleh 1/3 bagian, dan (b) dua orang saudara perempuan seayah memperoleh bagian
2/3 dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki seibu memperoleh
1/3 bagian.

Ketiga, apabila ahli waris terdiri dari: seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara
perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki seibu, maka
seorang saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian 1/2, seorang saudara perempuan
seayah akan memperoleh bagian 1/6, dan seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara
laki-laki seibu berserikat pada bagian 1/3.

Keempat, apabila saudara perempuan seibu dan saudarta laki-laki kandung mewarisi bersama
suami dan ibu, hal ini akan terjadi masalah®”, maka suami memperoleh bagian 1/2 sebagai ahli
waris zaw al-furud, ibu memperoleh bagian 1/6 sebagai ahli waris zaw al-firud, dua orang saudara
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b. Ahli waris zaw al-arham
Ahli waris zaw al-arham merupakan anggota keluarga jauh, yang biasa

u?* yang tidak termasuk dalam ahli waris

disebut sebagai ahli waris pada garis ib
zaw al-furud maupun ahli waris ‘asabah (garis bapak). Perkataan zaw al-arham
berarti anggota keluarga atau sanak saudara, sedangkan‘ kata al-arham itu
merupakan jamak dari kataa rahm yang berarti kandungan. Namun dalam istilah
fikih zaw al-arham lebih diartikan kepada ahli waris yang tidak dalam kelompok
zaw al-furud dan ‘asabah. Karena itu siapakah sebenarnya saudara yang tidak
termasuk sebagai ahli waris tersebut?, sebab Al-Qur’an hanya menyebutkan ahli
waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya.

Kelompok pertama yang disebutkan dalam Al-Qur’an disebut zaw al-
Sfurud yaitu suami, isteri, dan anggota keluarga dekat karena hubungan darah
(nasab), yéng sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Sedangkan
kelompok kedua adalah ahli waris pada garis bapak (‘asabah), yang merupakan
prinsip hukum kebiasaan sebelum Islam yang tetap dipertahankan. Sebab ahli
waris pada kelompok kedua ini semuanya adalah kaum laki-laki dan mereka itu
semuanya adalah pada garis bapak. Jadi ahli waris yang belum disebutkan pada
kelompok pertama dan kelompok kedua di atas disebut zaw al-arham dan secara
garis besar adalah: ahli waris perempuan pada garis bapak, dan anggota keluarga

pada garis ibu, baik laki-laki ataupun perempuan,

perempuan seibu memperoleh bagian 1/3, dan seorang saudara laki-laki kandung tidak
memperoleh bagian karena harta warisan telah habis dibagi. Posisi saudara laki-laki kandung di
sini seba%ai ahli waris penerima sisa sebagai ahli waris pada garis bapak,

*Ibid, hlm. 295.
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Ahli waris zaw al-arham ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga

kelompok besar, yaitu:

1) Kelompok keturunan, terdiri: a) anak-anak dari anak perempuan dan

keturunannya, dan b) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki

betapa rendah menurunnya.

2) Kelompok leluhur, terdiri: a) Kakek tidak sebenarnya betapa tinggi ke

atasnya, dan b) nenek tidak éebenarnya betapa tinggi ke atasnya.

3) Kelompok anggota pada garis sisi (menyamping), terdiri;

a)

b)

Anggota keluarga keturunan ibu-bapak, yaitu (1) anak-anak
perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunannya, (2) anak-
anak perempuan dari sauda.ra laki-laki seayah dan keturunannya, ‘dan'
(3) anak-anak dari saudara laki-laki maupun perempuan seibu dan
keturunannya.

Anggota keluarga keturunan kakek dan nenek sebenarnya atau kakek
dan nenek tidék sebenarnya, adalah: (1) bibi kandung pada garis bapak
dan keturunannya, (2) bibi seyah pada garis bapak dan keturunannya,
(3) paman dan bibi seibu pada garis bapak dan keturunannya, (4) anak-
anak perempuan dari paman kandung dan keturunannya, (5) anak-anak
perempuan dari paman seayah dan keturunannya, dan (6) anak-anak

dari paman seibu pada garis bapak dan keturunannya.

Para ahli waris zaw al-arham di atas akan mewarisi apabila tidak ada ahli

waris zaw al-furud dan ahli waris ‘asabah. Pelaksanaan opersionalnya, bahwa
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kelompok ahli waris pada posisi di atas menyingkirkan seluruhnya kelompok
yang ada di bawahnya, sehingga ketentuan sebagai berikut: |

1) Anggota keluarga pada tingkat yang lebih dekat kepada si-mati
menyingkirkan anggota keluarga yang lebih jauh,

2) Anggota keluarga pada tingkat yang samé yang ada hubungannya dengan
si-mati yang posisinya lebih dekat kepada ahli waris zaw al-furud
diutamakan dari anggota keluarga yang posisinya melalui ahli waris seibu.

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, maka urutan keutamaan
ahli waris zaw al-arham dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1) Anak-anak dari anak perempuan;

2) Anak-anak dan anak perempuan dan anak laki-laki;

3) Anak-anak dari abak perempuan dari anak perempuan;

4) Anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki;

5) Para ahli waris dari keturunan ibu-bapak; dan

6) Para ahli waris dari anggota keluarga pada garis sisi (menyamping).

Mengingat ahli waris zaw al-arham itu merupakan kelompok ahli waris
yang sangat luas dan banyak segi-seginya, maka perlu dibatasi hanya kepada
prinsip-prinsip yang penting tersebut, dan akan ditunjukkan dengan contoh-contoh

yang biasa dan mungkin ditemukan.
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Contoh pertama:
Si MATI

: A 4 Y

ANAK PEREMPUAN (MATI) ANAK PEREMPUAN (MATI)
A A 4

ANAK LAKI-LAKI (MATI) ANAK PEREMPUAN (MATI)
A A 4

AFIANI (HIDUP) IRFAN (HIDUP)

Dari diagram di atas berarti ahli waris yang hidup adalah aﬁani. sebagai
anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, dan Irfan sebagai anak
laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, maka dalam keadaan ini
terdapat dua pendapat, yaitu:

(1) Menurut Abu Yusuf*®, yang menganggap bahwa mereka itu sebagai
keturunan langsung hanya berbeda kelamin. Pandangan ini mengabaikan
jenis kelamin dari leluhur yang mempertalikan, sehingga Irfan
memperoleh 2/3 bagian dan Afiani memperoleh 1/3 bagian, sebab
menurut ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

(2) Menurut Muhammad asy-Syaibani dalam kitab Syirajiyah®’, yang

menyatakan bahwa pembagiannya harus melihat pada tiap tingkat yang

dalam diagram terdapat perbedaan kelamin pada tingkat kedua, yakni

35 Asaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 303.
281pbid,
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adanya anak laki-laki dan anak perempuan, karena bagian Afiani yang
leluhur tingkat kedua adalah anak laki-laki dan Irfan yang leluhur tingkat
kedua adalah anak perempuan, maka Afiani memperoleh 2/3 bagian dan
Irfan memperoleh 1/3 bagian. Sebab menurutnya harus memperhatikan

perbedaan-perbedaan yang halus dan ketetapan yang lebih mendalam.

Contoh kedua:

l_— SI MATI l

ANAK PEREMPUAN (MATI) ANAK FEREMPUAN MATI) | ANAK PEREMPUAN

(MATI) -

A ) A A

ANAK LAKI-LAKI (MATI) ANAK PEREMPUAN ANAK PEREMPUAN

(MATI) (MATI)
Y A A
ISTIANA AFIANA NIDZOM

Dalam diagram di atas berati ahli waris yang ditinggalkan adalah Istiana
yakni anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, Afiana yakni anak
perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan, dan Nidzom yakni anak
laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan. Para leluhur pada tingkat
pertama tidak ada perbedaan, tetapi leluhur pada tingkat kedua terdapat
perbedaan, maka penyelesaiannya terdapat dua cara yaitu:

(1) Menurut penyelesaian Abu Yusuf, adalah Istiana memperoleh 1/4 bagian,

Afiana memperoleh bagian 1/4, dan Nidzom memperoleh bagian 1/2.
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(2) Menurut Muhammad asy-Syaibani, yang pembagiannya berdasarkan
pada leluhur yang mempertalikannya, maka Istiana memperoleh 1/2
bagian sebagai anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan,
dan sisa 1/2 bagian dibagi 3 sebab anak laki-laki memperoleh dua bagian
dan anak perempuan memperoleh satu bagian. Jadi pembagiannya
adalah: Nidzom memperoleh bagian 2/3 x 1/2 = 1/3 sebagai anak laki-
laki dari anak perenipuaﬁ dari anak perempuan, dan Afiana memperoleh
bagian 1/3 x 1/2 = 1/6 sebagai anak perempuan dari anak perempuan dari
anakv perempuan

C. Sistem Hukum wasiat Islam
1. Pengerﬁan wasiat
Istilah wasiat berasal dari bahasa arab yang berarti tfausiyah®™’, kata
kerjanya berasal dari ausa, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat®?,
dan juga diartikan mensyariatkan®’. Pengertian syariat ini mengandung prinsip
dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat di sini hanya
dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang disamakan dengan benda®.
Wasiat dalam pengertian ilmu fikih dapat diidentifikasi dari pandangan

beberapa fugaha dan dalam perundang-undangan sebagai berikut:

27periksa lebih lanjut dalam: Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh al-Ahkam asy-Syari’at fi
al-Ahwali asy-syakhsiyyah, Juz 2, (Beirut; Maktabah nahdah, tt), hlm, 269.

P¥Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabd Nabi; 41l (5 s pSaa gl
Lebih lanjut periksa: Imam Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4, Cet. 2 (Mesir: dar al-Fikr, 1394
H/1974), him. 150.

™ Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi Wasiat menurut Ajaran Islam,
(Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), him.30. Selan_]utnya periksa: Muhammad Idris Marbawi, Kamus
Marbawi, Juz 2, (Mesir: 1350 H), hlm. 391. Dan juga periksa: Al-Qur’an surat an-Nisa’ (4): 11

berbunyi: ugeu‘il Ba Jia ‘ASJY ol A ?S.u.a gy
#*Muhammad Zaid al-Ibyani, Op Cit, hlm. 269.
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Pertama, menurut al-Ibyani®*!, wasiat adalah sistem kepemilikan yang

disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara
sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.

Kedua, menurut Sayid Sabig**

, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang
lain, baik berupa benda, hutang, atau manfaat dengan syarat crng yang menerima
wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matiﬂya orang yang
berwasiat.

Ketiga, menurut Ibnu Rusyd243, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang
lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi
setelah matinya orang yang berwasiat.

Keerﬁpat, menurut Muhalhmad Sarbini al-Khatib***, wasiat adalah memberikan
sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal
dunia.

Kelima, Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 pasal 1
mendefinisikan wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta
peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati**, dan

Keenam, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Buku II Bab I Ketentuan

Umum pasal 171 huruf f mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda

AUl
Ibid.
#25ayid Sabiq, Fikih as-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), him. 414.
*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 2, (Mustafa al-Bab al-Halab wa auladah, 1960),
hlm. 336.

*Muhammad Sarbini al-Khatib, Igna’, Juz 1, (Bandung: tt), him. 109.
**Dalam Muhammad Abu Zahrah, Syarh al-Qanun al-Wasiyyah, (Mesir: tt), hlm. 9.
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dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris
meninggal dunia®*é.

Beberapa definisi wasiat di atas apabila dicermati, pada dasarnya tidak
terdapat perbedaan secara substansial, dan apabila disimpulkan terdapat beberapa
unsur, yaitu:

a. Wasiat itu merupakan bentuk perikatan sepihak yang berhubungan dengan
harta benda atau manfaatnya,

b. Perbuatan itu dilakukan atas kehendak sendiri secara sukarela,

c. Adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang
menerima wasiat, dan

d. Pelaksanaan perpindahan hak kepémilikannya terjadi éetelah matinya orang
yang berwasiat.

Substansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak
oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah
meninggal kelak®’. Tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa
syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sebab dalam beberapa definisi di atas
belum terkandung batasan-batasannya, meskipun wasiat itu merupakan tindakan
seseorang mengenai harta peninggalannya, yang pelaksanaannya disandarkan
kepada keadaan setelah meninggal. Kata “tindakan” yang dipakai dalam undang-
undang Mesir di atas, menurut Ahmad Azhar Basyir248 mencakup segala macam

bentuk wasiat seperti wasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang,

6Dadan Muttagien dkk, ed, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), him. 291.

247Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1982),
hlm. 87.

2% Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 30.
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wasiat dengan tujuan untuk mewakafkan sebagian hartanya sebagai amal sosial,
atau wasiat untuk membalas piutang. Karena itu, setelah memperhatikan beberapa
definisi di atas, penulis berpendapat bahwa wasiat adalah suatu sistem
perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya dari orang yang berwasiat
secara sukarela, dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, kepada orang
lain yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.
2. Sumber dan dasar hukum wasiat

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang
bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pada permulaan Islam, wasiat
adalah suatu kewajiban yang berlaku untuk semua harta benda 2% Dasar hukum
wasiat adalah Al-Qur’an Surat Al-Bagqarah (2): 180 yang berbunyi: |
PP PR PRV P\ W gV R ) IRCAPVA (AN Ve QX A il

250 um, SE i

artinya: “Diwajibkan kepada yang mendekati ajal di antara kamu, kalau

meninggalkan harta, agar berwasiat untuk orang tua, dan sanak keluarga dengan
baik dan adil, dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Sasaran ayat wasiat di atas itu ditujukan kepada ibu-bapak dan karib
kerabat, sehingga perlu direspon sebagai dasar pengembangan hukum wasiat
Islam di Indonesia, sebab terminologi yang dipergunakan Al-Qur’an itu bersifat
umum, apakah mencakup orang tua angkat, anak angkat, atau ahli waris yang

tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau mencakup

#Tagiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, (Semarang
Indonesia: Thaha Putra, tt), hlm. 31.:

%9 s, Al-Bagarah (2): 180.

B! Y. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, cet. 5 (Yogyakarta: UII
Press, 2006), him. 47.
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batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menanipung perkembangan

hukum pada masa-masa yang akan datang.
Wasiat ituAmengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta
benda yang diwasiatkan, orang yang berwasiat, dan penerima wasiat. Allah

berfirman dalam surat al-Maidah (5): 106 yang berbunyi:

o a&a S8 153 o Adualsl G gl AKEAT Tz 13 Ak B 1 okl il i
SR Cp G s gl Aan W8N gl B QT s B ) AX 2 e AT
ol 1By 6 Al B &S 0y o 5 08 3 g om0 o) iy ouedd il
T o ') P
Q}’u,“\

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah
seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang
dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dua orang yang
berlainan agama dengan kamu), kalau kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu
bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah salat ‘asar dan suruhlah
mereka bersumpah, demi Allah jika kamu ragu. Kami tidak mencari keuntungan -
meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian
Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang
berbuat dosa.?*>.

Ayat ini memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan
memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan
kesaksiannya. Apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh
mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan
adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.
Wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan

menurut ketentuan hukum waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan

22 5. Al-Maidah (5): 106
3, Zaini Dahlan, Op. Cit,, hlm. 219.
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sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan®>*,

Allah menjelaskan kata wasiat dalam empét tempat, satu tempat pada Surat an-

Nisa’ (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa’ (4): 12, yaitu dengan ungkapan

yang maksudnya “sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar

hutangnya”.

Ketentuan kewajiban berwasiat ini, apabila dihadapkan dengan turunnya
ayat kewarisan, ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
fuqaha’ dalam memahami kandungan ayat mengenai apakah hukum wasiat ifu
wajib atau sunnah?, ataukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan
dengan ketentuan waris? Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Imam mé.zhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada Surat Al-
Bagarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa’ (4): 11 dan
12, sebab penghapusan itu telah ditengarai dengan hadits Nabi riwayat dari
Ashab al-Magazi, Nabi bersabda yang berbunyi: &gt duas ¥ (“tidak ada
wasiat bagi ahli waris”)*’>. Maka berwasiat kepada ibu-bapak dan karib
kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib, dengan
alasan: Pertama, Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat,
Kedua, tindakan kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih

hidup, Ketiga, tidak ada seorangpun di antara mereka yang menentangnya.

*'Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh
berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersbda wasiatkanlah
sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, Op Ci, Jilid 6,
him.148. '

»’Tbnu Abi Syaibah, Musanif Ibn Abi Syaibah, Juz 7, him. 281, perhatikan juga: Imam

al_Baihaqy, As-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy, Juz 6, hlm. 264. Perhatikan bunyi yang lain:
& sl Ay M dla (3o (53 S hel & O juga dalam Tbn Abi Syaibah, Ibid.
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Sekiranya wasiat itu hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang
keengganan mereka berwasiat>®.

b. Daud az-Dzahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu
Jarir _berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang
mienjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi
wasiat kepada ibu-bapak dan kaﬁb kerabat yang tidak menjadi ahli waris
hukumnya wajib®’. Mereka berpegang kepada bunyi Surat Al-Baqarah (2):
180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nash hadits itu menghapuskan nash
al-Qur’an yang kedudukannya lebih tinggi.

c. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi
setiap orang yang a.kan meninggal dan ﬁlempunyaj harta peninggalan. Di
samping Ia berpegang pada Surat Al-Bagarah (2): 180, juga berdasarkan Surat
An-Nisa’ (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk
memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan
dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa
pelaksaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran
hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu
hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang
harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan
bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat
dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah

itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah.

BFatchurrahman, ‘Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah’, dalam: UNISIA,
(Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979), him. 6.
»"Ibid, him. 56.
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Perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas justru akan
mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam berikutnya
mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukum Islam
ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-Isfahani
yang didukung oleh Fahrur Razi®® yang menyatakan bahwa mereka tidak
sependapat teori nasakh (pembatalan), karena itu hukum wasiat bersifat muhkam.
Dalam teori ini Asy-Syihristani®® mengomentari bahwa pembatalan bukanlah
inovasi hukum yang berkesinambungan yaﬂg berkulminasi pada ajaran Islam yang
universal. Jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak, melainkan pada kontek apa
hukum itu dibutubkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada halangan
untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat suruhannya dan
mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun dengan ayat-
ayat kewarisan.

Kewajiban wasiat itu diatur dalam Surat Al-Baqarah (2): 180 yang
sasarannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Apabila dicermati, ternyata akan
muncul permasalahan, yaitu dalam hal apa wasiat itu masih diperlukan lagi
setelah Al-Qur’an mengatur pembagian harta peninggalan? Dalam ayat tersebut
hanya dijumpai suatu syarat “in taraka ... bi al-ma’ruf”’, maka manakah yang
lebih ma’ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur’an secara umum?

Jadi wasiat ini merupakan celah munculnya pemikiran dan
pengembangan hukum Islam, yaitu merupakan jembatan untuk memberikan porsi

hukum yang bersifat alternatif mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum

Fahrur Razi, At-Tafsir al-Kabir, Juz 1 (Kairo: 1307 H), hlm. 446.
% Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1405 H/1984 M),
him. 63 — 70.
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pelaksanaan pembagian harta peningga'lan260

. Misalnya, jika ada di antara mereka
itu menderita sakit lumpuh berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya
pengobatan, atau untuk seorang anak yang memiliki bakat dalam suatu cabang
ilmu tertentu sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau
untuk seorang saudara yang sangat tertekan hidi.lpnya di lvar kemampuannya
apabila dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau untuk anak angkat,
anak asuh, orang tua angkat, ahli waris non-muslim, dan lain sebagainya.
Terhadap hal-hal istimewa tersebut ukuran ma’ruf itu jangkauannya terbatas
kepada keadaan istimewa yang berkembang dalam memaham sub sistem karib
kerabat di tengah-tengah masyarakat lingkungan hukum itu berlaku.

Hadits Nabi yang diﬁwayétkan Daruqutni dari Abi Darda’ telah
‘menetralisasi berlakunya hukum wasiat?®!, dengan berupaya untuk menghilangkan
kesan seakan-akan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wasiat itu telah
dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fungsionalisasi wasiat itu
kehilangan relevansinya, karena hadits di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif
kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum
Islam di dalamnya tetap nampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan

dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau

bisa sunnah.

*Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’'an dan Hadits, (Jakarta: Tinta
Mas, 1981), him. 57. ) )

%INabi bersabda: e‘gu“* q-" sy 9‘5:'&3 Jp els-“J“‘ ety P‘S*b Gl aly u‘, lihat:
Ash-Shon’ani, Subul al-Salam, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy-
Syaukani, Nay! al-Authar, Juz 6 (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1973), him. 148. Periksa: Thabrani,
A‘I-M_u jjam aI:{(qb‘ir I_i q{h:ﬂ_ujzbgani, Jle’14: plm 452, y?ng.berbun)fi,: i s )
A B 355 41 a3 okl A 8 paly e pd oy Wil (gt (2 %6 Al

Sayid Sabiq, Op Cit, him. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, Op Cit, hlm. 57.
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Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan
dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengaﬁ bagian-bagian yang telah
ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial
masyarakat tertentu belumlah cukup, sehingga disandingkan dengan wasiat, yang
merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara
penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waﬁs karena
adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang meninggal®®?, yakni
untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar
pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan wasiat sepersepuluh,
seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat.

Lebih lanjut Sayyid Qufub menjelaskan bahwa kaum muslimin itu adalah
karib kerabat, sebab antara ‘seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur
bangunan yang berkelindan sebagai ummah wanidah yang tidak lepas dari tatanan
nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga
kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial
secara individu yang ditetapkan bedasarkan prinsip ma’ruf yang berkaitan dengan
tanggung jawab individu terhadap masyarakat®®. ‘Ketentuan batas wasiat itu
berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang maksudnya adalah Nabi
melarang berwasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan berwasiat

sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhirnya Nabi menetapkan batas

%23ayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), him. 85.
%83 Ibid, hlm, 80.
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maksimal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Hal ini

berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: 264

o OB ¢ pad s cull (€ Cuopaghyy ¢ JUBE oy ya Uil aluag e Ao e Al Jguay dle
ah sl s O § Aalgl S i Lad gy ¢ JB ¢ ) G B AN Mg s il (€ Sy
oasl » 2 JB a il dalll el Lab o sdadly gagl » 1 JB ¢ pudy sliis]
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Artinya: “Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya
bertanya: “apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau
bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau
bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab:
“mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang
sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-
ulang (“semua”), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena
sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar”.

Dalam hadis lain telah memberikan penegasan yang senada dengan
hadits di a;cas, yaitu hadits riwajat Bukhari dan Muslim dari saad ibn Abi Waqqas
yang menceriterakan bahwa pada waktu haji wada’ Nabi mengﬁnjungi aku ketika
dalam keadaan sakit keras, dan aku bermaksud mensedekahkan dua pertiga
hartaku, karena aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi
melarangnya, demikian seterusnya, lalu Beliau bersabda maksimal sepertiga harta

yang boleh diwasiatkan, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: 265

i o 3a a2y e £ 453 G ddga - b dgle A e - 4Bl gl s
« 9 » 08 I A (Sl ¢ A0 9 855 g ¢ Ja g LTy M om0 R 3 Y
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Artinya: “Rasulullah saw mengunjungi aku pada tahun haji wada’, karena aku
menderita sakit keras, kemudian aku berkata: “Aku telah menderita sakit keras
dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak
perempuan. Apakah aku boleh bersedekah duapertiga dan anakku cukup

264 Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, him.148.

%3 Ash-Shon’ani, Op Cit, Jilid 3, him. 105. Bandingkan: Asy-Syaukani, Op Cir, Jilid 6,
him. 148.
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sepertiga?”. Nabi menjawab: “Jangan”, lalu aku bertanya: “B agaimana kalau
seperdua?”’, Nabi menjawab: “Jangan”. Kemudian Beliau bersabda:
“Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu
meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain”.

Apabila ingin berwasiat kepada seseorang atau atas nama lembaga, maka
hendaknya wasiat itu telah ditulis dalam akta otentik sekurang—kurangnya dalain
dua malam, artinya sesegera mungkin wasiat itu dibuat sejak niat wasiat itu telah
menjadi keputusannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Bukhari dan
Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda yang berbunyi: 266

oaie 4y 4iCa Adpa 99 V) Ol A pam g3 O L 5o AS plaa (554l B2 L
artinya: “Tidaklah dipandang sungguh-sungguh seorang muslim yang
mempunyai harta, sedang ia akan berwasiat atas hartanya setelah dua malam
kecuali wasiat itu teiah ditulis (diwajibkan) di sisinya”.

Demikian juga dalam hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi,
Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengajarkan mengenai kewajiban

seseorang untuk melaksanakan wasiat, Nabi bersabda yang berbunyi: 25

Luagll A O i @ pall Lab yudan i A (aien dbf AUy 31 3l i Jand a1
O ol W (a5 Ay a3 () Ugh o Bousd sl o 108 o JB 5 Ul Lagd cun
(Jb'é‘J,fQ

artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki yang beramal atau seorang wanita yang
taat kepada Allah selama 60 tahun, kemudian datanglah saat kematian bagi
keduanya, padahal keduanya itu menyia-nyiakan wasiat, maka wajiblah keduanya
masuk neraka. Lalu Abu Hurairah membaca ayat: ‘sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat
(kepada ahli waris)”.

2668ayyid Sabiq, Op Cir, hlm. 415. Lihat dan periksa matan hadits tersebut pada: Imam
Malik, Al-Muwatha’, Juz 2, hlm. 761, dalam Ibnu Abi Syaibah, Juz 6, hlm. 227, dalam Imam
Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Juz 2, him. 80, dalam Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 3,
hlm. 1005, dalam Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 3, hlm. 1249, Abu Daud, Sunan Abi Daud,
Juz 3, hlm. 112, At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 3, him. 304, An-Nasai, Sunan an-Nasai, Juz
6, hlm. 238, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, hlm. 902.

%7 Sayyid Sabiq, Ibid, Jilid 3, him. 415. Bandingkan: Asy-Syaukani,Op Cit, him. 147.
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Berdasarkan hadits di atas, maka prinsip berwasiat adalah tidak boleh
sampai merugikan hak para ahli waris, sehingga ketentuan batasan maksimal
wasiat itu sepertiga harta peninggalan. Rasulullah menganjurkan sepersepuluh,
Abu Bakar dan Umar memandang lebih utama berwasiat kurang dari sepertiga,
untuk memungkinkan ahli waris lebih banyak menikmati harta waris.

Pelaksanaan dasar-dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai hukum
wasiat tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan berlakunya
hukum Islam dan keadaan sosial masyarakat yang serba komplek seperti di
Indonesia. Karena itu, menuntut adanya pemikiran atau ijtihad yang mampu
menjangkau kesejahteraan yang berkeadilan sosial, yang salah satunya dapat
mengangkat flmgsionalisas-i pelaksanaan hukum wasiaf, sebab; Pertama, beb;:rapa
bentuk wasiat tidak terdapat penegasan hukumnya, seperti berwasiat membagi
macam-macam benda harta peninggalan untuk para ahli waris tertentu; Kedua,
dalam pelaksanaan wasiat itu terdapat pemindahan hak kepemilikan dari
seseorang kepada orang lain. Hukum Islam tidak mengatur penguasaan harta
secara administratif, yang ada hanyalah pembagian semata, karena itu
perkembangan hukum dewasa ini telah mengakomodasi hukum Islam dalam
kerangka kemaslahatan; Ketiga, dalam ketentuan hukum kewarisan terdapat
ketentuan hajib mahjub, maka hal itu merupakan peluang berlakunya hukum
wasiat yang sangat strategis dalam mewujudkan bentuk hukumnya berdasarkan

perundang-undangan yang berkeadilan sosial.
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Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia®®, artinya apabila suatu negara hendak membuat peraturan perundang-
undangan dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan
masyarakat, maka dasar kemaslahatan terhadap hal-hal yang secara tersurat tidak
-diatur dalam nash itu diajarkan oleh Islam. Kaidah hukum Islam menyatakan

bahwa:%

caisiy sy Jaally alls Liall gy pellimall il 5 alall Ui (g il e

sl Jaall alal (35 ylall allaa
Artinya: Mencegah kerusakan dari manusia lebih diutamakan dari mendatangkan
kemaslahatan, dan mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan

kebaikan, serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal
manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aktualisasi hukum
kewarisan, termasuk di dalamnya hukum wasiat di Indonesia, tidak lain hanyalah
dalam rangka mencari kemaslahatan dan meniadakan kesulitan bagi umat Islam
dan bangsa Indonesia umumnya. Kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah yang
berbunyi: 7% gha¥! p3ally 33V 5 uaaall waill o Wsiladdl (Memelihara yang lama
yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Dan hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat apabila negara
melakukan proteksi dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku, hal ini
sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum yang berbunyi: *”*

GOall ady @Yl Qs 4 aSlall Sa (Keputusan hakim (penguasa) terhadap

masalah ijtithad akan menghilangkan perbedaan), dan kaidah hukum yang

28TM.Hasbi ash-Shiddieqy, 1975, Op Cit, hlm. 178.

*Ibid, hlm. 177.

Asjmuni Abdurrahman, Qa’idah-Qa’idah Fikih (Qawa’id al-Fikikiyyah), (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 155.

1bid, hlm. 70.
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berbunyi: Aaluadlls Jagie e M o AW Gyl (Tinda.kén Imam (penguasa)
terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan)*”2,

Rumusan hukum materiil tentang hukum kewarisan di Indonesia itu telah
terbukukan dalam KHI, yang bentuk hukumnya berdasarkan Inspres No. 1 Tahun
1991. Perumusan hukum tersebut merupakan perpaduan antara ijtihad intigai dan
ijtihad insyai, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menyeleksi pendapat fugaha
terdahulu yang dipandang cocok dan kuat, kemudian menambahkan dalam
pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru’”.

Hukum wasiat itu, apabila dihubungkan dengan keadaan yang
mempengaruhinya, maka adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, dan
mubah®”, yaifu: |
Pertama, Wasiat hukumnya wajib terhadap hal-hal yang menjadi hak Allah dan
hak manusia®’®, seperti wasiat yang berhubungan dengan zakat, fidyah puasa, dan
kafarah. Sedangkan yang berhubungan dengan sesama manusia yang tidak
diketahui adanya dan tidak diwasiatkan seperti titipan barang dan hutang, apabila
tidak diwasiatkan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh ahli warisnya, maka ia
berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah di akherat kelak.

Kedua, Wasiat hukumnya sunnah apabila untuk tujuan amal kebajikan276, hanya

karena mencari ridla Allah, seperti berwasiat kepada fakir miskin dan anak yatim.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya sunnah berwasiat kepada

" Ahmad Jaudat dkk, Majallah al-Ahkam al-‘adliyyah, Cet. 5, hlm. 22.

Pyusuf al-Qardhawy, Ijtikad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis
tentang Ijtihad Kontemporer, Alih Bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), him.
173.

sayyid Sabig, Op Cit, him. 417.

> Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, him. 35.

276 Sayyid Sabiq, Op Cit, him. 417.
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keluarga dekat yang tidak mendapat bagian waris apabila orang yang berwasiat itu
meninggalkan harta yang banyak menurut ukuran adat kebiasaan. Dan apabila
keluarga dekat tersebut tidak ada, disunnatkan berwasiat kepada fakir miskin yang
bukan keluarga dekat®’’.

- Ketiga, Wasiat hukumnya haram, apabila benda yang diwasiatkan itu jelas
diharamkan syara’, seperti berwasiat untuk memiliki sejumlah babi piaraan,
berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, atau berwasiat kepada
seorang penggemar judi dengan tujuan agar orang tersebut dapat melanjutkan
judinya. Semua itu hukumnya haram berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, Nabi
bersabda yang berbunyi: S (s dpa g A& =Yl (Berbuat kemudaratan dalam
wasiat itu' termasuk dosa besaf).m |

Keempat, Wasiat hukumnya makruh, apabila harta yang diwasiatkan itu sedikit, |
padahal ahli warisnya banyak dan memerlukan harta tersebut, atau berwasiat

kepada orang yang diduga akan menggunakan hasil wasiat itu untuk melakukan

tindakan yang sia-sia atau melawan hukum, seperti harta itu akan dipergunakan

untuk berfoya-foya dan sébagainya.

Kelima, Wasiat hukumnya mubah, apabila wasiat itu ditujukan kepada karib

kerabat atau tetangga yang sudah tidak memerlukan karena sudah berkecukupan,

seperti wasiat dilakukan sebagai balas jasa, sebagai tanda persahabatan tanpa

disertai niat beribadah kepada Allah.

277 Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, him. 35.
278 Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, him. 144. Bandingkan: Sayyid Sabig, Op Cit, him. 418.
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3. Macam-macam dan Bentuk-bentuk wasiat
Klasifikasi sasaran wasiat merupakan lapangan ijtihad dalam hukum

Islam. Dalam sistem hukum modern, seseorang yang akan berwasiat, dipandang

perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan

hukum, perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan,
lisan, atau isyarat badan2i9, yaitu:

a. Wésiat yang dibuat secara tertulis, wasiat akan dipandang sah apabila dibuat
secara tertulis?®®, dan akan lebih sempurna apabila disertai dengan dua orang
saksi?®!, Tetapi wasiat yang hanya ditanda tangani orang yang berwasiat tanpa
adanya saksi, maka wasiat itu dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat

itu cukup Jelas282

, seperti surat yang ditulis sebelum mati dan surat itu
mengandung petunjuk-petunjuk pembagian harta peninggalan.

b. Wasiat yang dibuat secara lisan pada dasarnya adalah sah®®) tetapi
mengandung resiko, agar wasiat secara lisan itu lebih autentik, kata-kata wasiat
itu disimpulkan para ahli waris sebelum orang yang berwasiat meninggal, dan
dilegalisasi oleh pejabat®®, karena perlunya pertimbangan kepastian hukum.

Karena janganlah seorang mendasarkan kepemilikannya atas harta wasiat

dengan fondamen yang begitu goyah (lemah) yang berupa kata-kata seorang.

"Muyhammad Salam Madzkur, Al-Qadla’ fi al-Islam, Alih Bahasa: Imran AM,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1982), him. 102. Dan perhatikan Asas AA. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum
Islam ii, Alih Bahasa: Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, tt), him, 191.

80K halil Ahmad al-Sahar Nufuri, Baz! al-Majhud fi Hal Abi Daud, Yuz 13, (Saharampur
India: Dar al-Kutub al-IImiah, tt), him. 114.

*Muhammad Salam Madzkur, Op Cit, hlm. 56. Dan periksa pasal 195 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam,

282psaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 191.

28 1bid,

Departemen Agama RI, Pedoman Beracara di Pengadilan Agama, (Jakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, 1980/1981), him. 4.
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Jadi akan lebih tepat dan kuat apabila wasiat itu dilakukan secara tertulis dan
disaksikan.

. Wasiat yang dilakukan dengan isyarat badan itu pada dasarnya hukum Islam
membolehkan, asal isyarat wasiat itu maksudnya jelas dan dapat dipahami serta
memenuhi syarat sebagai wasiat”>, isyarat itu dapat disimpulkan oleh para ahli
waris sebagaimana wasiat secara lisan di atas. Seperti seorang yang tidak dapat
berbicara atau sakit yang menyebabkan tidak dapat berbicara itu ingin
berwasiat mengenai sebagian hartanya, maka cukup dengan anggukan atau
isyarat lain yang dapat dimengerti oleh para ahli waris, dan yang bersangkutan
dapat mengerti juga apa yang dibicarakan para ahli waris, kemudian ia mati

- tanpa meninggalkan sepatah kata pun, maka wasiat semacam ini adalah sah.

Bentuk-bentuk wasiat ini secara rinci juga merupakan lapangan ijtihad.

Sekedar untuk memberikan gambaran umum mengenai bentuk wasiat, maka

dapatlah diutarakan beberapa contoh agar mudah memahami bentuk wasiat secara

luas, yaitu:

a. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada seorang

tertentu, seperti. berwasiat apabila ia meninggal, ia akan memberikan sepeda

motornya kepada kawannya.

b. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalannya untuk

kepentingan umum, seperti berwasiat memberikan seperlima hartanya berupa
tanah untuk dibangun sebuah balai pertemuan. Wasiat semacam ini dapat

dikategorikan sebagai tanah wakaf.

5 Asaf AA. Fyzee, Op Cit, hlm. 192.
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c. Wasiat berbentuk melepaskan hak untuk orang lain, seperti bemésiat apabila ia
meninggal piutangnya kepada seseorang tertenfu supéya dibebaskan.

d. Wasiat berbentuk meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu
perbuatan, seperti berwasiat menunjuk seseorang yang dipercaya untuk
bertindak sebagai wali atas anak-anaknya dan harta warisan yang
diperuntukkan kepada mereka.

e. Wasiat berbentuk memberikan petunjuk untuk membagi harta peninggalan
dengan cara tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, sedang ahli waris
yang ditinggalkan adalah empat orang anak dan seorang isteri, sedang harta
peninggalannya berupa: sebuah rumah, penggilingan padi, dan tiga hektar
saiwah; Dalam wasiat ditentukan agar rumah menjadi bagian isteri,
penggilingan padi menjadi bagién anak pertama, adapun tiga hektar sawah
menjadi bagian anak kedua, ketiga, dan keempat masing-masing satu hektar,

dengan catatan mereka sepakat dan saling mengizinkan dengan wasiat tersebut.

4. Unsur-unsur wasiat
Unsur atau rukun itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk
sahnya suatu perbuatan. Unsur wasiat adalah orang yang berwasiat (musi), orang
yang menerima wasiat (muso lahu), suatu benda atau manfaatnya yang
diwasiatkan (muso bihi), dan akad®®, yaitu:
a. Orang yang berwasiat
Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian

hartanya, dan perbuatan berwasiat itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap

%Ahmad Azhar Basyir, 1979, Op Cit. him. 37.
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perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang
berwasiat pun harus memenuhi syarat, yaitu: (a) baligh, (b) berakal, (c) atas
kehendak sendiri, dan (d) harta yang diwasiatkan itu milik sendiri*®*’. Dalam hal
ini, Imam Syafi’i menyatakan bahwa apakah yang berwasiat itu orang Islam atau
non-muslim tetap sah asal harta yang diwasiatkan itu tidak termasuk harta yang
haram?®®.
Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur syarat bagi orang yang
berwasiat, yaitu:

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan
tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada
orang lain atau lembaga; | |

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiaf;

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

b. Penerima wasiat
Sasaran penerima wasiat meﬁurut ketentuan Al-Qur’an adalah ibu-bapak
dan karib kerabat (QS. Al-Baqarah (2): 180), tetapi detail sasaran wasiat itu
merupakan lapangan ijtihad, apabila diidentifikasi terdapat beberapa kelompok,
antara lain:
1) Kelompok ibu-bapak, seperti ibu-bapak angkat, ibu-bapak dalam

pemeliharaan panti asuhan, ibu-bapak yang sakit keras sehingga sangat

*%TIbid, hlm. 38.
*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Penterjemah: A. Hanafi, Jilid 10 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1970), him. 3.
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membutuhkan biaya perawatan, ibu-bapak yang mendapat bagian waris,
dan lain sebagainya;
2) Para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan, seperti ahli waris non-
muslim;
3) Lembaga, seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial
kemasy'arakatan289
4) Para keluarga dalam hubungan keagamaan, seperti para fakir dan miskin;
5) Ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris lain®”.
Identifikasi di atas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan perluasan
sasaran wasiat yang dimaksud dalam surat al-Baqarah (2): 180. Dalam hal ini,
secara umum Ahmad Azhar Basyir berpendapat Bahwa agar sasaran wésiat sesuai
dengan ketentuan syariat, maka penerima wasiat itu harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
1) Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas;
2) Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan;
3) Bukan tujuan kemaksiatan®™!.
Pertama, Wasiat kepada Ahli waris
Kebolehan ahli waris memperoleh wasiat, apabila para ahli waris lain
mengizinkan. Kebolehan ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, berdasarkan

hadis riwayat Dar al-Qutny dari Ibnu Abbas Nabi bersabda yang berbunyi:>*

9K HI pasal 194 ayat (1).

2% KHI pasal 195 ayat (3).

»1Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, him. 38,

2 Adapun kebolehan wasiat yang ditujukan kepada ahli waris asal ahli waris lain
mengizinkan, hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Periksa: Asy-Syaukani, Op Ciy, Jilid 6,
him. 151..
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Ayl suaw ol 9 &l dpay Y (tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali ada

persetujuan ahli waris), hal ini didukung oleh Al-Hadi, Nasir, dan Abu Abbas
yang berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris itu boleh menurut surat al-
Bagarah (2): 180>, meskipun mereka menerima teori nasakh dalam ayat tersebut,
namun mereka berpendapat bahwa nasakh atas sesuatu yang wajib itu tidaklah
mencakup kepada sesuatu yang jaiz (boleh)294.

Pendapat jumhur ulama ini setelah melalui proses ijtihad intiqai ternyata
dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jumhur ulama itu telah dijadikan dasar
perumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3). Dan persetujuan para ahli
waris harus sudah dipéroleh sebelum orang yang berwasiat itu mati, sebab
persetujué.n itu mérupakan kerelaan para ahli waris untuk dikurangi haknya dan
diberikan kepada ahli waris yang mendapat wasiat.

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3
orang anak laki-laki, yaitu A, B, dan C. harta peninggalan bersih bernilai Rp.
180,000,000.- dan C memperoleh wasiat 1/3-nya sebesar Rp. 60,000,000.-. jadi
harta yang diwaris adalah Rp. 180,000,000.- dikurangi Rp. 60,000,000.- = Rp.
120,000,000.- (dibagi tiga A, B, dan C, masing-masing memperoleh sebesar Rp.
40,000,000.-). Karena C telah memperoleh wasiat sebesar Rp. 60,000,000.-, maka
jumlah total yang diterima C menjadi Rp. 100,000,000.- (jumlah penerimaan

“warisan dan wasiat). Sehingga bagian C melebihi ketentuan maksimal wasiat,
yakni sepertiga harta peninggalan, maka wasiat seperti ini tidak sah, sebab

kebolehan wasiat kepada ahli waris tetap tunduk kepada ketentuan maksimal

2% Fatchurrahman, Op Cit, him. 57.
24 Asy-Syaukani, Op Cit, hlm. 46.
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wasiat, sedangkan wasiat kepada ahli waris wanita yang biasanya memperoleh
bagian lebih kecil dari ahli waris laki-laki, maka wasiét seperti ini hukumnya sah.
Kedua, Wasiat kepada pembunuh

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam bahwa pembunuh pewaris
tidak berhak atas harta warisan, karena itu, dalam hukum wasiat pun dapatlah
dipandang suatu hal yang sangat logik apabila penerima wasiat membunuh
pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasiat. Hal itu merupakan alasan ulama
Hanafiyah menetapkan ketentuan ini dengan sangat ketat, hal ini berdasarkan
hadis riwayat At-Tabrani dari Ali, Nabi bersabda:**® 4uay JM Gud (Tidak boleh
berwasiat untuk pembunuh). Karena itu, pembunuh orang yang berwasiat tidak
akan menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuhan sengaja atau tidak
sengaja.
Ketiga, Wasiat kepada orang yang tidek ada pada waktu orang yang berwasiat
mati, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima
wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya
wasiat.
Keempat, Wasiat kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan, maka wasiat
tersebut hukumnya sah, hal ini digiyaskan kepada ketentuan bahwa bayi dalarﬂ
kandungan itu berhak mendapat warisan, dan kehadirannya dihitung dalam waktu
enam bulan sejak tanggal wasiat itu dibuat®®, sebab anak dalam kandungan
dianggap telah hadir pada waktu wasiat itu dibuat, dengan catatan anak tersebut

lahir dalam keadaan hidup.

25 Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, hlm. 39.
2%6Asaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 199.
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¢. Benda yang diwasiatkan

Harta yang dapat diwasiatkan adalah benda atau barang atau manfaatnya
itu menjadi hak milik pewasiat, artinya semua benda atau manfaatnya itu berlaku
dalam hukum kewarisan Islam. Karena itu, benda atau manfaatnya itu harus
memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1) Benda itu dapat berlaku sebagai harta warisan; atau

2) Benda itu dapat menjadi obyek perjanjian atau perikatan;
3) Benda itu sudah wujud pada waktu wasiat dinyatakan; dan
4) Benda itu milik pewasiat297.

Benda-benda tersebut di atas tentunya benda-benda yang berharga dalam
panaangan- hukum Islam; yang dapat menjadi milik seseorang dan dipandang sah,
sehingga dapat menjadi obyek perjanjian atau peﬁkatan, sehingga dapat
diwasiatkan. Sedangkan benda-benda yang tidak berharga dalam pandangan Islam
adalah semua benda yang haram, sebab menurut ketentuan hukum Islam semua
benda tersebut tidak dapat (haram) dijadikan obyek perjanjian atau perikatan,
karena itu tidak dapat dan tidak boleh diwasiatkan, seperti babi dan benda-benda
lainnya yang haram,

d. Akad, bentuk (sighat), dan kadar wasiat

Wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang mengandung pernyataan
kehendak yang bersifat sepihak dari pewasiat. Dan pernyataan wasiat itu
dipandang sah apabila dalam membuatnya mempergunakan sighat akad yang

memberi pengertian adanya wasiat baik secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat

»"Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Ajaran Islam,
(Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm. 41.
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yang dapat dimengerti bagi ahli waris, dan dalam sistem hukum positif, akan lebih
autentik apabila disahkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris). Uraian yang

lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan bentuk-bentuk wasiat di atas.

Adapun ketentuan kadar wasiat itu adalah maksimum sepertiga (1/3) dari
harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang si-
mati. Ukuran maksimum ini menurut Ibnu Rusyd adalah berdasarkan sabda Nabi
yang berbunyi: >

il ¢ o8B ANE AT o e A B g T f ) L DA - Tk iy By
artinya: “Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya

kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain.

Wasiat itu akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat itu
kurang dari sepertiaga (1/3) dari harta peninggalan, karena Nabi lebih suka wasiat
yang kurang dari sepertiga, hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw, riwayat
Bukhari dari Ibnu Abbas yang berbunyi: 2

) e A gy O BB ST Aauagll B il ) il e | gl ) G T
"y ol 8 iy Bl 0 I8 b g e

artinya: “Seandainya manusia itu mengurangkan wasiat dari sepertiga menjadi
seperempat (tentu Rasulullah lebih senang), karena sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda: ‘wasiatkanlah sepertiga, sepertiga itu banyak”.

Sedangkan Qatadah ra, mengatakan bahwa Abu Bakar mengurangkan wasiat
menjadi seperlima, dan Umar Ibn Khattab mengurangkan wasiat menjadi
seperempat dan seperlima, sesuai dengan keadaan atau kondisi wasiat itu

dilaksanakan.

%8 Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6, him. 148. Bandingkan: Ibnu Rusyd, Op Cit, him. 336.
Dan Ash-Shan’ani, Op Cit, hlm. 105.
?°Ibid, hlm. 335.
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e. Pencabutan dan batalnya wasiat
Orang yang berwasiat sewaktu-waktu dapat mencabut wasiat yang
pernah dibuatnya, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti Wasiat atas
sebuah mobil dianggap dicabut secara tidak langsung, apabila suatu ketika mobil
itu dijual atau diberikan kepada orang lain. Karena wasiat itu bentuk perikatan
sepihak yang pelaksanaannya setelah matinya pewasiat, maka unsur utamanya
adalah kehendak atau hasrat dari pewasiat itu sendiri, dan tidak dapat ditetapkan
suatu peraturan yang kaku kecuali menyangkut wasiat yang hukumnya wajib.
Apabila seseorang membuat wasiat, lalu dengan wasiat lain ia
memberikan harta yang sama itu kepada orang lain, maka wasiat yang pertama
berarti dicabut kembali, tetapi kalau dalam satu harta wasiatnya ditujﬁkan kepada
dua orang atu lebih, maka harta tersebut dibagi sama rata antara mereka’®.
Karena itu suatu wasiat baru dipandang sah dan dapat dilaksanakan
apabila wasiat itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu juga suatu
wasiat akan dipandang batal dan tidak dapat dilaksanakan, apabila:
1) Orang yang berwasiat menarik wasiatnya;
2) Orang yang berwasiat kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum
karena gila atau rusak akal;
3) Orang yang berwasiat ketika meninggal dunia menanggung hutang yang
menghabiskan harta peninggalannya;,
4) Orang yang menerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat;

5) Orang yang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat;

3 Asaf AA. Fyzee, Op Cit, him. 203,
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6) Orang yﬁng menerima wasiat menolak w.asiat;

7 | Harta yang diwasiatkan binasa;

8) Harta yang diwasiatkan diputus hakim menjadi hak orang lain;

9) Harta yang diwasiatkan keluar dari milik orang yang berwasiat sebelum mati,
meskipun akhirnya harta tersebut kembali menjadi miliknya lagi;

10) Harta yang diwasiatkan mengalami perubahan bentuk; dan

11) Habis waktu wasiatnya’'.

5. Wasiat Wajibah
a. Pengetian Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah artinya tindakan wasiat itu atas perintah undang-undang,
hal ini bqrbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas
kemauan sendiri dari pemilik harta, Dalam Ensiklopedi hukum Islam, Wasiat
Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau
kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat,
karena adanya suatu halangan syara*’. Sebagai conioh seorang memberikan
wasiat kepada anaknya yang non-muslim, sebab jika tidak ada wasiat maka anak
yang non-muslim tersebut tidak mendapatkan harta warisan karena adanya
halangan syara’, yaitu perbedaan agama.

Suparman Usman mendefinisikan Wasiat Wajibah adalah wasiat yang

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau

30! Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, 1979, hlm. 45.
302 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru
van Hoeve, 1996), hlm. 1930.
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kehendak orang yang akan meninggal dunia®®. Suatu wasiat yang tidak dibuat .
tetapi diduga keras akan dibuat ketika simati masih hidup disebut Wasiat
Wajibah3°4. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa
apabila seorang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat untuk kerabat yang
tidak memdapat pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai muwaris, yaitu

memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak memdapat
pusaka. Wasiat seperti ini disebut Wasiat Wajibah®®.

Pada dasarnya hukum asal dalam khazanah fikih klasik, wasiat adalah
pemberian wasiat itu merupakan tindakan ikhtiyariyah yakni suatu tindakan
yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun
juga. Siépapun tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.
Karena wasiat itu adalah suatu perbuafan yang dilakukan dengan suka rela
dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari’ai Islam sesuatu wasiat

®  Namun demikian

yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.*
perkembangannya pada abad 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat
Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau hakim sebagai
aparat negara tertinggi, jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia

mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat

yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalam

3%3Suparman Usman dkk, Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), Jakarta: Gaya Media
Pratama, 1997), him. 163.

%HR. Otje Salman, Hukum Waris Islam, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm.
68.

3%TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fikihul Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 293.

3%ERatchur Rahman, llmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), hlm. 62.
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keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua)
hal:3?

1) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur
kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan hakim tanpa
tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima
wasiat.

2) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal
penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

b. Dasar hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum Wasiat Wajibah, jika dilihat dari sumbernya yaitu sﬁrat
al-Bagarah (2): 180 iﬂi ternyata terdapat béberapa perbedaan pendapat. Jumhur
ulama berpendapat wasiat itu hukumnya sunnah, meskipun namanya Wasiat
Wajibah, karena ketentuan bapak-ibu dan kerabat yang berhak mewarisi telah
diatur dalam hukum kewarisan. Sedangkan Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Abu
Bakar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha,
berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib kepada ahli waris yang terhalang
(tidak mendapat) mendapatkan warisan’’®, Dalam hal ini, ahli waris non-muslim
pun juga berhak mendapatkan harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah.

Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya, yang maksudnya:
“Diwajibkan atas setiap muslim berwasiat kepada kerabatnya yang tidak
mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (beda agama),

“karena terhalang (terhijab) atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan

%71bid ., him. 63.
3% Abadul Aziz Dahlan (ed), Op Cit, him.1930.
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ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka secara sukarela yang

dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat untuk

mereka, maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk
memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan.

Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non-

muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak

berwasiat, maka harus diberikan harta kepada mereka tidak boleh tidak®®.

Fatchurrahman®'® dalam menentukan dasar hukum Wasiat Wajibah
adalah dengan jalan kompromi atau mensintesis pendapat-pendapat ulama salaf
dan khalaf, yakni:

1) tentang berwasiat kepada kerabat-kerabat yané tidak dapat meneﬁma
pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fugaha dan tabi’in besar ahli
fikih dan ahli hadits, antara lain Said ibn Musaiyab, Hasan al-Bishry,
Thawus, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.

2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang
tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi Wasiat Wajibah, bila si mati
tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil
dari fuqaha’ tabi’in dan dari pendapat Imam Ahmad.

3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada
cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan
adalah didasarkan pendapat mazhab Ibn Hazm dan berdasarkan kaidah

syari’ah.

%Ibnu Hazm, 4/-Muhalla, (Beirut: Dar al-Auqaf al-Jadidah, tt), hlm. 314.
%catchurrahman, Op Cit, hlm. 65.
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Ahmad Rafiq berpendapat mengenai pelaksanaan Wasiat Wajibah
diserahkan kepada inisiatif hakim atau penguasa, karena tujuan Wasiat Wajibah
adalah untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli
waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian

311

(adanya halangan syara’)” . Hal ini sesuai kaidah fikihiyah yang artinya:

“Tindakan Imam (penguasa) terhadap masalah yang berhubungan dengan
rakyatnya harus dihubungkan (mendatangkan) kemaslahatan’’’. Dengan
demikian kewajiban berwasiat tidak hanya bersifat diyani, tetapi juga bersifat
gadhai, artinya tidak hanya tanggung jawab seorang dalam melaksanakan
perintah agama, seperti masalah kewajiban diyani ini ditangani oleh mufti atau
MUI, tefapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena
sudah menyangkut kepentingan orang lain (masyaraka’c)3 B dan masalah qadhai
ini ditangari secara profesional oleh hakim melalui lembaga peradilan yang
memutuskan perkara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Sebagian negara-negara muslim, seperti Mesir, Suriah, Maroko bahwa
prioritas Wasiat Wajibah itu ditujukan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan
dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga

posisi cucu dalam keadaan di atas adalah sebagai ahli waris zaw al-arham, dan

juga kasus yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena

31! Ahmad Rafiq, Op Cit, him. 465.

3K aidah fikihiyah itu berbunyi: daleal Jasie 4o )il Je ala¥) & pal) periksa:
Ahmad Jaudat dkk, Majallah al-Ahkam al-‘adliyyah, Cet. 5, hlm. 22.

3BRifyal Ka’bah, ‘Reformasi metodologi pengembangan hukum Islam’, Artikel dalam
Mimbar Hukum, Nomor 43 Tahun x, 1999, him, 42.
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berbeda agama®'*. Dalam Wasiat Wajibah itu berlakunya semata-mata karena
perintah undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan Islam,

Masalah Wasiat Wajibah di beberapa negara muslim®® telah dituangkan
dalam bentuk perundang-undangan, yaitu:

1) di Mesir, telah diberlakukan Undang-Undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946
pasal 76 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah dilaksanakan apabila ada cucu
bermasalah, seperti pewaris tidak berwasiat kepada cucu dari anak perempuan
yang meninggal mendahului pewaﬁs, maupun ia meninggal bersamanya atau

meninggal menurut keputusan hakim?'®

, sebab undang-undang tersebut telah
memberlakukan cucu akan menerima bagian sebesar bagian orang tuanya
seandainya orang tuanya ma51h hidup dengan ketentuan tidak boieh melebihi
1/3 harta peninggalan3 o

2) di Suriah, Wasiat Wajibah diatur dalaiu Undang-Undang Personal Status
Suriah Tahun 1953, pasal 257 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya
berlaku bagi keturunan dari anak laki-laki yang meninggal mendahului
pewarisnya, sedangkan pasal 258 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah tidak
berlaku kepada keturunan dari anak perempuan yang meninggal mendahului
pewarisnya’ ',

sebab di Suriah diberlakukan bahwa keturunan dari anak perempuan tidak

dapat menjadi waris pengganti.

3“Muhammad Khudori bek, Usul al-Fikih, him. 313.

*Blsatilah negara muslim yang dimaksud adalah dimana di dalam negara tersebut
mayoritas genduduknya beragama Islam dan mereka terikat kepada ajaran Islam

357Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm, 131.

3Yfbnu Hazm, Op Cit, him. 386.

37Zainuddin Ali, Op Cit, him. 132.
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3) di Maroko, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status
Maroko Tahun 1958, pasal 266 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya
berlaku bagi keturunan langsung dari anak laki-laki yang meninggal
mendahului pewarisnya, dan bagi keturunan langsung dari anék perempuan
tidak berlaku Wasiat Wajibah®",

4) di Tunisia, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status
Tunisia Tahun 1956, yang menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya dapat
dilakukan kepada para cucu laki-laki dan perempuan, keturunan pertama dari
anak laki-laki dan atau anak perempuan yang meninggal mendahului
pewarisnya®>’,

5) di Incionesia, ketentuan tenfang Wasiat Wajibah diatur dalam Kompilasi hukum
Islam. Pasal 209 ayat (1) menyatakan bahwa harta penihggalan anak angkat
dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193, sedangkan bagi orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Dan dalam ayat (2)
menyatakan bahwa bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat

- Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya.
Masalah Wasiat Wajibah kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan
apabila dilihat dalam kasué, akan mempunyai akibat sebagai waris pengganti yang
ayahnya telah mati mendahului kakek dan atau neneknya, secara umum dapat

dilihat kelemahannya, yaitu seandainya ada kasus bahwa:

37 0c Cit.
301bid, him. 133.
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Pertama, apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari
anak laki-laki, maka cucu laki-laki akan menduduki posisi sebagai waris
pengganti yang menggantikan ayahnya yang meninggal mendahului kakek dan
atau neneknya, sehingga cucu laki-laki berkedudukan sebagai asabah bi al-nafsi
yang dapat menarik anak perempuan menjadi asabah bi al-ghair, yang berakibat

cucﬁ laki-laki akan mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.

Kedua, apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan dari
anak laki-laki. Hal ini sangat menarik dan ektrim, apabila cucu perempuan dari
anak laki-laki bisa berposisi sebagai waris pengganti, ia akan menerima bagian

dua kali bagian anak perempuan.

Mengenai kasus cucu perempuan dari anak laki-laki di atas itu telah memperoleh
penyelesaian dari Rasulullah, yakni tidak dapat berfungsi sebagai waris pengganti.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari dari ibnu Mas’ud, Nabi bersabda
yang berbunyi:3 2

LA By Lag ¢ GBI ALaSS ¢ ! G ALY g ¢ Lialt) A0
artinya: “Bagi seorang anak perempuan setengah (1/2) dari harta peninggalan dan
bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam (1/6)dari harta

peninggalan sebagai kesempurnaannya adalah dua pertiga (2/3), sedang sisanya
untuk saudara perempuan”.

Ketiga, apabila ahli waris terdiri seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki
dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka seluruh harta peninggalannya

akan diterima oleh anak laki-laki sebagai ahli waris asabah bi al-nafsi, sedangkan

321 A)-Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 8, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 188..
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cucu laki-laki tidak akan memperoleh bagian sedikitpun karena kedudukan cucu
laki-laki terhapus oleh anak laki-laki.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka masalah itu seharusnya menjadi
perhatian tersendiri bagi hakim atau penguasa yang akan menetapkan adanya
lembaga penggantian waris, menurut hukum Islam merupakan lapangan ijtihad*??,
tetapi bagaimana jiwa dan semangat tujuan hukum Islam tercapai tanpa
menyimpangi ketentuan syara’, sebab masalah yang nyata yang terjadi dalam
masyarakat menyangkut kedudukan cucu yang ditinggal mati orang tuanya
sebelum kakek atau neneknya serta ahli waris terdekat lainnya yang tidak
memdapat bagian harta peninggalan, maka haruslah dicarikan jalan lain
(alternatif) di luar ketentuan hukum waris, yaitu dengan jalan Wasiat Wajibah.

Yang menjadi dasar penetapan perlunya pembentukan undang-undang
dalam mengatasi kasus-kasus- di atas adalah kemaslahatan umum, yaitu
berdasarkan prinsip:*? “Sesungguhnya bagi pemegang kekuasaan mempunyai
wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal
itu akan membawa kemaslahatan umum, kapanpun penguasa itu memerintahkan |
yang demikian, wajiblah ditaati”. Di samping itu Allah mengutus para Nabi dan
Rasul-Nya bertujuan uniuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada
kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara’, karena
hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Jalan Wasiat Wajibah ini telah

diperkenalkan di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Suriah, Tunisia, dan

322Ahmad Azhar Basyir, Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan
dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), him. 5.

*BFatchurrahman, Op Cit, him. 66. Kaidah itu berbunyi:

aielh Cua g 4y el ey Aaladl dabiadd) (e ol L Zlaadly ey o a1 N8 0
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Maroko®®, dan beberapa bagian tertentu juga telah diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 209.

324Tahir Mahmood, Family Law Reform in Moslem World, (Bombay: NM. Tripoli PVT,
Ltd), him. 228.



BAB IV
WASIAT WAJIBAH MENGAKOMODASI AHLI WARIS NON-

MUSLIM DI INDONESIA

A. Wasiat Wajibah kepada Ahli waris non muslim sebagai Manifestasi

Keadilan Hukum Islam di Indenesia

1. Kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif

Indonesia

Sebelum menguraikan kedudukan ahli waris non-muslim, maka perlu
diuraikan kedudukan hukum wasiat dalam tatahukum Indonesia lebih dulu.
Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam kontek ini sejalan dengan
pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah dikembangkan oleh
FJ. Stahl dan Jean Jacques Rouseau yang membagi fungsi negara menjadi dua
bagian yaitu pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. Ciri-cirinya
ada 4 unsur, yaitu: (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
(2) Negara berdasarkan pada trias politica; (3) Pemerintahan diselenggarakan
berdasarkan undang-undang; dan (4) Ada peradilan administrasi negara yang
bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, disebut
sebagai negara hukum formal 32>

Di samping negara hukum formal, juga ada negara hukum materiil yang
bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya yaitu keamanan sosial dan

menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip hukum yang benar

32 Abadoerraoef, Op. Cit., him. 23.
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dan adil. Ciri-cirinya, yaitu: (1) undang-undang dasar memberikan perlindungan
sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan
perundang-undangan dalam urusan sosial; (2)' menciptakan kewajiban bagi
pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai
hal yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-
undang dasar; (3) undang-undang harus merangsan atau membangkitkan jaminan
pengadaan sosial yang baru yang lebih mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat;
dan (4) dalam berbagai hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar
terlebih dahulu dikonsultasikan dengan parlemen. ¢

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas
sebagai unsur universal &an bentuk negara hukum yang dianut. Sejarah
kemerdekaan Indonesia sejak dari zaman penjajahan telah membuktikan bahwa
salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah
konstitusionalisme dan paham negara hukum.??’

Selanjutnya dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada
pada negara, sehingga negaralah yang membuat hukum dan segala sesuatunya
harus tunduk pada negara, dan hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau
kemauan negara.’®® Di negara Indonesia lahirlah teori integraiistik oleh Soepomo
yang mengemukakan bahwa negara tidak menjamin perseorangan atau golongan,
tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan negara,

yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian,

32De Haan, Op.Cit., him. 17.

%2"Moh. Mahfud MD., Op.Cit,, hl. 132.

8Suhino, Op.Cit,, hlm. 154, Baca juga Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara
Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, (Jakarta: PT. Pustaka
Utama Grafiti, 2003), hlm 155.
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segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan petsatuan
masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang paling kuat
atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan
tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan.’?

Kedudukan hukum wasiat Islam di Indonesia apabila dilihat dari
peraturan perundang-undangan®* adalah bagian dari kewenangan Peradilan
Agama®*!, dan apabila dilihat dari asas legislasi, maka instrument hukum materiil
yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum Islam,**? hukum wasiat itu
telah diformulasikan ke dalam KHI, termuat dalam Buku II Bab V pasal 194
sampai dengan pasal 209 KHI, dimana secara yuridis fofmal adalah Intruksiv
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undang,
pada hal dalam asas maslahat bahwa sistem peradilan di Indonesia hakim terikat
oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran ijtihad sebagai wujud bahwa
hakim harus bersifat progressif, sehingga dari sudut hirarkhi peraturan perundang-
undangan KHI tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil

pada peradilan agama, kecuali para hakim agama di tingkat pertama, tingkat

3 1bid, him. 85.

330Tata urutannya adalah UUD 1945, Tap. MPR, Undang-Undang/Peperpu, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seterusnya. Untuk itu, tata urutan dan hirarkhi peraturan
perundang-undangan di Indonesia ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, di
samping tata urutan juga merupakan dasar dari suatu hirarkhi yang menggambarkan kekuatan dari
suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akibatnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

¥1Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

32yaitu hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad, sebagai
konsekuensi dari sistem hukum positif Indonesia, maka hukum wasiat sebagai hukum materiil
Islam itu telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bentuk hukumnya adalah Inspres
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
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banding, dan kasasi konéisten memperkuat niat dan membangun semangat untuk
selalu merujuk KHI sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Pemberlakuannya tergantung pada politik hukum yang berkembang
sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Karena itu, kedudukan KHI itu mirip
dengan kitab fikih atau kitab hukum (rechtboek) yang digunakan sebagai books of
authority dalam Peradilan Agama,**® Namun demikian KHI secara organik
dijadikan dasar pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan agama di
Indonesia, di samping undang-undang sebagai dasar utamanya. Atau mungkin
KHI memang tidak didesain sebagai semacam kitab undang-undang (wetboek)
melainkan sebagai kitab hukum (rechtboek) yang bersifat living law yang berisi
' kumpulaﬁ doktrin kitab fikih yang disepakati sebagai pedoman bagi hakim dalam
hlemum perkara, sehingga hakim memiliki peran lebih progresif dalam
memutuskan perkara.

Dari sudut illmu hukum, norma hukum yang dikandung oleh sebuah
Intruksi selalu bersifat individual konkrit. Artinya, Intruksi itu hanya dapat
berlangsung apabila pemberi Intruksi dan yang menerima Intruksi itu terdapat
hubungan organisasi secara langsung. Lain halnya dengan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat, dan
berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara®**, Dengan demikian Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 yang bersifat individual konkrit itu ditujukan kepada

*33M. Fajrul Falaakh, ‘Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia, dalam
Dadan Muttagien dkk, ed, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), him. 31.

334A Hamid S. Attamimi, ‘Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional Suatu Tinjauan dariSudut Perundangundangan Indonesia’, dalam Amrullah dkk, Dimensi
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani, 1996), him. 153.



161

Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebar-luaskan KHI, yang
kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun
1991, yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual konkrit, yang
ditujukan kepada jajaran Departemen Agama di bawahnyav335 , untuk menyebar-
luaskan dan menerapkan KHI. Karena itu apabila dilihat dari segi substansi
hukum, Keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan keputusan
melainkan lebih bersifat intruksi Menteri Agama.

Jika melihat pandangan Kelsen mengenai teori hukum murni, maka KHI
disusun dan dibentuk sebagai upaya mengurangi kekalutan dan meningkatkan
kesatuan (unity), sebab suatu teori tentang hukum, menurutnya, adalah normatif
dah formél, sehingga titik tolaknya adalah pengaturan agar memiliki daya paksa
dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Berangkat dari
pandangan tersebut, maka sudah seharusnya Wasiat Wajibah bagi ahli waris non- _'
muslim diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas. Sampai
saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli waris non-muslim hanya ada pada keputusan
MUI dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat. Seharusnya negara mengaturnya, seperti masalah pengaturan
Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim di Tunisia. Undang-undang hukum
keluarga Tunisia mensyahkan Wasiat Wajibah bagi dua pihak yang berbeda
agama.

Semenjak diberlakukan sistem peradilan satu atap, secara yuridis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

%3’Pada waktu itu Peradilan Agama berada di bawah jajaran Departemen Agama, sebelum
peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung dan sistem peradilan satu atap.
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka KHI tetap
dipertahankan berlakunya sebagai books of authority pada peradilan agama.

Menurut Abdul Gani Abdullah, KHI dalam hirarkhi perundang-undangan
di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 dan secara organik ditindak-lanjuti Keputusan Menteri Agama
Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang
dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah
memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument
lain dalam ta;ca hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di
Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif
Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu
instrument hukum dalam tata hukum yang dominan.**¢

Adapun menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang
diatur dalam KHI dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam®’,
maka muatan hukum materiilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan
Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara

langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1)

33Moh, Mahfud MD dkk (ed), Op Cit, him. 62.
$7UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49. Lebih lanjut lihat pada UU.
No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan

pemerintah Nega.ra”3 8,

Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI,
dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukum dalam bentuk
inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarkhi peraturan
perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut
ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan,
sebab bukan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hanya
menunjukkan bahwa KHI itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan
sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia
yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan®*’.

Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku IIT KHI, yang
sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan,
maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber
hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari éumber-sumber
tersebut di atas. Dan apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku III KHI itu
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis,

_ 3%1smail Suny, “Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum
di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, Nomor 4 Tahun II/1991, hlm. 3.
339 Amrullah dkk, Op Cit, hlm. 152 — 153.
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sebab muatan pasal-pasalnya memang merupakan hukum baru (penemuan
hukum) yang belum memiliki bentuk hukum sebelumnya yang mengikat seperti
undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali
dan ditemukan sebagai huicum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan
menitik beratkan pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia
dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang
kewarisan Islam.

Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur
dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama
dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori maslahah yang
memberi penégasan bahwé hukum Isiam disyari’atkan untuk mewujudkan daﬁ
memelihara maslahat umat manusia. Jadi jelas bahwa yang fundamental dari
bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal
atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijtihadi baik didukung dengan nas ataupun
tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam
terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran ijtihadi
yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang
membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan adalah fasid, dan umat Islam
secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk menolak dan
mencegahnya.

KHI telah menunjukkan adanya law and rule dalam prakteknya di
Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung

utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.
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Dalam hal ini Ismail Suny>* berpendapat‘bahwa kedudukan KHI dapat digunakan
sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan
Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam
memeriksa dan memutuskan setiap perkata yang menjadi kewenangan peradilan
agama di Indonesia. |

~Sedangkan menurut teori Al-Maududi tentang kedaulatan Tuhan, maka
penemuan hukum Wasiat Wajibah ini tidak dapat dilepaskan dari dasar
penerimaan Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa itu hendaknya memberi acuan
dalam pelaksanaan hukum, sebab Al-Maududi mengakui adanya kewenangan
manusia untuk melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada nas
atau perl;edaan dalam menafsirkan nas mengenai pelaksanaan hukum fersebut,
seperti mengenai j)elaksanaan hukum wasiat, termasuk pelaksanaan hukum
Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-mnuslim.

Kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI apabila didasarkan pada
uraian tersebut di atas, maka KHI itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup
sebagai kitab hukum (rechtboek), namun secara politik hukum berbeda dengan
hukum tak tertulis yang lain meskipun dalam kategori hukum yang hidup, sebab
inpres itu berlaku efektif di Pengadilan Agama, baik mengenai hukum
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibbah. Sehingga KHI itu menurut
perundang-undangan berada pada lingkup makna organik UUD 1945 pasal 4 ayat
(1) yakni merupakan bentuk konvensi produk ﬁadisi konstitusional dalam

rangkaian penyelenggaraan Negara. Tetapi KHI akan lebih memiliki kedudukan

3%%Ismail Suny, Op Cit, him 3.
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yang kuat sebagai undang-undang hukum materiil sebagaimana hukum pidana,
hukum perdata, dan lain sebagainya, apabila ditingkatkan sejajar dengan undang-
undang, atau setidak-tidaknya berada pada posisi tata urutan peraturan perundang-
undangan yang dapat mengikat hakim secara substansial. Pada akhirnya eksistensi
hukum materiil di lapangan hukum privat tidak terlalu bergantung pada pilihan
format pengundangannya, karena itu,' eksistensi hukum materiil tersebut
| bergantung kepada sejauh mana materi hukum tersebut dirujuk dan diterapkan
oleh hakim melalui putusannya.
2. Kedudukan ahli waris non muslim dalam sistem hukum Islam Indonesia
Untuk mengetahui kedudukan ahli waris non-muslim di Indonesia, perlu
juga dikefahui kedudﬁkan hukum wasiat Islam di Indonesia, baik masalah waris

atau wasiat adalah bagian dari kewenangan Peradilan-Agama.3 41

Posisi ahli waris apabila dilihat dari sudut ilmu hukum Islam adalah
bersifat pasti, berbeda dengan posisi ahli waris non-muslim. Hukum Islam
memandangnya bahwa non-muslim dikeluarkan dari posisinya sebagai ahli waris,
hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Usamah Ibn Zaid, Nabi bersabda yang
berbunyi: >* aluall A< ¥ g AN alusdl &y (Tidak mewarisi orang muslim dengan
orang kafir, dan juga tidak mewarisi orang kafir dengan orang Islam). Para ulama
sepakat bahwa keluarga dekat (sekalipun anak kandung) yang non-muslim bukan
ahli waris. Namun dalam kasus tersebut hukum Islam menyediakan instrument

hukum yakni wasiat sebagai solusi ijtihadiyah, dengan alasan bahwa harta

**!Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

**?Hadits Nabi riwayat dari Usamah ibn Zaid. Periksa: Abu Daud, Sunan Abi Daud, Jilid
2, hlm. 140. Dan periksa: Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hadits no. 6267.



167

peninggalan yang bersifat tetap dan pasti adalah sebesar 2/3, sedangkan yang 1/3
sebagai batasan maksimal wasiat inilah yang bersifat elastis dan dinamis, sehingga
memungkinkan lahirnya peluang ijtihad. Adapun dalam hukum perdata maupun
hukum adat mengatur semua ahli waris itu mempunyai hak untuk mewarisi

dengan tidak membedakan apakah ahli waris itu muslim atau non muslim.

Ahli waris non-muslim dalam hukum Islam berkedudukan di luar ahli
waris yang berhak menerima warisan, sebab perbedaan agama menjadi
penghalang menerima warisan, karena itu, wasiat kepada ahli waris non-muslim
adalah sah, sebab perbedaan agama tidak menjadi penghalang sahnya wasiat, hal
ini sesuai dengan prinsip persamaan, keadilan, dan keselarasan antara agama
dengan dunia dalam masalah hukum®®, dan juga didasarkan pada penafsiran
fugaha terhadap Surat Al-Baqarah (2): 180 yang berlaku untuk ibu-bapak dan
karib kerabat, yakni ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan, yang
sifatnya adalah umum, baik muslim atau non-muslim. Oleh karena itu sangat
menarik pandangan Mustafa Salabi, sebagaimana dikutip Ahmad Rafiq, yaitu:

“Kehadiran wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai
penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang
tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Pada hal ia telah
cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh
pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan

adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat
diatasi”*

*3Ulama hanafiah memandang wasiat kepada non-muslim adalah sah, dan para fuqaha
sepakah wasiatnya non-muslim adalah boleh, hal termasuk kebolehan berwasiat kepada “ghair
muslim ahl al-dzimmah”. Baca Wahbah al-Zuhaili, Op, Cit., Jilid 10, hlm. 7494-7496.

3% Ahmad Rafiq, Op Cit, him. 448.
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Ulama ahli tafsir, hadits, dan fikih sepakat bahwa perbedaan agama ahli
waris dan pewaris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan, dan
tidak demikian dalam hal wasiat.

Teori-teori pada sub 1 bab iv tersebut di atas pada dasarnya sejalan
dengan kaidah: “Tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan
(dikaitkan) dengan maslahah’>* Maslahah adalah kebaikan dan rahmat, ahli
. waris non-muslim adalah sebuah realitas. Negara Indonesia merupakan negara
hukum yang berfaham nasionalisme, dan masalah ahli waris non-muslim apabila
dipandang dari hukum Islam secara tektual tidak akan miendapat bagian dari harta
peninggalan. Hal itu rasanya ada ketidak-adilan, dan agar ketidak-adilan itu dapat
diselsaikén, maka masalah tersebut terlebih dulu harus dilhat déri pendekatan:
Late g laga g 4ils pa 94 aSall (hukum itu mengikuti illatnya baik ada maupun
tidak adanya) 346 sehingga ahli waris non-muslim harus dicarikan solusinya, hal
itu akan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin.
Adapun penyelesaian yang sesuai menurut peneliti adalah bedasarkan Wasiat
Wajibah. Sebagaimana pendekatan magqasid syari’ah sebagai metode yang
pernah ditunjukkan oleh Umar bin Khttab, dimana pandangannya tampil beda
dengan para sahabat sezamannya. Umar sangat praktis, realistik, fleksibel dan

humanis dalam menyelesikan masalah-masalah hukum .3’

M Asymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fikih (Qawa’idul Fikihiyyah), (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: Aaleaally ks gia 430 J}f o aleYl Ca yuci

3%Ibn Hazm al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqi’in an Rab al-Alamien, Juz 4, him. 414.

*7yudian Wahyudi, Maqgashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum

Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Published by Pesantren Nawesea< 2007),
hlm. 8.
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Penyelesaian ahli waris non-muslim harus tunduk dan sesuai hak-hak
yang berhubungan dengan harfa peninggalan, tahapan pelaksanaannya dimulai
dari pengurangan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang simati, pelaksanaan
wasiat, baru tahapan berikutnya adalah pembagian waris. Sistem pembagiannya
bersifat ketat dan dinamis. Ketat dalam pembagian wal'is yakni harus sesuai
dengan ketentuan faraid, dan dinamis dalam masalah wasiat, namun wasiat harus
tunduk pada pembatasan 1/3 dari harta peninggalan, karena itu wasiat dapat
masuk pada wilayah ijtihadiyah.

Dalam kontek hukum Indonesia, ketentuan non-muslim sebagai
penghalang menerima warisan tersebut tidak dimunculkan dalam KHI, sepertinya
kasus itﬁ didiamkan, jika dalam hmb-ﬁmb fikih perbedaan agama sebagai
penghalang itu masuk ke dalam pembahasan mawani’ al-irs. Namun sebaliknya,
dalam KHI mengatur bahwa seseorang terhalang menerima warisan itu
berdasarkan pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa: seseorang terhalang menjadi
ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewatis;

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman

5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non-muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI,

jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, sebab selama 20 tahun tidak ada
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ralat. Adanya keinginan secara sistematis pihak tertentu untuk mempertahankan
rumusan tersebut, hal ini sangat berpengaruh sebagai argument yuridis dalam’
proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama. Memperhatikan bunyi pasal
173 KHI di atas, berarti bahwa perbedaan agama tidak termasuk pada kelompok
penghalang menerima warisan, maka logika hukumnya sama dengan hukum yang
diatur dalam hukum adat dan hukum perdata (BW). Jika perbedaan agama bukan
merupakan penghalang menerima warisan, maka logikanya harus disesuaikan
dengan hukum adat, yang berarti menerima teori receptie Snouck Hurgronje dan
Van Vollenhoven, karena sistem hukum kewarisan adat dan hukum perdata (BW)
tidak mengenal perbedaan agama. Hal ini sangat berbeda dan bertentangan dengan
hukum- ISlam, dan juga dalam Vmasalah ini seharusnya mempertimbaﬁgkah
pandangan Sayuti Thalib mengenai teori receptie a contrario yang menolak
bahwa hukum Islam ditundukkan kepada hukum adat.

Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat mengenai kapan hukum
itu yang lahir lebih dulu di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari pendapat
sejumlah pakar hukum. Pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan secara
ilmiah adalah pandangan LWC. Van Den Berg dalam teorinya receptie in
complexu, ketika teori tersebut muncul hukum adat belum lahir. Sebab istilah
hukum adat lahir setelah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven
memperkenalkan teori receptie untuk menyanggah teori sebelumnya, yang mereka
anggap bahwa teori van Den Berg itu sangat berbahaya bagi kepentingan kolonial
Hindia Belanda di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum

yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, hukum yang berlaku universal
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dan sesuai dengan situasi dan tempat di manapun, meskipun ada sedikit perbedaan
cara memahami di kalangan ulama, namun tidak mengurangi ketaatan umat Islam
kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya tersebut.

Oleh karena itu, hukum wasiat pada dasarnya sangat dianjurkan apabila
ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan
karena adanya penghalang kewarisan. Mengenai hal tersebut perhatikan di Mesir
sebagai contoh®®®, apabila seseorang meninggal dunia, sedang ia mempunyai
haita, dan ‘di antara ahli warisnya ada yang terhalang menerima warisan, seperti
cucu yang terhijab oleh anak laki-laki, maka cucu tersebut mendapat bagian
berdasarkan Wasiat Wajibah, meskipun wasiat itu belum diucapkan atau dibuat
oleh orang yang ﬁlemnggal tersebut. Karena itu, dalam contoh lain apabila
seseorang memberikan wasiat kepada salah seorang ahli warisnya adalah non-
muslim, kemudian setelah pewasiat meninggal, para ahli warisnya tidak bersedia
melaksanakan isi wasiat tersebut, dengan alasan berdasarkan ketentuan hukum
Islam, ia sebagai non-muslim, maka pihak penerima wasiat dapat mengajukan
perkaranya ke Pengadilan Agama, meski yang bersangkutan posisinya sebagai
non-muslim, karena pewasiat beragama Islam, maka kompetensinya adalah
menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Masalah kewarisan dalam hukum adat di Indonesia merupakan fakta
hukum, dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Sistem Patrileneal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan

. pada pihak nenek moyang laki-laki, sehingga kedudukan dan pengaruh pihak

¥Fatchur Rahman, Op.Cit., hlm. 64.
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laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti pada masyarakat Batak,
yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang
telah menikah dengan cara “kawin jujur” akan masuk dan menjadi anggota
keluarga pihak suami, dan akan kehilangan statusnya sebagai ahli waris orang
tuanya yang meninggal dunia; |

b. Sistem Matrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan
pada pihak nenek moyang perempuan, sehingga dalam sistem kekeluargaan
ini pihak laki-laki tidak menjadi i)ewaris untuk anak-anaknya, sebab anak-
anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, maka anak-anak itu menjadi ahli
waris dari garis perempuan atau garis ibu, sedangkan ayahnya masih
meruﬁakan anggota keluarga sendiri, seperti yé.ng terjadi pada maéyarakat
Minangkabau;

c. Sistem Parental atau Bilateral, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis
keturunan dari dua sisi, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam
sistem kekeluargaan ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam
hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan
merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya>*.

Dengan adanya fakta hukum di atas, akan menjadi sebuah kesulitan
apabila negara akan membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan hukum
kewarisan Islam, namun sebenarnya fakta itu dapat menjadi ide mengenai
lahirmya solusi hukum, yaitu dengan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang tidak

mendapat bagian warisan.

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW, Cet.
2, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), him. 41-42.



173

3. Penyelesaian ahli waris non-muslim di Indonesia

Agama Islam merupakan agama yang telah sempurna dari mata rantai
agama Allah sebelumnya, yang memiliki daya penyempurna, daya pelengkap
yang senantiasa memberikan solusi, dan perlindungan setiap orang dalam segala
aspek kehidupan, baik perorangan maupun kelompok. Penetapan hukum Islam
bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah senantiasa mengkaitkan dengan
segi-segi kemaslahatan dan kemanfaatan. Kemaslahatan dan kemanfaatan itu
adalah faktor hukum, yang dalam hukum Islam disebut illat hukum, yang dalam
penerapan hukumnya itu sejauh sebagai usaha untuk menghindari kemudaratan,
apakah illat hukumnya muassirah, mula’imah, qaribah, atau mursalah®?®, illat
hukum dan segi keadaan pewasiat adalah banyaknya kepemilikan harta, sebab
dalam harta itu terdapat hak orang lain. Juga dari segi keadaan penerima wasiat
yaitu apakah termasuk fakir miskin atau orang yang tidak berhak menerima
warisan, seperti ahli waris non-muslim, maka illat hukum semacam itu dapat
dikategorikan sebagai illat garibah dan juga dapat dikategorikan sebagai illat

mursalah, sebab illat hukum itu dapat diketahui dengan analisis al-magasid al-

3% 1lat hukum adalah faktor-faktor yang dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung
atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Terdapat macam-macam illat hukum (faktor hukum)
yaitu; Pertama, illat muassirah attinya illatnya jelas diperoleh dari nas atau ijma’ dan pengaruhnya
membekas dalam ketentuan hukum. Kedua, illat mula’imah artinya illat yang diperoleh dari nas
tetapi secara tersirat karena pengaruhnya tidak jelas membekas dalam ketentuan hukum, seperti
tidak wajib mengqadla’ shalat bagi wanita yang datang bulan, jadi illah yang tersirat itu adalah
“memberatkan”. Ketiga, illat garibah artinya illat yang diperoleh dari nas tetapi pengaruhnya
tidak jelas membekas dalam hukum dan tidak diketahui sejalan atau tidaknya illat itu dalam
hukum tetapi dipandang sesuai dengan hukum, seperti tidak berhak menerima wasiat bagi
pembunuh pewasiat. Dan Keempat, illat mursalah arttinya illat yang tidak terdapat pendukungnya
dalam nas, tetapi dapat diketahui darj jiwa dan semangat ajaran Islam pada umumnya, seperti
beberapa contoh ijtihad Khalifat Umar ibn Khattab. Baca: Amir Muv’allim dan Yusdani, Jjtihad
Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 113-118.
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syari’ah, namun yang pasti semuanya bermuara kepada tujuan hukum Islam yaitu
kemaslahatan manusia.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim menyatakan bahwa: “Sesungguhnya syari’at
itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba (manusia) baik

dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akherat™>!,

Pada dasarnya Allah sangat menghargai hambanya yang berbuat kebajikan
sebagai amal saleh, baik yang bersifat ibadah khusus ataupun yang bersifat ibadéh
muamalah, berlaku adil, tolong menolong, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan
ajaran Al-Qur’an Surat an-Nahl (16): 90 yang berbunyi:**?

Al Ky plaadl 0o 0 Y o s clualll]y Juady b Al o
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, member bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, Dia member pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

dan Surat Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:**’
e O Rs pBA JB 155365 Wy (5800 Tt 18 1 5E...
Artinya: ... dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...
"Ayat di atas, mengajarkan sikap, perbuatan, dan pandangan hidup masyarakat
muslim adalah agar berbuat adil, berbuat kebajikan dan menyuburkan nilai-nilai

kemanusiaan, termasuk kepada karib-kerabat dan kepada sesama manusia.

31TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, him. 178. Pernyataan Ibnu Qayyim itu berbunyi:
Saalfy Gilaall o Saedl pellica g aSadt o Lpualuad g aliza dng 381 ol

352QS. An-Nahl (16): 90.
353QS. Al-Maidah (5): 2.
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Secara normatif, wasiat dalam hukum Islam merupakan hal yang sudah
mempunyai legalitas berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnéh, namun
pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara fakta dan
kenyataan belum menja&i budaya - hukum masyarakat Indonesia meskipun
memiliki harta. Kalau di Mesir, Tunisia, Suriah, dan Maroko dikenal dengan
istilah lembaga Wasiat Wajibah sebagai undang-undang negara yang secara
unifikasi menjadi hukum publik***. Di Indonesia dalam dekade tahun 1991,
hukum wasiat telah dibukukan dalam KHI dengan bentuk hukum Inpres No. 1
Tahun 1991, yang legalitasnya masih merupakan norma hukum yang bersifat
individual konkrit, belum bersifat sebagai hukum publik, yang mengikat kepada
seluru-h warga negaranya. |

Secara kodrati, Allah menentukan adanya tingkafan nasib dan kekayaan
hambanya itu berbeda-beda, ada yang berkecukupan, ada pula yang kekurangan.
Karena itu, salah satu ajaran Islam adalah mengajarkan tolong menolong untuk
saling mengisi peluang atau celah yang ada di antara orang yang kaya dan orang
yang miskin, antara sesamanya baik itu menyangkut karib kerabat ataupun
sesamanya.

Menurut pandangan Islam, harta itu dinilai tidak saja bersifat pribadi atau
bersifat mutlak bagi manusia melainkan juga bersifat kemasyarakatan, artinya
bahwa harta itu, di samping hak perorangan sebagai amanat melainkan juga hak
fakir miskin, sebab hak mutlak hanya ada pada Allah semata. Dan Islam

menetapkan bahwa dalam semua bidang kehidupan baik rohani, sosial budaya,

$4Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (India: Indian Law
Institute, 1972), him. 115-164.
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ekonomi haruslah berimbang dalam lingkungan kehidupan masyarakat, Allah
berfirman dalam Surat Al-Ma’arij (70): 24-25 yang berbunyi: 333

(25) a.soaly Jiludl (24) pslica (35 agdisal (3 Cudlly
artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak (bagian) yang ditentukan

(diketahui), bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”

Kembali kepada masalah illat hukum dalam pelaksanaan wasiat, yaitu
suatu sifat yang terdapat pada pokok masalah yang menjadi dasar untuk
menetapkan hukum, karena diketahuinya illat hukum suatu masalah itu sebagai
pertimbangan hukum, akan dapat mendukung keberadaan masalah itu dan
memudahkan untuk menerapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai norma
hukum yang dihayati dan dilaksanakan.

Wasiat merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak,
maka niat dan hasrat yang tulus merupakan esensi dari pelaksanaan wasiat,
sedangkan Wasiat Wajibah juga merupakan peristiwa hukum dalam bentuk
perundang-undangan yang mengikat kepada pihak-pihak tertentu, seperti anak
angkat, ahli waris non-muslim. Semuanya berusaha mewujudkan tujuan hukum
Islam, yakni dengan memperhatikan adakah segi kemaslahatan dan kemanfaatan
bagi penerima wasiat. Dalam realitas hidup, tidak seorangpun yang menyangkal
bahwa masalah yang dihadapi manusia sejak dulu hingga sekarang adalah
masalah kemiskinan, kemelaratan, dan Kketidak-adilan. Dan masalah itu
merupakan masalah yang tidak kunjung selesai dibicarakan para ahli, sebab

sebagai contoh, dalam suatu keluarga ada yang nasib ekonominya tidak sebaik

3%3QS. Al-Ma’arij (70): 24-25.
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keluarga yang lain, atau dalam suatu keluarga ada yang tersingkir dari hak
mewarisi, seperti ahli waris non-muslim, atau faktor sistem kekeluargaan yang
menentukan dalam kepemilikan harta kekayaan dari kerabatnya itu tidak
menguntungkan, maka dalam hal ini menjadi kewajiban negara untuk
memperhatikan dan mengurusnya®*, yaitu dengan mencarikan jalan keluar yang
mencerminkan rasa keadilan. Di antara salah satu cara adalah dengan legislasi
hukum kewarisan dan Wasiat Wajibah, yakni dengan meningkatkan kedudukan
hukum KHI dari bentuk hukum Inpres No. 1 Tahun 1991 menjadi undang-
undang.

Illat hukum pelaksanaan wasiat yang lain adalah karena adanya faktor
keadaan benerima wasiat, seperti untuk memperbaiki sistem ekonomi ;atas dasar
kekerabatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, atau karena adanya faktor
normatif yang secara formal menghalangi menerima warisan, sehingga dapat
diupayakan dengan Wasiat Wajibah, dan termasuk adanya indikator faktor
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka negara
wajib untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera ruhani dan
jasmani. Oleh karena itu merupakan tindakan yang ma.ruf apabila pelaksanaan
wasiat kepada karib-kerabat yang sangat membutuhkan, terutama yang terhalang,
dan berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Pelembagaan hukum kewarisan dan wasiat di Indonesia terasa semakin

kokoh mulai tahun 1989, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

3%6perhatikan teori kedaulatan negara, bahwa dalam hal ini negaralah yang berkewajiban
membuat hukum, sebab hukum itu merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara dan
negara dianggap sebagai sumber hukum. Baca: Sochino, Op Cir, him. 154. Dan bandingkan
dengan: Marsilam Simanjuntak, Op Cir, him. 155.
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1989 tentang Peradilan Agama, kemudian ditindak-lanjuti dengan perubahan
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, artinya sejak
saat itu perkara yang berhubungan dengan kewarisan telah menjadi kompetensi |
absolut peradilan agama, tetapi hukum materiilnya adalah KHI, yang bentuk
hukumnya masih jauh dari peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk
hukum inpres, sebab secara teori, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
itu terikat kepada undang-undang, sehingga KHI hanya difungsikan sekedar
pedoman dan petunjuk hukum bagi hakim yang didampingkan dengan undang-
undang dalam memeriksa dan memutus setiap perkara di Pengadilan Agama.
Kompetensi absoiut mengenai perkara waris dan wasiat saat ini telah
kokoh berdasarkan undang-undang tersebut di atas, namun di sisi lain, rasa
keadilan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan semakin
terpenuhi, apabila legalitas hukum materiil yang telah dibukukan dalam KHI itu
ditingkatkan dari bentuk hukum Intruksi Presiden menjadi bentuk hukum yang
sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang,
atau peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Sebab “tindakan penguasa
terhadap rakyatnya harus dihubungkan (dikaitkan) dengan maslahah ">’ Dan juga
sejalan dengan kaidah hukum “Kedudukan penguasa (imam) terhadap rakyat
adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.>*® Sehingga apabila legalitas

hukum materiil kewarisan dan wasiat Islam itu memperoleh bentuk hukum yang

3TAsymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fikih (Qawa’idul Fikihiyyah), (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 60. Berbunyi: daliaallylagic die N e alo¥l iy
*%Ibid, him. 61, berbunyi: afill (e Ml A JiaS dpe I o JLal A 3i0
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lebih baik dalam tata urutan atau hirarkhi peraturan perundang-undangan, maka
hukum itu akan mempﬁnyai kekuatan mengikat dan daya paksa yang dapat
menghapus semua perbedaan, artinya “Keputusan penguasa (dalam bentuk
undang-undang) dalam masalah ijtihad (mempunyai kekuatan mengikat) yang

akan menghapus pe:rbedaan3 59

, termasuk penyelesaian bagian ahli waris non-
muslim dengan Wasiat Wajibah.

Karena itu, posisi hukum Wasiat Wajibah adalah sebagai upaya, sebagai
jalan keluar yang dibenarkan dalam syari’at Islam. Sebab bukan bermaksud untuk
mengambangkan atau mendangkalkan hukum kewarisan Islam melainkan justru
merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kewarisan
Islam yaﬁg éebenamya, yaitu untuk menampakkan keluwesan, kesejukan, dan
keramahan, serta kesempurnaan hukum Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Bukti konkrit akan ditunjukkan dalam sistem pembagian harta
peninggalan, antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, yang kadar
penerimaannya berbeda, ada yang mendapat seperdua, sepertiga, seperempat,
seperenam, seperdelapan, ada yang menerima seluruh sisa (asabah), apalagi ada
yang tidak memdapat bagian sama sekali karena sebab terhalang. Maka disinilah
fungsi dan peranan hukum wasiat dalam menghadapi fakta atau realitas para ahli
waris yang berbeda-beda latar belakang sosial ekonominya, yakni dapat ditempuh

dengan cara musyawarah dan persetujuan para ahli waris, hal ini tak lain seperti

pemilik harta berwasiat kepada ahli waris yang kaya agar merelakan sebagaian

3 Ibid, him. 70, berbunyi: A ad y NgEa¥) Jilua o Slall aSa
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bagiannya diberikan kepada ahli waris yang miskin, atau ahli waris yang terhalang
karena beda agama.

Secara normatif, tindakan tersebut di atas adalah dapat dibenarkan dalam
hukum Islam, karena pemberian wasiat kepada ahli waris yang miskin atau non-
muslim sebagai imbangan penerimaan harta peninggalan adalah alasan yang tepat
dan dapat dijadikan illat hukum, yaitu kemaslahatan, kemanfaatan, keadilan, dan
kekeluargaan sesama ahli waris. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara jiwa dan
ruh hukum Islam dalam mewujudkan gagasan yang kreatis dan inovatif dalam
memahami kontektualisasi hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban, keadilan,
dan persamaan yang didasari oleh maslahat, serta memperhatikan keadaan dan
1ingkungén yang mendukungnya adalah merﬁpakan dasar-dasar pengembangan
hukum Islam yang diperbolehkan oleh syara’. Dalam hal ini Khalifah Umar Tbn

al-Khattab pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ary berbunyi:>*°

B M gt G 2acls i ) a0l o3 la yilaly ) sal1 (pid g ola3¥1 5 £V ol

5 Lad Gy L
artinya: “Kenalilah segala hal-hal yang serupa dan kiaskanlah segala urusan
kepada imbangannya. Kemudian kiaskanlah segala urusan yang ada di sisimu dan

tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip kepada kebenaran
menurut pendapatmu”.

Pemberian wasiat kepada karib kerabat dan ahli waris yang terhalang lagi
miskin, seperti ahli waris non-muslim akan mendapat nilai-nilai ma’ruf dan
kemaslahatan. Hal ini tidak ada halangan dan sejalan dengan kaidah hukum:
“Hukum itu mengikuti maslahah yang kuat”.>* Wasiat atau Wasiat Wajibah itu

akan menjadi jalan keluar atau solusi dalam pelaksanaan pembegian harta

3TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, him. 434.
361 1bid, him, 463, yang berbunyi: 42l )l Aaliadll agy Sall
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peninggalan, dan akan lebih kuat kedudukannya dan lebih berperan dalam
kehidupan masyarakat muslim, apabila implementasinya telah menjadi hukum

yang mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Peranan Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif mengakomodasi Bagian Ahli
Waris Non-Muslim

Wasiat Wajibah merupakan penemuan hukum abad ke 20 sebagai solusi
substansial hukum Islam dalam memformulasikan keadilan. Sedang keadilan
adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum. Hal ini sejalan dengan konsep nilai dasar
hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfa:«)ftan.362 Keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum, karena itu,
akan sesuai dengan rasa keadilan apabila ahli waris non-muslim diberi bagian
dari harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah, dan sekaligus akan lebih
memenuhi kepastian hukum apabila dibentuk melalui proses legislasi atau melalui
proses yurisprudensi hakim pengadilan. Dengan demikian nilai kemanfaatannya
bagi bangsa Indonesia akan lebih dirasakan sebagai wujud hukum yang rahmatan
lil “alamin.

Hal di atas sejalan juga dengan teori keadilan Aristoteles, apabila
diimplementasikan berdasarkan konsep keadilan distributif yang menghendaki
bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, maka ahli waris non-
muslim akan mendapat bagian dari harta peninggalan berdasarkan Wasiat

Wajibah, dan demikian pula secara keadilan komutatif yang menghendaki bahwa

382Suteki, Op. Cit., him. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, Op. Cit., him. 80. Dan juga
Theo Huijbers, Op. Cit., hlm. 163.
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setiap orang, termasuk ahli waris non-muslim akan mendapatkan hak yang
sama.’®

Sedangkan Majid Khadduri membagi keadilan menjadi dua, yaitu: (1)
keadilan substansi yakni keadilan yang melekat pada isi hukum yang dibuat dan
sebagai sumber untuk kemaslahatan, sebab hukum dibuat untuk tujuan kebaikan
dan menghilangkan keburukan (mendatangkan maslahat dan menghilangkan
mudharat); dan (2) keadilan prosedural yakni keadilan yang didasarkan pada
aspek eksternal hukum, atau di luar aturan hukum atau yang disebut keadilan
formal, dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan.’®* Ahli waris
non-muslim diberi berdasarkan Wasiat Wajibah menurut keadilan substansi,
apakah f)utusan hakim berdasarkan Wasiat Wajibah itu melalui instrument
undang-undang atau instrument yurisprudensi tetap merupakan sumber
kemaslahatan, sebab hukum dibentuk untuk tujuan kebaikan dan menghilangkan
keburukan. Bentuk hukum tersebut akan dapat memenuhi kriteria hukum formal,
yang dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan.

Adapun teori keadilan sosial John Rawls menyatakan sebagai the
difference principle dan principle of fair equality of opportunity,’® bahwa
perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling
besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, pemberian
Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim itu merupakan bentuk pengaturan
karena adanya perbedaan sosial, agama dan ekonomi, sehingga bagi mereka yang

kurang beruntung akan memperoleh manfaat dari pengaturan tersebut yaitu

3Esmi Warassih, Op. Cit.,, hlm, 24.
3Majid Khadduri, Op. Cit., hlm. 135-150.
3%5Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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melalui undang-undang atau yurisprudensi. Hal ini sejalan juga dengan teori
utilitarianisme Hume, Bentham, dan Mil*%®, Namun John Rawls menegaskén
bahwa dalam penegakaan keadilan harus memperhatikan dua prinsip, yaitu: (1)
memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-
luasnya seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; (2) mampu mengatur
kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi
keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal
dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung.

Beberapa pandangan tersebut, ternyata sejalan juga dengan teori keadilan
sosial hukum Islam, yang dalam filsafat hukum Islam disebut maqasid al-tasyri’
atau maqﬁsid al-syari’ah yang menegaskaﬁ bahwa hukum Islam disyaﬁ’atkan
untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia.’®’ baik di dunia
maupun di akherat. Karena itu, yang membedakan dengan teori-teori di atas,
bahwa kemaslahatan karena adanya pengaturan dalam pemberian Wasiat Wajibah
kepada ahli waris non-muslim baik dalam bentuk undang-undang atau
yurisprudensi itu akan dapat dicapai untuk kepentingan di dunia bagi manusia
tanpa kecuali, tetapi kemaslahatan itu akan didapat untuk kepentingan dunia-
akherat bagi orang-orang yang beriman.

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang
bersumber kepada Al-Qur’an Surat Al-Bagarah (2): 180. Sasaran ayat wasiat ini

ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat. Karena itu, perlu direspon sebagai

%% Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, /lmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), him. 100-106.

%"Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Op. Cit,, hlm. 12. Dan Masdar F. Mas’udi, Op.
Cit.,, hlm. 97.
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dasar pengembangan hukum wasiat Islam di Indonesia, sebab terminologi yang
dipergunakan Al-Qur’an itu bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang
tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau orang lain
seperti; orang tua angkat, anak angkat, atau mencakup batasan yang lebih luas
secara konstektual dalam menampung perkembangan hukum pada masa-masa
yang akan datang.

Namun perlu dicatat bahwa Wasiat Wajibah dalam fikih Islam umumnya
lebih didasarkan kepada pemikiran akal (ijtihad) yang sejalan dengan teori-teori
yang telah dikemukan di atas. Di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa
keadilan kepada orang-orang dekat dengan pewaris, yang secara syar’i tidak
memperoléh bagian dari jalur féraid. Namun di sisi lain, keempat imam mazhéb
tidak membolehkannya jika hal itu akan memberikan madarat bagi ahli waris,
kecuali dengan syarat jika pewaris meninggalkan harta yang banyak, demikian
ulama tafsir telah menafsirkan kata “in taraka khairan” dalam Surat Al Bagarah
(2): 180.3%® Hal ini juga sejalan dengan potongan Surat An-Nisa’ (4): 11 yang

(11

artinya: “... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu...”.>®
Potongan ayat ini memberikan isyarat secara umum mengenai apakah ada di

antara ahli waris yang tidak memperoleh bagian warisan, dan juga mengandung

33Tidzk dinamakan harta itu khairan jika tidak harta yang banyak. Keterangan ini
dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari ‘Aisyah ra: “Seorang laki-
laki menghadap ‘Aisyah dengan menyatakan: ‘Saya hendak berwasiat’, kata ‘Aisyah: “Berapa
banyak harta kamu?, <3000 (tiga ribu) dirham”, jawabnya, “Berapa orang anakmu”, Tanya
‘Aisyah, “4 (empat) orang”, ‘Aisyah mengatakan: “Allah berfirman: ‘in taraka khairan’, hartamu
itu sedikit, tinggalkanlah untuk anakmu, itulah yang lebih baik”. Perhatikan lebih lanjut: Ahmad
Yusuf Sulaiman, A/-I’jaz al-Tasyri’iy li-Nizam al-Miras fi Al-Qur’'an al-Karim wa Asarihi al-
Igtisady wa al-Ijtima’iy, (Kairo: Dar al-‘Ulum, Jami’ah al-Qahirah, tt), him. 10.

39QS. an-Nisa’ (4): 11 berbunyi: ... W 653 &3 w40l 0506 0 4530 o536 ..
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maksud kemungkinan lahirnya peluang ijtihadi mengenai penyelesaian kasus
bagian waris yang berhubungan dengan ibu-bapak dan karib kerabat.

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta
benda yang diwasiatkan orang yang berwasiat dan penerima wasiat. Hal ini

berdasarkan Al_Qur’an Surat Al-Maidah (5): 106 yang berbunyi: >’

of ki J3 1753 ) Lagll Ca gl 8IS Tyidan 13) Akl Salgia ol il gl
S5i s gl Al RELATE (20 (A W G ) a2 e AT
Gl 131 )l B3 A5 ) 3 5 06 o W w25 0y o) Ay oud alal

=

iUl
artinya: “Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah
seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang
dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dua orang yang
berlainan agama dengan kamu), kalau kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu
bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah salat ‘asar dan suruhlah
mereka bersumpah, demi Allah jika kamu ragu. Kami tidak mencari keuntungan
meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian

Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang
berbuat dosa®’".

Ayat ini memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan
memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan
kesaksiannya, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh
mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan
adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.
Dalam masalah' kebolehan wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat
non muslim. Apabila dianalisis berdasarkan teori Aristoteles tentang keadilan,
maka yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian

kesamaan. Dalam hal ini dia membuat pembedaan penting antara kesamaan

3QS. Al-Maidah (5): 106.
#7144 Zaini Dahlan, Op Cit, him. 219.
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numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap
manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang
menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia
membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.
Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata
dan pidana. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan
barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Artinya
distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di
kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai
dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.’? Sedangkan keadilan
korektif berfokus pada pembétulan sesuétu yang salah. Bagaimanabun,
ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan
atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan
tersebut. Karena itu akan nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah
peradilan sebagai contoh masalah bagian ahli waris nono-muslim, sedangkan
keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.>”

Adapun menurut teori keadilan sosial John Rawls, inti teorinya bahwa
perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang
paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka inilah yang harus
diberi perlindungan khusus sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme
sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Mereka itu adalah ahli

waris yang tidak mendapat bagian waris seperti ahli waris non-muslim. Hal ini

321bid, .hlm. 25.
B 1bid
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baginya merupakan program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan
yang harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan
yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan
sosial ekonomi‘ yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari

" Dengan memperjuangkan dua

kelompok beruntung maupun tidak beruntung.
hal penting: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi
ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi
sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus
memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan—kebijakan
untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Adapun menurut teori kcadilan social hukum Islam, yang dalam filasafat
hukum Islam disebut maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syari’ah yang
menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan
memelihara maslahat umat manusia. Artinya bagaimana membentuk dan

melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam

arti Iuas, hal ini sesuai kaidah: "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum

*MJohn Rawls, 4 Theory of Justice, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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Allah."*” Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas’udi sama dengan teori
keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.*’®

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan
pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau- dalam
ungkapan yang lebih operasionai- "keadilan sosial". Tawaran ijtihadi yang dapat
menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan adalah sah, dan umat Islam terikat
untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihadi yang
secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang
membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan adalah fasid, dan umat Islam
secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.’”’

Namun ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana puﬁ, harus
menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin
menjadi anarki. Akan tetapi patokan legal-formal dan tekstual hanyalah
merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam
kehidupan nyata. Sedangkan kedudukan hukum dalam teks Al-Quran atau As-
Sunnah adalah sebagai material hukum yang pada akhirnya juga dengan logika
maslahat, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan, masih harus dibawa
untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita
berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi
sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal

memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas

*PMuhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), him.12.

%%Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal
limu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

" Ibid, hlm.97.
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pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh
hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "maslahat dan sekaligus norma
hukum yang bersumber padanya" pada ijma’ lembaga syura, atau keputusan
lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada
kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga syura,
parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa.
Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang
sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka
berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata
kesepakafan umat, di mana raityat- secara la.ngsung atau melalui wakilnya- dapat
mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut
mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.>’® Penegakan keadilan
adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan
tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan
ditegakkan.

Wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan
menurut Ketentuan hukum waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan
sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan®”.

Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Surat An-

*%1bid. hlm. 98.

*Berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh
berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersbda wasiatkanlah
sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, Op Cit, Jilid 6,
him.148.
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Nisa’ (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa’ (4): 12, yaitu dengan ungkapan
yang maksudnya “sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya”.

Ketentuan kewajiban berwasiat ini apabila dihadapkan dengan turunnya
ayat kewarisan ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
fugaha’ dalam memahami kandungan ayat mengenai apakah hukum wasiat itu
wajib atau sunnah?, ataukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan
dengan ketentuan waris?. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Imam mazhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada Surat Al-
Bagarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa’ (4): 11 dan
12, sebab penghapusan.itu telah ditengarai dengan hadits Nabi riwayat dari
Ashab- al-Magazi, Nabi bersabda yang artinya “tidék ada- wasiat bagi ahli
waris %, Sehingga berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak
menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib, dengan alasan: Pertama,
Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat, Kedua, tindakan
kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih hidup, Ketiga, tidak
ada seorangpun di antara mereka yang menentangnya. Sekiranya wasiat itu
hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang keengganan mereka
berwasiat>?!.

b. Daud az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu

Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang

%Hadits riwayat dari Asahab al-Maghazi, Nabi bersabda: ¢l sl 4xas ¥ , Tonu Abi
Syaibah, Musanif Ibn Abi Syaibah, Juz 7, hlm. 281, perhatikan juga: Imam al Baihaqy, As-Sunan
al-Kubra li al-Baihaqy, Juz 6, him. 264.\ Perhatikan bunyi yang lain:

Euf gl Ay M dda 32 53 JS Jhel &1 ) juga dalam Ibn Abi Syaibah, Ibid

¥lFatchurrahman, ‘Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah’, dalam: UNISI4,

(Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979), him. 6.
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menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi
wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris
hukumnya wajib*®2, Mereka berpegang kepada bunyi Surat Al-Bagarah (2):
180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nas hadis itu menghapuskan nas Al-
Qur’an yang kedudukannya lebih tinggi. Lagi pula pernyataan hadis tidak ada
wasiat bagi ahli waris, yang dimaksud adalah ahli waris yang bagiannya telah
cukup jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga tidak mencakup ahli
waris yang tidak berhak mewarisi.

. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi
setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di
samping la beralasan pada Surat Al-Baqarah (2): 180, juga bedasarkan Surat
An-Nisa’ (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk
memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan
dalam nas tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa
pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran
hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu
hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang
harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan
bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat
dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah
itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah dan tidak menunjukkan

perbedaan status hukumnya..

321pid, hlm. 56.
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Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas,
justru akan mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam
berikutnya mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukum
Islam ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-
Isfahani yang didukung oleh Fahrur Razi® 8 yang menyatakan bahwa mereka tidak
sependapat dengan teori nasakh (pembatalan), karena itu hukum wasiat bersifat
muhkam. Dalam teori ini Asy-Syihristani’®* mengomentari bahwa pembatalan
bukanlah inovasi hukum yang berkesinambungan yang berkulminasi pada ajaran
Islam yang universal, jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak melainkan pada
kontek apa hukum itu dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada
halahgan untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat
suruhannya dan mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun

dengan ayat-ayat kewarisan.

Kewajiban wasiat itu diatur dalam surat al-Baqarah (2): 180 yang
sasarannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat, apabila dicermati ternyata akan
muncul permasalahan yaitu dalam hal mana wasiat itu masih diperlukan lagi
setelah Al-Qur’an mengatur pembagian harta warisan? Dalam ayat tersebut hanya
dijumpai suatu syarat “in taraka ... bi al-ma’ruf”’, maka manakah yang lebih
ma’ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur’an secara umum?. Jadi wasiat ini
merupakan celah munculnya pemikiran dan pengembangan hukum Islam, yaitu

merupakan jembatan untuk memberikan porsi hukum yang bersifat alternatif

38 Eahrur Razi, A¢-Tafsir al-Kabir, Juz 1, (Kairo: 1307 H), hlm. 446,
38 Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 1405 H/1984 M),
him. 63 - 70.
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mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum pelaksanaan pembagian harta
warisan>®’. Misalnya, jika ada di antara mereka itu menderita sakit lumpuh
berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan, atau untuk seorang anak
yang memiliki bakat dalam suatu cabang ilmu tertentu sehingga membutuhkan
biaya ekstra untuk pendidikannya, atau untuk seorang saudara yang sangat
tertekan hidupnya di luar kemampuannya apabila dibandingkan dengan saudara-
saudara yang lain, atau untuk anak angkat, anak asuh, orang tua angkat, ahli waris
non-muslim, dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa tersebut ukuran
ma’ruf itu jangkauannya terbatas kepada keadaan istimewa yang berkembang
dalam memahami sub sistem karib kerabat di tengah-tengah masyarakat
lingkungan hukum itu berlaku. |

Hadis Nabi yang diriwayatkan Dar al-Qutni dari Abi Darda’ telah
menetralisasi berlakunya hukum wasiat**¢, dengan berupaya untuk menghilangkan
kesan seakan-akan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wasiat itu telah
dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fungsionalisasi wasiat itu
kehilangan relevansinya, karena hadis di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif
kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum

Islam di dalamnya tetap tampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan

 *Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tinta

Mas, 1981), him. 57. . )
3% Nabi bersabda: iﬂgﬁuﬂﬂ q’ 8343 rh&J dg ;“55‘:5:“ &y f‘s;h el Al Z'J!, lihat:

Ash-Shon’ani, Subul al-Salam, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy-
Syaukani, Nayl al-Authar, Juz 6, (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1973), him. 148. Periksa: Thabrani,
Al-Mu’jam al-Kabir Ii ath-Thqbaram‘, Juz 14, le. 452, yang berbun).'i‘:. e ,
AT (b 5K 381 ) o B 535 Aoy S Il el ple (558 3y 5 Al 3,
Sayid Sabiq, Op Cit, him. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, Op Cit, hlm. 57.
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dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau
bisa sunnah.

Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan
dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah
ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial
masyarakat tertentu belumlah cukup, sehingga disandingkan dengan wasiat, yang
merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara
penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena
adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang meninggal®®’, yakni
untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar
pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengaﬁ ketentuan wasiat sepersepuluh,
seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat.

Lebih lanjut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa kaum muslimin itu adalah
karib kerabat, sebab antara seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur
bangunan yang berkelindan sebagai ummah wahidah yang tidak lepas dari tatanan
nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga
kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial
secara individu yang ditetapkan bedasarkan prinsip ma’ruf yang berkaitan dengan
tanggung jawab individu terhadap masyarakat’®®. Ketentuan batas wasiat itu
berdasarkan hadis riwayat an-Nasai dan Ahmad yang berbunyi: 389 |

P pal sl F Cuagl o JUE G sa Ul plug e i) (s ) J g (ke
b sl JB ( F dalgl g iladyy 3 QU ¢ ) Jasen (B AL ey ; il (( § 0%y

3¥7Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 85.
388 Ibid, him. 80.
389 Asy-Syaukani, Op Ciz, Jilid 6, hlm.148.
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A8 By e
Artinya: “Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya
bertanya: “apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau
bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau
bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab:
“mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang
sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-
ulang (“semua™), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena
sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar”.

Nabi melarang berwasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan
berwasiat sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhimya Nabi menetapkan batas
maksimal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Dalam hadis
lain telah memberikan penegasan yang senada dengan hadis di atas, yaitu hadis
riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad ibn Abi Waqqas yang menceriterakan
bahwa pada waktu haji wada’ Nabi mengunjungi aku ketika dalam keadaan sakit
keras, dan aku bermaksud mensedekahkan dua pertiga hartaku, karena aku hanya
mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi melarangnya, demikian
seterusnya, lalu Beliau bersabda yang maksudnya maksimal sepertiga harta yang

boleh diwasiatkan.

C. Penerapan Wasiat Wajibah Bagian Ahli Waris Non-Muslim dalam
penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Agama
Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari
penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa:

“Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what
function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement
among scholars of law and society on the precise functions, nor is there consensus
on their relative weight and importance. A variety of functions are highlited in the
literature (see, for example, Aubert 1969: 11, Bredeneir, 1962: 74, Mermin, 1973:
5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Samford, 1989: 116-120)
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depending on the conditions under which law operates at a particular time and

place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and social

engineering”.>*

Memang penentuan fungsi dari hukum dalam masyarakat belum ada
kesepakatan dari pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di
mana hukum itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun penegasan di
atas menyebutkan ada tiga fungsi dari hukum, yaitu social control (kontrol sosial),
dispute settlement (penyelesaian sengketa), dan social engineering (rekayasa
sosial). Jadi hukum akan dapat berfungsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam
menyelesaikan sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian
masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Wasiat Wajibah dapat menjadi salah satﬁ cara, sebagai
tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda dari seseorang
kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu alternatif untuk
memberikan bagian kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan
harta waris, antara lain ahli waris non-muslim, yang pelaksanaannya setelah
matinya pemilik harta. Pada dasarnya, Wasiat Wajibah itu terletak pada
penekanan “tindakan negara”®'. Hal ini sejalan dengan teori negara hukum dan
teori kedaulatan negara, sehingga penerapannya akan melahirkan keadilan dan
kemanfaatan serta kemaslahatan bagi bangsa Indonesia khususnya dan manusia

pada umumnya.

3%9teven Vago, Law and Society, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), him. 12.

3lasymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fikih (Qawa’idul Fikihiyyah), (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 60. Berbunyi: daliadly basic 42 M o ALYl (o pall Perhatikan:
Ibid, hlm. 61, berbunyi: el (e Mg W30S &g HI Lo 2La¥1 & 3ia dan baca juga: Ibid, him.
70, berbunyi: Sl ad y Jgia¥l Jilue 8 aSlall aSa
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Berangkat dari uraian di atas, maka Wasiat Wajibah merupakan bagian
dari penemuan hukum abad ke 20, sistem dan metodenya mirip dengan sistem
pembagian waris, bedanya Wasiat Wajibah ini dibatasi maksimal 1/3 bagian
warisan, dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Para ahli
hukum Islam telah meletakkan dasar pengembangan hukum Islam bahwa
berwasiat kepada non-muslim bukanlah hal yang dilarang, sepanjang penerima
wasiat tersebut tidak memusuhi umat Islam, sebab wasiat yang dilarang adalah
wasiat untuk keperluan maksiat, baik kepada orang Islam maupun non-muslim®®.
Sedangkan Allah menyuruh tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan
ketaqwaan, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan393
(... Olsss Q2 o S Wy iy B B 156 ...). Allah tidak nielarang
berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi Islam.

Ahli waris non-muslim menurut ketentuan hukum kewarisan Islam telah
kehilangan hak mewarisi, namun ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat
berdasarkan ketentuan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan.
Sehingga dalam sistem hukum di Indonesia, ia dapat menuntut haknya ke
Pengadilan Agama, bukan berdasarkan kewarisan, tetapi berdasarkan wasiat®>*
dan pengadilan dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa ia mendapat

bagian dari peninggalan pewaris muslim dengan jalan Wasiat Wajibah. Atau

melalui perkara gugat waris, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penggugat

322 Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, him.

Q8. Al-Maidah (5): 2.

%Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 berbunyi: “Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infak, shadaqgah, dan ekonomi syari’ah.
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terbukti non-muslim, maka hakim akan memberikan bagian kepadanya
berdasarkan jalan Wasiat Wajibah.

Sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia, Undang-Undang
Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Pasal 28: (1)
berbunyi: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam tradisi hukum Islam, pembentukan hukum tidak didasarkan pada
tradisi hukum tertulis (kitab undang-undang) yang ditetapkan oleh negara
melainkan dibentuk oleh fuqahé seperti qadi/hakim, dan proses pembentukannya
berlangsung secara dinamis lewat-serangkaian putusan;putusannya. Karena itu,
keberadaan KHI mewakili tradisi térsebut yang tidak didasarkan pada tradisi
hukum tertulis (civil law sistem). Dan Indonesia sementara ini melengkapinya
dengan tradisi hukum tidak tertulis (common law sistem), sebagai contoh pasal 28:
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal
ini dapat diartikan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak
tertulis, hakim merupakan penggali, perumus, dan penemu hukum dari nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu hakim harus mampu mengenali, menyelami perasaan hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.>* Dengan demikian hakim

dituntut untuk menafsirkan hukum agar terjadi keserasian antara idealita hukum

®Abdurrahman, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia,

(Jakarta: Cendana Press, 1984), him. 60.
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dalam undang-undang ke dalam realita hukum yang hidup sehari-hari.’ % Sehingga
hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat ketika ia menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan.

Cara inilah yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah
Agung. Sebagai contoh: Pertama, Pengadilan Agama dalam putusan Nomor:
54/Pdt.G/1999/ PAJU tanggal 13 Oktober 1999, yang dikuatkan dengan putusan
PTA. Nomor: 07/Pdt./2000/PTA.JK, tanggal 21 Juni 2000, yang memberikan hak
Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim (ayah pewaris) dari pewaris
muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris
muslim dan tidak melebihi sepertiga harta warisan. Kedua, Mahkamah Agung
dalam dﬁa buah putusannya, yaitu Nomor: 368 K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998,
dan Nomor: Si K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak
Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar
bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim dan tidak
melebihi sepertiga harta warisan.

Berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dapatkah seorang
non-muslim mengajukan perkara ke Pengadilan Agama? Jawabannya adalah
dapat, sebab pada dasarnya Pengadilan Agama berlaku asas “personalitas
keislaman™®' berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 telah
mengalami ekstensi makna. Kandungan asas ini semakin meluas dengan maksud

antara lain:

%yernon Rich, Law and The Administration of Justice, (New York: John Wiley & Soni
Jic, 1975), hlm. 299-315.
7 Abd. Shomad, Op Cit. him. 223-224.
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1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam;
2. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan hukum
yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum
Islam;
3. Hubungan hukum yang melandasai keperdataan pihak-pihak tersebut
berdasarkan hukum Islam; dan
4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah, dan ekonomi syari’ah.
Menurut hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21
— 23 Maret 1995 dalam perkara kewarisan, maka yang dijadikan patokan adalah
agama pewaris. Sehingga jika pewarisnya Islam, maka menjadi kewenangan
Peradilan Agama, dan apabila pewarisnya non-muslim, maka menjadi
kewenangan Peradilan Umum. Sedangkan dalam masalah perkawinan, yang
menjadi patokan adalah pada saat akad nikah dilaksanakan. Jika akad nikahnya
dilakukan menurut hukum Islam, meskipun kemudian salah satu atau keduanya
keluar dari agama Islam, maka perkara perceraian dan sebagainya, tetap menjadi
kewenangan Peradilan Agama. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan dengan
tatacara non-muslim, kemudian mereka masuk Islam, maka perkara perceraian
dan sebagainya tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum. Sehingga secara
politik hukum, telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas itu sangat

berpengaruh terhadap eksistensi peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait
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adanya pertimbangan kompetensi, kepastian dan keadilan, bahwa di Pengadilan
Agama dapat diperoleh kepastian dan keadilan.

Putusan Pengadilan Agama di atas telah memberikan bagian kepada ahli
waris non-muslim melalui Wasiat Wajibah, hal ini merupakan yurisprudensi.
Sebab putusan hakim sebelumnya akan selalu dikikuti oleh. hakim-hakim
berikutnya. Untuk itu perlu dicermati agar memperoleh gambaran lebih jelas
duduk perkara di bawah ini, yaitu:

1. Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 Oktobr 1999 adalah:**®

Duduk perkaranya, bahwa penggugat (Dr. Endah Ronawulan binti Eman
Sulaiman), seorang warga negara Indonesia asli yang beragama Islam adalah isteri
sah dari jen Loeng Tanuwijaya bin Chandra Tanuwijaya, seorang warga negara
Indonesia keturunan Cina beragama Islam. Dalam perkawinannya mereka tidak
dikarunia anak. Suami penggugat (Jen Loeng Tanuwijaya) telah meninggal duﬁia
péda tanggal 8 Oktober 1998. Karena itu, menurut hukum Islam penggugat adalah
ahli waris dari almarhun Jen Loeng Tanuwijaya. Selain itu, ia meninggalkan ayah
kandung yaitu tergugat (Chandra Tanuwijaya), saudara kandung yaitu turut
tergugat I (Caterina Tanuwijaya), turut tergugat II (Tan Pho Lian), dan turut
tergugat III (Tan Pho Sian). Tergugat dan semua turut tergugat adalah beragama
non-muslim, dan almarhum meninggalkan harta antara lain:

Sejumlah asset dalam perusahaan dalam bentuk saham:

%pytusan lengkap perkara ini terlampir.
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a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, Jl. Batu Ceper
No. 3 sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal perIemba‘r @ RP.
1,000,000.-

b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, JI. Gunung Sahari
Raya No. 13 Blok B/45 sebanyak 4500 lembar saham dengan nilai
nominal perlembar saham @ Rp. 1,000,000.-

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat JI. Batu Ceper No.
33 A sebanyak 25 lembar sahém, dengan nilai nominal perlembar @ RP.
1,000,000.-

d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat JI. Hayam Wuruk No.
9 sebanyak 1 lembar saham deﬂgan nilai nominal perlembar @ Rp.
1,000,000.-

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat JI. Hayam Wuruk No. 9
Jakarta Pusat.

f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat JI. Hayam Wuruk No. 9
sebanyak 4 lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp.

1,000,000.-.

Harta peninggalan almarhum tersebut menurut hukum merupakan harta
warisan dan penggugat sebagai isterinya berhak mendapatkan bagian dari harta
warisan tersebut. Namun pada kenyataannya semua harta warisan almarhum
tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I s.d
Turut Tergugat III dengan tanpa alasan hak yang sah atau secara tidak sah dan

melawan hukum dan berdalih harta tersebut adalah milik perusahaan. Meskipun
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Penggugat sudah berupaya secara musyawarah dan damai agar hak Penggugat
sebagai ahli waris almarhum mendapatkan bagian dan diserahkan bagian yang
menjadi hak Penggugat, tetapi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau
menyerahkannya, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi semua pihak
adalah diajukannya gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan putusan yang
adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Harta peninggalan/harta warisan tersebut sampai saat in1 belum dibagi
kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka menurut hukum Penggugat
berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I s.d Turut
Tergugat III kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berwenang mengadili
dan merﬁutus gugatan ini agar dilakukan pembagian -harta warisan tersebﬁt dan
juga dilakukan pembagian harta bersama dari harta peninggalan almarhum sesuai
dan menurut hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

Sampai saat ini seluruh harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh
Tergugat dan para Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka
cukup alasan adanya kekhawatiran bagi Penggugat bahwa selama proses
pemeriksaan perkara ini berjalan harta tersebut secara diam-diam dialihkan,
diasingkan, atau dihilangkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, maka
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar sebelum
memeriksa pokok perkara berkenan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta
peninggalan almarhum di atas.

Dalam kasus ini, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi,

dengan alasan, Pertama, bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan
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39 Karena dalam kasus ini

absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Tergugat dan para Turut Tergugat bukanléh orang yang beragama Islam, sehingga
dalam kasus ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut untuk
memeriksa dan mengadilinya. Kedua, Bahwa gugatan Penggugat itu bertentangan
dengan prinsip dasar antar golongan400 Ketiga, sebagai akibat dari eksepsi di atas,
maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
Penetapan Sita Jaminan dan karenanya Penetapan Sita Jaminan tersebut demi
hukum tidak berlaku atau setidak-tidaknya harus dicabut.

Selanjutnya setelah memperhatikan jawaban Tergugat dan para Turut
Tergugat di atas, maka Penggugat memberikan pernyataan sebagai jawaban
bahwa Pengadilan Agama berwenangv memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat, dengan alasan: Pertama, dalil eksepsi Tergugat dan para Turut
Tergugat tidak benar karena telah salah dalam mengartikan/menafsirkan ketentuan
pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yang telah memberikan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama untuk
memeriksa dan mengadili perkara-perkara kewarisan, sehingga Pengadilan

Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahunj 1989 tentang Peradilan

*Pasal 49 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwen ang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang kewarisan.

“MSesuai dengan prinsip dasar hukum antar golongan yang berlaku di negara Indonesia,
terdapat kesetaraan kedudukan antara pelbagai agama yang dianut di Indonesia. Sebagai akibatnya,
beralihnya seseorang dari satu agama ke agama lain tidak menyebabkan berubahnya hukum yang
semula berlaku bagi orang tersebut, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum si Suami
(almarhum Jen Leong Tanuwijaya) adalah hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 2
Tahun 1990. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini.



205

Agama, terdapat asas personalitas keislaman yang menckankan kepada asas
agama yang dianut Penggugat, yaitu beragama Islam, maka konsekuensinya
Penggugat harus mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, meskipun para
Tergugat tidak menganut agama yang sama. Ketiga, setelah melihat pokok
perkara yang dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk menyelesaikan
kewarisan, mengingat bahwa almarhum suami Penggugat beragama Islam, maka
menurut hukum sengketa warisan ini adalah menjadi wewenang Pengadilan
-Agama, meskipun para Tergugat tidak menganut agama Islam. Maka berdasarkan
alasan-alasan hukum tersebut mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara
menolak eksepsi para Tergugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima étau mengesampingkan eksepsi tersebut. |

Menurut hakim, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip
dasar antar golongan, karena Pertama, menyatakan dalil eksepsi para Tergugat
tidak benar, sebab dengan masuk dan meninggalnya suami Penggugat yang
beragama Islam, maka dengan demikian berlaku dan tunduk kepada ketentuan dan
ajaran hukum Islam. Kedua, karena Pewaris beragama Islam, maka dengan
demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili
gugatan Penggugat. Sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti
eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka menurut

hukum eksepsi tersebut harus ditolak.
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Selanjutnya penggugat telah menyerahkan surat bukti sebagai bukti diri
sahnya gugatan Penggugat‘wl, dan Penggugat juga telah mehyerahka‘n surat bukti
kepemilikan harta tersebut di atas, atas nama almarhum Jen Loeng Tanuwijara
(suami Penggugat) dalam pokok perkara402 sebagai bukti sahnya gugatan
Penggugat. Kesemua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua surat bukti tersebut telah
bermeterai dan Hakim Ketua kemudian telah memberikan kode-kode seperti
tersebut dalam lampiran putusan.

Dalam pertimbangan Majlis Hakim dinyatakan bahwa:

a. Majlis Hakim dalam hal ini sepakat dengan Penggugat maupun Tergugat dan -
para Turut Tergugat menyangkut ketentuan hukurﬁ_ yang berlaku yaitu
Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1), namun dalam hal ini
Majlis Hakim berpendapat bahwa perkara ini berpangkal kepada Jen Loeng
Tanuwijaya yang telah masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah menikah

dengan Penggugat yang beragama Islam pada tanggal 7 September 1996 di

' ihat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PATU tanggal 13 — 10 — 1999, hlm. 26 -28 terlampir.
Yang dalam halaman 45 merupakan uraian alat bukti keterkaitan diri Penggugat dengan
alamarhum Jen Loeng Tanuwijaya, yaitu (1) surat bukti P.2.a. berupa fotokopi kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Jen Loeng Tanuwijaya No, 155/008/1X/1996 tanggal 6 — 9 - 1996 dari
KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah bermaterai, sebagai akta otentik maka seluruh kebenaran isinya sesuai HIR pasal 165
mengikat kepada Hakim. (2) surat bukti P.2.b. berupa fotokopi surat keterangan No, K.6/J-
2/PW.01/515/1998 tanggal 18 — 11 — 1998 dari KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah
diperiksa dan sama dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan hal yang sama dengan
surat bukti P.2.a. sebagai akta otentik seluruh kebenaran isinya sesuai dengan HIR pasal 165
mengikat kepada Hakim. (3) surat bukti P.28 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 0951079803959
atas nama Kepala Keluarga disebut Jen Loeng Tanuwijaya sebagai Kepala Keluarga dan ditanda
tanganinya yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang
menyebutkan bahwa Penggugat adalah isterinya dan beragama Islam dan sekalipun surat bukti ini
bukan akta otentik namun telah disyahkan (ditanda tangani dan diberi stempel) oleh Ketua Rt. 05,
Ketua Rw. 010 dan Lurah Ancol.

21 jhat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 — 10 — 1999, him. 28 -32
terlampir. Merupakan uraian alat bukti kepemilikan harta Jen Loeng Tanuwijaya
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KUA kecamatan Kelapa Gading, dan kemudian Jen Loeng Tanuwijaya telah
meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998 yang kesemuanya ini akan
dibuktikan.

. Majlis Hakim dalam hal ini telah membuktikan dan terbukti bahwa Jen Loeng
Tanuwijaya (almarhum) atau disebut Pewaris dan juga Penggugat (isterinya)
beragama Islam, sehingga logis jika Penggugat mengajukan perkara gugatan
dalam ketentuan seperti disebut di atas. Dan Majlis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat telah melakukan pilihan hukum dan telah sesuai dengan asas
personalitas keislaman.

. Majlis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat
Mahka.mah Agung bahwa dalam hal Apara ahli waris berbeda agama (Tergugat
dan para Turut Tergugat beragama non Islam), maka hukum yang berlaku
adalah hukum yang dianut oleh agama pewaris yaitu Jen Loeng Tanuwijaya
yang ternyata beragama Islam. Sehingga jelas perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama. Karena itu Majlis Hakim berpendapat bahwa merupakan
akibat logis bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memanggil dan
memeriksa Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya keterkaitan
hukum antara Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat kepada
Pewaris

. Dalam prinsip dasar hukum antar golongan sebagaimana disebut oleh
Tergugat dan para Turut Tergugat, dalam hal ini sebagaimana pendapat
Mahkamah Agung bila para ahli waris berbeda agama maka hukum yang

berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh pewaris, maka Majlis Hakim
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berpendapat bahwa pendapat Mahkamah Agung ini mengesampingkan adanya
prinsip dasar hukum antar gblongan, jadi jelas yang berlaku adalah hukum
waris Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam pokok pérkara bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat
dan para Turut Tergugat tersebut di atas, Majlis Hakim berpendapat bahwa
sengketa itu berpangkal kepada beberapa hal, yaitu Pertama, apakah kedudukan
Penggugat, sechingga ia berhak mengajukan gugatan; Kedua, benarkah Jen Loeng
Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 8 — 10 — 1998 dan apa agama
yang dianutnya?; Ketiga, siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Jen Loeng
Tanuwijaya dan berapa bagian-bagiannya?; Keempat, harta benda apa saja yang
menjadi ‘harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya dan apakah harta ;tersebut
didapat sebelum pernikahannya dengan Penggugat (harta bawaan) atau setelah
pernikahannya dan merupakan harta bersama serta cara pembagiannya.

Berdasarkan alat bukti yang diuraikan di atas, Pertama, Majlis Hakim
berpendapat secara sah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan adalah
isteri dari Jen Loeng Tanuwijaya dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk
mengajukan gugatan waris ini. Kedua, Menimbang tentang kebenaran meninggal
dunianya Jen Loeng Tanuwijaya dan agama yang dianutnya, Majlis Hakim
berpendapat secara sah terbukti bahwa Jen Loeng Tanuwijaya telah meninggal
dunia pada tanggal 8 — 10 — 1998 dan saat almarhum meninggal dunia beragama
Islam. Ketiga, Majlis Hakim berpendapat bahwa saat Jen Loeng Tanuwijaya
meninggal dunia pada tanggal § — 10 — 1998, almarhum meninggalkan keluarga

yaitu Penggugat (dr. Endah Ronawulan) sebagai isteri dan Tergugat (Chandra
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Tanuwijaya) sebagai ayah tidak beragama Islam, anak tidak ada , sedangkan Turut
Tergugat I, II, dan III (Catherina Tanuwijaya, Tan Pho Lian, dan Tan Pho Sian)
adalah saudara tidak beragama Islam.

Oleh karenanya berdasarkan KHI pasal 171 huruf ¢ menyebutkan bahwa
“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” . berdasarkan pasal 171 huruf ¢
KHI dapat dijelaskan bahwa ahli waris non-muslim bukan sebagai ahli waris
menurut hukum Islam, karena terhalang oleh adanya perbedaan agama dengan
pewaris. Dan KHI pasal 180 yang menyebutkan bahwa “Janda mendapat
seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan' anak dan bila pewaris
meninggalkah anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Dalam kasus di atas, menurut hukum waris Islam, Majlis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri mendapat %4 bagian dari seluruh harta
peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum sedangkan ayahnya yaitu Chandra
Tanuwijaya karena tidak beragama Islam tidak mendapat bagian.

Namun menurut Majlis Hakim pembagian ini kurang memenuhi rasa
keadilan dan kepatutan khususnya bila ditelaah dan ditelusuri secara mendalam
bahwa Chandra Tanuwijaya yaitu seorang yang menjadi sebab adanya dan sebagai
ayah dengan kematian Jen Loeng Tanuwijaya tersebut ikut kehilangan, ikut
merasa sedih dan ikut menangis dan sebagainya, sehingga oleh karenanya

berdasarkan Surat An-Nisa’ (4): 8 yang berbunyi: *?®

43Q8S. an-Nisa’ (4): 8.
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B gla UsB g 1dols A0 ph gATB LSl (raliily (a0 o of Aol T 13
artinya: “Dan apabila saat pembagian harta warisan terdapat kerabat (keluarga),
anak yatim dan orang miskin, maka bagilah kepada mereka dari barta itu
sekedarnya dan berkatalah kepada mereka ucapan yang bijak™.

Sehingga pantaslah mereka diberi bagian sekedarnya berdasarkan doktrin
Wasiat Wajibah, sebagaimana keadaan ahli waris non-muslim tersebut. Artinya ia
berdasarkan hukum telah dianggap sudah berwasiat untuk memberikan sebagian
hartanya dengan ukuran sebanyak-banyaknya sepertiga bagian kepada Chamdra
Tanuwijaya yang merupakan ayahnya, namun tidak boleh melebihi bagian ahli
waris yang ada yaitu Penggugat, yang dalam hal ini hanya mendapat % bagian
karena tidak ada anak.

.Selanjutnya dengan menjunjung rasa keadilan dan kepatutan Majlis
Hakim berpendapat sepakat dengan memberikan bagian sebesar % dari seluruh
harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya kepada Tergugat (ayah) sekalipun ia
tidak beragama Islam yang merupakan jumlah yang sama yang diberikan kepada
Penggugat (isteri) karena ia memang satu-satunya ahli waris dari Jen Loeng
Tanuwijaya alamarhum. Karena itu, harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya
almarhum adalah 4/4 setelah dikurangi % (Tergugat) dan dikurangi Y%
(Penggugat), dan sisa harta peninggalannya masih terdapat 2/4, maka berdasarkan
Pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa:
“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud
manunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan
tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian warisan tersebut dilakukan secara

rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi
secara berimbang di antara mereka.*®*

MK HI pasal 193.
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Dan berdasarkan Fikihus Sunnah jilid XIII menyebutkan bahwa sekelompok
ulama berpendapat tentang rad tersebut, yaitu dengan menyerahkan bagian sisa
tersebut kepada ahli waris dari kelompok zawil furud termasuk kepada suami atau
isteri.

Dengan demikian, Majlis Hakim berpendapat:

a. Untuk membagi sisanya adalah diserahkan kepada Penggugat selaku isteri dan
sebagai satu-satunya ahli waris, sebab Tergugat (ayah) tidak beragama Islam
tidak berhak menerima sisa, sehingga pembagiannya sebagai berikut:

1) Penggugat sebagai isteri mendapat ¥ ditambah 2/4 (sisa yang karena rad
diserahkan kepada pihak isteri) menjadi %;

2) Tergugat (Ayah tidﬁk beragama Islam) karena rasa keadilan dan kepatutan
mendapat ¥ didasarkan pada doktrin Wasiat Wajibah. |

b. Apabila harta yang ditinggalkan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum ternyata
terbukti sebagai harta bersama dengan Penggugat, maka pembagiannya
sebagai berikut:

1) Penggugat sebagai isteri mendapat }2 dari harta bersama, sisanya 2 atau
(4/8) sebagai harta warisan, dengan pembagian Penggugat mendapat Y4
dari 4/8 sama dengan 1/8 ditambah 6/8 (sisa yang karena rad diserahkan
kepada pihak isteri), sehingga yang diterimanya sebesar 7/8;

2) Tergugat (ayah non-muslim) mendapat % dari 4/8 sama dengan 1/8.
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c. Selain itu, apabila ternyata Jen Loeng Tanuwijaya almarhum mempunyai
hutang yang harus dibayar atau wasiat yang harus ditunaikan, maka sesuai
dengan Surat An-Nisa’ (4): 11 yang berbunyi: 405
oo O o G ash Lals 83 s ... (... Pembagian warisan itu dilakukan)
setelah dikurangi dengan wasiat dan hutang dari almarhum (pewaris)...). Dan
berdasarkan KHI pasal 171 yang menyebutkan: “Harta warisan adalah harta
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan
jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian wasiat”. Dalam hal ini,
majlis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan dan
diwajibkan untuk melaksanakan wasiat/membayar hu@g—hutang Jen Loené
Tanuwijaya almarhum baik atas wasiat/hutang yang telah terbukti dalam
putusan ini atau wasiat/hutang lainnya yang bisa dibuktikan kemudian dengan
menggunakan harta warisan yang ditinggalkannya dan kepada Turut Tergugat
I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk atas

. putusan ini.

2. Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 -

9-1999
Masalahnya adalah sebidang tanah seluas 1.319 m2, terletak di Jl.
Prawirotaman MG. III/593 Yogyakarta adalah tanah milik almarhum M.Ng. Djojo

Suwiryo, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Martadi

45QS. an-Nisa’ (4): 11.



213

Hendrolesono sehingga menjadi hak miliknya dengan sertipikat Hak Milik
ﬁomor: 924/Tahun 1990.

Martadi menikah dengan seorang wanita bernama Jazilah, keduanya
beragama Islam. Selama dalam perkawinannya sampai dengan meninggalnya
(Martadi) tidak mempunyai anak, namun Martadi almarhum mempunyai beberapa
orang saudara kandung, yaitu:

a. Setijono Hendro (telah wafat) mempunyai 6 orang anak, yaitu: Subandiyah
(Islam), Sri Haryanti (Islam), Cicilia Sri Draswati (Katholik), Bambang
Hendriyanto (Islam), Putut Bayendra (Islam), dan Sri Hendriyanti (Islam);

b. Hendrowerdoyo (telah wafat), mempunyai seorang anak, yaitu: Indar
AStuti {Kristen);

¢. Ny. Danusubroto (Islam);

d. Ny. Hendrowinoto (Islam);

e. Ny. Hendrotriwiryo (telah wafat) mempunyai 3 anak, yaitu: Fj. Dewi
Laksmi Sugianto (Kristen), Bambang Wahyu Murti (Islam), dan Bernadeta
Harini Tri Prasasti (Kristen);

f. drg. Pantoro (telah wafat) mempunyai 2 anak, yaitu: Ferlina Widyasari
(Islam), dan Yulis Yudantari (Islam); dan

g. Lucas Indriya (Kristen).

Ny. Jazilah (janda) sebagai isteri almarhum Martadi Hendrolesono yang
memiliki harta peninggalan sebidang tanah SHM. Nomor: 924 atas nama dirinya.
Di mana keduanya beragama Islam, maka Ny. Jazilah menghendaki harta

peninggalan almarhum suaminya dibagi menurut hukum waris Islam. Namun
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terjadi sengketa antara Ny. Jazilah dengan saudara almarhum Martadi tentang
pembagian harta peninggalan tersebut.

Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan gagal, akhirnya mereka
menempuh jalur hukum, yaitu saudara-saudara Martadi mengajukan gugatan
perdata terhadap Ny. Jazilah ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdaftar tanggal
15 April 1997, Nomor: 35/Pdt. G/1997/PN.JK. sedangkan Ny. Jazilah (janda)
mengajukan gugatan terhadap saudara-saudara Martadi ke Pengadilan Agama
Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 1997, dengan Nomor: 83/Pdt.G/1997/PA.JK.
dengan obyek yang sama yaitu harta peninggalan sebidang tanah SHM Nomor:
924. Pihak penggugat (Ny.Jazilah) menuntut harta warisan tersebut dibagi
llnenurutA hukum waris Islam, sehingga para Tergugat yang non-muslim harus
dinyatakan terhalang (tida'k)‘me-ndapatkan harta warisan almarhum Martadi.

Dalam persidangan para Tergugat (saudara-saudara almarhum Martadi)
mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili,
dengan alasan bahwa sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama, para
Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada
tanggal 15 April 1997, dengan Nomor: 35?7Pdt.G/1997/PN.JK. dalam kedua
gugatan itu, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri subyek dan
obyeknya sama. Di samping itu, subyeknya ada beberapa orang Tergugat tidak
beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara
ini.

Berdasarkan eksepsi tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan “Putusan

Sela” yang amarnya berbunyi: Pengadilan Agama menolak eksepsi Tergugat.
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Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan
bahwa berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21-23
Maret 1995, telah diambil kesimpulan bahwa pemecahan masalah sengketa waris
adalah bila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang
diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris. Dan dalam
perkara ini tidak dibantah bahwa pewaris (almarhum Martadi Hendrolesono)
sampai akhir hayatnya masih memeluk agama Islam. Maka berdasarkan
pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan berwenang
mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi Tergugat patut ditolak.

Dalam pokok perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta, didasarkan pada
pertimbangaﬁ hukumnya, antara lain menyatakan bahwa dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 171 huruf ¢ KHI dan juga hadis dalam Kifayatﬁl Akhyar Juz II
halaman 18 menyebutkan bahwa: “Rasulullah S.A.W. bersabda: “%®
plasall A<l ¥y SN aluwall &Y (seorang muslim tidak mewarisi harta
peninggalan orang non-muslim, dan orang non-muslim tidak akan mewarisi harta
peninggalan orang muslim). Maka dalam amar putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta menyatakan bahwa para Tergugat yang beragama Islam sebagai ahli
waris dari almarhum Martadi Hendrolesono, sedangkan mereka yang non-muslim
tidak termasuk ahli waris karena terhalang oleh perbedaan agama.

Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut
dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Namun

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang

4%%L_Ihat pula Abi Daud, Sunan Abi Daud, JUz 2, hlm, 140 hadis nomor 2909.



216

dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memberikan hak kewarisan
kepada ahli waris yang beragama Islam telah sesuai dengan hukum kewarisan
Islam, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama tersebut dikuatkan oleh
pengadilan tingkat banding.

Kembali para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta dan mengajukan permohonan Kasasi dengan mengemukakan
beberapa keberatan dalam memori kasasi mereka. Dalam mengadili perkara kasasi
ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keberatan Pemohon kasasi
tidak dapat dibenarkan, karena yudix factie tidak salah menerapkan hukum.
Namun demikian Majlis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta perlu diperbaiki, karena seharusnya Peﬁgadilan Tinggi
Agama tersebut memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama mengenai ahli
waris non-muslim, dengan memberikan hak bagian warisan berdasarkan “Wasiat
Wajibah” yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim dan tidak
boleh melebihi 1/3 harta peninggalan.

Mahkamah Agung telah memutus dalam tingkat kasasi dengan Putusan
Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dengan menetapkan
memperbaiki Putusan Pengadilan  Agama  Yogyakarta =~ Nomor:
83/Pdt.G/1997/PA,JK tanggal 4 Desember 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta Nomor: 07/Pdt.G/1998/PTA.JK tanggal 24 Juli 1998. Dalam
putusan tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat
Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

sepanjang obyek sengketa dan kedudukan Ny. Jazilah sebagai janda almarhum
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Martadi Hendrolesono yang mendapat % bagian dari harta warisan. Akan tetapi
Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta dan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengesampingkan ahli waris non-
muslim dalam perkara ini. Ahli waris non-muslim berhak mendapatkan bagian
harta warisan almarhum Martadi Hendrolesono berdasarkan Wasiat Wajibah yang
kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain (sederajat) yang beragama Islam.
Mahkamah Agung memberikan putusan Wasiat Wajibah kepada ahli
waris non-muslim di atas merupakan terobosan baru dari pembaharuan hukum
kewarisan Islam di Indonesia dan mungkin juga untuk dunia Islam. Sebab negara-
negara Islam seperti Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, Wasiat Wajibah hanya
diberikan- kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Karena itu
perlu mendapat apresiasi dan dapat dijadikan salah satu dari pasal-pasal dalam
KHI, tidak hanya untuk anak angkat saja yang mendapat Wasiat Wajibah.
Menurut Taufig*”’ sebagaimana dikutip Abdul manan dalam bukunya
berjudul: “Reformasi Hukum Islam di Indonesia” memberikan harta peninggalan
pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim hanya dibenarkan dan didasarkan
kepada Wasiat Wajibah' dan tidak mendudukkan sebagai ahli waris. Wasiat
Wajibah dapat dilakukan oleh hakim atas dasar kemaslahatan, karena ahli waris
non-muslim itu sangat membutuhkan, sedangkan pewaris ketika masih hidupnya
tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non-muslim.**® Namun penemuan hukum
oleh Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah

kepada ahli waris non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis, sebab

“7Hakim Agung/Ketua Majlis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi tersebut
4% Abdul Manan, Op Cit, Hlm. 319.
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Mahkamah Agung tetap memposisikan ahli waris non-muslim menurutnya
membiarkan ahli waris non-muslim tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari
harta warisan pewaris muslim itu dinilai kurang relevan dengan nilai-nilai dan
norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia,
sehingga alternatifnya dengan memberikan Wasiat Wajibah.

Hal ini juga merupakan penemuan hukum Islam yang didasarkan pada
kaidah fikihiyyah yang berbunyi: ** Lass g Msas Al aa y 94 aSall (hukum itu
mengikuti illatnya baik ada maupun tidak adanya) dan penemuan hukum ini juga
tidak dapat dilepaskan adanya urf (adat kebiasaan) yang didasarkan pada kaidah:
alilly b 38 i ally b 38 maksudnya dengan adanya manusia (masyarakat) akan
menjadi syarat lahirnya adat kebiasaan, sehingga hukum akan mengalami
perkembangan daﬁ perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai
kaidah: 1 35 ¢la ) ity alsall) 485 <4 Y (Tidak diingkari bahwa perubahan
hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu). Penemuan hukum oleh
hakim ini dianggap mempunyai wibawa, karena cenderung akan menjadi
yurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga melakukan penemuan hukum.
Hanya bedanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum,
sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum (fuqaha dalam hukum
Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan ilmu atau doktrin.*!!

Pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim sebagai

alternatif pada dasarnya merupakan bagian dari asas ijbari berdasarkan putusan

“®Ibn Hazm al-Jauziyah, I'lam al-Muwagi'in an Rab al-Alamien, Juz 4, him. 414,

M0Az-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fikihiyah, Jilid 1, (Beirut: dar al-Fikr), him. 129.

Mgyudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, cet. 1, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.



219

hakim atau undang-undang, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung,
sesungguhnya telah memberikan gambaran konkrit bahwa hukum Islam tidaklah
eksklusif dan diskriminatif yang seakan-akan menempatkan warga negara tertentu
sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-muslim tetap
dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat memperoleh bagian waris dengan
jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman apabila
ditransformasikan ke dalam pembentukan hukum kewarisan nasional. Dan hal ini
tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan
datang.

Islam pada dasarnya tidak melarang warga negara muslim untuk berbuat

| baik dan -berlaku adil terhadap warga negara non-muslim. Allah Berﬁrman daiam
Surat Al-Mumtahanah (60): 8 yang berbunyi: 412
sty b 555 0 G o 3 80 T ol o ko) 20l AN ARG U
Ol G Al (5 gl
artinya: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang (non-muslim) yang tidak memerangimu karena agama dan tidak
(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil”.

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-
muslim di Indonesia berarti telah mengakomodasi hak dan kepentingan warga
negara non-muslim, yang selama ini warga negara non-muslim kerap kali kontra
judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan menghambat proses penyelesaian

perkara atas sengketa waris yang diajukan oleh warga negara muslim ke

Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi.

412QS. Al-Mumtahinah (60): 8.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51.K/AG/1999 tersebut telah
menjadi jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang
sama, yaitu putusan Nomor: 368.K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata
hukum Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, di
samping undang-undang, traktat, kebiasaan, pendapat para sarjana hukum, dan
pendapat hakim sendiri. Menurut Mujiono,"? jurisprudensi adalah setiap putusan
hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim
dalam kasus vang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti
secara terus-menerus oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang
mempunyai faktor-faktor yang sama, maka hal itu menjadi jurisprudensi tetap.
Dan kasus tersebut belum diaﬁu dalam undang-undang, sehingga hakim wajib
mencari sumber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari
jangkauan hakim.

Menurut Utrech ada tiga sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim
yang lain, yaitu:

a. Sebab psyichologis: Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang
kedudukannya lebih tinggi —Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung—
karena hakim yang  putusannya dituruti tersebut adalah pengawas
pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag), terutama apabila
putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena

hakim tinggi maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalaman;

“BMujiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty,
2000), hlm. 35-36.
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b. Sebab praktis: seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya
lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang
berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu
pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan meminta pemeriksaan pada
tingkat yang lebih tinggi (banding atau kasasi), yaitu kepada hakim yang
pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama, agar perkaranya juga
diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya;

c. Sebab dirasakan sudah adil: seorang hakimm mengikuti putusan hakim lain
karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alasan
untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu jtu.*'4

Dengan j)utusan hakim di atas, peneliti menawarkan tiga konsep dalam
mengkontruksi putusan hakim sebagai yurisprudensi, yaitu:

a. Yurisprudensi sebagai dasar pemikiran pengembangan hukum Islam di
Indonesia
Dalam hal ini yurisprudensi dapat dijadikan dasar pemikiran pengembangan
hukum Islam di Indonesia, karena keinginan untuk mewujudkan unifikasi
hukum sementara ini dianggap sebagai sesuatu yang utopis. Politik hukum di
Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan
beragama dan hukum agama dalam koridor hukum nasional, Dalam hal ini

Tahir Azhari*"® menyitir teori Stah! dan Hazairin yang mengemukan teori

lingkaran konsentris mengenai betapa eratnya hubungan antara agama, hukum

*YRiduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini,
1991), him. 107,

“*Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini, (Yakarta:
Bulan Bintang, 1992), him. 30-34. ‘
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dan negara. Sehingga desain kerangka hukum nasional adalah negara
berdasarkan hukum yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, melindungi
agama dan penganutnya, dengan sendirinya berusaha memasukkan ajaran dan
hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*!

Yurisprudensi Peradilan Agéima, yang dalam wujudnya merupakan hasil
pemikiran para hakim agama sebagai bentuk ijtihad yang dibenarkan dalam

hukum Islam, Nabi saw bersabda yang berbunyi: 47

ool dd sl & ugerd oS 1519 Ol dd Gl ¢ ager (St (S 13) (pabila hakim

memutus perkara, lalu berijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan
apabila ia memutus perkara, lalu salah dalam berijtihadnya, maka ia mendeapat
satu pahala). Yurisprudensi tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi
berbagai rumusan hukum yang tidak hanya berlaku di kalangan Peradilan
Agama saja, tetapi lebih luas lagi berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

b. Yurisprudensi sebagai strategi pengembangan hukum Islam di Indonesia
Strategi untuk mewujudkan hukum formil dan hukum materiil, dalam hal ini
hakim mempunyai peran sentral dalam melahirkan produk-produk hukum baru
sebagai hukum materiil, selain undang-undang, sedangkan hukum formil
menentukan bagaimana cara melaksanakan dan melahirkan hukum materiil
berupa yurisprudensi sebagaimana putusan hakim di atas. Hukum formil

merupakan hukum acara hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di

“%padmo Wahyono, “Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di
Masa Datang”, dalam Amrullah Ahmad SF., dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SWH, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), him. 178.

“"Imam Ahmad, Musnad Ahmad fi Musnad asy-Syamin, Hadis Nomor 17106.
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pengadilan dan bagaimana seseorang berprilaku di pengadilan.*’® Di sinilah
peran hakim agama sebagai strategi penemuan hukum dengan memberikan
bagian kepada ahli waris non-muslim melalui putusannya berdasarkan Wasiat
Wajibah, yang diharapkan menjadi yurisprudensi hukum materiil Islam yang
berlaku di Indonesia.

c. Pengembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum materiil

Dalam hal penerapan hukum materiil di Indonesia, terutama yang
berhubungan dengan kepentingan umat Islam, semestinya telah dituangkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan hukum kewarisan yang
beh.lmb masuk. ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena baru
berbentuk kumpulan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI merupakan bagian dari strategi pengcmbangan sumber hukum
materiil, sebagai contoh dalam hukum kewarisan telah mengatur ketentuan
harta bersama dalam perkawinan, masalah perdamaian dan musyawarah dalam
pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.
Namun ada beberapa hal yang belum diatur dalam KHI seperti masalah ahli
waris non-musiim, karena itu peran lembaga peradilan sebagai upaya
pengembangan hukum materiil, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi
Agama, dan Mahkamah Agung menjadi sentral untuk melahirkan hukum

materiil yang belum ada dalam KHI melalui putusan-putusan ijtihadiyahnya,

8sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,

2000), him. 120.
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yang kemudian berkembang menjadi yurisprudensi, dan pada akhirnya

berfungsi sebagai pengembangan sumber hukum materiil di Indonesia.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan mengacu kepada uraian dan penjelasan pada
bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti mehgambil beberapa
pokok kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Ahli waris non-muslim dalam hukum kewarisan Islam adalah terhalang dari
hak mewarisi bersama saudaranya yang muslim, sedangkan dalam hukum
positif, masalah perbedaan agama tidak mempengaruhinya. Namun pemberian
Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim adalah suatu cara penyelesaian
yang adil meskipun terikat kepada batasan-batasan tertentu, sebab secara
pembagian waris ia tidak akan mendapatkan bagian.

Adapun kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya
law and rule dalam prakteknya pada sistem peradilan di Indonesia, meskipun
masih berfungsi sebagai sumber hukum materiill yang bersifat pendukung
utama, yakni sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di
Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, dalam
memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.

Adapun posisi ahli waris non-muslim tetap dipandang bukan sebagai ahli waris
menurut hukum Islam, sebab dalam sistem hukum kewarisan Islam bahwa
perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris itu merupakan salah satu
penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Dan dalam sistem kewarisan

Islam bahwa harta merupakan kesatuan utuh, yang terbagi menurut tertibnya



yaitu biaya perawatan janazah, pelunasan hutang-hutang si mati, wasiat, dan
waris Oleh karena itu penyelesaian masalah ahli waris non-muslim dalam
pandangan hukum Islam adalah dengan jalan Wasiat Wajibah. Sedangkan
dalam Hukum Perdata maupun Hukum Adat perbedaan tersebut bukan
merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi.

Adanya penghalang dalam sistem kewarisan Islam tersebut, terkesan tidak
adil, namun berbeda jika dilihat dari keadilan hukum bahwa perbedaan agama
itu menjadi penghalang menerima waris adalah adil, karena sesuai dengan
ketentuan bahwa orang Islam hanya mewarisi sesama orang Islam, sedangkan
orang non-muslim hanya mewarisi sesama orang non-muslim.

. Ahli waris non-muslim dapat menerima bagian dari harta peninggalan
berdasarkan Wasiat Wajibah. Hal ini didasarkan kepada pandangan Daud az-

Dzahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir
yang berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang
menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi
wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris
hukumnya wajib. Demikian halnya menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu
hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta
peninggalan. Di samping itu, Ia berpegang pada Surat Al-Baqarah (2): 180,
juga bedasarkan Surat An-Nisa’ (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa
adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian
yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga

dinyatakan bahwa pelaksaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat
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dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian
waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat
yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib.

Selanjutnya ia juga bealasan bahwa membedakan status hukum membayar
hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat dan
tidak logis, karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak
terpisah-pisah. Dan juga Surat Al-Baqgarah (2): 180 menjelaskan bahwa sasaran
ayat ini adalah wasiat ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat, karena
itu, perlu direspon sebagai dasar pengembangan hukum wasiat Islam, sebab
terminologi yang dipergunakan Al-Qur’an itu bersifat umum, apakah
mencaicup ahli waris yang tidak dapat mewarisi ka.reﬁa sebab, seperti ahli waris
non-muslim, atau 6rang lain seperti orang tua angkat, anak angkat, atau
mencakup batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung
perkembangan hukum pada masa-masa yang akan datang. Dan juga Allah
menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Surat An-Nisa’
(4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa’ (4): 12, yaitu dengan ungkapan
yang maksudnya sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya,
serta berdasarkan Al Qur’an Surat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan
petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan memberikan
keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya, dan
apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi
yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya

kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.



228

3. Kasus ahli waris non-muslim di Indonesia, solusi hukum putusan
Mahkamah Agung untuk memberikan Wasiat Wajibah kebada ahli waris non-
muslim itu merupakan alternatif sepanjang mereka tidak melakukan tindak
kejahatan kepada pewaris atau tidak melakukan permusuhan terhadap orang-
orang Islam. Dan putusan tersebut telah memberikan gambaran konkrit bahwa
hukum Islam. tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap semua warga
negara. Sebab apabila ahli waris non-muslim tetap dipertahankan tidak dapat
memperoleh bagian waris dengan jalan apapun, maka hukum Islam akan
dipandang sebagai ancaman apabila ditransformasikan ke dalam pembentukan
hukum kewarisan nasional. Dalam hal ini tentu kurang menguntungkan bagi
pérkenﬁbangan hukum islam di masa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk penemuan hukum
dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris
non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis. Karena itu, asas hukum
yang berhubungan dengan Wasiat Wajibah adalah mirip dengan asas hukum
dalam hukum kewarisan Islam, namun Mahkamah Agung tetap memposisikan
sebagai ahli waris non-muslim. Apabila Mahkamah Agung membiarkan ahli
waris non-muslim tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta warisan
pewaris muslim, tampaknya kurang relevan dengan nilai-nilai dan norma-
norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia,
sehingga alternatifnya dengan memberikan Wasiat Wajibah.

Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa, karena

cenderung akan menjadi jurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga
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melakukan penemuan hukum. Hanya bedanya kalau hasil penemuan hukum
oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan
hukum (fugaha dalam hukum Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan
ilmu atau doktrin.

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-
muslim di Indonesia berarti hukum Islam telah mengakomodasi hak dan
kepentingan warga negara non-muslim, yang selama ini warga negara non-
muslim kerap kali kontra judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan
menghambat proses penyelesaian perkara atas sengketa waris yang diajukan
oleh warga negara muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi
lagi. | -

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51.K/AG/1999 tersebut telah menjadi
jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang sama,
yaitu putusan Nomor: 368.K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata hukum
Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, di
samping undang-undang, traktat, kebiasaan, pendapat para sarjana hukum, dan
pendapat hakim sendiri. Jurisprudensi adalah setiap putusan hakim yang
terdahulu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim dalam
kasus yang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti secara
terus-menerus oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang
mempunyai faktor-faktor yang sama, maka hal itu menjadi jurisprudensi tetap.

Dan kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang, hakim wajib mencari
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sumber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari
jangkauan hakim.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disertasi ini, peneliti berusaha untuk

mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

. Kepada masyarakat muslim yang dalam keluarganya terdapat anggota keluarga

non-muslim, hendaknya dapat memberi wasiat atau pemberian lain seperti
hibah untuk anggota keluarga non-muslim, dengan tujuan untuk menghindari
sengketa di kalangan alili waris apabila pewaris meninggal dunia, dengan

demikian keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan bagian dari harta warisan

pewaris dengan jalan Wasiat Wajibah, hendaknya patut menjadi acuan bagi
para penegak hukum dan para pencari keadilan, dalam hal ini hakim

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama.

. Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam putusan Mahkamah

Agung sifatnya kasusistik, sehingga tidak dapat mengikat seluruh rakyat
Indonesia, karena itu perlu adanya pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan tentang hukum kewarisan nasional, termasuk di dalamnya mengatur

bagian ahli waris non-muslim dan lain sebagainya.
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CATHERTNA

TAN PHO

TAN PHO

P U T U Ss AN

No. 54/Pdt.G/1999/PAJU e

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 4di Jakarta Utara dalam tingkat
pertama telah memeriksa. mengacili dan telah menjiatuhkan
putusan atas perkara perdata gugatan waris antara pihak-

pihak 9eperti tersebut di bawah ini

RONAWULAN binti EMAN SULAIMAN. umur 34 tahun,
agama Islam, pekerjaan Dokter Puskesmas
bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Vv/2.
Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kecamatan Pademangan.
Jakarta Utara ;—-——-—---=—cccmmuuus e

. L AWAN

TANUWIDJAJA ALTIAS TAN PHO THAY, umur tahun.
agama non Islam, pekeariaan swasta, bertempat
tinggal di Jl. Peiagalan II1/62.Rt. Jakarta
Barat ;-—-——-————-—-—; ————————————————————————
Selanjutnya disebut "Tergugat" ;-——-—-—coe—o——eu_

TANUWIDJAJA, umur tahun,-agéma non Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di J1.
Gading Barat VI Blok F6/15, Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara ;-~-------------rmmm e
Selanjutnya disebut “Turut Tergugat I " ;--———-

LIAN, umur 52 tahun , agama non Islam,
vekeriaan swasta, bertempat tinggal d4i J1.
Pantai sanur No. 26, Rt. 006/010, Kel. Ancol,
Kec. Pademaﬁgan, Jakarta Utara ;-=---——-——-u—-=-
Selanjutnya disebut "Turut Tergugat II";————f

STAN, umur 46 tahun ., agama non Islam,
pekerjaan swastabertempat tinggal di J1.Pantai
sanur No. 52, Rt. 010/010. Kel. Ancol, Ksc.



Pengadilan Agama tersebut ;------m-mm e mm e
Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat vang
diajukan oleh kesemua pihak berikur csurat-surat bukti

vang diaijukannva dan keterangan para saksi yang

. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bhahwa Panggugat dalam hal ini dengan
surat kuaga tanggal 19-2-1999 vang telah didaftarkan di
Kepaniteraah Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal
22-2-1999 dan No. 08/SKH/1999/PAJU diwakili oleh kuasa
hukumnya dengan surat gugatan wariesnva tanggal 22-2-1999
vang telah didéftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Utara pada tanggal 22-2-1999 dsengan 'No.
54/Pdt.G/1999/PAJU telah mengemukakan hal-hal sebagai-

%erikut
)

Bahwa Penggugat, seorang wargé negaralIndonesia'asli
vang beragama:Islam ada1§h isteri sah dari Jen Loeng
Tanuwidjaja bin Chandra Tanuwidiaja, seorang warga
negara Indonesia keturunan Cina yang beragama Islam
memeluk  agama Islam berdasérkan bukti surat
pernyataan memeluk agama Islam dari masjid aguné
Sunda Kelapa Jakarta No. MASK:7052/155/ITT/MASK/1995
tanggal 2 Maret 1995 vyang telah melaﬁgsungkan
pérkawinan secara Islam di KUA Kelapa Gading'.
Jakarta Utara, DKI Jakarta, pada tanggal 7 September
1996 dengan Kutipan Akta Nikah No. 115/008/1X/1996

2. Bahwa selama hidup dalam perkawinan antara Pernggugat
dengan Tergugat Jen Loeng Tanuwidiaja tidak
dikaruniai atau tidak dilahirkan anak ;-—--——-—-——~--

3. Bahwa saat menjalankan tugas perusahaan pada tanggal
8 Oktober 1998 suami Penggugat {Jen Loeng
Tanuwidjaja) telah méninggal dunia di RS. Rachid.
Dubai Al;United Arab Emirates,kareha kecelakaan dan
telah dikuburkan di TPU Tanah Kusir Jakarta (bukti
P.3dan P.4) j=me—m—e— oo m e
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4. Bahwa oleh karena itu menurut Hukum Islam Penggugat
adalah ahli waris dari almarhum Jen Loeng
Tanuwidjaja sebagaimana surat pernyataan Ahli waris
teartanggal 5-~11-1998 {bukti P.5) ;-——~r—mmrmmcee e

5. Bahwa ketika almahum menrninggal dunia masih mempunvai
ayah kandung vang masih hidup vaitu Tergugat
sedangkan ibu kandungnya telah meninggaldunia lebih
dahulu dari almarhumdan juga mempunyai saudara
kandung yang masih hidup yaitu Turut Tergugat I,
Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II] ;~---ec-e——-

6. Bahwa almarhum meninggal dunia selain meninggalkan
isteri vana sah vaitu Penagugat dan seorang avah
kandung vaitu Tergugat, saudara kandung yaitu Turut
‘Tergugat I serta paman dan tantenva vaitu para Turut -
\ Tergugat II dan Turut Tergugat 111 daq juga

\ meninggaikan harta antara lain

1) Sejumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk

saham

>,

a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta
Pusat, J1. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 .{dua
puluh 1ima) 1lembar saham. dengan nilai

nominal perlembar € Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) (P.6)) j--—--—mmmmmm e

b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara,
J1. Gunung Sahari Raya WNo. 13 Blok B/45
sebanyak 4.500 lambar eaham dengan nilai
nominal perlembﬁr saham @ Rp. 1.000.000,-

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat
J1l. Batu Ceper No. 33 A sebanvak 25 (dua
puluh lima) lembar gaham dengan nilai nominal
perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu ijuta
rupiah) (P.8) ;~~---- et
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d. PT. SARANA BOG2 PRATAMA di Jakarta Pusat Jl.
Havam Wuruk Nc. @ ssebanvak 1 {(satu) lembar
saham dengan n:lz: nominal perlembar €@ RpD.
1.000.000.- {gatu juta rupiah) (P.9) ;~—vwu-=

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat J1.

Havam Wuruk Nco. 9 Jakarta Pusat (P.10) ;-——--

f. PT. DUNKINDO LESTART di Jakarta Pusat Jl.
Havam Wuruk No. @  sebanvak 4 (empat) lembar
saham dengan nilai nominal perlembar & Rp.
1.000.000,- {satu juta rupiah) {(P.11) ;-=-——- '

Sertifikat NCD Bank Globhal cabang Kelapa Gading
J1. Rava Kelapa Gading Boulevard Blok LC-6/36 .
Jakarta Utara yang dititipkan dan berada daiam
penguasaan Turut Tergugat TITI/Ny. Tan Po Lian

Sebidang tanah dan bangunan rumah yvang ada 4di
atasnya berikut segala perabotan rumah tangga
vang ada di dalamnva egarta <cegala ;urutannyg’
terletak di J1. Pasgir Putih V/2, Ancol,
Pademangan,. Jakarta Utara {-------~----—--——e—von

4) Satu unit mobil BMW 530 i dengan No. Polisi
' B.888.G8S vang herada di J1l. Pasgir Putih V/2,

Ancol, Pademangan, Jakarta Utara j--~-=—c-meewcaa-

5} Satu buah lemari Besi anti api (brangkas)
berikut dengan seluruh isinyva antara lain surat-
surat berharga dan cincin berlian milik almarhum
vang berada dan terletak di kantor PT. DUNKINDO
LESTARI, J1. Havam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat :--

6) Satu buah jam tangan merek Rolek yang dititipkan
dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat ITI

(Nv. Tan Po Sian) j--———-mmmmm e -

7} Satu buah  Computer Lap Topr merek Toshiba-

HP.2000 yang berisi data-data pribadi almarhum



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

5

vang diambil dan herada dalam penguasaan Turut

Tergugat II (Tan Pec Lian) ;[ ——--—cmmmm e

Deviden-Deviden dari saham-saham pada perseroan

Tuniangan kematian dari perusahaan-perusahaan
tersebut serta barang-barang bergerak dan tidak
bergerak lainnva atas nama almarhum suami

Penaggugat vang dalam penguasaan Turut Tergugat

‘dan nantinva akan Penggugat esusulkan Jenis

Sebidang tanah dan bangunan Ruko vyang ada di
atasnva setempat dikenal umum terletak di ITC
Roxy Mas, lantai dasar No. 24-25, J1. KH.Hasyim
Ashari, Jakarta Pusat ;—-——-—-——c—m—ommmmem e

Uang dalam rekeniﬁg Bank Coutt Bank, 50- Rafles
Place P 06-01 Singapura Land Tower., Singapura
048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidijaia
(almarhum) dengan AC No. 4081330331 ;———omc—e—mm

Uang dalam rekening pada Bank DBS BANK, 6,
Shaenton Way DBS Building, Singapura 068809, atas
nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC
No. 065~006258-5 [~ —mmmm e e

Uang dalam rekening Bank AMIRICAN EXPRESS BANK

"LTD. 16. Colver Quay. Singapure 049318 PO. Box

3063 Singapore 905083 atas nama Jen Loeng
Tanuwidiaia (almarhum) dengan AC. No. 060355001.

Uang dalamrekening Bank Bali J1. Hayam Wuruk
Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama
Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No.
930065986 ; =mmmm e mm e

Giro No. 569992 Bank Bali tanggal 2 September
1998 vang dititipkan dan herada dalam penguasaan

Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-~-==—==wc-w-
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16) .Dua bidang tanah dan bangunan Ruko vang ada di
étasnya, setempat dikenal umum terletak di

Karawang Plaza No. 2 Karawang, Jawa Barat ;-—----

Bahwa oieh karena itu menurut hukum barang—bargng
harta peninggalan almarhum tersebut merupakan harta
warisan dan Penggugat  sebagai isterinya adalah
berhak mendapatkan bagian dari harta warisan
tersebut akan tetapi pada kenvataannva semua harta
warisan almarhum sebagaimana tersebut di atas sampai
saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut
Tergugat T s/d Turut Tergugat IIT dengan tanpa alas
hak -vang sah atau secara tidak sah dan melawan hukum
dan berdalih barang-barang tersebut adalah milik
PEYUSANRAAN  ~——— = e e e e e e e e e e
Walaupun Penggugat sudah berupaya secara musyawarah
dan damai agar hak  Penggugat sebagai ahli waris-
almarhum mendépatkan bagian dan diserahkan'bagian
vang meniadi hak Penggugat; akan tetapi Tergugat
maupun para Turut Tergugat tidak mau menyerahkannya
sehingga satu-satunya jalan vang terbaik bagi semua
pihak adalah diajukannya gugatan ini ke Pengadilan
. agar mendavatkan putusan yang adil dan berdasarkan

hukum.yang berlaku ;—~—=--em e e

Bahwa oleh karena harta peninggalan/harta warisan
tersebut sampai saat ini belum dibagi atau
diserahkan kepada Penggugat sebagai orang vang
berhak mendapatkannya, maka menurut hukum Penggugat
berhak mengaiukan gugatan kepada Tergugat dan Para
Tergugat I s/d Turut Tergugat TII kepada Pengadilan
Agama Jakarta Utara vyang herwenang mengadili dan
memutus gugatan ini agar dilékukan_pembagian harta
warisan tersebut dan ijuga dilakukan pembagian harta
bersama dari harta peninggalan almarhum sesuai dan

menurut hukum vang berlaku bagi orang vang beragama

Bahwa mengingat sampal saat ini seluruh harta
warisan almarhum tersebut dikuacsai oleh Tergugat dan

para Turut Tergugat secara tidak e£ah dan melawan
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hukum, maka cukup alasan adanva kekhawatiran-bagi
Penggugat bkahwa selama proses pemeriksaan perkara
ini berialan. dengan iktikad buruk Tergugat dan para
Turut Tergugat <cecara diam--diam tmengalihkan atau
mengasingkan ataupun menghilangkan dan atau memakai
untuk kepentingannya sendiri harta wariegan
{peninggalan) almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja
tersebut tanpa éeijin atau sepengetahuan Penggugat;
Oleh karena itu dengan ini Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama. Jakarta Utara  agar sebelum
memeriksa pokok perkara berkenan meletakkan sita
jaminan atasharta peninggalan almarhum Jen Loeng

Tanuwidjaia yang antara lain berupa

Seiumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk

saham yang ada pada

a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta
Pusat, J1. Batu Cepar Nao. 3 sebanvak 25 (dua
puluh lima) lembar saham, dengan nilai
nimonal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah} ;---m- -

b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara,
J1. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45
sebanvak 4.500 lembar eaham dengan nilai
nominal perlembar saham @& Rp. 1.000.000,-

c. PT. GATRABOGA INTT PUTRAMA di Jakarta Pueat
J1. Batu Ceprer No. 33 A seebanyak 25 (dua

‘ puluh lima) lembar saham deng¢an nilai nominal
vperlembar @ Rp. 1.000.000.- (satu juta
rupiah) e e

d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat J1.
Hayam Wuruk Ne. 9 sebanyak 1 (satu) lembar
saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp.
1.000.000.~ (satu juta rupiah) j---—-mmmeune—o



2)

5)

6)

7)

8)

8

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat Jl.

Havam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;~---—cecemeee--

£, PT. DUNKINDC LESTART di1 Jakarta Pusat Jl.
Havam Wuruk No. 9 sebanvak 4 (empat) lembar:
saham denqgan ni]ai nominal perlembar @ Ré.
1.000.000,- (satv iuvuta rupiah) ;-

Sertifikat NCD Bank Global cabang Kelapa Gading

.J1. Rava Kelapa Gadi%g-Boulevard Blok LC-6/36

Jakarta Utara vang dititipkan dan berada dalam

penguasaan Turut Tergugat TII1/Nv. Tan Po Lian ;--

Sebidang tanah dan bangunan rumah vyang ada di
atasnva berikut segala perabotan rumah tangga
vang ada di dalamnya serta segala turutannya -
terletak -di J1. Pasir. Putih V/2, Ancol,

Pademangan. Jakarta Utara '—--—=———=—m—mmmem——— -

Satu unit mobil BMW £30 i dengan No. Polisi
B.888.GS yvang berada di Jl. Pasir Putih Vv/2,
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (—-~——=—=——cwe—emw-

Satu buah lemari Besi anti api (brangkas)
berikut dengan seluruh isinva antara lain surat-

surat berharga dan cincin berlian milik almarhum

. vang barada dan terletak 4i kantor PT. DUNKINDO

LESTARI. J1. Havam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;--

Satu buah iam tangan merek Rolek vang dititipkan
dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III
(Ny. Tan Po Sian) j-—===r=-momem e e e

Satu buah Computer Lap Top merek Toshiba-
HP.2000 vang herisi data-data pribadi almarhum
vyang diambil dan herada dalam penguacsaan Turut

Terougat 1I (Tan Po lLian) j---—-—cmcmmmcmmre e

Deviden-Deviden dari saham-saham pada perseroan



11)

13)

14)

15)

16)

=

Tuniangan kematian dari perusahaan-perusahaan
tersebut serta barang-barang bargerak dan tidak
bergerak . lainnva atas nama almarhum suami
Penggugat vang dalam penguasaan Turut Tergugat

dan nantinya akan Penggugat susulkan Jjenis

Sehidang tanah dan bangunan Ruko vang ada di

‘atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC

Roxy Mas. lantai dasar No. 24—25, J1. KH.Hacsyim

Ashari,. Jakarta Pusat '-——r e e

Uang dalam rekening Bank Coutt Bank, 50 Rafles’
Place F OS—Ol'Singa?ura Land Tower, Singapura
048623 atas nama Jen | Loeng Tanuwidiaija
{almarhum) denaan AC No. 4081330331 ;---------m-

Uang dalam Trekening pada Bank DBS BANK, 6,
Sﬁenton Wav DBS Building, Singapura 068809. atas
riama Jen Loeng Tanuwidiaja (almarhum) dengan AC
NO. 065-006258=5 ;=mmmmom o m e

Uang dalam rekening Bank AMIRICAN EYXPRESS BANK
LTD. 16, Colver Quay, Singapure 049318 PO. Box
3063 Singavore 905083 atas nama Jen Loeng
Tanuwidiajia {almarhum) dengan AC. No. 060355001.

Uang dalamrekening Bank Bali Jl. Hayam Wuruk
Jakarta Pusat. Tabungan Bali Turbo. atas nama

Jen Loeng Tahuwidjaja {almarhum) dengan AC No.

Giro No. 569992 Bank Rali tanggal 2 September

1998 vang dititipkan dan berada dalam penguasaan

Dua kidang tanah dan bhangunan Ruko vang ada 4di
atasnva. setempat dikenal umum terletak di

Farawang Plaza No. ? Karawang., Jawa Barat ;-----
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10. Bahwa . gqugatan Pénggugat adalah didasarkan pada
bukti-bukti vang sah dan otentik serta mempunyai
nilai pembuktian yang sempurna. csehingga memenuhi
‘ketantuan pasal 180 HIR j~wmemmm e e e e

Oleh karena itu cukup alagan bagi Pengadilan untuk
menvatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih
dahulu meékipun ada bantahan, Banding atau Xasasi ;-

11. Bahwa qgugatan Penggugat adalah mengenai penverahan
harta warisan milik almarhum vang dikuasai oleh
Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tidaksah
danmelawan hukum yvang mengakibatkan kerugian bagi
_Penggugat selaku ahli warisnva vang sah P
,“dﬁeh karenaz itu sudah waktunva dan patut apabila
'“?%nggugat-mohon agar Pengadilan berkenan menghukum
zf%ergugat danpara Turut Tergugat untuk melakukan

pembagian dan penyerahan harta warisan tersebut dan

bagian harta bersama Penggugat secara dan menurut

hukum Islam kepada Penggugat dan ahli waris vang sah

dari almarhum Jen Loeng Tanuwidijaja ;«—--———comece—eo

12. Bahwa apabhila Terqugat dan para Turut Tergugat
tidakmau secara suka rela melakukan pembagian dan
atau menvarahkan bhagian harta hersama dan bagian
warisan Pengaugat, maka patut apabila Tergugat dan
para Turut Tergugat dihukum membavar vuang pakea
sebesar Rp. 10.000.000.- (gepuluh Jjuta rupiah)
setiap hari kelambatan dan atau kelalaian memenuhi

isi putusan tersebut ;--=~-——m--mmemm e ",

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan hormat
Panggugat mohon perkenan Pengadilan untuk memutuskan

sehacai berikut

1. Mengahulkan seluruh gugatan Panggugat --——--—--——--—-

2. Menvatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-
satunva ahli waris dsri almarhum Jen Loeng

Tanuwidiaia vang telah meninggal dunia di Rumah



Sakiz Rasghid, Dubai. Al Unitad Arab Emirates. pada
tanggal 8 Oktober 1998 e e -
3. Menvatakan sah menu*ut hukum bahwa harta pen1ngc=1an

almarhum Jen loeng Tanuw1j1a1a adalah

1) Sejumlah aset di daliam gperusahaan dalam bentuk

saham vang ada pada

a. PT. SARANA INTIFRIMA PKATAMA di Jakarta
Pusat. J1l. Batu Caper H:». 1 sebanyak 25 (dua
puluh 1lima) lembar saham, dengan nilai
nimonal perlembar € Rp. 1.000.000,- (satu
jutarupiahi} ------------ S ——————

- b. PT. KONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara;
. Gunung Sahari Fkaya No. 13 Blok B/45
sebanyak 4.500 lembar saham dengan nilai
nominal peflembar gsaham @ Rp. 1.000.000,-

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat
. J1. Batu Ceper No. 33 A sebanyak 25 (dua
puluh 1lima) lambar saham dangan nilai nominal
perlembar @ Rp. 1.000.0C0,- (satu iJjuta
rupiah) j=-ecemrm e

d. PT. SARAMNA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat J1.
Havam Wuruk No. 9 zebanvak 1 (satu) lembar
ceaham dengan nilai nominal perlembar @ Rp.
1.000.000,- (=atu juta rupiah) ;~---=--—m——e-

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat J1.
Havam Wuruk Nc. 9 Jakarta Pusat jem--mmmeneano

f-h
Y
+J

DUNKINDD fRETARI d3i Jalkarta Pusgat J1.

o od

avata Wuruk No. ¢ cehanvak 4 (empat) lembar

G]

,ah m dengarn nilai nominal perlembar @ Rp.

1.000.000,~- (satu iuta rupiah) j-=~-——————e—ex



L
e o b s e

4)

5)

8)

9)

J1. Raya Kelapa Gading Boulevard Blok LC-6/3b
Jakarta Utara yvang dititipkan dan bherada dalam
penguasaan Turut Tergugat ITI/Ny. Tan Po Lian ;-

Sebidang tanéh dan bangunan rumah yang ada ai
atasnva berikut sagala perabotan rumah taﬁgga
vang ada di dalaanya serta segala turutannya
terletak di J1. Pasir Putih V/2, Ancol,

Satu unit mobil BMW 530 i dengan No. Polisi

B.888.G8 vang berada di J1. Pasir Putih v/2,

Satu buah 1lemari Besi anti api (brangkasf
berikut dengan seluruh iginya antara lain surat-
surat berharga dan cincin berlian milik almarhum
vang berada dan terletak di kantor PT. DUNKINDO |,
LESTARI, Jl;.Hayam Wuruk Neo. 9 Jakarta Pusat ;--

Satu buah jam tangan merek Rolek vang dititipkan
dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat IIT

(Ny. Tan Po 2ian) j-=----m—mmrmmr e

Satu buah Computer Lap Top merek Toshiba-
HP.2000 vang berisi data-data pribadi almarhum

vang diambil dan berada dalam penguasaan Turut

Tunjangan kematian dari perusahaan-perusahaan
tersebut serte barang-barang bhergerak dan tidak

bergerak lainnva atas nama almarhum suami

- Pencggugat yvang dalam penguasaan Turut Terqgugat

dar nantinva akan Feaggugat susulkan jenis

barang-barangnyva;:-—------ et D atabta Dt Dl Db Dt
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10} Sebidang tanah dan bangunan Rulto vang ada di
: atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC
?} Roxv Mas, lantai dasar No. 24-25, J1. KH.Hasyim
3 Ashari, Jakarta Pusat R it e T P

i 11) Uang dalam rekening Bank Coutt Bank,‘50 Rafles
g Place F 06-01 Singapura Land Tower, Singapura
048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja
(almarhum) dengan AC No. 4081330331 ;~——m—mimmmm

12) Uang dalam rekening . pada Bank DBS BANK, 6,
Shenton Way DBY Building, Singapura 068809, atas

nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC

13) Uang dalam rekening Bank AMIRICAN EXPRESS BANK
LTD. 16, Colyer Quay., Singapure 049318 PO. Box
3063 Singapore 905083 atas nama Jen Loeng
Tanuwidiaja (almarhum) dengan AC. No} 060355001.

N2 B
;NVQ 14) Uang dalamrekening Bank Bali Jl. Hayam Wuruk
} % Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama
')/// Jan Loengy Tanu&idjaja (alwmarhum) dengan AC No.
¥ 93O0E5YBE § = mmm e o m e e e
A 15) Giro No. 569992 Bank Bali tanggal 2 September
’i: 1998 yang dititipkan dan berada dalam penguasaan
2 Turut Tergugat I1I (Ny. Tan Po Sian) ;-—-————- -
fi 16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko vang ada di

atasnya, setempat dikenal umum terletak di

Karawang Plaza No. 2 Karawaung, Jawa Barat ;—-——---

4. Menvatakan sah menurut hukum bahwa Aatas harta

peninggalan almarhum Jen lLoeng Tanuwidjaja tersebut

Penggugat berhak mendapathkin ceparoh bagian sebagai
hagian dari harta bsrsama dai separoh bagian sisanva

Penggugat berhaXx mendacatiian seperempat bagian

warisan sesuai dengan kstentuan hukum Islam dan atau

¢ menurut pertimbangan dan rasa keadilan Pengadilan ;-
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Maenetapkan baagian dan atau hak bagi Tergugat sebagai
ayah kandung almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja yang
masih hidup dén'bqragama non Tslam sesuai dengan
kepatutan dan'nprma-nOrma vang hidup dalam pergaulan
masyarakatf‘lﬁddnésia dan pertimbangan serta rasa

keadilanPengédilan; ———————————————————————————————

Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d
Turut Tergugat TIIT1 secara tanggung renteng agar
tanpa svarat dan dalam keadaan baik dan utuh
menyerahkan bagian harta bersama dan bagian harta
warisan Penagugat tersebut kepada diri Penggugat,
atau 'kuasanya vang sah dalam tenggang waktu 8
(delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dan
apabila penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan
secara naturé,maka dilakukan dengan cara disita dan;
dﬁlakukan lelang melalui Kantoer lelang'Negara vang

%f;gemudian .dari hasil penjualan lelang tersebut

Yt*dilakukan pembagian dan penyerahan kepada Penégugat

10.

gesuai dengan bagian yang telah ditentukan olah

Menghukum Tergqgat dan para Turut Tergugat I s/d
Turut Tergugat III secara tanggung renteng membavar

”uang paksa saebésar Rp. 10.000.000,- (sepuluh iuta

rupiah) setiap harinva apabila lalai atau terlambat

memanuhi keputusan tersebut ;--—-———- e

Menvatakan putusan ini dapat dilaksanakan 1lebih

dahulu meskipun ada bantahan, Banding atau kasasi ;-

Menvatakan sah dan berharga gita jaminan vang telah
dilaksanakan terhadap harta peninggalan almarhum Jen
Loeng Tanuwidiaia tersehut ;------c-mmmmm

Menghukum Tergugat dzan para Turut Tergugat secara

tanggqung renteng membavar hiava perkara ini menurut

| hukim; == e e e

Atau apahila Pénagadilan berpendapat lain ;-—=—=————eemeca-

Mohon putusan yang seadil-adilnya :-------o---oommo
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Menimbang, bhahwa pada hari egidang vang ditetapkan
Penggugat hadir bhersama kuasa hukumnya Taufik Haig, SH
advokat dan pengacara, dari kantor Teguh Samudera Dan
Associates, Advocates And Legal Consultants, Jl.Kramat
Raya Ne. 5 perkéntoran Maya Indah ¥-12, Senen, Jakarta
Pusat sedangkan' Tergugat, Turut Targugat I, Turut
Tergugat I1I dan Tufut Targugat TTT dengan surat-~surat
kuasa tertanggal 23-3-1999 vyang telah didaftarkan di
Kepaniteraan tangal 8-4-1999 dan No. 20/SKH/1999/PAJU
hadir diwakili o]eh kuasé hukumnya Andi Fatmawati, SH

advokat dan pengacara dari kantor Svamsul Arief And

Partners Taman Kebon Jeruk Intercom Blok AA III No. 15 -

Jakarta Barat, -Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha
untuk mendamaikan dengan memberi saran dan nassehat namun
tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah membacakan

'Su:at gugatan vang ternyvata tetap dipertahankan oleh
:?egﬁfugat e e e e e e e e
ﬁn'/ Menimbang, hahwa kuasa hukum Tergugat dan para‘Turut
oy

-/rgugat dengan suratnva tertanggal 21-4-1999 telah
menyampaikan iawaban vang pokok-pokoknva sebagai berikut:

I.  EKSEPSI TENTANG KETIDAK WENANGAN ABSOLUT PENGADILAN
AGAMA .

I.1. Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan
Agama. sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 47
tahun 1998 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan
Agama tidak memiliki kewenangan absclut urituk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------mmmuo-
Menurut ketentunan pacal 49 ayat (1) butir b dari
Undang-Undang No. 47 tahun 1998 tersebut di atas,

Pengadilan Agama berwenang memerikea. memutus dan

e R g T e i R R

manvelesaikan pearkara-perkars Jdi tingkat pertama
antara ORANG-ORANG YANG BERAGAMA TSLAM di bidang
3 kawarisan. DAN DALAM KASUS INI RAIK TERGUGAT MAUPIUN
| TURUT  TERGUGAT I QD TIT. SEBAGATMANA JUGA
DINYATAKAMN OLEH PENGGUGAT SENDIRI., BUKANLAH CRANG
YANG RERAGAMA TSQLAM. SEHTNGGEA DALAM  KAEUS INI
PENGADTLAN AGAMA TTDAK MEMTLIKT KEWENANGAN ABSOLUT
UNTUK MEMERTIKSA DAN MENGADTLINYA oo
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Pacal 49 ayat (1) dari UndangeUndang tersebut di

atas harus diartikan sebagai berikurc

a.

h.

4.

i kurang jeias sebagaimana dinvatakan oleh

C.

Jika semua pihak (Tergugat dan_Penggugat) SETUJU.
/TTIDAX MENOLAK DIADRILT CLEH PENGADILAN AGAMA
maka Pengadilan Agama  bicsa melakeanakan

putusannva {maksudnya " memeriksa dan

mengadilinya) = rmmmm e e e

Seandainva ¢alah catu pihak ' (Tergugat atau
Penggugat) tidak =setuju diadili berdasarkan

hukum Izlam, maka pericara ini harus diselesaikan

dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal?

semacam ini , Hakim Pengadilan Umum tidak boleh

menclak atau memeriksa dan mengadili perkara

. vang dizdiukan para pihak {Tergugat atau

‘Periggugat) dengan dalih tahwa hukum tidak/atau-

7

ketentuan vasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970
tentany Ketentuan-Ketentusn tentang Pekok

Kekuacaan Kehakiman ;- ~-----v-rmmmmmmm e

Arabila perkara 1ini =sndah masuk Pengadilan
_Agaﬁag pada saat permulaan sidang sebaiknva
Yalim inenanvakan apakah kedua belah pihak setuiju
diadili dengan hukum Islam atas perkara tersebut

Bagi rihak vang tidak setuju dengan hukum Islam
sebhaiknva seiak awal menvaiukan ekespsi bzhwa
bengadilan 2dgama tidak herwenang mengadili
perkara ini dengan alacan vihaknya tidak setuiu

diadili oleh hukam Trlam @ vmmmm e m e e

Apahila svarat vang diuraiksn 2alambutir o telah
ditempuh, makaapabila pada saat permulaan s£idang
pihak wvang tidak satnnr 113d1ili dengan hukum
telam mangaiukan cizsapnl . makz putusan
Pengadilan Agama kerbunvi "TIDAK DAPAT MENERIMAY
*Net. Oeivanke}1jk). Azan  tatapi  juga selak

permulaan seiding vang tidak setuiu diadili

a
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dengan hukum Islam itu tidak mengaijukan eksepsi.

dapac diartikan pinak vang bersangkutan

menerima, sehingyga putucsan Pengadilan Agama itu

dapat dilaikcsanakan (iihat H. Achmad ERoestandi,

W R s SRR

SH dan Xuchidin Effendi 8, SH komentar atas

Undang-Undang No. 7 tanun 1989 tentang Peradilan
Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam. Penerbit
Nusantara Press, Uninus Bandung 1991, Hal. 69

dan geterysnya) [ ———=- cm e e —

I.2. Pendapat koméntar ini dengan pendirian Mahkamah
Aaung dalam Surat Edaranhya No. 2 tahun 1990
tentang petunjuk Palaksanaan UU. Ho. 7 tahun 198¢°
"PERKARA~PERFKARL ANTARA OFANG-ORANG YANG BERAGAMA
13LAM di bidaﬁg kewarizan JUGA BERKAITAN DENGAN
z;_MASALAH PILIHAN HUKUM hendaknya diketahui bahwa

s e B e St T

dﬁfketen:uan pilihan hukum marupakan masalah vyang
' tarieték di iuar badan paradilan. dan berlaku bagi
vang golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk
pada hukum adat dan/atau pturuem Telam, atau tunduk
- pada hukum perdata Ezrat (BW; Jan/atau hukum Islam,
dimana mereka BOLEH MEMILIH HUKUM ADAT ATAU HUKUM
PERCATA BARAT (8W: YANG MENJADR! WEWENANG PENGADILAN
;NHGERI ATAU MEMILIH HUKUM 1SLAM YANG MENJADI
WEWERANG PENSALILEN ASAMA™ ; wmomomm oo

: . Karena di dalam kacus ini Tergugat dan para Turut
%_ Targugat T s/d Turut Tergugat TTII BERKEBERATAN DAN
1 TIDAK MENGALAKAN PILIHAN HUKUM ISLAM dalam masalah
dalam pernvelesaian hukum warisan almarhum Jen Loeng
Tanuwidjaja,. maka Pengad:iian Agama secguai pendirian
Mahkaméh Agung dzlam Surat Rdarannva No. 2 tzhun
1990 tersebut di atas atas dasar alasan TIDAK
ADANYA  PILIHAN HUKUM TSLAM, TIDAK MEMILIKI
KEWENANGAN ABSQOLUY UNTUH MEMERIESA DAN MENGADILI
PERKARA INT j——--mrmmmmmmemm e e e e

Dan s&ebagai akibatnva Peradilan vang bkerwenang

L ARG £y L

e

4 adalah Peradilan Umum =&suzt xzetentuan UU No. 14

: tahun 1970 ;--=---=-~—-=~~ S e e
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GUGATAN PENGGUGAT ADALAHR ARSCUUR

Dengan merumuskan di catu Pihak, Turut Tergugat
gsebagai Para Turut Tevgugat T /4 Para Turut
Tergugat TII, akan tataor di lain pihak akan
mamintakan dalam petitum agar Para Turut Tergugat I
e/4 Para Turut Tergugat 1II untuk dihukum cecara
snbgténsial gsebagaimana sdimintakan dalam aPetitum,
maka Penggugat teleh melakukan kecalahan beracara
SESUAT DOKTRIN HUKUM ACARA. SEOQORANG TURUT TERGUGAT
HANY2 DAPAT DIMINTAKAN UNTUK DIHUKUM AGAR TUNDUK
DAN TAAT PADA BUNYINYA PUTUSAH DAN TIDAK DAPAT .
DIMINTAKAN UNTUK DTHUKUM SECARA SUBSTANSIAL
SEBAGAIMANA HALNYA TERJAUI IN CASU j=————emmm——————

III. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PRNSIP .

Sesuai dengan prineip dasar hukum antar golongan
vang berlaku di negara kita, tedapat kesetaraan
kedudukan antara pelbagai agama vang dianut di

negara kita ;~—-~~-e-mmenem e e

Sabagai.akibatnva maka BERALIHNYA SESEQRANG DARI
SATU AGAMA ¥E AGAMA LATN TIDAK MENYEBABKAN PULA
'BERUBAHNYA HUKUM YANG SEMULA BERLAKU BAGI ORANG

Dan sebagai akibatnva pula, makasesuai dengan

a:

‘prinsip dasar peraturan parkawinan campuran
{GHR. Stbl tahun 1898 No. 158 pasal 2) maka
dalam hal ada perkawinan campuran cebagaimana
halnva In Casu. HUKUM YANG BERLAKU ADALAH HUKUM
ST SUAMI, SEHINGGA SEBAGAI AKIBATNYA PULA HUKUM
YANG MENGUASAL MASATAH KEWARISAN ALMARHUM JEN
LOENG TANUWIDJIAJA ADALAH HUKUM KEWARISAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM TERDATA, kecuali ada
pilih%n hukum lain diantara para ahli warig :---

;
d. Dan KARENA DALAM KASUS 1N! TIDAK ADA PILIHAN

HUKUM LAIN DIANTARA PARA AHLI WARIS,., maka secuai
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vendirian Mahkamah Agung aalameurat edarannya
No. 7 tahun 1290 tarsshut di atas.Psngadilan

haama tidak memiliki kewenangan sacar3a absolut

E untuk mameriksa dan mengadili perkaras ini ;----- '
8 _
2

DALAM PROVIZIT

- Sebagai akibat dari apa yang diuraikan dalam eksepsi

{ tersabut di atas, maka Pengadilan Pgama tidak memiliki.

kewanangan untuk menjatuhkan Pgnetapan Sita Jaminan dan

karenanva Penetapan fita Jaminan *ersebut demi hukum

tidak berlaku atau setidak-tidaknva harus dicabhut fo———
.. DALAM PCKCK PEFREXZRA

*:Tergugat dan Para Turut Tercugat T £/d III menvangkal

.

L 'semua dalil-dalil Pen@@u@at :—=———m—m—— e e

Karena eksepsi ini adalah EKSEPSI YANG BERKENAAN
DENGAN KETTDAK WENANGAN PRENGADILAN SECARA AESOLUT,
MAKA SESUAI KETENTUAN PASAL 136 HIR TERGUGAT SERTA
PARA TURUT TERGUZLT I €/P FAFA TURUT TERGUGAT IIIT
MEMILTKI HAK DAN DENGAN INI MERESERVER HAKNYA UHNTUK
MENJAUER TALAM POROK PERKARA SAMPAT ADANYA PUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMPUNYAT KEKUATAN HUKUM YANG TETLP
'DALAM FPEREKERA TNT TENTANG MASALAY KETIDAK WENANGAN
ABSOLUT PRREEBUT DT ATAS : = s e o S

DAN SELANJUTHYA TEEREENAN KIRAHYA HMAJELIS YANG TERHORMAT
MENJATUHXAN PUTIUSAN

DALAM EKSEF21Y

D)

oireepsi Targugat ar Para Turut Tergugat I

-  Menerip

NDALAM P&2VTET

- Mencaiut kembali Papetap e tuctans 21ty jaminan dalam
!

PATIIRYA JNI f-emm oo v s i e e
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2. membebarkan biava perkara kepada Penggugat

DALAM ©OXKCE FERKAZA

1. M

envatskzan Fongadilan Agams tidak berwenang
ah

seolut mamerikea dan mergadili oerkara ini

Menimhang, bahwa gshubungan dengan jawaban Kuasa
Hukum Terguust dan para Tergugat Jdi atas yang meliputi

eksepsi dan iawahan atas pakok rerkara Pengaugat dengan

suratnva tangga 19-5-1999 t=21an menvampaikan - jawaban

dan replik atas pckok perkara vang
pokok-pokeknva sebagai herikut :

atas ekserzi Penggugat

DALAM EEKSEPS3I

Penca&ilan Agama barwenana meariksa danh mengadili
ugatan Penggugat

.

Fahwa dizanekal dan Y idak henar dz21il eksepsi
para Tergugat butir 1 sub a, b, ¢ dan d
Karena terrvata para Tergugat telah salah
dalam mangartikan/menafcirkan ketentuan pasal
4 avat (1) Undana Undana Ne. 7 tahun 10989
tentany Undang-Undang Peradilan Agama (bukan
Yndang-Undanyg No. 47 tahun 1968 sgebagaimana
vany pava Tergqugat dalilkan). sanvatanva
ketenrtuan pasal tersebut telah memberikan
kewanangan mntlak tagil Pangadilan Agama untuk
“mamariksa dan mengadili verkara-perkara
kewarisan ;---—---w-- o o e e e e e
Gleh ¥aresna itu Penaadilan Agama Jakarta
Utara berwenang memeriksa dan mengadili
AIEEAN PAAQQUAAL [ - = - s s e
b RBahwa rerlu parz Terguygat ketahui 4i dalam
Undang--lndang Peradilan Agama tarda?at azas
rersonalitas keisglaman vang menekankan kepada
184 2gama vang dianut peﬂgaj" perkaf*, alah
karena itu dalam hal ini Panggugat beragama

Isiam, maka konsekwensinya Penggugat harus
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mengaiukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

sekalipun para Tergugat tidak ménganut agamé

YaNg S§8aMa [ === e e e e e
c. Bahwa selain itu para Tergugat harus
mengartikan ketentuan pasal 49 ayat (1)
dengan melihat pokok perkara vyang telah
dinyatakan dengan tegas bahwa Hukum Tsglam
berlaku untuk menyelesaikan kewarisan, dengan
demikian kewarisan tersebut telah nyata-nyvata
dilakukén berdasarkan Hukum Islam {(almarhum
guami Penggugat beragama Tslam}, maka menurut‘
hukum sengketa warigan ini adalah menjadi
wewenang Pengadilan agama, walaupun salah
satu piﬁaknya i.c. para Tergugat tidak

beragama Islam ;~-===-——~——mr—mm e

Maka berdasarkan alasan-alasan  hukum
tersebut di atas mohon perkenan Pengadilan
Agama Jakarta Utara menolak eksepsi para
Tergugat atau setidak-tidaknya dinyvatakan
tidak dapat diterima atau _mengesampingkan

Bahwa ditolak dalil eksepsi para Tergugat butir

1.2 dan 1.3. karena pilihan hukum vyang
" dikemukakan oleh para Tergugat Jjelas-jelas

merupakan upava untuk menghindari diri dari
pembagian/pemecahan harta warisan almarhum suami
Penggugat, padahal telah nyata-nyata Penggugat
maupun almarhum suami Penggugat telah menetukan
pilihan hukumnyya berdasarkan hukum Islam karena
sama-sama beragama Islam, sehingga oleh karena
itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang

memeriksa dan mengadili gugatan Penagugat ;-----

Rahwa disangkal dan tidak benar dalil eksepsi
Tergugat butir II vang menyatakan gugatan
Pengguéat adalah abscuur. karena senvatanva
Penggugat telah gecara tegas dan jelas

menguraikan maeging-masing posisi hukum para
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Turut Tergugat. sehingga pvermohonan Penggugat
agar para Turut Tergugat 4dihukum secara
substansial tidaklah bertentangan dengan
ketentuan Hukum Acara ;---~—-~wwmm—mcm e

II1. Bahwa gugatan Penggugat tidak bertentaﬁgan dengan

prinsip dasar antar golongan

1. Bahwa disangkal dan tidak bernar dalil eksepsi
para Tergugat butir I, karena dengan masuk dan
meninggal dunianya suami Penggugat vang berégama
Islam, makadengan demikian berlaku dan tunduk
kepada ketentuan dan giaran hukum Islam a;-—-——-

2. Bahwa oleh karena Pewaris adalah orang yang taat
meninggal dunia adalah beragama Islam., dengan’
demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara
berwenang memeriksa dan mengadili gugatan
PeNQgQUEAL ; —— ===

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas.
terbukti eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum. sehingga menurut hukim eksepsi

tersebut harus ditolak ;-=-=——vm—cme—r

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini
mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara memutus

gebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menvatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang

memeriksa mengadili perkara gugatan Penggugat ;-——--———-

DALAM PROVISI

- Menvatakan sita jaminan vang telah diiaksanakan

Pengadilan Agama Jakarta Utara sah dan berharga :~—-——--
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DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Tergugat dan para Tergugat adalahvbukan
mengenai ekeepsi kompetensi relatif yang mewaliibkan
bagian Pengadilan untuk memutus lebih dahulu dengan
putusan sela. 0leh karena itu atas eksepsi Tergugat
dan para Turut Tergugat tersebut harus diputus lebih
dahulu, akan tetapi harus diputus bersama-sama dengan
pokok perkara, bahkan sembarang waktu Pangadilan dapat
menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan
Penggugat a?abila merasa tidak berwenang dengan tidak‘

Bahwa ternyata Tergugat dan para Turut Tergugat dalam
jawabannya hanva mengajukan eksepsi saja tidak -
menjiawab pokok perkara gsehingga menurut hukum Tergugat
dan para Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui

3. Bahwa Penggugat mohon akta atas pengakuan secara diam-

diam tersebut sehingga menurut hukum dalil-dalil

4. Bahwa oleh karena itu dengan adanya pengakuan benar
terhadap gugatan Penggugat. maka gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan selurvhnya :—~-—ememmmm e

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon
perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengabulkan

geluruh gugatan Penggugat ;-----=-—-ee——mmm o

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut
Tergugat dengan suratnya telah menyvampaikan dupliknva

vang pokok-pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut
DALAM EKSEPSI
1. Sekaliglagi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada

Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 UU No. 47
tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan hersesuaian
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rula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun
1990, Pengadilan Agama tidak memiliki Yurisdiksei
{kewenangan absolut), untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini je-mecmm e e e

Secara tepat dan benar Pengadilan Agama Jakarta Utara
sekalipun tidak menyetujui pertimbangan—pertimbangan
telah lebih dahulu menjatuhkan putusan dalam Eksepéi
berkenan dengan kewehanqan absolut yang telah kami

AIUKAN = e e e

Hal mana adalah bersesuaian dan bahkan merupakan-
perintah dari pasal 136 HIR vang menyatakan bahwa
dalam hal ada eksepsei tentang kewenangan absolut, maka
Péngédilan Agama térlebih dahulu menjatuhkan putusan

“*;terhadap_eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut.

A.ﬁbalam hubungan ini adalah tidak benar pendirian
Ky

‘5.

6.

4

Penggugat yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan
para Turut Tergugat adalah bukan mengenai eksepsi
kompetensi relatif yang mewajibkan Pengadilan untuk
memutugkan terlebih dahulu dengan putusgan sela. justru
karena eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tidak
mengenai masalah kompetensi relatif, akan tetapﬁ
mengenai Kkompetensi absolut, maka sesguai ketentuan
pasal 136 HIR tersebut di atas eksepsi tersebut
haruslah diputus terlebih dahulu ;-~——-=cecmmmmee e

Hal mana telah dilakukan oleh Pengadi;an Agama Jakarta
Utara. Namun demikian kami tidak setuju terhadap
dasar-dasar pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta
Utara dalam meniatuhkan putugan gelanya tersebut dan
oleh karenanya kami telah mengajukan banding terhadap
putusah sela tersebut sesuai Berita Acara Permohonan
Banding tertanggal 14 Juli 1999 ;-wccmemmmcmmmaeee '

Pada asasnya kami tetap bertahan‘pada pendirian vang
menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak
memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini sebagaimana telah diuraikan

dalam bagian eksepsi (dalam jawaban) dan sebagaimana
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nanti akan diuraikan sekali lagi dalam memori banding

7. Adalah tidak Dbenar pernvataan Penggugat dalam
repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat dan para
Turut Tergugat dalam 3jawabannya hanva mengaiukan
skeepsi saﬁa, Dengan tegas-tegas Tergugat dan para
Turut Tergugat dalam jawabannva menvatakan mereservir
haknya untuk menjawab dalam pokok perkara, apabila
terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut
sebagaimana halnya In Casu. Tegrugat dan para Turut

Tergugat bahkan memberi jawaban yang isinya menyangkal .

AT N

/“"""“-i
f\GG?Qalam repllknya sama sekali tidak menangaapl dalil
“,{ \Mzﬁ rgugat dan para Turut Tergugat bahwa gugatan
7] X~ii

éknagugat adalah abscuur, sehingga atac dasar alasan

ggm‘ﬁgQF/gtu saja gugatan Penggugat haruslah ditolak atau
—"

setldak ~tidaknya tidak dapat diterima ;--==~--cmema——-

9. Adalah tidak benar dalil Penagugat dalam repliknyva

3 vang menyatakan bahwa di dalam Undang-undang Peradilan
3 ; Agama terdapat azas Dpersonalitas kelIslaman vang
yﬁ menekankan pada azas agama vang dianut Penggugat ;

2,

"Hal ini jelas ditekankan oleh M. Yahya Harahap dalam
bukunya "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama" Pustaka Kartini 1990 Hal. 38 Dalam bukunva
tersebut M. Yahya Harahap tegas-tegas menyvatakan bhahwa
jika ketentuan pasal 2 dan_penjelasan umum angka 2
alenia ketiga serta pasal 49.ayat (1) diuraikan dalam
azas marsonalitas kelIslaman vang melekat pada Undang-
Undang No. 7 tahun 1989, dijumpai beberapa penegasan
vang melekat membarengi azas dimaksud pihak vang
bersengketa (jadi bukan hanya pihak yang Penggugat
saja) harus sama-sama pemeluk agama Islam ;—w—w—waeaea—
dengan demikian dalil Penggugat dalam repliknva
tersebut di atas adalah keliru sama sekali, dalam
4alil gugatan Penggugatn ijelas dicantumkan bahwa
Tergugat dén para Turut Tergugat beragama non Islam.

ielas berdasarkan uraian M. Yahva Harahap tersebut di
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atas, Pengadilan Agama tidak memiliki Yurisdiksi untuk

DALAM POKOK PERKARA

1. Dengan tetap bertahap pada dalil kami, gesuai
ketentuan pasal 136 HIR, sekali lagi kami merecervir
hak kami menjawab dalam pokok perkara. Dan untuk
menegakkan bahwa seiak semula Tergugat dan para Turut
Tergugat dalam jawabannya dalam Pokok perkara telah

dengan tegas-tegas menyangkal dan dengan ini

e

mengulangi sekali lagi dengan tegas-tegas menyangkal‘
g semua dalil-dalil gugatan Penggugat; Dengan demikian
Tergugat dan para Turut Tergugat sekaligue mensonir

» Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya

o \\l_' ~11 . 3 e
%?,j -9;_}.;5 vang ditangkal tersebut ;————me—m ool
=5/

X s /_7’ .
ﬂEﬁP'AKA BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS BERKENAN
E KIRANYA MAJELIS YANG TERHORMAT MENJATUHKAN PUTUSAN

DALAM EKSEPSI

- Menerima‘ekéepsi Tergugat dan para Tergugat I /4 IITI.

DALAM .PROVISI .

- Mencabut kembali penetapan tentang gita jaminan dalam
perkara ini ;~e-—-—cmm e e

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakaﬁ Pengadilah Agama tidak berwenang secara
absolut memeriksa dan mengadili perkara ini atau

setidak-tidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnira.

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-——==————ee--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat-
surat bukti sebaéai betrikut

1. Foto Copv Surat Keterangan tentang masuk Islam atas
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nama Jen Loeng Tanuwidjaja No.7052/155/IT11/MASK/1995
tanggal 2-3-1995 dari masiid Sunda Kelapa (P.1) ;---

Foto Copy Surat Keterangan akta nikah atas nama
Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidiaji Nomor
155/008/1X/1996 tanggal 6-9-1996 dari KUA Kecamatan .

Foto Copy Surat Keterangan No.K.6/J-2/PW.01/515/1998
tanggal 10-11-1998 dari KUA Kecamatan yang sama

Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Uni Emirat
Arab/Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Prevebtip,
wilayah kesehatan Dubai yang telah diterjemahkan

gyang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaia telah

Foto Copy Surat Keterangan pembalsemah dari Dep.
Kesghatén Dan Pelayanan Medis Pemerintah Dubai yang
telah diterjemahkan, vyvyang menyebutkan bahwa Jen
Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal

Foto Copy Surat izin penggunaan tanah makam No.

475/1.776.121.101 tanggal 14-10-1998 dari Dinas Tata

Pemakaman Umum yang maksudnya -memberi izin
penggunaan tanah makam untuk jenazah Jen Loeng
Tanuwidjaja (P.3.¢) j=—=-——mmmmm e

Foto Copy Surat Keterangan kematian No. 54/1.755.02
tanggal 10-10-1998 dari lurah Ancol yang menyebutkan
bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia
pada tanggal 8-10-1998 di Dubai dan beragama Islam
(P.4d) mmm o e e e e e e e

Foto Copy Surat pernyataan ahli waris yang dibuat
oleh Penggugat, yang ditulis di atas kertas segel
Rp. 2;000,} tertanggal 5-11—1998 vang telah
diketahui/disahkan dan ditanda tangani oleh Ketua
Rt. 005/010, Ketua Rw. 010 dan Lurah Ancol serta
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diberi keterangan olehnyva bahwa crang tua Jen Loeng

Tanuwidjaja dan keluarganya heragamanon Islam, surat

keterangan tersebut diperkuat oleh camat Pademangan

9. Foto Copy Surat akta pendirian PT. Sarana intipriﬁa
vang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH
pada tanggal 28-5-1996 No. 119 vang antara isinya
menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidijaja adalah
pendiri PT. tersebut bersama Turut Tergugat II dan
Turut Tergugat III, mempunvai 25 saham/modal yang
disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dan sebagai Direktur (P.6.a) ;--—--—ee—-

~10. Foto Kopi Akta Perubahan PT. Sarana Inti Prima vang

‘tanggal 20-12-1996 No. 96 vang antara isinya
o1
j “tjenyebutkan bahwa tentang perubahan ayat 9 pasal 12

fotc Kopi Akta Pendirian PT. Ronacita Inti Persada
vang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH
pada _tanggal' 28-5-1996 No. 120 vyang ‘antara 1lain
isinya menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaia
sebagai pendiri PT. bergama Turut Tergugat II dan
Turut Tergugat III, mempunyail 25 saham/modal yang
telah disetor sebhesar Rp. 25.000.000,- {(dua puluh
lima iuta rupiah) dan sebagai direktur (P.7.a).;--~-

12. Foto Kopi Data Akta pérubahan Anggaran Dasar

Perseroan PT Ronacita Inti Persada yang dibuat di
; depan‘Notaris Linda Herawati, SH tanggal 2-12-1997
F yang antara 1lain isinvya menyebutkan bahwa telah
} teriadi perubahan atas ketentuan pasal 4 tentang
F modal dari sebesar Rp. 1.000.000.000,~ (satu Milyar
Rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000, -

(seratus lima puluh milvar rupiah) Jen Tanuwidijaja

sebagai direksi/pimpinan rapat yang mempunyai 4.500
saham/modal vang telah disetor sebesar Rp.
4.500.000.000 (empat milvar lima ratus juta rupiah)
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13. Foto Copy Berita Acara rapat PT. Ronacita 1Inti
Persada yang dibuat di depan notaris Linda Herawati,
SH pada tanggal 2-12-1997 No. 16 vang antara lain
isinva menyebutkan bahawa rapat dihadiri oleh Jen
Loeng Tanuwidijaja, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat ITI masing-masing cebagal Direktur ,
Komisaris Utama dan Komigaris dén masing-masing
sebagai pemilik saham, Jen Loeng Tanuwidjaja
mempuyai 4.500 saham/modal yang telah disetor

sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus

14. Foto Kopi akta pendirian PT. Gatraboga Inti Pratama
vang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH

=5 . pada tanggall 28-5-1996 No. 121 vang antara lain

’fjsinya menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaia

)

bagai pendiri bersama Turut Tergugat II dan Turut

/ nergugat ITI, mempunyai 25 saham/modal vang telah

»—f<§;/disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dan sebagai Direktur (P.8.a) ;--—--—-—-

15. Foto Kopy Akta perubahan PT. Gatraboga Inti Putrama

?\ vang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH
%‘ pada tanggal 20-12-1996 No. 71 vang antara lain

isinva menyebutkan tentang perubahan Anggaran Dasar

s

PT ayat 9 dari pasal 12 tentang Keputusan rapat
Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat(P.B.b);———-—————----——--——--—--——————;———-

16. Foto Copy akta bsrité acara PT. Sarana Boga Pratama
vang dihuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH
pada tanggal 8-9-1997 No. 16 yang antara lain isinva
menyebutkan bahwa rapat tanggal 8-9-1997, dihadiri
oleh Jen Loeng Tanuwidiaja sebagai Direktur Utama
PT. pemegang saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu
ijuta rupiah) dan sebagai Direktur mewakili Direksi
PT. Ronacita Inti Persada, dan dihadiri pula oleh
Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Jen Léeng
Tanuwidjaja selain selaku direktur Utama PT,
mempunyai satu saham bernilai Rp. 1.000.000.,- (satu

juta rupiah) mewakili Direksi PT. Ronacita inti
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Persada mempunyvai sembilan puluh saham senilai Rp.
90.000.000,- {sembilan puluh juta rupiah) (P.9.a) ;-

Foto Kopy akta berita acara rapat PT. Sarana Boga

Pratama vang dibuat di depan notaris Linda Herawati,

. 8H pada tanggal 2-12-1997 vang antara lain iginva
~menyebutkan rapat diadakan pada tanggal 2~-12-1997,

dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidiajia selaku Direktur

_Utama'PT, Pemilik satu saham dan diwakili Direkei

PT. Ronacita Inti Persada dan juga mewakili Direkei
PT. Dunkindo Lestari, Peningkatan modal PT. menjadi
Rp. 40.000.000.000,~ {empat puluh milyar rupiah) dan
Jen Loeng Tanuwidiaja mempunyai satu saham/modal
vang disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah), Ronacita inti Persada mempunyai 90 gaham/
modal vang telah disetor ssbesar Rp. 90.000.000,-
{semhilan puluh iuta rupiah) dan dari PT. Dunkindo

~Lestari mempunyai 19.900 (sembilan belas ribu

sembilan ratus lambar) saham yang telah disetor
gsebesar Rp. 19.900.000.000,- (sembilan belas Milyar
gembilan ratus juta rupiah) (P.9.b) ;-----mmmmecuwuaa

Foto Kopi Akta berita acara rapat PT. Ramada Inti
Persada yang dibuat di depan notaris Trisnawati
Mulia, SH pada tanggal 8-9-1997 No. 17 vang antara
lain isinya menyehbutkan bahwa rapat diadakan pada
tanggal 8-9~1997, dihadiri oleh Jen Loeng
Tanuwidjaja selaku Direktur Utama PT, sebagai
pemegang satu saham bernilai satu juta rupiah,
sebagai/diwakili direksi PT. Ronacita Inti Persada
yang memiliki 90 saham bernilai sembilan puluh juta’
rupiah dan juga dihadiri oleh Turut Tergugat II dan
Tufut Targugat II1, tentang pérubahah Anggaran Dasar
PT dan menyebhutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidiaja
memptuinyai satu saham/modal yang telah disetor
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupuah), PT.
Ronacita Inti Persada mempunyai sembilan puluh saham
modal vang telah disetor sebesar Rp. 90.000.000,—
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19. Foto Kopy akta berita acara rapvat PT. Ramada Inti
| Pergada vang dibuat di depan notaris Linda Herawati,

- SH pada tanggal 2-12-1997 No. 18 vang antara lain
isinya menyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal
2412-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaia
sebagai Direktur PT, pemilik satu saham mewakili -
Direkei PT. Ronacita Inti Persada dan juga mewakili
Direksi PT. Dunkindo Lestari, daihadiri pula oleh
Turut . Tergugat II dan Turut Tergugat III,
peningkatan modal meniadi  Rp. 50.000.000.000,-
(1ima puluh milyar rupiah) dan menyebutkan bahwa

Jen Loeng Tanuwidjaja mempunvai satu saham/modal
yang telah disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (=atu
fg”"”A‘: juta rupiah), PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90

faham/modal vang telah disetor senilai

.%p 90.000.000,- (sembilan puluh 1uta rupiah)dan PT.

mnnklndo Lestari mempunyai 24.900 (dua puluh empat

;?;Ibu sembilan ratus) lembar saham/modal yang telah -
disetor sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh

- empat Milvar sembilan ratus juta rupiah) (P.10.b)

j\ :

5 20. Foto Kopi berita acara rapat PT. Dukindo Lestari
'} yang dibuat d4di depan notaris Trisnawati,”SH pada
tangga 18-9-1997 No. 15 vyang antara lain isinya
menvebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 8-9-
1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku
Direktur Utama PT, pemegang satu saham bernilai Rp.ﬂ
1.000.000,~ (satu juta rupiah) mewakili Direksi PT.
Ronacita Inti Persada dan dihadiri oleh Turut -
- Tergugat II dan Turut Tergugat III, penambahan modal
meniadi Rp. 400.000.000,- {(empat ratus juta rupiah)
dan Jen 1loeng Tanuwidjaja mempunyai 4 saham/modal
vang telah disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat
juta ruﬁiah) dan PT. Ronacita Inti Persada mempunyai
360 saham/modal vyang telah disetor sebesar Rp.
360.000.000,- (Tiga ratus enam puluhvjuta rupiah)

21. Foto Kopy bérita acara rapat PT. Dunkindo Lestari di
depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12-
1997 No. 17 yang antara lain isinya menyebutkan
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bahwa rapat diadakan pada tanggal Rp. 2-12-1997,
dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku Direktur
~Utama, pemilik 4 saham dan mewakili PT. Ronacita
Inti Persada juga dihadiri oleh Turut Tergugat 11
bdan turut Tergugat I1IT. psningkatan modal dasar PT
menjadi Rp. 150.000.000.000.- (seratus 1lima puluh
milvar rupiah), Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai 1000
(sseribu) saham/modal yang telah disetor sebesar Rp.
500.000.000,~ (1iha ratus juta rupiah), PT. Ronacita
Inti Persada mempunyai 90.000.000,- (sembilan puluh
juta rupiah) saham/modal yang telah disetor vyang
telah disetor sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat.

puluh milyar rupiah) {P.11.b) ;---mvmmmmm e

.,
-\

23 Foto Kopi Deposit Confirmation dari Coutts Bank,

Singapufa atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja vyvang

;\ menyebutkan bahwa vang bersangkutan mempunvai
EJ Deposito sebesar Rp. 527.555.555.56 (lima ratus dua
ﬁ pulih 3juta 1lima ratus 1lima puluh lima ribu 1lima
9/ ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen

rupiah) (P.13) ;—==--cem e e

24. Foto Kopv Simpanan Auto Save dari DBS Bank Singapura
atag nama Jen Loeng Tanuwidjaja vang menyebutkan
bahwa yang bersangkutan mempunyai simpanan sebesar §
1.663,83 Sdingapura ({cseribu enam ratus enam puluh

‘tiga koma delapan puluh tiga dolar Singapura (P.14).

25. Foto Kopy simpanan Deposito dari Bank American
Express atas nama Jen [loang Tanuwidja?a vang
manvyebutkan bahwa vang bersangkutan mempunyai
€impanan sebesar $. 229.907.82 US (dua ratus dua
puluh sembilan ribu sembilan ratus tuiuh koma
delapan puluh dua sen Dolar Amerika) (P.15) ;-————un

26. Foto Kopy simpanan tabungan dari Bank Bali atas nama
Jen Loeng Tanuwidjaja vang menyebutkan bahwa vang

bersangkutan mempunyai tabungan : (P.16) ;---—-—-—-——-
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a. Rekening No. 903.043717 sabesar Rp. 50.563.562.,~
{lima puluh ijuta lima ratus enam puluh tiga ribu

lima ratus enam puluh dua rupiah) ;-——=—-m——meeea

b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,~
(tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh 1lima ribu sembilan ratus tujuh puluh

¢. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,-
(lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;--

. Poto Kopy keterangan pendaftaran tanah . No.

485/8SKPT/1999 tanggal 23-8-1999 dari Kantor
i pertanahan Jakarta Utara vyang menyebutkan bahwa'
sartifikat tanah atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja,
luas tanah 510 m’ HGB dan terletak di J1. Pasir Putih
V. (Ancol Timur I) Blok F-4/ C Kav No. 21 dan
diajukan oleh Penggugat, dokter beralamat di. Jl.
Pagir Putih VvV No. 2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec.

Foto Kopy catatan titipan dari Turut Tergugat III

“vang dibuat oleh Jen Loeng Tanuwidjaja dengan nilai

titipan sebesar Rﬁ. 203.653.997,~ (dua ratus tiga

juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus

Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja
dari PT. Vinsen aAKarya Primatama atas pembelian
meja makan, 8 kursi dan kelengkapan lainnya sebesar
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratusribu rupiah)

Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja
dari PT. Serba Antik untuk pembelian gordyn lengkap
sebecar Rp. 5.703.125,- lima juta tujuh ratus tiga
ribu seratus dua puluh lima rupiah) (P.lé.b} ;-—Q—--



31.

32.

36.

37.

38.
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Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja
dariPT. Citatah untuk rembelian marmer sebesar Rp.:
804.820,- delapan ratus dua ribu delapan ratus dua

Foto Kopy surat tagihan kepada Jan Loeng Tanuwidjaia
dari PT. Java Alam Tehnik untuk pemasangan instalasi
Air Condiftion sebesar Rp. 13.685.350,- (tiga helas

juta enam ratug lima puluvh lima ribu tiga ratus lima

Foto Kopy tagihan kepada Jen Loenag Tanuwidiaja dari’
PT. Jaya Alam Tehnik untuk instalasi ducting Genset
csebegar Rp. 3.575.000,- tiga juta lima ratus tujuh

. puluh lima ribu rupiah) (P.19 @) ;-

Fotc Kopy surat tagihan kepadd Jen Loeng Tanuwidijaia
dari PT. Nusatama Sekawan untuk instalasi lampu
sebasar Rp. £.100.000,- (delapran juta =zeratus ribu

Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaia
{nyonya) dari PT. Buana Iron Design untuk_pembuatan
pagar rumah/tombak anti maling dan lain-lainnya
sebesar Rp. 23.952.375.- (dua puluh tiga juta
sambilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh
puluh lima rupiah) (P.19.4g) i--v-mmmmmme e e

Foto kopyv surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaia
(nyonya) dari PT. Duta Cucindo untuk pengadaan loose
Furniture vang telah direvisi menjiadi/tinggal
Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidiaia
dari PT. Pola baja untuk pembuatan/pembangunan rumah
sebesar Rp. 30.222.000,- (tiga puluh juta dua ratus
dua puluh dua ribku rupiah}) (F.19.1) ;-—memmmm e

Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaia

dari Griva Citra Arsicon untuk pengadaan/pembelian
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as
Furniture dan benda-benda antik sebesar Rp.

50.750.000,- (lima puluh juta tuijuh ratusg lima puluh
ribu rupiah) (P.19.J) ;===-mmemmm e e

Kesemua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan
dengan aslinva dan ternyata sesuai dengan aslinya dan’
kesemua surat bukti tersebut telah bermaterai dan Hakim
Ketua kemudian telah memberikan kode-~kode seperti telah

tersebut di atasg j-~————————mmmm e e

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat dan para Turut
tidak menyangkal/membantah atas surat-surat bukti yang
diajukan Penggugat tersebut ;---—---—----——-em—me e

Menimbang, bahwa Penaaugat ijuga telah menyerahkan
gurat-surat bukti sebagai berlkut ‘

Primatama, ditulis di atas kertas
2.000.- tanggal 27-8-1999 vang

{tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidiaja sebesar Rp.
4.500.000,- {empat juta setengah) untuk pembelian satu
meia makan dan 6 buah kursi makan dan dua kurgi makan

!
J lainnya (P.20) ;=== mmmmmm e e e -

2N

Surat pernyataan yang dibuat oleh Alrus dari Toko
Serba Antik vang ditulis di atas materai Rp. 2.000.-
tanggal 3-9-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih
mempunyai tagihan (pihutang) terhadap Jen Loceng
Tanuwidjaja‘sebesar Rp. 5.700.000 (lima 3juta tujuh
ratug ribu rupiah) untuk Pembayaraﬁ Gordyn. (P.21) :-—-

3. Surat pernyataan yang dibuat Sella Feliana dari PT.
Citatah vang ditulis di atas kertas bermaterai tanggal
§-9-199Y vang menyebutkan bahwa pihaknya masih
mempunyai pihutang (tagihan) terhadap Jen loeng
Tanuwidjala sebesar Rp. 804.822.- (delapan ratus ampat
ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)  untuk
pembelianmatefialMarmer(P.22); ————————————————————



4. Surat pernvataan vang dibuatoleh Gho Sie Hiong, SE
dari PT. Nusantara Seliwan ditulis di atas kertas
bermﬁateri Rp. 2.000,- tanggal 7- -.1999 vyang
menvebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai pihutang
{tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaia sabesar Rp.
8.100.000.- (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk
pembeliang lampu (special lighting) (P.23) ;~—v-u-- _—

5. Burat pernvataan vang dibuat oleh Iskandar Mandar dari
®T. Duta Cucindo ditulis di atas kertas bermaterai Rp.
2.000,- tanggal 27-8-1999 yang menyebutkan pihaknya
masgih mempuﬁyai pihutang (tagihan) terhadap bahwa Jen
Loeng Tanuwidjajé.sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh
satu juta rupiah) untuk biava pengerjaan pembuatan

Pantry wer Kitchen foyer cab bar  dan lain-lainnya

"6 Surat pernyataan dari Pdy Darwin dari Buana Putra
ditulie di atas kertas bermateri Rp. 2.000,- tanggal
27-8-1999 vang menvehutkan bahwa pihaknya masih
mempunyvai pihutang {(tagihan) terhadap Jen Loeng
Tanuwidiaia sebesar Rp. 23.952.375,- (dua puluh tiga
- juta eembilan ratus 1iima puluh dua ribu tiga ratus

tuivh puluh lima rupiah! untuk biava pembuatan Vrought

Tron (P.25) j~—mmmmmm e o

7. Surat pernyataan vang dibuat ocleh Ponodjoio bertanggal
28-8-1999 yang ditulis di atas kertas bermaterai Rp.
2.000,- vang menyebutkan bhahwa pihaknya mempunvai
riutang (tagihan) atas Jen Loeng Tanuwidijaia sebesar
Rp. 30.222.000,~- (tiga pruluh juta dua ratus dua puluh

dua riku rupiah) untuk pembiavaan pembangunan rumah

3. Surat pernyataan yang dibuat oleh SITA dari PT. Griva
Citra Arsicon vang ditulis di atas kertas bermaterai
Ry. 2.000,- vang menvebutkan bahwa pihaknya mempunyai
pivtang {tagihan) atas Jen Losng Tanuwidiaia sebesar
Rp. 50.750.000.- {i1ima puluh juta tujuh ratus lima
puluh  ribu rupiah) untuk biayva pembuatan furniture



37

9., Pote Kopy Kartu Keluarga No. 0951079803959 atas nama
¥Yepala Keluarga Jen Loeng Tanuwidiaia vang dibuat dan
ditanda tangahi oleh Jen ULoeng Tanuwidiaia pada

tanggal 15-8-1998 vang telah diketahui dan ditanda

3
]

tangani oleh Ketua Rt. 05, Katua Rw. 010 dan lurah
tncol dilengkapi dengan gstampal masing-masing penjabat
vyang menvebutkan bahwa vang bhersangkutan beragéma
Islam dan Penggugat sehaqai isterinya, surat bukti ini
telah diperiksa dan sasnai déngan aslinva sarta telah

hsrmaterai (P.20) j-—=--mmm—m—ee-— Bttty

Menimbang, bahwa atas surat-aurat tersebut di atas
" kuasa hukum Tergucat -dan pira Tuvrut tidak memberikan

~ Menimbang, bhahwa Panggugat juga telah menverahkan
éhjat dari Kantor Akuntan Puhlik Tehak, Saleh, Soewondo
Rekan bertanggal 31-8-1999 bherikut lampiran-

Menimbang. bahwa kuasa hukum Tergugat dan para Turut
Tergugat atas surat tersebut di atas menyatakan
keberatannya karena menurutnya belum/tidak ada audit atas

periigsahaan-perusahaan vang dimaksud dalam gugatan ini ;-—-

Menimbang . bahwa Penagugat telah menghadapkan sakei-

saksi berikut

Saksi I : Dre. H.A. Nur Alam bin Bachtiar, tgl. lahir
28-2-1956, agama Islam sebagai rohaniwan
{ustadz} bhertempat tinggal d4di J1. Cipucang
T1/19. Rt. 006/012, Kel. Koia, Kec. Koia,
Jakarta Utara tidak ada hubungan keluarga
dengan Penggugat atau Tergugat dan juga tidak
mendapat g¢gaii dari Penggugat dan di bawah

sumpahnva menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat karena ia menjadi ustadz
{rohaniwan! pada keluarga Penggugat dan kenal dengan
suami Penggugat almarhum Jan Leceng Tanuwidiaja pada

+=huw 100K eaat+r almarhum masuk Islam {~-——==——c—m—e—me=-



- Ia tahu bahwa Jen Loeng Tanuwidjaia telah maninggal
dunia pada tanggal 8-10-1998 dan dimakamkan di TPU
Tanah Kusir dimana upacara pemskaman secara Islam dén

ia bertindak selaku pemberi caramah ;———-—-—mmemmeee—aa

- Saat Jen Loeng Tanuwidjaja'teréebut meninggal dunia
almarhum meningalkan Penggugat sébagai isteri namun
dar: perkawinannya belum/tidak dikaruniai anak, ayahnya
vang juga ia kenal yaitu Chandrs Tanuwidiaja masih ada
tetapi tidak beragama Ts]am, keluarganvya yvang lain
seperti Turut Tergugat 1 dan vang lain semuanya tidak

beragama ITelam ;—~————mm—mm oo e e e

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi juga
menerangkan bahwa Jen Loeng TanuWidjaja benar keturunan
Cina, saat masuknya Islam Jen Loeng Tanuwwidjaja sampai
dengan menikah dengan Pengcugat kira-kira ada waktu satu

==-tahun dan sejak masuk Islam, Sholat dan ibadah lain terus
_'aiiéyukan termasuk bahwa almarhum sudah berniat untuk

-ﬁélakykan UMEOR  ~—— oo e e e
- A
Abdul Azis bin Husein, 11-8-1973, Islam,
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kebon
Pala II, Rt.002/03 Kel. Kebon Melati, Kec.
Tanah Abang tidak Vada_ hubungan keluafga
" dengan Penggugat atau para Tergugat dan juga
manerima gaii dari dan di bawah sumpahnya

meneranagkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat seiak tahun 19%6 karena saksi
berkawan catu fakultas dengan adik Penggugat dan kenal
dengan Jen Loeng Tanuwidiaja seisk sernikahannya dengan

Penggugat [~——~-me o m e e e _

- Ia membenarkan tentang telah meninggal dunianya Jen
Loeng Tanuwidiaia pada tanggal 8-10-~1998 karena saat
pemakaman ia 3iuga hadir dimana upacaranya dilakukan
dari rumah Penggugat vang dihadiri oieh avah almarhum
Jan Loeng Tanuwidiaja dan keluvarganyva vang lain seperti
Turut Terguuat I, Turut Tergugaf 11, Turut Tergugat III
atau yang lain &ang kegemuanva tersebut ia kenal walavu
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tidak pernah berhubungan dan berdasarkan keterangan

keluarga Penggugat, kesemuanya tidak beragama Islam ;—-

~ TIa dari ©pernikahan Penggugat dengan Jen Loeng

Tanuwidjaja tidak ada anak.

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat ia menjawab

bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja adalah benar masih keturunan

Saksi III: Fitrisia, SE binti Noor Sahib, tanggal lahir
2-2-1965, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di- Pondok Bambu Kuning F
1/23 Rt. 0012/014 Kel. Bojong, Kec. Bojong,
Kab. Bogor tidak ada hubungan keluarga dengan
Penggugat atau para Tergugat dan juga tidak
menerima gaji dari Penggugat dan di bawah'
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

— - Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1995 karena bekerja

vada ayah Penggugat Dre. Eman Sulaiman dalam hal

N

pembukuan dan pada tahun itu pula ia kenal dengan Jen
Loeng Tanuwidjaja (saat berpacaran dengan Penggugat)

\\"\.\ v w‘ %

walau tidak berhubungan denqaﬁ vyang bersangkutan dan
benar kini Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia.

- Ta membenarkan bahwa Jern Loeng Tanuwidjaja keturunan
Cina, namun almarhum sudah beragama Iglam dan
keluarganya vaitu ayahnya dan keluarga yang lain semua
tidak beragama Islam ;---------—= i

- Dari keterangan Bapak Eman. Sulaiman (ayah Penggugat)
vyang bekerja sebagai pejabat di Dipenda DKI, ia tahu
bahwa semula Jen Loeng Tanuwidjaia adalah sebagai
manager perusahaan, dimana baik Penggugat atau ayah
Penggugat . banvak mambantu ugsaha/berkembangnya
perusahaan-perusahaan almarhum seperti menjalin relasi
baru.pembukaan cabang-cabang baru dan termasuk memberi

label halal untuk hasil produksinya ;~-—-c~mcememcnwcamaa
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- Ta 3juga pernah meﬁdengar'dari keterangan kelqarga Jen
Loang Tanuwidjaja bahwa meraeka pernah berkata/memberi
narsahat kapada Panggugat yang maksudnya untuk bersabar,
mereka dahulu juga susah hidup di Tamah Kota, caat
panas kepanasan, dan saét hujan sering kebanjiran

_rumahnya dan ia lihat rumah mllly Penggugat dan Jen
r.ofng Tanuw1dJaJa (J1. Pasir Putlh, Ancol) belum
selesai pembangunénhya, janazah almarhum juga
disemavamkan di rumah tersabutrsebelum dikuburkan ;444-

- Saat melavat dan menjelang dikuburkan 4di rumah tersbuf

r\‘ di atas, ia mendengar dari banyak pelavat membicarakan
o \\ ) . . . . .
R%'\ . bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja berniat membangun masjid
{} i sadangkan tanahnya sudah ada di wilayah Ancol‘;—-~——~--
;,\' < /I ' . o

:/' Atas partanyaan kuasa hukum Targugat dan para Turut

Tergugat., saksi menerangkan bahwa almarhunxselama/setalah

— masuk Tslam menjalankan syariat Islam (sepertJ. Shalat),

’r “\-dan dari sejak- masuk Islam sampai dengan " meninggal
Ve

Wiji Lestari binti Purwo Martoho, tanggal

lahir 12-2-1974, agama Islam, ' pekerjaan
karvawati, bertempat tinggal dier. Curug Rt.
001/08 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit tidak
ada hubungannya keluarga dengan Penggugat
atau para Tergugat dan tidak menerima gaji
dari Penggugat atau para Tergugat di bawah

sumpahnya menerangkan sabagai berikut :

N LI E i Ty - N i
| e ‘ a4 % H"l L . ‘
Sl l B 4‘. ‘.",‘ " Ir‘

- Mulai: kenal dengan Penggugat dar11sejak tahun”1996 '
karena ia vang bekerja di kantor Akuntan ‘Pup1ik- Ishak,lgén"

Saleh, Socewondo Dan Rekan mendaﬁat tugas/bekerja prada f

avah Penggugat (FEman qualman) dan pada”thhun it pula__': '

ia kenal dengan suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwxdjaja);
dimana saat itu keduanya maelh oenganten baru FHLE e

CLoe e W

- la tahu bahwa suami Panggugat yaltu Jen ‘Loehg

CTEI Ry

Tanuwidjaja beragama Islam darl keterangan vang ia
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dengar dari keluérgé'Péngguqat, ia tahu bahwa suami
Penggugat mempunyai perusahaan Dunkin dimana ayah
PEnggugat yang pejabat di Dipenda DKI ikut membantu

Saksi V : Asriyanto bin Salio, beragama Isam, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Mantang
Gg. IV No. 10 Rt. 006/07, Kel. Lagoa, Kec.
Koja tidak ada hubungan keluarga dengan
Penggugat dan para Tergugat dan juga tidak
.-'"'-_ menerima gaji dari 'Peﬁggugat dan di bawah
5 sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

#nal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena ia
bersahabatA dengan adik Pénggugat dan tidak lama
kemudian d4i tahun itu juga kenal dangan suami Penggugat
(Jen Loeng Tanuwidjaja) dan ia sering gekali datang ke
rumah Penggugat juga rumah orang tua Penggugat_karena
berkawan dengan adik Penggugat tersebut ;-—---Q --------

-~ Ia tahu bahwa suami Penggugat mempunyai mobil BMW No.
B.888.GS yang selalu dipakai/dikendarainya, berangkat
dari rumah untuk_bekerja dengan mobil tersebuﬁ, pergi

St

mengantar Pénggugat juga dengan mobil tersgebut dan
ditaruh/disimpan d4i garasi rumah Penggugat (bersama
gsuaminya) ;-——=———————m e e

- Membenarkan bahwa suami Penggugat tarsebut kini sudah

Saksi VI : Denny Oktaviandi bin M. Rizal, tanggal lahir
21-1-1970, agamalslam, pekerjaan Mahasiswa,
bertempat tinggaldi Meruya Indah Blok C No. 4
Rt. 0011/01 Kel. Meruya Selatan, Kec.
- Kembangan, tidak ada hubungan keluarga dengan
Penggugat maupun para Tergugat dan jhga tidak
menerima gaji dari Penggugat dan di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
-.Kenal dangan Penggugat seiak tahun 1996 karena ia

berteman dengan adik Penggugat (Ronanda) dan pada tahun
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itu pula ia Yeral dengzn s;3m1 Pengguqat {Jen Losnhg

Tanuwigdjaja) ;——=——m-n- —————eereeeas e —————— -

- Ta tahu bahwa suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidiaia)
mempunvai mobil BMW  No. Polisi B.888 vyang selalu
dipakai ¥%alau ia parei dan pulang dari kerja. digimpan
di rumah Pengzugat dan ¥etika nindah rumah dipakai
untuk memhawa Penggugat dan barang-barang dari rumah
diKelapa Gading ks tumah vang dibangunnya di J1. Pasir
Putih V/2 2ncol dan ia tahu bkahwa Tenggugat dan Jen
;?Qeng Tanuwidiaia sebelum tinggal di Ancaol ijuga pérnah,

iHggal di SUSEY BLATFEMEN ;= r e e e e e e

/ ratn bahwn zebelum Jen looang Tanuwidjaia menikah

\,/'

e 0
ngan Penggugat.. mebil tereebuet cudah ada ;---—~——=—~-=

Menimhan ng. lhahws ‘Ywasa  hmium Targugat dan para
Tergugat eaiak *iﬁﬂng ey YUTIT YIX dan sidang ke X¥ ini
tJdak hadir sakalirun panggilan telsh disampaikan secara
patut kep-=da pihsknva zchingga 21ah karerna tiga kali
Perturut-turut tidak hadir, Maialis berpendapaf bahwa
t=21ah cukwme kasesmpatan vang Aiherikain kepradanva namun
vang hearvsanglkotan  talak mengnbaikannva dan karenanya
Maielis Halim berpendanst untu® mencazkhiri pemeriksaan/

pcemhuktian »agi tgpantingaa para Taraugat j~————memmm— e

Manimﬁang, Fzrwa 1ntuk mawrarzingkat uraian dari
putusan.i:i. ditvnjuk kerita ucara vrerkara ini karena
samia hz2l hrarlaitan dsang=2e 1rerkara ini tercantum di
dalamnva Tehinygz 2lz#h karananva maka bherita acara

parkara iri harus dianggap me:upavar hagian dari putusan.

TENTANG HUFUMNYA
I. Calawr T epsi

1..H9n~mhard bahwe tantang nuxawenva, Majelis Hakim
dalam ha' ini r:szaktat Jdengan Penggugat maupun
Teryuyat  dan purs: Turet Tet augatr  menvangkut
ketsntiuzn hukum vang berlakn vaitu Undang-Undang

No. 7 tahun 1982 pasal 49 /1) namun dalam hal ini
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masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah
menikah dengan Penggugat yvang beragama Islam pada
tanggal 7 September 1996 di KUA kecamatan Kelapa

Gading dan kemudian telah meninggal dunia pada
tanggal 8-10-1998 yang kesemuanya ini akan kita

buktikan kemudian ;-—-—--——~ -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini

‘berpeﬁdapat bahwa terbukti bahwa Jen Loeng

Tanuwidjaja (almarhum) atau disebut Pewaris dan
juga Penggugat beragama Islam, sehingga menurut
Majelis adalah logis sehubuhgan dengan mehinggal
dunianya Pewaris yang beragama Itclam dan Penggugat
beragama Islam, Penggugat kemudian . telah

Tfmepgajukan perkara gugatan dalam ketentuan seperti
;digebut di atas, dalam hal ini pula Majelis Hakim

SR .
bérpendapat bahwa Penggugat telah melakukan
hukum dan telah =sesuai dengan azas

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya berpendapat
bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Acung bahwa
dalam hal para ahli waris berbeda agama (Tergugat
dan para Tergugat beragama non Islam), maka hukum
vang berlaku adalah hukum yang dianut oleh agama
pewarié yaiﬁu Jen Loeng Tanuwidiaia yang ternyata
beragama Islam, sehingga oleh karenanya jelas
bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat
bahwa adalah menjadi akibat logis bahwa Pengadilan
Agama berwenang untuk memanggil dan memeriksa
Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya
keterkaitan hukum antara Penggugat dan para Turut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandapat bahwa

' sehubungan dengan prinsip dasar hukum antar
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golongan sebagaimana disebut oleh Kuasa Hukum
Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal ini
cebagaimana pendapat mMahrxamzh Agung bila para ahli
waris berbeda agama make hukum vang berlaku adalah
hukum agama yang dianut oleh Fewarig, maka Maijelis
Hakim berpendapat rahwa pandapat HMahkamah  Agung
ini mengegampingkan adanya prinsip dasar hukum
antar golongan, jadi ielas bahwa vang berlaku
adalah hukum waris felam vang berlaku di

Pengadi lanAgama; —— - -« = srrmm s e e e e

6. Menimbang, bahwa Malreiis Hakim berpendapat hahwa

aksepsi selainnya akan dipertimbangkan kemudian ;-

. Menimbang, bahwa Majel:rs Hakim berdasarkan
pertimbangan-gpertimbanyan tersebut berpendapat

menolak eksepei Tergugat dan para Tirut Tergugat.

1I. Dalam Pokok Perkara.

1. Menimbang, banwa maksud dan tujuan dari gugatan

'Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban

[\

Tergugat. Turut'Tergugat I. Turut Tergugat II dan
Turut Tergugat III Majelis Hakim berpendapat bahwa
sengketa ini berpangkal keprada bekerapa hal, vaitu :
a. Apakah kedudukan FPFenggugat. sehingga ia bherhak

mengajuxan gugatan warig j-----——reemm——n e e

b. Benarkan Jen Loeng Tanuwidiaja telah meninggal
dunia pada tanggal &-10-1998 dan apa agama yand
dianutnya; ——~==rmm e e e

¢. Siapa yang menjadi zhli waris dari almarhum Jen

Loeng Tanuwidjaja 4an herapa bagian-bagiannya ;---

d. Harta benda apasajla vang msniaail harta peninggalan
Jen Loeng Tanuwidiala dan apakah harta tersebut di

dapat sebelum parnixahannva dengan Penggugat
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(harta bawa2an} atau setelah pernikahannva dan

merupakan harta barsama serta cara pembagiannva ;-

3. Menimbang tentang kedudukan Fenggugat, bahwa

berdasarkan :

a. Surat bukti P.2.a vaitu Foto Kopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Jen Loeng
Tanuwidiaja No. 155/008/1X/1996 tanggal 6-9-1999
dari KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah
diperiksa dan telah dicocokkan dengan asiinya
serta teiah bermaterai yang menyebutkan bahwa

¢¢?rf\5?nggugat dan Jen Loeng Tanuw?djaja telah»Tenikah
‘. 'pada tanggal 7-9-1996, sebagaj akta otentik maka
‘geibruh ksbenaran isinya sesuai_ HTR pasal 165

P i my ey Sp e bt Sy TP S M i Vi NP e i e - ot S — . T m - e

k2

_;;/-rat bukti P.2.h yvaitu Poto Kopi surat keterangan

No. K.6/J3-2/PW.01/515/1998 tanggal 18-11-1998 dari
RUA kelapa Gading vany telah diperikesa dan sama
dengan .aslinya serta telah bermaterai vang
ﬁényebutkan hal yang sama dengar surat bukti P.2.1
sebagai akte otentik seluruh kebenaran isinva
sesuai dengan HIR pacal 165 menaikat kepada Hakim.

Surzt bukti P.28 yaitu Foto Kopvy Kartu Keluarga
No. 0951079803959 atas mnama Kepala Keluarga
digebut Jan Loeng Tanuwidiais vang dibuat oleh Jen
Leceng Tanuwidiaia sebagai Kapala keluarga dan
ditanda tanganinva vang telah dipverikea dan sesuai
dengan aslinya serta talah bermaterai vyanhg
menyebntkan bahwa Penggugat adalah isterinva dan
beragama Islam dan sekalipun surat bukti ini bukan
akta otentik namun telah disyahkan i{ditanda
tangani dan diberi stempel) c¢leh ¥etua Rt. 05,
Ketua Rw. 010 dan lurah Ancel ;~-=-—-rmommmmmmmme

Maielis Hakim oleh karenanva bherpendapar segara sah
terbukti bahwa Fenggugat beragama 1¢iam dan adalah
isteri suami dengan Jen Loeng Tanuwianrala dan cleh
karenanva Penggugét bernhak untuk mengaiukan gugatan

waris ini ;~—--mmmmt e
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Menimbang tentang kebenaran meninggal dunianyva Jen

Loeng rfanuwidjaia dan agama apa yvana dianutnya, bahwa

berdasarkan :

a.

Surat hukti P.3.a3 yaltu'surat keterangan‘kematian
dari PDinas Kesehatan wilavah Dubai dari Departemén,
Zedenstan Uny Emirat Aral vang Lzlz2h diperiksa dan
SGCUAL cengan dan Lelall bernaterai vang
mognvetbuizan bahwa Jen Loueny TanuWidjaja talah

maninggal dupia pada itangygs’ S-H0-10098 ;oo —————

ti [P .Oh wvaron rurzt dari Departeren

Aays Ve lovanar HMalis Gari pewerintah

ok
[V
-~

%ubs' vang te diper‘ksa dan sesuai dengan

| , .
grlinva certa tazlzhk’ berm~terai vang menvebutkan

% M2l vang sama geparti suvat Fakti P33 di atas ;-

da.

e.

Surat bukti P.4 wvaitn keni aura® Japoran kematian
Na. .54/1.755.02 tangaqa' 10-10-19¢8 dari lurah
Ancol wvang telah diperilk=a dan sesuai dengan
aslinva serta telah hermatarsi vana menyebutkan
bahwa Jen loeng Tanuwidiaia relah meninggal pada
tanuual 8-10-19958 dan harsanama I=slam. sebagai akta
otant ik seluruh kebenaran 1sinva sesuai dengan HIR

vasal 165 menaikat kepada Hakim ;——-c-cemmmmmeee———

Surat bukti P.28 dan dengan keterangan gebagaimana
partimbangan tarsebut bULIY 3.¢ (=-—mmmmm e '

Surat buxti P.1 vyaitu FKopy surat pernvatazn
mema luk agama Igiam Ne. 705271%%/TIT/MASK/1995
dar: maejid agunyg Sunda Kalapa yang telah
diperikea dan sesuai dengan islinya cserta telah
tefmatefax varg menveburkar bahwa Jen Loaeng
Tanuwidjaia masuk 1slam dan 273ma  sebelumnva
AdalAn BUANE ;- —mrmm e e e e e
Saksi 1 sebagaimana ker=2rangannva vang telahn
dicebiutxan di atas ;e mm e e

IT sebagaimzna Yaersrangann-za vang telah



ie!lic Makim oieh karenanya barpvendzrat secara cah

e
rbukri sebagal besrikut

a. Jen Tceng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada
tangeal 8-10-1598 ;~mrmmmm = e ——— o e e

H. faat alwarhum meninggal dunts berzgamz Islam t-—--
5. Manimbang tentang siapakah vang menyadi ahli waris Jen
Loeng Tanuwidjaja almarhum dan berapa bagian masing-

masing. bahwa berdasarkan

a. Surat huxti P.2.a dan sanagaimana keterangannva

'u\gang telah disebut dalam perrimbangan 3.a di atas.

\
,SuQat tuktl P.2.b dan sehauaimana keterangannva

_lta ;

¢. Surat bukti P.28 dan sebagaimana katerangannya

— vang telah disebutkan dalam pertimbangan 3.c 4di

d. -Surat bukti P.5 yaitu surat pernyataan vang telah
dibuat oleh Penggugat di atas kertas bermaterai
vang kemudian telah ditanda tangani/disahkan oleh
Katua Rt.0S Ew 010, Kel Ancol serta telah
distempel oleh masing-masing peiabat tersebut
dalam keterangannya tersebut diberi tambahan
penielasan oleh 1lurah yang menyebutkan bahwa
keluarga (avah)Jen Loena Tanuwidiaia tidak
beragama IS1am $—~——— oo o oo

e. Sakei T vang keterangannva sSebagaimana disebutkan
di atas e e e e i a o

f. Saksi II yang katarangannva sabad¢aimana disebutkan

diatag (= mm e

g. Saksi-Saksl lain vang keterangannya sebagaimana

~disebut di atas ;——--mem--oomm oo
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Maieiis Hakim berpandapar banwa saat Jen Loeng
Tanuvidiaja weeringgal d&unia gpadad canggal 8—10—1%98
almarhum meninggallarn ksluarys vasiti Fenggugal {dr |
Endahk fonawulan) sehagail istavi :an Tergugat (Chandra
Tamwiidiaja) cecagai ayanh tidak baragama Islam, anak

tidak ada sedangkan saudare tid=zl -teragama Islam ;---

Menimhang. hanwa oleh karena-va Lnardasarkan Kompilasi

Hukum f{slam :
a. Parait 171 huruf < vzng manvrohuikan

\Ah;l warise adalah orang vana rada saat meninggal
d mempiitivai  hubungan darah atau hubungan
ﬁb kawinan dJdengan wvawaris, beragama TIslam dan
slaag karana hukum untuvk menjadi ahli

e . G s Wt ey T M e -8 ® S WA S A - S A S - M TS EA W Tt e St M v S —

V. Fasal 180 vang menyabutkan

Janda mandavat cseperempat barian bila pewaris
1dak meninggalkan anak gan hila pewaris
menirggalkan anak, maka jaznda zaperdelapan bagian.

Majelis Halim bherpendapat bahwa Penggugat selaku
istevri mendepat 174 Dbagian dari seluruh harta
peninggalan Jen Loeng Tanuwidiajia almarhum, sedangkan
avahnra vaitu Chandra fTanuwidiaja karena tidak
baerayama Tsiam tidak msndspst haoian. namun mshurut

Maialix Fak'n pemragian 1ni kdrang memenuhi rasa

keadilan dzun Topstutan whuiuervs bila ditelaah 4an

diteYusuri coanrs merndaliam bahwa Chandra Tanuwidiaja

(Terqgugat) adalah avah kandurg Jen Leeng Tanuwidjaja

vaity georang vaong meniadi zewsh adanva dan ssbagai
arandg vana danqgany Lomrtianry: Jae Tosnag Taruwidiaia
torgehut ikut wobilangan. t4ur meraga sadih dan ikut

menangis dan gehszgainva, :artipngaz oleh karenanva

berdasatkan :

2. Huvar an-MNiga' uvatr 7
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Artinya : Dan apabila saat pembagian harta warisan
terdapat kerabat (keluarga),., anak yatim dan
orang miskin, maka bagilah kepada mereka

"dari harta itu sakedarnya dan berkatalah
keapada merska ucapan vang bijak ;-—-——-—--—---

bh. Doktrin wasiyah waiihah, yang dalam hal seperti
keadaan meninggal dunianya Jon Leoeng Tanuwidiaja
sepertiga tersebut, ia Lkerdasarkan hukum telah
dianggap sudah berwasiat untuk mumberikan'sebagian
hartanva dengan ukuran sebanvak-banyvaknya kepada
Chandra Tanuwidjaja vang marupékan avahnya namun

“ri>_tidak boleh melebihi bagian ahli waris vang ada

AR ARE)

Qpitu Penggugat . yang dalam hal iui hanya mendapat

Dzﬁéén demikian dengzn menjuniung tinggi rasa keadilan
GQn kepatutan Majelie Halkim berredapat cepakat dengan
memberikan bagian sgebesar 1/4 dari <seluruh harta
peninggalan Jen GLéeng Tanuvidiaiz kepads Tergugat
{ayah) sekalipun ia tidak berazama 1slam dan yang
merupakan Jjumlah vyang sama vang «diberikan kepada
Penggugat (isteri) karena ia memang satu-csatunya ahli
waris dari Jen Loeng Tanuwidjaia almarhum (-———cea=—-
Selaniutnva sisa peninggalan Jan Loeng Tanuwidjaia
almarhuin vaitu 4/4 setelah dikurangi 1/4 (‘Tergugat)
dan dikurangi 1/4 (Penggugat} dan masih terdapat 2/4
berdasarkan :

a. Pasal 193 KHI :

Apabhita dalam pembagiran hatta warisan diantara
para ahli waris azawil furad wenun:vkkan bahwa
angka pembilang lebih kecii duri ingikz penvebur,
sedangkan tidak ada ahii warie 3sabah. maka
pambagian warisan tarsasvct i lakuken sacara rad

vaitu sesuai dengan hak masging-masing ahli warig,
gsedangkan sisanya dihbagi zacara bherimbang diantara

mereka; ________ o 4 e m@ e b a e 4 e 4 o4 em e am se 4e . et - — . —



b. Fighus Sunnah Jilid XIII

Menvabutkan bahwa sekelompok ulamaberpendapat
tentang rad tersebut, yaitu dengan menverahkan
bagian sisa tersebut kepada ahli waris dari

kelompok dzawilfurud termasuk kepada suami atau

Majelis Hakim oleh karenanya bherpendapat untuk
membaginva dan menverahkan seluruhnva kepada Pengqugat
gelaku isteri sebagai satu-satunya ahli waris
sedangkan Tergugat (ayah) karena tidak beragama Ielam

tidak mendapatkannya. demikian menurut pasal 171 buruf

Q?\@HI sabagaimana disebut o] | atas, eehingga

peﬁbheiannya adalan sebagai ber - kut

Eé&ggugat sebagai isteri mendapuat 1/4 -ditambah
ditambah 2/4 (egisa vang karena rod diserahkan
kepada pihak isteri) menjadi 3/4 ;-----cmmmmmeea—o

b. Tergugat sebagai avah karera 1raza Keadilan dan

kepatutan mendapat 1/1 ;-----rommomm oo

7. Menimbang, bahwa namun bila ternvata harta vyang
ditinggalkan Jen Loeng Tanuwidiaia zlmarhumterbukti
sebagai harta bersama deancan Penggugat ,maka
pembagiannya sahagai bherikut

a. Pengagugat sebagai isteri mendapat 1/2 atau (4/8)
vang memang merupakah miliknva ditambah 3/8 yang
menjadi haknva karena ahli waries sehingga yang
diterimanya sebesar 7/8 ;——---emmommmmm e

b. Tergugat sebagai avah mendapat 1/4 dari 4/8
menjadi 1/8 ;--------- e e e

8. Menimbang, bahwa g¢elain itu bilamana ternvata Jen
Loeng Tanuwidiaja mempunyai hutang yang harus dibavar
atau wasiat vang harus dilaksanakan, maka sesuai

dengan :



Artinya : (Pembagian warisan itu d:i1lsku¥an) setelah
aikurangi dengan wasiat dan autang dari

3IMArNUM e e e e e
E. KHI rfasal 171 yang menvebutkan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambhah bagian
dari narta Dbarsama sstelah digunakan untuk
o s\keperluan pewaris selama sakit sampai

YT
(XA N

:meringaalnya, bhilaya psnygurusan denazan (tajhiz),

“pémbayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;---

A
i
-1
o
i

'is Hakim Dberpendapat olen karenanya bahwa

untuk melaksanakan wasiat/memhavar hutang-hutang Jen
Lesng Tanuwidiaia almarhum bhaik atas weaesiat/hutang
vandg telah terbuktuti da]am»putpsaﬂ ini.atau wasiat/
hutang lainnva vang bisa dibuktikan kanmudian dengan
mengounakan harta warvrisan yvang ditinggalkannya dan

\ kapada Turut Tergugat I, Turut Terguga* 1T dan Turut
) Tergugat IT1 diperintahkan untuk tunduk atas putusan

). Menimhang. kahwa tentanc harta benda vang ditinggalkan
oleh almarhum Jen Leoeng Tanuwidiaja adaiah sebagai
berikut :

A. Yang ada pada P¥., sarana Inti Prima Pratama,
berdasarkan surat bukti P 6.a yvang sebagai akta
otentik c¢an berdasarkan »azal 165 HIR mengikat
kepada Hakim. o0leh karenanva Maielis Hakim
barpeandapat tersukti Jan [.oeng Tanuwidijaia
almarhim  mewpunyvai 25 ganam bernilai Rp.
25.000.090,- (4ua puliliuk iitwma utad ruplat) sabagail
beningqgalannvya dan yang terpbukti merupakan harta

bawaan almarhum ; ~————-- e e e
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B. Yang ada pada FT. Ronaciztea Iinti Persada,

berdasarkan surat bukti

a. Surat bukti P.7.b. vang sebagai akte otentik
dan berdacsarkan pasal 165 HIk mengikat kepada

h. Surat bukti P.7.c. yvang sebagai akta otentik
dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada

HAILIN ;o mmmrom memm mem mmmmmmD mm

. Qleh karenanva Majelis Hakim berpendapat terbukti

.{;n Leeng Tanuwidjaja almarhum mempunvai 4.500
ghham bernilzi Rp. 4.500.000.000,- (empat milvar

1e

! ﬂgma ratus juta rupiah) sebagai harta

gﬁ}@eninggalannya flan vang terbukti merupakan harta
)V/bersama dengah Penggugat. karena keberadaan PT.
tarsebut {penambshan modal sesuai dengan bukti
P.7.a dan P.7.b) vaitu tanggal 2-12-1999 sesudah
perkawinannvya dengan Pengaugat . sehingga
separvhnva sudah ménjadi milik Penggugat selaku

isterii-=-—-r—m e -

‘Yang ada pada PT. Gatra Boga Pratama, berdasarkan
surat bukti P.8.a sebagai akta otentik dan
berdacsarkan vasal 165 IR mengikat kepada Hakim,
cleh karena Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen
loeng Tanuwidijaia almarhum mempunuyai 25 lembar
saham bernilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima
juta rupiah) sebagaimana harta peninggalannya dan
dan terbukti merupakan harta bawaan ;--—-=—--ec—ew-—-—

Yanye ada pada PT. Sarana Boga Pratama. berdasarkan
gurat bukti P.S%.b yvang sebagail akta otentik dan
sardasarkan pasal 1¢% HIR mengikar kepada Hakim,
oleh karenanva Maislis Hakim herpendapat :

a. Sesuval dengan bukti P.3.b bahwa Jen Loeng
Tanuwidiaja mempunvai satu saham bernilai Rp.
L.ane . 0n0 .- (satu uta rupian) dan yang iuga
terhukti merupakan harta berzama dengan

Pengguagat, karena keberadaannvz ierjadi setelah



pernikahannya dengzn Penggugat cehincga

separohnya svdahk meniadi hak miiik Penggugat ;-

b. Sezuzi surat bukti yang sama PT. Ronacita Inti

ha

m

Parsada mampunvyai 90 lembar ¢

3

kernilai Rp.

930.000.000,.- (sembilan puluh jut

fo

rupiah) vang

© kompogisi namhagizn gsahammnvz nerdasarkan
Komposisi sesham PT. Ronac:vz Inti Parsada dan
terbukri marupakan harea berezma denagan

Fenagaugat sehingaa separahnvya sudah menjadi

c. 3esuai denygan surat bukti yang =zamapula PT.
Dunkindo Leztara mamprinyal 19.900 gaham
Rp. 19.900.000.000,- {sembilan belas

sembilan ratus juta rupiah) vyvang

.f%posisi pembagian sahamnya berdasarkan
imposisi saham PT. DNDunindo. nestari dan
erbukti
Panggugat, sehingga separohnya wmenjadi hak

merupakan hart3. barsama dengan

milik Penggugat ;~—w=-nwvee=e- e

Yanyg ada pada PT. Ramada Inti Parsada, erdasarkan
surat bukti P.10.b sebagai akta ctentik. dan
bérdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim,
oleh karenanva Majelis Hakim berpaendapat terbuktsi
Jen lLoeng Tanuwidjaja mempunyai :

a. Satu sanam bernilai Rp. 1.000.000,- {(satu juta
rupiah)dan tarbukti merupakan harta bersama
dengan Penggugat karena keberadaannva setelah
perkawinannva dengan Panggugat sehingga
separshnva eudah meniadi milik Penggugat ;—--—~-

b. Melalui PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90
' saham bernilai Rp. 90.000.000.- {sembilan puluh
juta rupiah) dan pembagiannva besrdasarkan
komposgisi saham PT. Ronacita Inti Persada dan
terbukta merupakan hartz bersama dengan
Penggugat karena = koeberadaannya setelah
perkawinaﬂnya dengan Penggugat sahingga
separohnya sudah menjiadi milik Penggugat ;-—-—-
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W

. Melalui PT. Dunkindo 'e=tar: memdunvai 24.9Q00
cgaham perunilai kov. 24 700 14650.9304 - (duz pulun
sitpat milyar sempilzn ratus ‘uts vugisih:: dan

. : : Y
.

pembagiannya berdasarkan kompnsis: 3a}
Lunkinao Lestari dan terbukti merupakarn harta
'sreama dengan Psesnggugat karena keberadaannva '
taelah perkawinannya dengar Penggougat sehingga

]
servarainva sudah maniadi wilik Penggugat ;-----

Y.y &da pada PT. Dunkindo Leegtari, herdasarkan
3uyirat pukti #.11.b séhAgai akra atantil dan
burdasarka pasai 165 HIR .nengikat kepada Hakim,
oleh karenanva Maielis berpendapat terbukti Jen

. Leceng Tanuwidjaja menpunvail

1.000.005 seham bern.lai Rp. 500.000.000,-
ﬁ;{iima ratus juta rupiab: Gan terbnkti merupakan
' barzsama dangan Penggugat karena
setelah perkawinannva dengan

- —— - - — ——— - = v ¥ & aed Al e s e e Tt At ot S S

p. Melalui PT. Reracits Inti Persada mampunyai
90.0060.0006,~ sanam bernital Rp.1%.500.000.000,~
{empat puluh imamilyar rupiah) dan pembagiannva
berdasarkan komposisii sanam PT. konacita Inti
Poersade dan terbukti merupakan harta bersama
dangan Penggugat karena keberadaannva setelah
prerxawinannya dengan Penggﬁgat, sehingga
gaparohnya sudah menjadi hak milik Penggugat ;-

Zetidanyg tanah vang terletak di Jl. Pagir Putih
Vo2 Rt. 005/010 Kel. Ancol. Kec. Pademangan,.
aliarta Utara dan bangunan di atasnva berikut

[S*1

roeratci rumah tangga vang ada di dalamnva serta
zgagala turtutannva, berdasairkan

a. Hurnal ruked B cebagai akte otehtik
hardasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada
Hakim, ci2h Karenanva Majelis Hakim berpendapat
terbukti Jen Loeng Tanuwidiaja  memiliki
sebidang . tarah sebagaimana diuraikan dalam

surat’ bukti  tersebut dan nerupakan harta
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bersama dengan. Penggugat, sehingga separohnva

b. Tentang bangunan dan isinya, berdasarkan :

1. Surat bukti P.19.a yang menyebutkan tentang
pembelian meja makan, 8 kursi dan

2. Surat bukti P.19.b yang menyebutkan tentang
pembelian gordyn ;—-—-—-----emmemmm e

3. Surat bukti bP.19.c yang menysebutkan

Surat bukti P.19.d yang menyebutka
pembelian/pemasangan AC ;-—~—=~-=——=——————=o

n tentang'
Surat bukti P.19.e yang menyebutkan tentang
pembelian instalasi Ducting Genset ;~--——--
Surat bukti P.19.f yang menyebutkan tentang
Surat bukti P.19.g yang menyebutkan tentang
pemasangan pagay [-——-—--—-————r——memeee——————

10. Surat bukti P.19.h yang menyebutkan tentang
pembelian Furniture ;------cmcemeec e

12. Surat bukti P.19.i yang menyebutkan tentang.

13. Surat bukti P.19.j yang menyebutkan tentang

kesemua surat-surat bukti tersebut di atas,
menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya
bangunan, berikut perabot rumah tangganya serta
berikut turutannya, namun dalamhalkepemilikan
Jen Loeng Tanuwidjaja bersama Penggugat sebagai
isteri atas tanah, bangunan dan turutannya




56

sebagaimana disebutkan di ataz. menurut Maijelis

Hakim berdassarran

g.

Jurat bukti F. 70 ven: mervebhaitkan tahwa Jen
Loeng Tanuwidiaias almarhiis mémpunyai hutang
tepada Effandy Liz Zari "7 Vincen Karva
Primatama szebesair Pr 4.500.00G,~- (empat

juta lima ratus ribe Tupiah) j-memeem oo

Surat bukti P 21 rang senyebutkan babwa Jen
Loeng Tanuwidiaiia almarhim mampunvai hutang
kepada Alrus dari Tota Serba Antik sebesar
Ry. §5.700.000.- 7lima futz tuiuh ratus ribhu

rupiah}! t—c—emm i

furat bukti P.22 vang menvebutkan bahwa Jen
Leeng Tanuwidizia lmarhum memounvai hutang
kepada Se!la Fellizna dari PT. Citatah
sebhesar Rp. 804.700 - {(delapan ratus empat

FLOU TUDLANY [ omrr o e e e e e e e

Surat bukti P.IJ5 vani nmanvebutkan bahwa Jen
Loeng Tanuwidiajla alwmarhum mempunyai hutang:
kepada Gho =ie Hiomg dari PTY. Nusatama
Sekawan savecar Re. 3 100.000,.,- (delapan

jura seratue ril:a Juni N} tem s e

Surat pukti F.r4 vang manyébntkan bahwa Jen
L.oeing Tanuwidiaia 2lmarhum mempunyai.hutang
kepada Iszkardar Mandar dari PT. Duta

31.606G.000.~{tiga puluh

satu jute rupiab @ oemm

Cucindo sebesar hp

Surat bukti P.2% vang menyebutkan bahwa Jen
Loanga Tanuwidinia alwarbum mampunyai hutang
kepada Bdi DTarwin dari PT. Buana Putra
sehesar Rp. 23.9%2.375.- (dua puluh tiga
juta sembilan ratus lima puluh dua ribu
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;¥~~———

Surat bukti P.26 yang menvebutkan bahwa Jen
Loeng Tanuwidiaja almarhum mempunyai hutang

'
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kepada Ponodiaia dari PT. Baja sebesar Rp.
30.222.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua
puluh dua ribu rupiah) [=ce-rmecmmccr e :

h. Surat bukti P.27 yvang menyvebutkan bahwa Jen
Loeng Tanuwidiaja almarhum mempunyvai hutang
kepada Sita dari PT. Griya Citra Arsicon
gsebesar Rp. 50.750.000,- {(lima puluh juta

Majelis Hakim berdasarkan surat-surat bukti
P.19.a sampai dengan P.19.3 dan surat bukti
P.20 sampai dengan P.27 seperti disebutkan di
atas berpendapat bahwa terbukti sehubungan

Ndengan bangunan/pembangunan rumah dan segala
"-”;isi perabhot rumah tangganya, Jen Loeng
f;Tanuwidjaja almarhum bersama Penggugat sebagai
isterinya terbukti masih mempunvai hutang yvang
harus dibayar sebesar Rp. 155.299.197,- (seratu
limapuluh lima juta dua ratus dua puluh

sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh
rupiah), sehinaga berdasarkan

a. Pasal 171 huruf e. K. H. I ;=== :
b. Surat An Nisa' ayat 11 ;-—-—c—mmm e
Majelis Hakim berpendaprat bahwa sebelum

Penggugat dan Tergugat membagi harta
peninggalan almarhum, diperintahkan untuk
membayar/melunési hutang-hutang almarhum dengan
mendgunakan harta peninggalan tersebut dén»
kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat TT dan
Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk

H. Tentang mobil BMW No. Polisi R.888.GS berdasarkan:

a. Surat bukti P.12 sebagai akta otentik dan
berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim

b. Saksi II dan saksi VI vang Kketerangannya
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Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun
menurut surat bukti P.12 menunjukkan PT.
Dunkindo Lestari adalah disebut csebagai
pemiliknya namun karena barang tersebut
termasuk barang yvang bergerak dan kedua saksi
menyebutkan secara tegas sebagai milik Jen
Loeng Tanuwidjaja karena almarhum selalu pakai/
mengendarai dan disimpan di garasi rumahnya
serta tidak adanya bukti klaim dari pihak lain
dan berdasarkann fakta-fakta tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa terbukti mobil BMW No.
Polisi B.888.GS adalah milik Jen Loeng.
Tanuwidjajaalmarhum; —————————————————————————

Tunjangan kematian, berdasarkan surat-surat bukti
p.6.a, P.6.b, P.7.a, P.7.b, P.8.a, P.8.b, P.9.a,
P.10.a, P.10.b, P.11.a, P.11l.b, yang kesemuanya -
akte otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR
mengikat kepada Hakim dan surat-surat bukti P.4
Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dengan
meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja selaku
direktur pada PT., PT tersebut almarhum mempunvai
tunjangan kematiannya sebesar Rp. 95.213.749,-
- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;--

Sejumlah uang dalam rekening Couts Bank Singapura,
berdasarkan sufat bukti P.13 sebagai akta otentik
berdasarkan pasal 165 HIR, oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja
uuang di rekening Bank tersebut sebesar
Rp.527.555.555,56,- lima ratus dua puluh tujuh
juta lima ratugs lima puluh lima ribu lima ratus
lima puluh 1lima rupiah 1lima puluh sen) dan
terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat
karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan
Penggugat, sehingga oleh karenanya separohnya
sudah menjadi milik Penggugat e m———————————

Sejumlah; uang simpanan di DBS Bank Singapura,
berdasarkan surat bukti P.14 sebagai akta otentik
dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada
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Hakim, oleh karenanya Maielis Hakim berpendapat
terbukti Jen Loeng Tanuwidjajia mempunyéi simpanan
di Bank tersebut sebesar § 1.663,83 Singapura
{seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan
puluh tiga dolar Singapura) dan terbukti merupakan
harta bersama dengan Penggaugat karena
keberadéannya setelah perkawinannya dengan
Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik

L. Sejumlah uang simpanan d4i Bank American Express,
Singapura berdasarkan surat bukti P.15 sebagai
akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR mengikat
. ‘kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim
PR erpendapat Jen Loeng TaﬂUwidjaja mempunyai
s\mpanan sebesar $. 229.907,82 US (dua ratus dua
'Wluh sembilan ribu sembilan ratus tuiuh koma

' i lapan puluh dua sen Dolar Amerika) dan terbukti
“iﬁ;;£;;> sebagai harta bersama dengan Penggugat karena

keberadaannya setelah perkawinannya dengan
Penggugat sehingga separohnya sudah meniadi milik

iﬁf/‘f M. Sejumlah uang tabungan di Bank Bali, bahwa
%82// . berdasarkan surat bukti P.16 sebagai akta otentik
= dan berdasgarkan pasal 165 HIR mengikat kepada
Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
terbukti Jen Loeng Tanuwidjaia mempunyai simpanah
di Bank tersebut '

a. Rekening Mutu No. 903.043717 sebesar Rp.
50.563.562,—- (lima puluh juta lima ratus enam
puluh tiga ribu 1lima ratus enam puluh dua

b. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 930.065986
sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta
tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan

c. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241
sebesar Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta



csembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus

dan terbukti kesemua uang tersebut merupakan harta
bersama dengan Penggugat, karena keberadaannya
setelah perkawinannva dengan Penggugat, sehingga

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tearsebut
pada butir 6, 7 dan 8 Majelis Hakim membagi harta
peninggaian tersebut pada butir 9 di atas sebagai
berikut

A. Atas 25 sgaham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti

Prima Pratama sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
3/4 ;e———- T V-

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan
kelayakan mendapat bagian 1/4 ;----—- e

Atas 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT.
Ronacita Inti Persada sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
T/8 e e e e

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

dan dengan pembagian yang sama dengan atas, atas:

a. 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah milik PT.
Ronacita Inti Persada yang ada pada PT.
Sarana Boga Pratama ;--=--=-=w--—=w- ——————————

b. 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) milik PT.
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Ronacita Inti Persada yang ada pada PT.

Ramada Inti Persada ;—-—-—-——~m—rmeomecn e

c. 90,000.000 saham bernilai Rp.45.000.000.000
{empat puluh lima milyar rupiah) yang ada .
pada PT. Dunkindo Lestari ;-———--—-=ee——eee—o

Atas 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,-{(dua puluh
lima juta rupiah) pada PT. Gatraboga Pratama
saebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat

1.000.000, -

juta rupiah) vyang ada pada PT. Sarana Boga

Atas satu saham bernilai Rp. (satu

Pratama sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
T/8 s

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan
kepatutan mendapat bagian 1/8 ;————mmmmmemem——

Atas satu saham bernilai Rp.1.000.000,- (satu
juta vrupiah) yang ada pada PT. Ramada Inti

Persada sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan rasa
kepatutan mendapat bagian 1/8 ;----—=—=mo—mmon

Atas 1.000.000 saham senilai Rp. 500.000.000,-

{lima ratus juta rupiah) vang ada pada PT.

Dunkindo Lestari sebagai bherikut



62

1) Penggugat,., isteri sebagai ahli waris mendapat

7/8 j————mm e e
2) Tergugat. ayah karena rasa keadilan dan
Zepatutan mendapat bagian 1/8 ;-vevneee—w—a ——

Dan dengan pembagian vang sama dengan atas, atas:

a. 19.900 saham bernilai 19.900.000.000,-
sembilan belas milyar sembilan ratus ijuta

rupiah) milik PT Dunkindo Lestari yang ada

24.900 saham bernilai 24.900.000.000,- (dua
puluh empat milyar <cembilan ratus juta
rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang ada

pada PT. kamada Inti Per£ada ;-——-—-—m—meo——-

~

G. Atas sebidang tanah seluas 516 m’ berikut bangunan
rumah di atasnya berikut perabot rumah tangga
vang ada di dalamnya dJan segala turutannya,
terletak di J1. Pasir Putih V/2, Rt. 005/010 Kel.
Ancol, Kec. Pademangan, Kodva Jakarté Utara

sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
T8 e e e |

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

yaitu setelah Penggugat, Tergugat, Turut Térgugat
I. Turut Tergugat IT dan Turut Tergugat TIIT
membayar hutang Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum
toarlebih dahulu sebhesar Rp. 155.229.197,-(seratus
lima puluh limajuta dua ratus dua puluh sembilan
ribu seratus sembilan pﬁluh tuijuh rupiah) dengan

cara menggunakan harta peninggalannya ;-——-~---—=--

H. Atas sebuah mobi BMW No. Polisi B.888.GS sebagai

berikut
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1) Penggugat,., isteri sebagai ahli waris mendapat
3/4 e e e

2) Tefgugat, ayah karena rasa keadilan dan

kepatutan mendapat bagian 1/4 ;———-—eememeco

1. Atas uang tuniangan kematian Jen Loeng
Tanuwidjajia almarhum sebecsar Rp. 95.213.749
(eemkilan puluh lima juta dua ratis tiga belas
ribu tujuh ratue empat puluh sembilan rupiah)

sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sabagai ahli waris mendapat -
3/4 ;- e D iatab b TP R

h:h{%fﬁ; -}.23 Tergugat. ayah karena rasa keadilan dan

‘y kepatutan mendapat bagian 1/4 ;-—-vecemeeo—n

I, Atas sejumlah. ‘uang simpanan gebesar Rp.
527.555.555,56,- {lima ratus dua puluh tuiunh juta
limaratus l1lima puluh lima ribut lima ratuz lima
puluh lima rupiah lima puluh enam sen) di Couth

Bank Singapura sebagai bherikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
T/8 e e e

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

¥. Atas sejumlah uang gimpanan $ 1.665,82,—
Singapura (seribu enam ratus enam puluh tiga koma
delapan puluh dua dolar singapura) di DBS bank

Singapura sebagai berikut

1) Penggugat. isteri sebagai ahli waris mendapat
T8 e e e e e

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

kepatutan mendapat bagian 1/8 j-—-—cmmccmmeeaa



L. Atas sejumlah uang simpanan sebesar $ 229.907,82
US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan
ratus tuiuh koma delapan puluh dua dolar Amirika)

di American Exprecss Bank sabagai berikut

1) Penggucat, isteri sebagai ahli waris mendapat

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

kepatutan mendapat bagian 1/8 ;--—=———ceccmo—un

\ M. Atas sejumlah uang simpanan dalamrekening vang
berbeda di Bank Bali :.

Rekening Mutu WNo. 903.043717 'sebesar Rp.
50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam
puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua
rupiah) ;-———————-——4—-—————-f—---—-——--~—~f——

Tabungan Bali Turbo No. Rekening 930.065986
gepbesar Kkp. 34.795.970,- (tiga puluh empat
juta tujuh ratus sembilan puluh 1lima ribu
sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;-——-=-=-=-

Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241
sebesar Rp. 53.941.535,-~ (lima puluh tiga juta

sembilan ratus empat puluh satu ribu lima

dengan pembagian sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
T/B e

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan

kepatutan mendapat bagian 1/8 (——=——mcwmmmcm——-

11. Menimbang, bahwa surat bukti seperti P.18 yang hanva
merupakan catatan menurut Maielis Hakim sama sekali
tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga

dikesampingkan dan demikian apula surat dari Ishak
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Saleh Soewondo dan Rekan yang ternyata isinya bukan

12. Menimbang, bahwa simpanan di NCD Bank Giobal, satu
lemari besi tahan api berikut dengan seluruh isinya
antar& lain surat-surat berharga dan cincin berliaﬁ
milik Jen Loeng Tanuwidjaja, satu buah jam rolex,
satu buah lap top komputer merk Toshiba, sebidang
tanah dan bangunan Ruko yang terletak di ITC Roxy
Mas latai dasar No. 24-25 dan dua bidang tanah dan
bangunan Ruko terletak di Karawang Plaza No. 2 dan
No. 3 kerawang serta sejumlah Giro di Bank Bali
telah tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga oleh

= \\karenanya itu gugatan Penggugat atas harta benda

fgersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat
" “diterima, dan oleh karena gugatan dinyatakan tidak
PR

- diterima maka sita jaminan yang telah dilaksanakan

‘hérus diangkét sedangkan terhadap perintah sita
“jaminan yvang telah dilaksanakan harusdinyatakan
dicabut/dibatalkan; —-————————-m e

%f 13. Menimbang, bahwa oleh karenénya Majelis Hakim
%ﬂ- memerintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk
4 melaksanakan mengangkat eita jaminan -berkaitan
?’ . dengan harta henda tersebut dan.sesuai berita acara

yang ada ;————~=m—m e e

14. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini
mengesampingkan surat-gurat bukti P.6.b, P.7.a,
P.8.b, P.9.a, P.10.a, P.10.c, P.11.a dan P.18 karena
menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi,
demikian pula surat dari akutan publik Ishak, saleh,
Soewondo dan Rekan karena tidak merupakan hasil
audit .atas PT, PT. tersahut yvang dimaksud dalam
gugatan ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbang

15. Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat untuk
diberikan putusan serta marta menurut Majelis Hakim
karena petitum ini tidak memenuhi syarat sebagaimana
vang dikehendaki dan berlaku untuk ini, maka Majelis
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16.

17.

18.

Menimbang, bahwa tentang wacsiat atau hutang Jgg
loeng Tanuwidjaja almarhum, bila ternyata terbukti -
ada wasiat/hutang selain vang telah dipertimbangkan
maka Maielis Hakim sesuai dengan pertimbangan bhutir
8 di atas bherpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
diwaiihkan/diperintahkan untuk membayarnya denaan
mengambil dari harta vyang ditinggalkén Jen Loeng
Tanuwidiaja almarhum dan kepada Turut Tergugat I,
Turut Tergugat IT dan Turut Tergugat III

diperint.ahkan untuk tunduk atas putusan ini ;--+——--

Menimbang. bahwa oleh karena Turut Terqugat T, Turut
Tergugat TI dan Turut Tergugat TTI telah nyata tidak

termasuk sebagai ahli waris dan oleh karenanya tidak

._mendapat bagian dari harta peninggalan Jen Loeng
“‘:; uwidjaja almarhum, namun ternvata terbukti bahwa

'6B.gian ktarta peninggalan tersebut befada/dikuasai
;hfknya, maka menurut Majelis sesuai dengan hukum
berlaku Turut Tergugat I. Turut Tergugat II dan

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara bahwa sesuai

dengan pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat dihukum dan diperintahkan -untuk membayar
biaya perkara yvang timbul sehubungan dengan perkara

MENGADTTULTI

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara
berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan
Wwaris inj j---—-—cmemmm e e

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian :--



. Menyatakan bahwa Jen Loeng Tanuwidiaja telah

meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 dalam
Manyatakan ahli warisg dari Jen Loeng Tanuwidjaja
almarhum dan bagiannya sebagai berikut

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris satu-

2) Tergugat, ayah karena keadilan dan kepatutan

Menyatakan harta benda tersebut di bawah ini

sebagai harta benda peninggalan Jen loeng

Tanuwidjaja almarhum sebagai berikut

i@) 25 (dua puluh 1lima) saham ‘bernilai Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
berada pada PT. Sarana Inti Prima Pratama dan

merupakan harta bawaaé)--——~—————~——— —————————

2}'4.500 (empat ribu lima ratus) saham bernilai
Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus
juta rupiah) pada PT. Ronacita Inti_Persada
dalam keadaan masih marﬁpakan harta bersama

dengan Penggugat ;~==—--=--mec e m e e o

Dan dengan pembagian yvang sama dengan atas,
atas :

a. 90 (sembilan puluh) saham yang bernilai
Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta
rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada
pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam kéadaan
masih merupakan harta bersama dengan
Penggugat ;—~~--=—mem e

b. 90 (sembilan puluh) saham yang bernilai
Rp. 90.000.000,- <{sembilan puluh juta
rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada
pada PT. Ramada Inti Persada dalam keadaan
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masih merupakan harta bersama dengan
PENGQUEAL ;=i e e e e e

c. 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham
bernilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh

lima,milyar rupiah) milik PT. Ronacita Inti

persada pada PT. Dunkindo Lestari, dalam
keadaan masih merupakan harta bersama

(3::&5 (dua puluh lima) saham yang bernilai Rp.
25.000.000,~ (dua puluh lima juta rupiah) pada
PT. Gatraboga Inti Putrama dan merupakan harta

DAWAAN | === e e e
fi\;;“;-,_(i;Yjsatu gaham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta
‘. ' ;['/:_rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam

keadaan masih merupakan harta bersama dengan

Penggugat ;———mermm e e e

{5).8atu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta
N _

g rupiah) pada PT. Ramada Inti Pratama dalam

keadaan masih merupakan harta bersama dengan

Penggugat ;-————--————— e —————

(5)‘ 1.000 (seribu) saham bernilai Rp.500.000.000,-
Y (lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo
Lestari dalam keadaan masih merupakan harta
bersama dengan penggugat.
Dan dengan pembagian yang sama dengan atas

a. 19.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham
bernilai Rp. 19.900.000.000,- (sembilan
milyar sembilan ratusjuta rupiah) milik PT,
Dunkindo Llestari yang ada pada PT Sarana
Boga Pratama dalam keadaan masih merupakan

b. 24.900 (dua puluh empat ribu 'sembilan
ratus) saham bernilai Rp. 24.900.000.000,-
(dua puluh empat milyar semhbilan ratus juta
rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari pada PT.

.
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Ramada Inti Pérsada, dalam keadaan masih
- merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-

Lj)]Seleahﬂ tanah selama 510 m2 beserta seluruh
it bangunan di atasnya berikut segala perabot

z]-

rumah tangga vang ada di dalamnya dan segala
turutannya yang terletak di J1. Pasir Putih
vV/2 Rt 005/010 ¥elurahan Ancel, Kecamatan
Pademangan, Jakarta Utara termasuk d4di dalamnya
kewajiban membayar hutang atas biaya
pembangunan rumah berikuet isinya sebesar
Rp. 155.229.197,- (seratus 1lima puluh limé
juta dua ratus duz puluh sembilan ribu seratus
sembilan puluh tujub rupiah) dalam keadaan

masih merupakan  harta bersama = dengan
Penggugat ;——————mmm e e ‘
——
Satu unit mobil BMW No. Polisi B.888.GS dan 7
merupakan barang bawaan :---e-—-—meme e m——e ‘/

Tuniangan kematian sebesar Rp. 95.213.749,-
(sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

(1553Sejumlah uang sebasar Rp. 527.555.555,56
-{l \_//(lima ratus dua puluh juta lima ratus lima
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima
rupiah lima puluh enam sen rupiah) di Coutts
Bank Singapura dalam keadaan masih merupakan

harta bersama dengan Penggugat ;--—-———eec—aa—-

m(ffv Sejumlah uang sebesar $1.663,83 (seribu enam
{7 ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga
dolar Singapura) di DBS Bank Singapura dalam
keadaan masih merupakan harta bersama dengan

Penggugat ;---------mmm e

12} Sejumlah uang sehesar $. 229.907,82 US (dua
| tatus dua puluh sembilan ribu sémbilan ratus
tuijuh koma delapan puluh dua sen Dolar
Amerika) di American Express Bank dalam
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keadaan masih merupakan harta bersama dengan

Penggugat ;------------ e
130 sejumlah uang masing-masing

a. Rekening. No. 903.043717 =sebesar Rp.
50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh

dua rupiah) ;~--r-rmm e ———————

b. Rekening No. 930.065986 =sebesar Rp..
‘34.795.970,~ {tiga puluh empat juta tujuh
ratus sembilan pulyh lima ribu sembilan
fatus tujuh puluh rupiah) ;————=——m———— -

Rekening No. 903.080241 setesar Rp.
53.941.535, - (lima puluh tiga juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu lima

Ketiga rekening di atas di Bank Bali dan

dalam keadaan masih merupakan harta bersama

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta
reninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja secara
riil dan andaikata pembagian secara riil tidak
dapat dilaksanakan hendaknya dijual gecara lelang
di muka umum dan kemudian hasil bersih penjualan
lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan
Tergugat sesuai dengan bagian seperti disebut di

bawah ini ;-----crmmm ——————
1) 25 daham bernilai 25.000.000,- (dua puluh
lima 3juta rupiah) pada PT. Sarana Inti

Pratama dengan pemilagian sebagai berikut

a. Peanggugat, isteri mendapat 3/4 ;--—--—~———--



2)
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4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,-
{empat milyar lima ratusjuta rupiah) pada PT.

Ronacita Inti Persada dengan pembagian

2.a.) dengan pemhagian vang sama dengan butir 2)

3)

1)

di atas, atas

- 90 saham bernilai Rp.' 90.000.000,~
{sembilan puluh juta rupiah) milik PT.
"Ronacita Inti Persada yang ada pada PT.

dengan pambagian yaing cama dengan butir di

atas, atas

-~ 99 saham bsrnilai E&p. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) milik PT.
Ronacita lnti Psrcsada yang ada pada PT.
Ramada Inti Persada ;- —~-—~—oocmemwua—o

denéan pembagian yvang sama dengan butir di

atas, atas

- 90 saham bernilai Rp. 45.000.000.000,~
(empat puluh lima milyar rupiah) milik

PT. Ronacita Inti Persada yvang ada pada

25 gaham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima ijuta rupiah) pada PT. Gatraboga Inti

Putrama dengan pembacian
L. Pergug¢at. avah m@mendapat 1/4 [;-————-eeeen
satu gaham »erril=j Rr. 1.000.000.- (satu

iuna rupiah} rada PT. sarana Boga Pratama

dengan pembagian



5)

6)

7)

.b.

a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;~———c———-u-
b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;—-—-eeeeee—o

Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) pada pt. Ramada Inti Persada

dengan pembagian

a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;——————--——;
b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;-~==-ecew-x

1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,-
{lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo

Lestari dengan pembagian

ayah T

.. Tergugat,

denngan pembagian yang sama dengan butifﬂ
¢) di atas, atas

- 19.900 (sembilan belas ribu sembilan
ratus) saham bernilai Rp.19.900.000.000
(sembilan belas milyar sembilan ratus
juta rupi&h) milik PT. Dunkindo Lestari
vyang ada pada PT. Sarana Boga Pratama ;

) 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan
ratus) saham bernilai Rp. 24.900.000.000,~
(dua puluh empat milyar_sembilén ratusjuta
rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang

a. Sebidang tanah seluas 510 m!  berikut
bangunan rumah di atasnya berikut segala
perabot rumah tangga vang ada di dalamnya
dan segala turutannya yang terletak di J1.
Pasir Putih V/2, Rt. 005/010 Kel. Ancol,.

b. Hutang yang harus ditanggung dan dibavar
oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.
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155.229.197 .~ {esaratus 1ima puluh limajuta
duva ratus dua putuh sembilan ribu seratus
gembilan puluh tuiuh rupiah) dengan cara
terlehih dshulu Penggugat dan Tergugat
membayar hutana dan sisanya dibagi sebagai
barikut

- Tergugat, ayah merdapat 1/7 ;-—----——-—-

8) Satu unit mobil BMW 530 No. Polisi B.888.GS

dengan pembagian

a. Penggugat, isteri mendapat 3/4 ;---—-—-~———-

9) Uang tunjangan kematian sabesar Rp.
95.213.749.- (sembilan puluh 1lima juta dua
ratus tiga belas ribu_tﬁjuh ratus empat puluh
gembilan rupiah) dengan pembagian sebagai
herikut :

/c-/ a. Penggugat, isteri mendapat 3/4 ;-——=—————uv

- N
S

b. Tergugat, ayah mendapat 1/4 ;—=——————=—-

Seiumlah uang sebssar Rp. 527.555.555,56
(lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus
lima puluh lima ribv 1lima ratus lima puluh
lima rupish lima puluh sean) di Coutts Bank
Singapura dengan pemhagian sebagai berikut :

a.
'b. Tergugat, ayah mandapat 1/8 ;-—-w—mma—a—-o

11) Sejumlah uang sebesar $ 1.663,83 Sing (seribu
enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh
tiga dolar Singacvura) di DBS Bank Singapura

dengan pembagian sebagai berikut

a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;~-----=-—===

b. Tergugat, avah mendapat 1/8 ;--——----—--—--
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12) sejumlah uang sebesar $ 229.907,82 US (dua
ratus dva puluh sembilan ribu sembilan ratus
tuiuh koma delaman puluh dua dolar Amirika)
di American Express Bank Singapura dengan

pembagian :

a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;————v—w—ue--
bh. Tergugat. avah mendapat 1/8 -——veecew—-u—--

13) Sejumlah uang masing-masing

a. Rekening VNo. 903.043717 eebesar Rp.
50.563.562.- {(lima puluh juta lima ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh

dua rupiah) j—=—-em e

Rekening No. 930.065986 sehesar Rp.
34.795.970,- {(tiga puluh empat Jjuta tujuh
ratus =sombilan puluh lima ribu semhilan

ratus tujuh pulun rupiah) ;--—--rmmme—————

Rekening No. 903.080z41 csebesar Rp.
53.941.535, - {lima puluh tiga juta

" gemkbilan ratug -empat puluh gatu ribu lima

ratus tiga puluh lima rupiah) ;-—————---—=-

kesemuanya di bank Bali dengan pembagian
gsebagai berikut

a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;-—-————--"—-
b. Tergugat. ayah mendapat 1/8 ;--——-mwu—--

6. Menvatakan sah dan harharga sita 3jaminan vang

telah dilaksanakan

a. 25 saham bernilai Rp. 25.000.000.,- (dua puluh
Jima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti Prima
Pratama vang dilalukan pada tanggal 12-4-199¢
sesuai dengan haerita acara tanggal 12-4-1999

NO. 54/Pdt.G/1999/PAJY o mmcmmmm e
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b. 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah) pada
PT. Ronacita Inti Persada yvang dilaksanakan
pada tanggal 17-3-1999 cesuai dengan berita
acara tanggal 17-3-1999No. 54/Pdt.G/1999/PAJU

c. Uang sebesar Rp. 95.213.749,~ (sembilah puluh
lima 3Jjuta dua ratus tiga belas ribu tujuh
ratus empat puluh sémbilan rupiah) tunjangah.
kematian, sesuai deﬁgan berita acara pada

tanggal dan nomor yang sama dengan di atas ;-

d. 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- dua puluh
g\\lima juta rupiah) pada PT. @Gatraboga Inti

Rutrama yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-
#?99 sesuai dengan berita acara tanggal 12-

Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama
vang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999
sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999

f. 1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo Lestari
vang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999
sesuail dengan berita acara tanggal 12-4-1999

! perikut bangunan

g. Sebidang tanah seluas 510 m
rumah di atasnya beserta sebagala perobat
rumah tangga di dalamnya dan segala
turutannya yang terletak di J1. Pasir Putih
Vv/2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan.
Jakarta Utara yang dilaksanakan tanggal 1-4-
1999 sesuai dengan berita acara tanggal 1-4-
1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;~——--mcmmmmmmem—

h. Sebuah mobil BMW 530 i No. Polisi B.888.GS
vang <dilaksanakan pada tanggal 1-4-1999 |
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sesuai dengan berita acara tanggal 1-4-1999
No. 54/Pdt . G/1999/PAJU ;~=~—mmmmmmm e

i. Sejumlah uang dalam

a. Rekaning No. 903.043717 sebesar Rp.
50,563.862.- (lima puluh juta lima ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh

dua rupian) ;-

b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp.
34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh
ratug sambilzn puluh lima ribu sembilan
ratus tujuh pulub rupiah) Pmmmm s

xxf\ekaning o, ¢3.080241 sebesar Rp.
] jB .941.535,- (lima puluh tiga juta
ff/embilan ratus smpat puluh satu ribu lima

//ratt.c tiga puluh lima rupiah) ;----w--==-—a-

di Bank Bali vang dilaksanakan pada tanggal
7-4-1999 sesuai dsngan berita acara tanggal
7-4-1999 NO. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;—-—~——=—-——-

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
membayar hutaﬁg-hutang Jen Loeng Tanuwidjaja'
almarhum dengan harta benda vyvang yang manjadi
harta peninggalannya dan sisanya dibagikan kepada
vang berhak mener imanya dengan pembagian
gapbagaimana diktum di atag (—-----mmmmmm e

g. Hemerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk

4an patuh 2tas geluruh isi putusan ini ;--------

%)

Menyatakan Dbahwa guyatan Panggugat tentang
gsimpanan di NCD Rark Globz2], satu lemari besi
tahan &pi bhsrikut veluruh isinva antara lain
sufat-surat barharga dan cincin berlian milik Jen
Loeng Tanuwidjaia almarhum, satu iam Rolek, satu
Lap Top merk Toshiba, sebidang tanah dan bangunan



Ruko 4iITC Roxy Mas lantai dasar No. 24-25 dan
dua bidang tanah dan bangunan Ruko terletak di
Karawang Plaza No. 2 dan No. 3 Karawang, sejumlah
uang dalam rekening Giro No. 569992 Bank Bali

10. Memerintahkan oleh karenanya kepada Panitera/
Jurigita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk
mengangkat sita jaminan diktUm 2 dan 3 Penetapan
No. 54/Pdt.G/1999/PAJU berkaitan dengan hal-hal

tersabut di bawah ini :

a. Simpanan di NCD Bank Global sesuai Berita

acara sita jaminan tanggal 23-3-1999 ;-————--

b. Lap Top Tpshiba. sesuai dengan berita acara

sita jaminan tanggal 1-4-1999 ;~-——r——mmemua2

c. Seﬁidang tanah dan bangunan Ruko di ITC Roxy
Mas 1lantai dasar No. 24-25 di J1. Hasyim
Ashari, sesuai dengan herita acara tanggal 7-
4-1999 e m—mreme e ———

di Bank Bali sgsesuai dengan berita acara
tergebut tanggal 7-4-1999 ; ————mem e

11. Menyatakan mencahut diktum 4 dari Penetapan yvang
sama berkaitan dengan dua bidang tanah dan
bangunan Ruko vang dikenal dengan Karawang Plaza

No. 2 dan No. 3 Karawang ;---——m==——m—eme e ———————

ITIT Memerintahkan kepada Tergugat untuk mambavar biava
perkara sebesar Rp. 905.500.- (sembilan ratus 1lima

ribu lima ratus rupiah) ;--=Ce oo

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13-10-

1999 M. dalam sidang yang terbuka untuk umum d:ﬁﬁgﬁﬁg
f*;;?T“ﬂtn juga diumumkan oleh Drs. H. Ahmad Ahvadi, SH
selaku Hakim Ketua didampingi oleh Drs. H. A. Fadly Hasan

dan Drs. H. AH. Chairuddin ridwan, SH masing-masing
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selaku Hakim anggota dibantu oleh Daud Ali Akbar, SH
selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

Dre. H. A. Fadly Hasan

ttd.

—— " — — — — — — —- S T T > > D o s et T - ——————————

Hakiﬁ~Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH

Drs. H.AH. Chairuddin Ridwan, SH 5

Rincian Biaya :

Panitera Pengganti,
ttd. o

Daud Ali Akbar, SH.

1. Pencatatan Rp. 2.000,-
2. Administrasi Rp. 30.000,-
3. A. P. K. "Rp. .30.000,-
4. panggilan Rp. 760.000,-
5. Pemberitahuan 4
. . ' Sotelah im Foto Cony di pariksa
igi Putusan Rp. 80.000,- dan dicocokan denqan snal zclinya ternyala Foto Copy
. ' tersebul cocok dan sosuat dengan aslinya
6. Redaksi Rp. 1.500,- __RENGADILAN AGANA JAKARTA UTARA
Materai Rp.  2.000,- FnGiiy ™ PARIERA m
d// {:’,:- -~ ‘ ‘
e AT
Rp. 905.500,~ fix:

o — - - oty w— -
—— e s = e -

Untuk salinan yang sama bunyinya

an. Panitera
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'. memeriksa dalam tingkat kasasn telah mengambnl putusan sebagal berlkut dalam; R
perkara '

1.

2.

' .'a‘.

9. .
-10.

1.

12,

13

14,

15

. | MAHKAMAHAGUNGRL] - -+
PUTUSAN R

. REG. NO.51 K/AG/1999
- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM . - -
EMI KEADH.AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .
MAHKAMAH AGUNG S

Ny Subandiyah Ammar Asof, SH binti Set;ono Hindro, ber;empat tmggal di '

. Komplek BNt 1946/PLN Nomor S, Pesing, Jakarta Barat ;

Ny. SriHaryanti binti Setjono Hindro, bertempat tmggaldn Perumahan Poleko e
. group Blok C/13, Tambun, Bekasi; :

) vNy Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hmdro, bertempat tmggal d« Selomas

11344 ; .
- Bambang Hendrivanto bin Setjono Hmdro, bertempat tmggal du Perumahan

- Cipondoh Makmur, Blok D.X Nompr : 3, Tangerang ; -

Putut Bayendra bin Setjono Hindro, bertempat tnnggal d1 JI. Waru II D 793 '
Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi ;

Sri Hendrayat: binti Set;ono Hmdro, bertempat tmggal di Bumt Lestarl H 45/ -

31, Tambun, Bekasu H

" Indar Astuti Pranowo’ binti Hindrowardoyo bertempat tmggal di Jl
Praw:rotaman No.4, Kecamatan Margangsan Kotamadya Yogyakarta .

. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi ‘Djojo Soewirjo, bertempat tinggal
“di JI. Langénarjan No.24, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta ;

Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, bertempat tinggal di
Prawirotaman Mg. llI/595, Kecamatan Mergangsan, Kmamadya_Yogyakar;a,
Fi Dewi Laksini Sugianto binti Hindro Triwirjo, bertempat tinggal di
Mantrijeron Mj. l1/804, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta H
Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo, bertempat tlhggal'dl lnternal'
.‘Audit PT. PO.BOK 132 Jalan Jendrat Sudirman Normor 24 Balnkpapan b

" Bernadeta Harint Tri Prasasti binti Hindrotriwlrjo, bertempat tmggal di i,
C:mandm 50 A RTO4 RW.V, Cipayung, Ciputat, Tangerang; ~, .

Ferlma Widyasan binti Drg Pantoro, bertempat tmggal dl JI. Parangtrms 67
A/83 Yogyakarta ;

"Yulia Yudantari binti Drg. Pantoro bertempat tmggal dl Parangtrms 67 A/83 ~

Yogyakarta ; X
Lucas Indriya bin Mas Ngabehl DjOjO Soewlr]o, bertempat tinggal, di JI.

- Parangtritis No. 95, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Sstiawan, SH .
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D _Ny Jazifah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono, bertempat tinggal.di

.~ Tirtodipuran No.7 RT.64 RW.XVII, Kelurahan. Mantrueron, Kecamatan
- Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
D;oko Prabowo Saebani, SH, Aviv Dihan Kuntoro, SH dan Dwi Hatyono.

71 térmohon kasas (dahulu Penggugat/T erbandlng) HE

: Mahkamah Agung tersebut

Melihat surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang. bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon )
kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagal o
para tergugat asli dimuka pemdangan Pengadllan Agama Yogyakarta pada pokoknya
atas datil-dalil : o . ;. .

,’

bahwa telah- memnggal duma Bapak Martadl Hendro Lesono, pada tanggal 17
Nopember 1995 dengan memnggalkan seorang isteri. bernama Ny Jaznlah Martadl :
Hendro Lesono {penggugat asli) tanpa memnggalkan anak S e

bahwa dusampmg menmggalkan ahli-waris’ ;uga memnggalkan harta berupa
- sebidang tanah, yang letak, luas dan batas batasnya sebagaumana tersebut dalam surat
gugatan ; . . ol . i :

bahwa pewans (almarhum) adalah beragama lslam maka pembag:an warisan e
harus mengikuti Hukum Islam bukan mengikuti kemauan para ahli waris dan penggugat
-asli membagi harta pemnggalan almarhum tersebut .secara Hukum Islam, tetapt
. kemgman penggugat asll tersebut tidak pernah datanggapl oleh | para tergugat asli;

bahwa menurut pasal 174. Kompnlasu Hukum lslam, penggugat asli‘adalah’ ahh .
waris yang berhak atas harta peninggalan-almarhum Martadi Hendrolesono, karena
masuk dalam kelorapok ahli waris menurut hubungan perkawinan, sedangkan menurut’- .
Q.lV : 12 penggugat asli termasuk dalam ahli wans golongan Dzawul Faraldl dan’
termasuk dalam semua kelompok keutamaan;. ; .

" bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukurn Islam dcsebutkan bahwa janda _'
: akan mendapat 1/4 bagian, apabila pewaris tidak memnggalkan anak dst, maka' -
berdasarkan kedua pasal tersebut diatas harta penhinggalan alm. Martadi Hendrolesono -
secara yuridis formal maupun materil harus dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam. :
Dengan demikian hak dari penggugat asii adalah 1/4 baglan, sedangkan hak para )
tergugat asli seluruhnya’ adalah 1/3 bagcan, ’ :

E . bahwa terhadap tergugat ‘asli lll, VL, X, Xil dan XV menurut Hukum Islam adalah

.- bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak untuk mewarisi atas warisan dari. pewaris | '_'

" yang meninggal, karena para tergugat asli berlalnan. agama dengan pewans/bukan B
beragama Islam, hal ini sesuai dengan Hadast Rasul leayat Bukhori dan Mushm, oo

VARIA PERADILAN 192 - 103 * -



’ --'-'Subsu'!alr' S

; ':.Menyatakan secara hukum bahwa aim. H. Martadi Hendfoiesono memnggal duma _ '

tanggal 17 Nopember 1995 dalam keacaan beragama Islam; .. .

Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalgh ahli waris ianda yang sah‘ -
danberhak atas harta peninggalan dari alm. Martadi Hendrolesono, T .
h Menyafakan secara hukum bahwa sebidang tarah- dan bangunan seftifikat Hak

Milik No. 924 atas nama Martadi Hendrolesono, gambar situasi No. 3572 tangga! E

5 September-1990 luas 1.319 M2 adalah merupakan hana pemnggalan alm Martadt

. Hendrolésono dengan batas-batas sebagai berikut : B
-Sebelah Utara :Tanah Nomcr: 125.SU. 25_44/1986 e
: “Sebelah Selatan :Jalan Kampung; .. - - oo

Sebelah Tmur : Tanah Pers. 170. SU. 1387/19’8

.Sebelah Barat -: < Tanah Pers. 1256 H.M.922/923 GS. 3571/1 990
- yang terletak diJi. Prawnrotaman Mg misqzx Yogyakarta : . : : .
" Menyatakar secara hukum bahwa penggugat berhak atas 1/4 (seperempat) bagian

dari seluruh harta penlngqalanlwarlsan dari alm. Martadi Hendrolesono ; .

- 'Menyatakan secara hukum bahwa para tergugst berhak atas 1/3 (sepertnga) baglan o

dari harta peninggalan alm. Martadi Hendro!esono ;

Memerintahkan kepada para tergugat dan penggugat untuk tunduk pada Kompllam
Hukum Isiam guna melakukan pe.nbaglan harla penlnggalan dari alm. Tuan
Martadi Hindrolesono ;.

» "Menghukum para Tergugat untuk membayar btaya yang tumbul dalam perkara ini. - .
" secara tanggung rentehg - . :

Mohon putusan yang seadtl-adllnya :

- bahwa térhadap gugatan tersebut Pengadilaﬁ Agama Yogyakarta telah mengambil

' putusan; yaitu putusannya tanggal 4 Desembeér 1997 M, bertepatan dengan tanggal 4
Sya'ban.1418 H Nomor : 83/Pdi.G/1997/PA.Yk yang amarnya bérbunyi sebagai berikut : .

.
e
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be ggugat s me"ya’“pa'ka" kepada para ‘tergugat asii demi pertanggung-. S
ada almarhum suarhinya serta mengingat Firman Allsh délam Surat - " -




'kseps] Tergugat 1 Tergugat ll Tergugat lll Tergugat IV Terguga.. V,-
Vi; Tergugat Vit, Tergugat VIll, Tergugat iX, Tergugat X, Tergugat X,
'lll, Tergugat X, Tergugat XV, seluruhnya H = B

“Meny, kan 'séoara hukum bahwa H Martaﬂl Hendrolesono ‘bm mas Ngabehl'
] wirjo telah memnggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan‘

-;M tapkan Secara hukum bahwa Penggugat(Ny Jazllah Martad« Hendrolesono:
. binti Cokrolesario) adalah ahli waris (janda) dan H, Martadl Hendrolesono bin -
- Mas Ngabehl Djojosoewirjo; ,- ' . SR
4. "Menyatakan secara hukum bahwa sebldang tanah dengan bangunan sertifikat .. " .-
. Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 3
September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadys Yogyakarta -~ - *-
‘seluas 1,319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak dijalan Prawiro- -
. taman Mg. Ilif593, Kelurahan Brontokusuiman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya
IYogyakatta, derigan batas-batas sebagai berikut:. = *
'-_=Sebelah Utara - : Tanah Nomor : 125. su. 2544/1986
' Sebelah Selatan : Jalan Kampung; . - o,
. Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU. 1387/1938
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M. 922/923 GS 3571/1 990

. adalah merupakan harta warisan dari H. Martadl Hendrolesono bm Mas Ngabehl
DJO]OSOGWII’]O
5. Menyatakan bahwa Panggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagnan dan _
harta warisan H. Martadi Hendrolesono bln Mas’ Ngabehc DJOJOSOewmo'
: sebagalmana tersebut dalam angka 4; BN -
6. Menyatakan secara hukum bahwa dtsamplng Penggugat, ahll warls H Martadu L
Hendrolesono bin Mas Ngabehi DjOjSOerf[O adalah: - - :
a.  Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebaga: ahh :
waris-Pengganti dari saudara kandung laki-laki ; L
b.  Sri Haryanti binti-Setyono Hindro (Tergugot ll) sobagax ahlx warus Pengganta s
dari saudara kandung laki-laki; :
¢. Bambang Hendriyanto bin Seijono Hlndro (Tergugat IV) sebagau ahh warns: et
: ‘pengganti dari Sdr. kandung laki-laki. . e
d. Putut Bayendra bin Setyono Hmdro (Tergugat V) ahh wans penggantu dan we
saudara kandung laki-laki. .
‘e.  SriHendriyati binti Setjono Hmd.'o (Tergugat V|) sebagai ahluwans penggantn',_.
" dari saudara kandung laki-laki.. . ~ o : -
- .. Ny.Danusubroto binti M. Ng. DijOSUWlfjo (TergugatVlll) sebagau ahllwarls .
_ penggann dari saudara kandung perempuan g ; : o -

.
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g o +Ny. Hendrowmoto binti M. Ng. D]O]OSUWI!’]O (Tergugat IX)ahllwans pe':ggantn

. . dari saudara kandung perempuan. * .
" h. Bambang Wahyu Murti bin Hmdrotnwmo (Tergugat Xl) ahlt wans penggantr.,

.o o dari saudara kandung perempuan. ) s
i.. Ferlina W:dyasan binti Pantoro’ (Tergugat XlIl) ahh wans pengganﬂ dan '_'

~ .« saudara kandung laki-laki;
“Yulia Yudantari bmtn Pantoro (Tergugat XIV) ahh waris penggantl dan saudara
_ ._kandung laki-faki. - _
. Kesemua berhak memperoleh 3/4 (tuga perempat) baguan dartharta wans_ :'_

- H. Martadi Hendrolesono bln Mas Ngabem D]O|osuwulo sebagaimana
o tersebut dafam angka 4;

7. . Memermtahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagal ahll-_-- . -

waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warlsan H Manadt S
- Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagalmana tersebut B

8. Menotak gugatan Penggugat selebihnya.; . .
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 473 600 -
{Empat ratus tujuh’ puluh tlga ribu enam ratus rupuah), Sl .

Putusan mana dalam tungkat band ng atas permohonan para tergugat telah

dlkuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan putusannya tanggal 24 Jum 1998 o

M, bertepatan dengan tanggal 29 Syal‘ar 1419 H No. 007/PDt G/1998/PTA Yk. ;

. bahwa sesudah putusan terakhir ini dlbentahukan kepada para tergugat/l"
pembanding pada tanggal 18 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/

pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus :' :

_tanggal 1 September 1998 diajukan permohonan untuk’ pemeriksaan kasaS| secara lisan ™
~ pada tanggal 1 September 1998 sebagatmana ternyata dari-surat keterangan No. 83/
Pdt.G/1997/PA.Ykyang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta permohonan_
‘mana kemudian -disusul oleh- memori kasasi yang memuat. alasan-alasannya yang -
dlterlma dl Kepamteraan Pengadulan Agama tersebut pada. tanggal 14 September 1998;

) bahwa setelah |tu oleh penggugat/terbanqu yang pada tanggal 17 September

" 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para tergugat/pembanding diajukan,
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepamteraan Pengadllan Agama. Yogyakarta
pada tanggal 30 September 1998;

Menlmbang, bahwa permohonan kasasia quo beserta al'\san-alasannya yang telah’
_. diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu
' -.dan dengan cara yang ditentukan Undang- undang, maka oleh karena itu permohonan :
. kasasa tersebut formil dapat dntenma, . S

’ Memmbang, bahwa keberatan-keberatan yang dlajukan oleh pemohon kasam 3
_ . dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya iatah : : :
1. _',Bahwa termohon kasaSI/penggugat asal sebelum mengajukan gugatan di
. Pengadulan Agama Yogyakarta, pemolion: kasasi/tergugat asal telah mengajukan
-. gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 35/Pdt.G/1997. Dengan demikian
yang pertama merasa terusik kepentmgan "hukumnya- adalah pemohon kasasi/
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'sal dan telah melakukan pemlhhan hukum dalam penyelesauannya Hal g0
: ngan staatblad 1917 No. 12 pasal 29 téntang penundukkan dirl secara ii .

) ' n, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama hanyalah gugatan
- tandingan sehmgga tidak boleh ditolerir dan harus batal demi hukum_atau 'Nebis

" 'Bah 2 Judex ‘facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan Sema
b /1990-dan juga Kompilasi Hukum Islam, dimana sebenarnya surat edaran
'tersebut bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai salah satu acuan sa]a Demikian:

gé ,ompalasa Hukur Islam hanya merupakan pedoman tetapi secara. hirarkis

jadi pedoman utdia adatah U.U'No.7/1989; yang datam penjelasarinya
jelas dimungkinkan memilih hukum, adapun tentang penjabarannya yang terleblh
penting adalah. hakim wajib menggali, mengikuti dan memahaml hukum yang
mengcerminkan rasa keadilan dalam masyarakat {(pasal 27 ayat 1 UU No.14/1970),
= sedangkan putusan Judex facti dalam penerapannya sangat kasuistis, fidak boleh:

. digebyak uyah, karena dalam perkara ini yang sangat mempunyal kepéntingan

- hukum adalah para pihak dan bukan para pewaris, lebih-lebih UUNo6.7/1 983 adalah”

.~ belum lama dan ternyata diantara pemohon kasasi/tergugat asal yang non Islam R
" sudah sejak sebelum UU MNo.7/1989 berlaku, sehingga semestinya hukufn yang.: -

duterapkan adalah yang dapat mencerminkan keadilan para pihak mengingat

e kehvdupan beragama di Indonesia sangat pluralistis, sehingga untuk perkara yang:

- sangat melibatkan person yang berlainan agama harus dapat d:amblljalan tengah,

" ‘'sehingga akan meanjadi suatu hukum yang satu dapat d.tenma oleh semua pihak
- yaitu di- Pengadilan Umum ; : . L

< Bahwa Judex facti telah kehru dalam menafscrkan sedapat mungkm (wde putusa o
"~ 7 No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk. hal. 12) dengan mendasarkan Surat Keputusan Menteri .

- Agama No. 154/1991, karena sebenarnya hakim bersifat mandiri dan tidak boleb: ..~
‘terpengaruh Instansi manapun dalam memutus perkara, sehingga- putusan_‘_" o
tersebut batal demi hukum (Yunspruclensa Mahkamah Ag\.ng RI tanggal 17-9-

1975 No : 149 K/SIP/1973) o

4. Bahwa Judex facti tidak memberi pertxmbangan hukum yang cukup, karenanya
. memberi pertimbangan hukumnya tidak secara utuh atau hanya sepotong -potong ..
serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon kasasu/tergugat asal yaifu,
tentang pémbagian harta, bahwa termohon kasasi/penggugat asal mendapat 14
dari ahli-waris lainnya 3/4, bahwa diantara pemchon kasasa/tergugatasal adayang !
beragama Katholik sehingga tidak turiduk pada putusan Pengadilan Agama, karena -
peradilan ini hanya untuk.orang Islam, maka jelas gugatar termohon kasasi/ -
penggugat asal kelebihan subyek yang semestmya untuk plth Non lslam/Musllm'. o
harus gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri; .. -

5. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena hafiya mengambll allhu_‘ "
dari pertimbangan hakim pertama, kemudian juga telah-memberi putusan'yang - -
beriebihan yaitu dengan membenkan bagian- Ny Jazilah (termohon kasasi/. . -
penggugat asal) mendapat.1/4 bagian dan ahli wans lain mendapat 3/4 bagian . -
tanpa didukung dengan alasan _hukum yang |e|ae, buktl bUk‘lI yang kongnt- o
sehingga putusan tersebut. harus dibatalkan demi hukum ;. )

6. ' Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena telah lalan memenuhu E
syarat-syarat yang dnwa)lbkan peraturan- peraturan yang beriaku dan bertentangan
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, 'den'gari‘ Ydﬁsbfudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22-7-1972 No. 638 K/Sip/1963 . .
-dan‘tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972. Dengan demikian putusan Judexfacti .
harus dubatalkan dengan mengadili sendiri ; o )

Menlmbang

o mengenal keberatan ad. 1.

' bahwa keberatan ini tidak dapat dtbenarkan, karena keberatan ini tidak mengenan o

" yang men;adn pokok persoalan dalam perkara ini (lrrelevant) ;

h _>mengenal keberatan ad. 5.

mengenai keberatan ad. 2, 3 4 dan 6.

- bahwa keberatan keberatan intpun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai
.- penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal
. “mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena
. pemeriksaan dalar tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau
ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 30 Undang- undang Mahkamah Agung lndones«a {Undang-
" undang No, 14 tahun 1985) ;

. bahwa keberatan ini ;uga tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah
- menerapkan hukum ; .

Memmbang, bahiwa namun demikian Mahkaniah Agung berpendapa1 bahwa
putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta mengenai ahli waris yang non Islam, mereka berhak mendapat'v’varisan
, wasiat wajlbah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim; '

’ Memmbang, bahwa berdasarkan apa yang dlpertlmbangkan dlatas, maka
petmohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny.Subandiyah Ammar
Asof, SH binti Setyono Hindro tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan
Pengadilan Tlnggl Agama Yogyakarta sedemuklan rupa sehingga berbunyi disebut
dibawah'ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perka ra
daiam-tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi ; .

Mcmperhatlkan pasal-pasal dari Undarig-undang No,14 tahun 1979, Undang-
undang No 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan

MENGADIL!

e Menolak permohonan Kasasi dari pemchon kasasu 1. Ny. Subandiyatt Ammar .
Asof, SH binti Setjono Hindro, 2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, 3. Ny. Cicilia Sri
Draswasih binti Set{ono Hindro, 4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, 5. Putut
Bayendra bin Setjono Hindro, 6. Sri-Hendriyati binti Setjono Hindro,” 7. indar Astuti
-. Pranowo binti Hindrowerdoyo, 8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo
- Soewirjo, 9. Ny. Hindrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, 10. Fi Dewi Laksmi
Sugianto ‘binti’ Hindro Triwirjo, 11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo,
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*12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotriwirjo, -13. Ferlina Widyasari binti Drg.
Pantoro, 14. Yulia Yudantari binti Drg. Pantoro, 15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo
Soewirjo, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan-Tinggi Agama .
Yogyakarta tanggal 24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. . .~
007/Pdt.G/1998/PTA.Yk sehingga berbunyi sebagal berikut ;- . _. .

= Menyatakan bahwa permohonan bandung pembandtng dapat dntenma H

Da1am Eksepsl T R -

- Menolak eksepsi Tergugat L, 'Tergugat || Tergugat U| Tergugat v, Tergugat v,
Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIll, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat X,
Tergugat Xlll, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya R

' Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; .

2 Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendro!esono bin mas Ngabehl
-Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan
tetap sebagai pemeluk agama Islam;

3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono '
binti 'Cokrolesono) adalah ahli waris (1anda) dari H. Manadu Hendrolesono bin -
Mas Ngabehl Djojosoewirjo;

4. Menyatakan secara hukum bahwa sebldang tanah dengan bangunan semf'kat

" Hak Milik Nomor : M. 924/Btk dengan gambar situasi Nomor< 3572 tanggal 3 - -
September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya YogyaXkarta
seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak dijalan Prawiro-
taman Mag. 1593, Keturahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya L
Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berlkut : . :
Sebelah Utara i Tanah Nomor: 125,SU. 2544/1986‘ -

Sebelah Selatan : Jalan. Karnpung, - o o o
Sebelah Timur  : Tanah Pers. 170.SU. 1387/1938 R
Sebelah Barat - : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS. 3571/1990 Lo
adalah merupakan harta wansan dariH. Martadl Hendrolesono bin Mas Ngabehl

. Djojosoewirjo; : R

5. Menyatakan bahwa Perggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dan, R
harta warisan H. Martadi Hendrolesono bm Mas Ngabehu D]O]OSOGWIUO
sebagaimana tersebut dalam angka 4; L

6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahh wans H Manadl o
‘Hendrolesono bin Mas Ngabehu D;o;osoewnr;o ‘adalah: T R
a. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hmdro (Tergugat l) sebagal ahh
waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;: e LT
b. - Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagm ahh wans Penggantl
dari'saudara kandung laki-laki; i f. .
¢. Bambang Hendnyanto bin Setlono Hmdro (Tergugat IV) sebaga: ah i wans
pengganti dari Sdr. kandung laki- Iaku : :
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Putut Bayendra bin Setyono Hmdro (Tergugat V) ahli waris. penggantl dan_ ’
saudara kandung laki-laki. . .

) -Sri Hendriyati binti Setjono Hindro’ (Tergugat Vi) sebagal ahll waris penggantn
L adari saudara kandung laki-laki. s
~ Ny. Danusubroto binti M. Ng. DjO]OSUWII’]D (TergugatVlll) sebaga« ahluwans-‘; o
penggantl dari saudara kandung perempuan.
A Hendrowinoto binti M. Ng. DjOjosuwnrlo(Tergugat IX) ahli waris penggantl
- . dari saudara kandung perempuan.-

" Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat X1) ahli waris penggantt
" ‘dari saudara kandung perempuan.

Ferlina Wldyasan binti Pantoro (Tergugat Xlil) ahh waris penggantt dari
saudara kandung laki-laki;

Yulia Yudantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris penggantl dari saudara
kandung laki-laki.

’ Ny Cicilia Sri Draswasih binti Hindro Werdoyo (tergugat Ii1);
" indar Astuti Pranowo binti Hindro Werdovyo (tergugat IV);

F.l. Dewi Laksmi Sugianto bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X);
Bernadeta Harini Tri Prasasti bin Ny. Hendro Triwirjo {tergugat X)
Lucas Indnya bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo (tergugat XV);
Kesemua berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta waris _

-H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi DjO]OSUWIl‘jO sebagatmana

tersebut dalam angka 4;

7. Memermtahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebit sebagai ahli
waris untuk mentaati dan melaksaniakan pembagian atas Harta Warisan H. Martadi
Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya’; - .

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,-
- {Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

. Menghukum para pembandmg untuk membayar biaya perkara ditingkat bariding
sebesar Rp. 50 000,- {Lima puluh ribu rupiah);

Meng hukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tmgkat kasasi
ini dltetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung ‘pada
hari : Selasa, tanggal 28 September 1999 dengan Drs. H. Taufig, SH Ketua Muda yang ~
. ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Sjarbini, SH
‘dan H. Achmad Syamsudin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam
~ Sidang terbuka pada hari : Selasa tanggal 29 September 1999 oleh Ketua Sidang tersebut
dengan dihadiri oleh H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH. Hakim- -
. Hakim Anggota dan Drs. Fakhrurrozi Harli Panitera Pengganti, dengan tidak dlhadm
-oleh kedua belah plhak
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LAMPIRAN

: - MUSYAWARAH NASIONAL VII
" MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSANFATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 5/ MUNAS VIL/ MUI /9 /2005

Tentang

KEWARISAN BEDA AGAMA

g e

Majelis Ulama Indonesia (MUT), dalam Musyawarah Nasional MUI

VI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG: a. bahwa belakangan ini sermg terjadl
kewarisan beda agama;

b. bahwa sering dimunculkan pendapat-
pendapat yang membolehkan kewarisan
beda agama;

c. bahwaoleh karena itu MUI mernandana
perlu untuk menetapkan fatwa tentang
kewarisan beda agama.
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1. Firman Allah SWT':

B g S assiyl i Koy
G el 2400 i 3o o 58 0 Lt
5‘583 il @l 5:«;—1’, uxf oy A
de\fu\J)’L—uJ.L.-J\\o.e..é.\rlj L<§
u\bolﬁu.,)”.\)_, \'JSJ_(.JOQ.-JJ)
255 e AN E 4 D8 b \,u .
Ucfju‘)vf_;b‘c < .:D J‘L“’-.S‘DJ- -
;&Ul-,;.» d...tq)i &WJ Vﬁ s_JJﬂl ‘..e.g\ UJ)JJ
(O 1sladty GSo Gile O dh o
“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak- anakmau.
Yautu:babagian seoranganak lelaki sama dengan
babagian dua oranganak perempuan; dan jika
anak itu semyarnya perempian lebih daridua,

maka bagi mereka duapertigadaribartayang
dzanggalkan, jika anak perempuan itu seorang

 saja, maka ia memperoleb separo barta. Dan’

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari barta yang
ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu
mempunrtyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyaianakdan ia diwarisioleh ibu-

baparrya (i), makaiburnyamendapat sepertiga;
jtkayang meninggal itu mempurryai beberapa
saudara, maka iburnya mendapat seperenam.
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(Pembagian-pembagian tersebut diatas)sesudaly™
dipenul wasiat yang iabuat atan(dan) sesudah -
dibayar butangnya. (Tentang)orang tuamudan .
anak-anakmus, karmu tidak mengetabuisiapa .
diantara mereka yang lebib dekat (banyak)
manfaatryabagimu. niadalab ketetapan Allah,
Sesunggubnya Allab Maba Mengetahuilagi
Maba Bijaksana™. (QS. al-Nisa [4]:11).

el B 5 38U A e 5

VY ety S
“.. Allah sekali- kali tidak akan memberijalan
kepada orang-orangkafir untitk memssnabkan

orang-orangyangberiman”. (QS. al- Nisa[4}
141). -»

. HadisRasul Allah s.a.w.
.']. :'“ ‘l)%&‘ ’yj }?@‘ ;‘l. ;ol ::)’}!"Y

(4l (342)

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya
nabi s.a.w. bersada: “Orang Muslim tidak
(boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir
tidak (boleh) mewarisi orang Muslim” (HR.
Muttafaq alaih). ‘
B ity A3 olyyy e A S0 Y

(- J1
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Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata;
Rasul Allah s.a.w. bersabda: “tidak ada saling
mewarisi dua pemeluk agama (yang berbeda) -
(HR. Ahmad, imam empat dan Turmudzi)

* MEMPERHATIKAN: 1. Undang- undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan
2. PP. No 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU no 1/ 1974 tentang
Perkawinan.
3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990
tentang Kompilasi Hukum Islam .
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang
Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Alah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN -

BEDA AGAMA. .

1. Hiuloum waris amtidak 'rnembeﬁkan hak

saling mewarisi antar orang-orang ~ yang -

“berbeda agama (antara muslim dengm o

non-muslim);

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda

agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
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Ditetapké.n di: Jakarta N
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno
Ketua, o Sekretarts,

. Td Ttd. _

Prof. Dr. H.Umar Shihab  Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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LAMPIRAN IV

_ MUSYAWARAH NASIONAL VII
 MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

- 'KEPUTUSAN FATWA
" 'MAJELIS ULAMA INDONESIA
. NOMOR: 4 / MUNAS VII / MUI / 8 / 2005

I
1_!

Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

> .r")‘ e

Majelis Ulama Indonesia (MUT), dalam Musyawarah Nasional MUT

VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG: a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak
terjadi perkawinan beda agama;

b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan
saja mengundang perdebatan di antara
sesama umat Islam, akan tetapi juga sering
‘mengundang keresahan di tengah tengah
masyarakat; :

c. bahwa di tengah- tengah masyarakat telah
muncul pemikiran yang membenarkan
perkawinan beda agama dengan dalih hak
asasi manusia dan kemaslahatan; ’

d. bahwauntuk mewujudkan dan memehhara
ketentraman kehidupan berumah tangga,
MUI memandang perlu untuk menetapkan

15



I\/IENGH\IGAT :

1.

fatwa tentang perkawinan beda agama;'i
untuk dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT:

(v b l”}’&fu GaL-.Jl ua \’,h’ 3 ‘\jf ;,ia,- gl/.
" 0 ¢y S [ o e K b
St b @ Sl K éa,r,é Uj.l.cu $i

' Y tL.J|)lJJw‘J"
“Dan jzka b takut tidak akan dapat berlaky
adil terhadap (hak-bhak) perempuan yatim
(bilamanakamumengawininya) makakawinila)
wanita-wanita (lain)yang kamu senangi: dua,
tigaatasempat. Kemudian fikakamzutaksst tidak
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak- budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalab lebib dekat
kepadatidak berbuataniaya”. (QS.al-Nm [4]: 3).

\;—U)i ;,.Lm\ o ‘.Q S of bbl; Py

d‘ (.44?‘)) 03:}; ;v-g—.? J-;}") \&-J\’ ‘_}‘S“‘J‘

(YN sag My O ¢ ol &lls B
“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya
ialab Diamenciptakan untukmuisteri- isteri dari
Jjenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramurasakasih dan sayang, Sesunggubma
padayang demikian itu benar- benar terdapat
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tanda-tanda bagi kaumyang berfikir”. (QS. al-
Rum [30}:21).

156 fSdaty oSl 18 vy L iy
5 56 e i 5
GOyl o G O yal Y S
(V ze ety Oy
 “Hai orang- orangyang beriman, pelibaralab
dirimudan keluargamu dari api nerakayang
bahan bakarnya adalab manusia dan batu;
penjaganyamalaikat- malaikat yang kasar,yang
keras, yang tidak mendurhakai Allab terhadap
apayangdmntabkan]\{}ukq?adamerdfadwn
selalu mengerjakan apayang diperintabkan™ (QS.
Al Tahrim [66]:6). B
14 g u'*“ abby Sl o< J.’le}.h :
;"’ 0“;';.0"', . -
by e
o Daad Ay Sl G A Za3uo) Al
b gadiile 13} 453 U5 %n S 1t i
3o ) Gl o pind G
G e uB oy G Gy o
(0 8151y Sy bl 0 55T 3 Ry
“Pada hari ini dibalalkan bagimuyang baik- baik.
. Makaran(sembelihan) orang ~orangyang diberi
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" AlKitabitu balal bagzmu, dars makaian kami
halal pula bagi mereka. (Dan dibalalkan -

mengawini) wanita- wanita yang menjaga

kehormatandiartaratwanita-wanitayangberiman.
danwanita-wanitayangmenjaga kehormatandi
antaraomngomn,g)ungdibem‘lllﬁtabsebdzm
kamu, bila kamu telab membayar maskavin
mereka dengan maksud untuk menikabirtya, tidae -
dengan maksud berzina dan tidak (pula) -
menjadikanryagundik-giundik. Barangsiapayang
kafir sesudab beriman (tidak menerima bukym- -
hukam Ilam) maka hapuslah amalannya dan ia
dibariakbirit termasitk orang- orang mergi™.

(@S- akMaidah5}5).
ally 3 S SRR Yy
Y‘, ﬁ-(-"’ﬂ J) «ij.:.\.z ..g ‘..:" ju:.:
T 0 B S SE
oy st s _s,:.; oy
ol 5y Bt 1 g Ay 9 g
(\'H;%}.}l) u):;.u ;.%LJ JJL.U ubl, ;,.,,3 .
Do janganlals kamst rikabi wanite- wanita
musyrik, sebelum merelea beriman. Sesunggibmya

wanitabidakyang mu'minlebib batk dariwarnita
musyrik, walaupun dia menarik batimu. Dan
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janganlah kamu menikabkan orang- orang
mereka beriman. Sesunggubnya budak yang

- mu'minlebib baik dari orangmusyrik walasipun
- diamenarikhatimu. Merekamengajak keneraka,

. sedangAIlahmenga]akkesm'gadanampunan S

dengan izin-Nya. Dan Allab menerangkan ayat-

~ ayat-Nya (perintab- perintah-Nya) kepada
manusiasupaya merekamengambilpelajaran”.
(QS. Al-Baqarah [2]: 221).

AL ‘3; el G
uU “_,gau:\, l,.Lm Al L;,S_,buu u|),.\_e,,_ :
SR 1 i B S D e
\"My‘w u—‘dﬁ’vrﬂjmé&b‘”
3 LhSE O W8 2 Yy
e S Yy Ry Gk
ujm ” |;J\..J) ‘._.o.m " ‘}’L-"J ),‘,gn
S el ity 8 (ol (85 150
QIIREE )

“Hai orang- orang yang beriman, apabila datang
berhiprab kepadarmu perempuan- perenpuan yang
beriman, maka hendaklah kamu uji(keimanan)
mereka. Allablebth mengetabuitentangkeimanan
merekea; malea jikakamu telah mengetahui babrwn
mereka (benar-benar) beriman makajanganlab



. merdeabayar. Dantiadadosaatasmumengawini =

kamu kembalikan mereka kepada(suami- stami
mereka) orang- orang kafir. Mereka tiada bhald
bagi orang-orangkafir itu dan orang- orangkafir *::
itu tiada balal pula bagi mercka. Dan berikanlds =
kepada (suami-suami)mereka ma/aaryangte&:b

- mereka apabila kamu bayar kepada mereka &

a _ mabamya.Dan]anganlabkdmutetapbmpegmg

pada tali (perkawinan) dengan perempuan- . -
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta ;-
- mabaryang telah kamu bayar; dan hendaklab
rmerckamemintamabaryangtelab mereka bayar,
Demikianlah buksm Allalryang ditetaplan-Nyz = -
diantara kamu. Dan Allab Maba Mengetalra ©
lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah
[60]: 10). '
2G5O Vb WS ’¢h..4 ey
‘..,i.fbul ».,SL Lo J»a uL.a}Jl uL..a:-..Jt
AT O3 SRS el e (K
b was Byl (R A
e 136 ot s 0 SEE
PR q.*..a.v ;,.E.J.e wtm L ow
er u’d \..JJJ u.Jl.ijl Jn \.JL.Q?LAH
AU‘} ‘;,_Q ),.9- l_))_..c.: Q\) (rg—ﬁ ‘.,—.!JI

(Yo .f.LMj\) (,._.7') )}G—C'



“Dan barang siapa di antara kamu (orang
mengawiniwanitamerdekalagi berinan, ia boleh
mengawini wanitayang beriman, dari budak-
budak yang kamu miliki. Allah mengetabui
- kesmananmu; sebabagian kamu adalah dari
sebabagianyang lain, karena ity kawinilah mereka
. dengan seizintuan merekadan berilah mas kawin
- mereka menurit yang patut, sedang merekapun
wanita-wanitayang memelihara diri, bukan
pezinadan bukan (pula)wanita yang mengambil
laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila
mereka telah menjaga diri dengan kawin,
kemudianmereka mengerjakanperbuatanyang
keji(zina), maka atas mereka separo bukuman
dari bukuman wanita-wanita merdekayang -
bersuami. (kebolehan mengawini budak)itu, -
adalab bagi orang- orang yang takut kepada
kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di
antaramu, dan kesabaran itu lebib baik bagimu.

Dan Allah Maba Pengampun lagi Maba

Penyayang”. (QS. Al-Nisa[4]:25).
2. HadisRasul Allah s.a.w.; antaralain:

Sy ey Y 8 2
TSR R I R\ RS PR L B

Gapglisee
“Wanita itu (boleh) dintkabi karenaempat bal: -+

(1) karena bartanya (2) karena (asal- usul) -
keturunannya (3)karena kecantikannya (4)
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karena agamanya. Maka bendaklah kamsu

berpegangtegub(dengan parempuan)yangmemeluk -

agamals/am, (ika tidak), akan binasalab kedia -

tanganmu”. (HR. Muttafaq alaib dan Abi
Hurairahr.a). _

3.Q« 1da.h Figh: -
gl M.,.lrg\lcé' i o

- “Mencegah kemafsadatan lebib didabulukan (di-
, uMmakan)dan pada menarik /eemashbatan

dan Qa’idah Sadd al- zari ah.

' MEMPERHATIKAN: 1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas .
IT tahun 1400 / 1980 tentang
perkawinan campuran.

2. Pendapat sidang Komisi C Bidang -

Fatwa pada Munas VIIMUI 2005.
Dengan bertawakal pada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram
dan tidak sah.

2. Perkawinan laki- laki muslim dengan



: perempﬁan Ahlu I{itab, menurut ‘qa'ul‘ S
- mu’tamad, 1da121-1hm dan tidaksah, -

B - Ditetapkan di: ]aka.rta' '

28 Juli2005 M
MUSYAWARAH NASIONAL VII
© MAJELIS ULAMA INDONESIA |
Pimpinan Sidang Pleno

Ketua, . Sekretaris, -

Twd. Ttd.

Prof. Dr. H. Umar Shihab  Prof. Dr. H.M. Din samsuddin

|8)
LI

Lo Padatanggal : 21 Jumadil Akhn' 1426 H.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : SIDIK TONO
NIP/NIDN : 854210102 / 9905000751
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 05 Januari 1954
Status Perkawinan : Kawin |
Agama : Islam
Golongan/ Pangkat : IVa / Pembina
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia — FIAI
Alamat Kantor : J1. Kaliurang Km. 14.5 Yogyakarta
Telp./Fax. : 0274 898462 / 0274 898463
Alamat Rumah : J1. Layur I1I/01 RT/RW: 20/04
_ Minomartani Yogyakarta 55581
Telp./Fax : 0274 882541 HP: 08156876057
E-mail : sidiktono@gmail.com
RIWAYAT KELUARGA
NO.. NAMA STATUS | PEKERJAAN
1. Siti Wafirotun Isteri Wiraswasta
2. | Muhammad Irfan Ash-Shiddiq | Anak/Kawin “Swasta
3. Maula Alfi Sidik Anak/Kawin Swasta
4. Dina Istiana Anak Swasta
5. Dina Afiana Anak Mahasiswa
6 Dina Afiani Anak Swasta
L 7 | Muh. Nizomuddin Fauza Sidiq Anak Mahasiswa
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PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

NO.| TAHUN PEMBIMBINGAN/PEMBINAAN
1. 1990-sek Membimbing Tugas Akhir (Skripsi)
2. 1995-sek Membimbing KKN Mahasiswa UlI
|- 3. | 1999-2005 Membimbing Mahasiswa Praktek Hukum
4. 2011-sek Membimbing Thesis PPS MSI FIAI UII
PENGALAMAN PENELITIAN
TAHUN JUDUL PENELITIAN JABATAN | SUMBER
DANA
1994, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Lektor LP-UlI
terhadap Frekuensi Perceraian di Kec. Muda
Ngaglik. Kab. Sleman Yogyakarta
1995 Peran Tokoh Masyarakat terhadap Lektor LpP-Ull
Pengembangan Kesadaran Lingkungan Muda
(Studi Kasus di Perumnas Minomartani
Yogyakarta)
1999 | Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Lektor FIAI-UII
Kec. Wirobraajan Yogyakarta Madya
2001 Wasiat sebagai Alternatif dalam Sistem Lektor LP-Ull
Pembagian Harta Peninggalan di
Indonesia
2006 Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Lektor LP-UTl
Hukum (Figh) Zakat Kepala
2013 Posisi Wasiat dalam Sistem Pembagian Lektor DPPM-UII
Harta Peninggalan (Studi Pemikiran dan Kepala
Pengembangan Hukum Islam di
Indonesia)
KARYA TULIS ILMIAH
A. Buku/Bab/Jurnal
TAHUN JUDUL PENERBITAN/

JURNAL

2000 | Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Ul Press
Hukum Indonesia, Edisi Kedua

2012 Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kemenag RI,
Pembagian Harta Peninggalan Dirjen. Pendidikan
Islam, Direktorat
Pendidikan Tinggi

B Islam




B. Makalah/ Poster
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TAHUN JUDUL PENYELENGGARA
1997 |Islam dan Politik dalam Perspektif | Fak.Syari’ah UIl
Hukum Tata Negaara ,
1997 Perkawinan Beda Agama dalam Fak.Syari’ah Ul
Pandangan Hukum Islam
1999 | Teori Istihsan Imam Malik sebagai FIAI-UII
Salah Satu Metode Pengembangan
Hukum
2000 Aspek Sosiologis Pidana Penjara FIAI-UII
dan Permasalahannya menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif
2006 Wacana Masa Depan Hukum PSI-UlI
Cambuk di Nangro Aceh
- Darussalam
2011 | Penguatan Integritas Moral Bangsa P3I-FIAI
dengan Pendekatan Perintah dan
Larangan dalam Pandangan Hukum
Islam
C. Penyunting/Editor/ Reviewer/Resensi
| TAHUN JUDUL PENERBITAN/
' JURNAL
2001 Agidah Islam UII Press
2001 Ibadah dan Akhlak dalam Islam UII Press

PESERTA KONF ERENSUSEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

TAHUN JUDUL KEGIATAN PENYELENGGARA
1996 Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Fak. Syari’ah
Pembinaan Hukum Nasional UIl
1998 Fungsi Hukum dalam Rekayasa Sosial FIAI-UII
Menuju Tatanan Indonesia Baru
2001 Lokakarya Penelitian Hukum Normatif FIAI-UII
dan Sosiologis
| 2008 Lokakarya Pengembangan Pendidikan DPPAI-UII
Agama Islam
2009 | Sosialisasi UU. No. 1 Tahun 2008 tentang FIAI-UIL
Perbankan Syari’ah (Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari’ah)
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KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN KEGIATAN
1991-1997 | Sebagai Ketua Takmir Masjid As-Salam Minomartani
2001-2005 Sebagai Anggota BPD Desa Minomartani
2005-sek Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur’an di Masjid As-
Salam setiap malam Jum’at (mulai tahun 2012 dirubah
setiap Sabtu Pagi)
2008-sek Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur’an di Yayasan
Yaskarim (setengan bulanan)
2009 Sebagai Koordinator (TPI D) tingkat SMP dan MTS
Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur’an di Pokja/Rayon 13
SMPN 1 Pakem
2009-2012 Ketua Yaskarim Yogyakarta
2009-2013 Wakii Ketua MUI Kec. Ngaglik Sleman
2013-2017 Anggota MUI Kabupaten Sleman
ORGANISASI PROFESIONA/ILMIAH
TAHUN ORGANISASI JABATAN |
2001-2005 Pusat Studi Islam UII Bendahara/Anggota
2007-sek | Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Anggota

Syari’ah Indonesia Cabang
Yogyakarta

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Riwayat Hidup ini

adalah benar dan apabila terdapat kesalahan,

saya bersedia

mempertanggung-jawabkannya.

Yogyakarta, 6 September 2013

Hormat saya,

e v

Sidik Tono




